‘ ( SALINAN ]

BUPATI MAROS _
PROVINSI SULAWESI SELATAN '

" PERATURAN DAERAH KABUPATEN M&ROS ‘
NOMOR 11 TAHUN 2017

TENTANG
PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

~ DENGAN RAHMAT_.TUHAN YANG MAHA ESA,
- " BUPATI MAROS,

‘Menimbang : & bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 105
I . Peraturan. Peménntah meor 27 Taliun 2014 tentang
Pengelolaan . Ba.rang Milik . Negara/ daerhh periu
membentiik Peraturan Daerah tentang Pengelolaan’
Barang Milik Daerah. ' '

 Mengingat” : I. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang

o | Pembentuken Daerah-daerah, Tingkat T di Sulawesi -

- . " (Lembaran - Negara Republik Indonesia Tahun 1959

‘ ' E Nommor 74, Tambahan Lembaran Negara Repubhk E
Indonesxa Nomor 1822), B

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun '2004 tentang

'Per‘bendahamm Negara {Lembaran Negara. Repubhk

Indonema Tahun 2004 Nomor 5, ‘Tambahan Lembaran

. Negara Republik Indonesia Nomor 4355],

3 -Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 - tentang

~ Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan ‘Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Unda.ng—Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang



Pemerintahan Daerah  (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
- Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang

| Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesin Tahun 2014 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
§533);

5. Peraturan Pemerintah ‘Nomor 84 Tahun 2014 tenta.ng
Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa
Kendaraan Perorangan Dinas {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 305, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5610);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

| Peraﬁgkat Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia

“Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);

| 7. '.-Peraturan Mentcn Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
' tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah
{(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor

- 547).

: Dengan Persemjuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAROS
~ den
" BUPATI MAROS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN BARANG
MILIK DAERAH. .
BAB 1
KETENTUAN UMUM

| Pasal 1
Dalam Peraturan Daergh ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah ada]aii Kabupaten Maros.
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2. Pemerintahen Daerah adelah penyelenggarann urusan pemerintahan oleh
Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas
otdnomi dan tugss pembéntuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia

| sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945,

3, Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara .
pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan deerah otonom.

4. Bupati adalah Bupati Maros.

5., Pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah adaJah Bupati.

6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maros yang berkedudukan
sebagai unsur penyelenggara, pemerintahan daerah.

7. Sekretaris Daerah adalah pengelola barang milik daerah adalah pejabat
yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan
barang milik daerah '

B. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD da.'lam
penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

9, Pejabat Penatausahaan Barang adaleh kepala Perangkat Daerah/Kepala
unit kerja yang mempunyai fungsi pengelolaan barang milik daerah.

10, Pengguna bara.ng adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaen
barang milik daerah

11. Unit kerja adalah bagian Perangkat Daerah yang melaksanakan satu atau
‘beberapa program. - '

12, Anggaran Peﬂdapatan den Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat
'APBD adalah APBD Kabupaten Maros.

13, Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau dlperoleh atas
beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

14 Kuasa. Pengguna Barang Milik Daerah selanjutnya disebut sebaga.t Kuasa
Pengguna Barang adalah kepa.la unit kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh
Pengguna Barang untuk menggunakan barang milik daerah yang berada
dalam penguaiaaannya dengan scbajk;baﬂmya.

15.Pejabat Penatausshaan Pengguna Barang adalah Pejabat yang
melaksanakm"l fungsi tata usaha barang milik daerah pada Pengguna

Barang.
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16. Pengurus Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengurus Barang
- adalah Pejabat dan/atau Jabatan Fungsional Umum yang diserahi tugas
mengurus bm‘&ng.

. 17. Pengurus Bara.ng Pengelola adalah pejabat yang diserahi tugas menerima,

 menyimpan, mengeluarkan, dan menatausahakan barang milik daerah

pada Pejabat Penatausahaan Barang. |

~ 18.Pengurus Barang Pengguna adalah Jabatan Fungsional Umum vang
diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahak&n

: ' barang milik daerah pada Pengguna Barang.

19. Pembantu Pengurus Barang Pengelola adalah pengurus barang yang
‘membantu dalam penyiapan edministrasi maupun teknis penatausahean
barang milik daerah pada Pengelola Barang.

' 20, Pembantu Pengurus Barang Pengguna adalah pengurue barang yang
membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahean
barang milik daerah pada Penggune Barang.

21.Pengurus Barang Pembantu adalah yang diserahi tugas menerima,

. menyimpan, ;mengeluarkan menatausahakan dan memﬁertanggung
jawabkan barang milik daerah pada Kuasa Pengguna Barang.

22. Penilai adalah pihak ‘yang melakukan penilaian secara independen
berdasarkan kompetens: yang dimilikinya. |

23, Penilaian adalah proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atas

~ suatu objek penilaian berupa barang milik daerah pada saat tertentu.

24. Penilai Pememfw.tah adalah Penilai Pemerintah Pusat dan Penilai Pemerintah
Daerah. . : :

. 25. Pengelolaa.n ‘Barang Milik Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang

meliputi perencanaan . kebutuhan dan penganggaran, pengadaan,

penggunaan, pemanfastan, pengamanen dan pemeliharaan, penilaian,
pemindahtanganan, pemusneshan, penghapusan, penatausehaan dan
pembinaan, pengawasan dan pengendalian. '

~ 26. Perencanean Kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan |

~ barang milik daerah untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah

lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan
tindakan yang akan datang.

| 27. Rencana 'I{ebtituhan Barang Milik Daerah, yang selanjutnya disingkat

RKBMD, adalah dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah

untuk periode 1 (satu) tahun.
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. 28. Penggunaa.n adalah kegiamn yang dilakuken oleh Pengguna Barang dalam
" mengelola dan menatausahakan barang milik ‘dderah yang sesuai dengan
- tugas dan fungsi Perangkat Daergh yang bersangkutan.

- 29.Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak
-digunakan uﬁtuk penyelenggeraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah
~ dan/atau optimalisasi barang milik deerah dengan tidak mengubah status
kepemilikan,

30.Sewa adalah pemanfaatan barang milik daer"a.h oleh pihak lain dalam

| Jjangka waktu tertentu dan menerima imbalan vang tunai. "

31, Pinjam pakai adalah penyerahan penggunaan Ba.ra.ng antara pemerintah
pusat dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah dalam jangka
waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut
berakhir diserahkan kembali kepada Bupati. ,

- 32.Kefja Sama Pemsnfaatan yang selanjutnya disingkat KSP adalsh
pendayagunaan barang milik’ deerah oleh pihak lain dalam jangka waktu
tertentu dalam rangka penmgkatan pendapatan daerah atau sumber
pem'blayaan lainnya.

33. Bangun Guna ! Serah yang se]anjumya disingkat BGS adalah pemanfaatan
barang milile daersh berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan
bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan
oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati,

~ untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/ateu
sarana beﬁkut?fasﬂitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.

- 34. Bangun Serah Guna yang selanjutnya disingkat BSG adalah pemanfaatan

* barang milik da.erah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan

bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai
pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh plha.k lain
tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati,

35.Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur yang selanjutnya disingkat KSPI
adalah kerjasama antara pemerintah dan badan usaha untuk kegiatan

' penyedman mfrastruktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

36. Penanggung Jawab Proyelc Kerjasama yang selanjutnya disingkat PJPK
adalah Bupati, atau- badan ussha milik daerah sehagai penyedia atau
penyelenggara infrastruktur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

37. Pemindahtange:tnan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah.



38.Penjualan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah kepada

- pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang.

39. Tukar Menukar adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang
dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemeritttah daerah, antar
. pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain,
dengan menerlma penggantian utama dalam bentuk barang, paling aedﬂut
dengan nilai aeunbang. :

40, Hibah adalah pengalihan kepemxhkan barang dari pemeﬁntah pusat
kepada pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau dari pemerintah
daerah kepada. pihak lain, ta.npa memperoleh penggant::an

41. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah pengalihan kepemilikan
barang milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak
dipisahkan menjadi keksyasn yang dipisahkan untuk diperhitungkan

sebagai ‘modal/saham daerah pada badan usaha milik negara, badan
usaha milik daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara.

42, Pemusnahan adalah tindekan memusnshkan fisik dan/etau kegunaan
barang milik daerah.

43. Penghapusan adalah tindakan menghapus barang mxllk daerah dari daftar
barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk
membebaskan Pengelola Barang, 'Pengguna Barang dan/atau Kuasa
Pengguna Barang dari tanggung Jawab administrasi dan fisik atas barang
yang berada dalam penguasaannya. - -

44, Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan,
inventarisasi, dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan. g

45. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan
" dan pelaporan ‘hasil pendataan barang milik daerah.

46 Dokumen kepemilikan adalali dokumien sah yang merupakan bukt
kepemilikan atas barang milik daerah.

47. Daftar barang milik daerah adalah daftar yang memuat data seluruh
barang milik daerah , :

48, Daftar barang pengguna adalah daftar yang memuat data barang milik
daerah yang digunakan oleh masing-masing Pengguna Barang.

' 49, Daftar Barang Kuasa Pengguna adalah dafiar yang memuat data bareng

milik daerah yang dimiliki oleh masing-masing Kuasa Pengguna Barang.



",

50. Rumah Negara adalah bangunen yang-dimiliki Pemerintah Daerah dan
berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan
keluarga serta menunjang pelaksarinan tugas pejabat dan/atau pegawai
negeri aipil pemenntah daerah yang bersangkutan.

 51. Pihak lain adalah pihak-pihak selain Pemerintah Daerah Kabupaten Maros.

BABII
ASAS DAN RUANG LINGKUP

r Pasal 2
Pengelolaan Bamng Milik Daerah dilaksanakan berdasarkan asas:
fungsional; -
kepastian -hukum;
transparans; | _
efisiensi;
akuntabilitas; dan
kepasﬁaﬁ nﬂa.i. -

> Ao g

L]

Pasal 3
Rueng lingkup Peraturan Daerah adalsh: -
pejabat penge}ola barang milik daerah;
perencanaan kebutuhan dan penganggaran;
pengadaan;
penggunaan;
pemanfaatan;
pengamanan dan pemeliharaan;”
penilaian; |
pemindahtanganan;
pemusnahan;
penghapusan;
penatausahaan;
pembinaan, pengawasan dan pengendalian; '
. pengelolaan barang milik daerah pada Perangkat Daerah yang
menggunakan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah:
n. barang milik ciaerah berupa rumah negara; dan
0. ganti rugi danf sanksi.

R a - T - N -
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; Pasal 4
Bafaﬁg milik daefall meliputi: :
_a. barang mitik cl;aerah yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD; atau
b, barang milik daerah yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Pasal 5
(1) Barang milik daerah sebagaimana dimaksud  dalam Pasal 4 dilarang
digadaikan/dijaminkan untuk mendapatkan pinjaman atau diserahkan
kepada pihakf lain sebagai pembayaran atas tagihan kepada pemerintah
daerah,
{2} Barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tidak dapat
| disita sesuai dengan ketentuan peraturan pemndang—undangan

Pasal 6

(1) Barang milik daerah yang dibeli atau diperoleh atas beban AFBD
sebagaimana, dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dxlengkapi dokumen
pengadaan.

(2) barang mi]jk daerah yvang berasal dari perolehan Ilainnya yang sah
"Bebagmmana dxmaksud dala.m Pasal 4 huruf b, dilengkapi dokumen
perolehan

(3) Barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat {(2)
bersifat berwujud maupun tidak berwyjud.

Pasal 7
Barang milik daerhh' yang berasal dari perolehan lainnya yang sah, meliputi:
a. barang yang ciipemleh dari hibah /sumbangan atau yang sejenis;
~ b, barang yang dipemleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak;
- ¢, barang yang: diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
. undangan;
d. barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah
- mempunyai kekuatan hukum tetap; atau '
e. barang yang dipemleh kembali dari hasil divestasi atas penyertaan modal
pemerintah daerah.

| . Pasal 8
Barang yang d1peroleh dari mbah/sumbangan atau aejenis sebagaimana
dimaksud delam Pasal 7 huruf a meliputi hibah/sunibangan atau yang sejenis



dari negara/lemba;tga internasional sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanfian/kontrak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b antara lain berasal dari:

a. kontrak karya;

b. kontrak bagi hasil;

c. kontrak kerjasama;

d. perjanjian dengan negara lain/lembaga internasional; dan

e. kerja sama pemenntah daerah dengan badan usaha dalam penyediaan

' mfrastruktur
BABIIIL
PEJABAT PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH
‘Bagian Kesatu

‘ Pemegang Kekuaaaan Pengelolaan Barang Milik Daerah

Pasal 10

(1) Bupati adalah pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik claerah
(2} Pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah sebagaimana
dimaksud pada. ayat (1), berwenang dan bertanggung jawab:

a.
b.

C.

menetapkan kebijakan pengelolaan harang milik daerah;
menetapkan penggunaan, pemanfaatan, atau pemindahtanganan
barang milik daerah; '

- menetapkan kebijakan pengamanan da.n pemeliharaan barang milik
- daerah;

menetapkan pejabat yang mengurus dan menylmpan barang m:hk
daerah;
mengajukan usul pemindahtanganan barang milik daerah yang

'memerluka.n persetujuan DPRD;

menyetu;m usul pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapuaan
barang milik daerah sesuai batas kewenangannya;

menyetujui usul pemanfaatan barang milik daerah selain tanah
dan/atau bangunan; dan -

menyetujul usul pemanfaatan ba.réng milik daerah dalam bentuk
kel:iaaama; penyediaan infrastruktur.
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Bagian Kedua
Pengelola Barang

Pasal 11

Sekretaris daerah selaku Pengelola Barang, berwenang dan herl:anggung jawab:

a.

b.

meneliti dan menyetqjui rencana kebutuhan barang milik daerah;.
meneliti dan : menyetujui rencana kebutuhan pemeliharaan /perawatan
barang milik | daerah L

mengajukan usul pemanfaatan dan pemmdahtanganan barang milik
tdaerah yang memerlukan persetujuan Bupati;

mengatur pe!aksanaan penggunasn, pemanfastan, pemusna.han, dan
penighapusan barang milik daerah;

mengatur pelaksanaan pemlndahtanganan hamng milik daerah yang telah
disetujui oleh Bupatl atau DPRD;

melakukan koordi:mal dalam pelaksanaan inventarisasi barang milik
daerah dan :

melakukan perigavnrasan dan pengendalian atas pengelolaan barang milik
daerah.

Bagian Ketiga-
Pejabat Penatausahaan Barang

Pasal 12 -

{1} Kepala Perangkat Daerah/Kepala Unit Kelja yang mempunyai fungsi

pengelolaan Bgrang Milik Daerah selaku Pejabat Penatausahaan Barang.

 (2) Pejabat Penateusahaan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan d?ngan Keputusan Bupati.

1
[ . - .
i

(3) Pejabat Penatqusahaan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

mempunyai wewenang dan tanggunglawab. _

a. rnembantu meneliti dan memberikan pertimbangan persetujuan dalam
penyusunan rencana kebutuhan barang 'milik daerah kepada Pengelola
Barang; ' -

b. membantu menehtl dan memberikan pertimbangan persetujuan dalam

' penyusunan rencana kebutuhan pemehharaan/ perawatan barang milik
daerah l@epada Pengelola Barang;



-11-

¢.. memberikan pertimbangan kepada Pengelola Barang atas pengajuan
~ueul pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah yang
memerlulnén persetujuan Bupati;
- d. memberikan pertimbangan kepada pengelola barang untuk mengatur
. Pelakeanaan  penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan, dan
- penghapuean barang milik daerah;
e. memberikan pertimbangan kepada pengelola barang atas pelaksanaan
Peﬂﬁndﬂhﬁnganan barang milik daerah yang telah disetujui oleh
| Bupati atau DPRD; ' _ o |
f membani;u " Pengelola Barang dalam  pelaksanasan koordinasi
inventarisasi barang milik daerah;
‘g melakukan pencatatan barang milik daerah berupa tanah dan/atau
‘ bangunah yang telah diserahkan dari Pengguna Barang yeng tidak
dlgunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi
Perangkat Daerah dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain kepada
Bupat melalui Pengelola Barang, serta barang milik daerah yang
' berada pﬁda Pengelola Barang;
h. mengamankan dan memelihara barang milik daerah sebagam:lana _
 dimaksud pada huruf g;
i. membantu Pengelola Barang dalam pengawasan dan pengenda.han atas
pengelolaen barang milik daerah; dan
j. menyusun laporan barang milik daerah.
(4). Pejabat Penatauaahaan Barang sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam
melaksanakan wewenang dan tanggung jawabnya dapat membentuk Tim
~ Penatausahaan Barang Milik Daerah,

Bagian Keempat
Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang

Pasal 13-
(1) Kepala Perangkat Daerah selaku Pengguna Barang.
(2) Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan
. Keputusan Bupati.
[3] Penggunsa Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang dan
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bertanggung Ja.wab

a. mengmukan rencansa kebutuhan dan penganggaran barang milik
daerah b:__agl Perangkat Daerah yang dipimpinnya; _

b. mengajukén permohonan penetapan status penggunaan barang yang

- diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;

c. melakukan pencatatan den inventarisasi barang milik daerah yang
berada da.hf?tm penguasaannya;

d. menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya
untuk kepentmgan penyelenggaman tugas dan fungsi Perangkat
Daerah yang dipimpinnya;

e. mengamankan dan memelihara barang milik daerah yang berada dalam
penguasaannya*

f. 'mengajukan usul pemanfaatan dan penundahtanganan barang milik
daerah berupa tenah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan
persetujuan DPRD dan barang milik daerah selain tanah dan/atau
bangunan* ' o .

g " menyerahkan barang millk daerah bempa tanah dan/atau bangunan
yang tldg]q digunaken untuk kepenungan penyelenggaraan tugas dan
fungsi Perangkat Dacrah yang dipimpinnya dan sedang tidak

' chmanfaatkan pihak iain, kepada Bupati melalui Pengelola Barang;
h. mengajukan usul pemusnahan dan penghepusan barang milik daerah;
i. melakukaﬁ pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas
-penggunaan barang milik daerah yang ada dalam penguasaannya; dan

j. menyusun dan menyampaikan laporan barang pengguna semesteran
dan laporan bam.ng- pengguna tahunan yang berada dalam
penguasgannya kepada Pengelola Barang. '

- Pasal 14

(1} Pengguna Barang dapat melimpahkan sebagmn kewenangan dan tanggung
jawab kepada. Kuasa Pengguna Barang.

(2} Pelimpahan sebagian wewenang dan tanggungiawab kepada Kuasa
Pengguna Barang sebagaimana dimeksud pada ayat (1) ditetapkan oleh
Bupati atas usul Pengguna Barang.

(3) Penetapqn kuasa pengguna barang scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
berdasarkan pertn'nbangan jumlah barang yang dikelola, beban kerja,
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lokasi, kompetenm, dan/atau rentang kendali dan pertimbangan objektif
lainnya.

Bagian Kelima
Pegabat Penatausahaan Pengguna Barang

Pasal 15

(1) Pengguna. Barang dlbantu oleh Pejabat Penatausa.haan Pengguna Barang

(2) Pejabat Penatausshaan Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditetépkﬂn oleh Bupati atas usul Pengguna Barang.

(3) Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) yaitu pejabat yang membidangi fungsi pengelolaan barang milik
daerah pada Pengguna. Barang,

(4) Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang sebagaimana chmakaud pada
ayat (2) berwgnang dan bertanggung jawab:

a. menyiapkan rencana kebutuhan dan penganggeran barang milik
daerah pé.de. Pengguna Barang;

b. meneliti usulan permohonan penetapan status penggunaan barang

' yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;

c. meneliti : j:encatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang
~d11aksanakan oleh Pengurus Barang dan/atau Pengurus Barang
Pembantu, -

d. menyusun pengajuan usulan pemanfaatan dan pemmdahtanganan
barang n‘nhk daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak
memerlukan persetujuan DPRD dan barang milik daerah selain tanah

- dan/atau’ bangunan,

e. menguaulkan rencana penyershan barang mﬂik daerah berupa tanah
dan/atau bangunan yang tidak digunaken untuk kepentingan
penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang dan sedang tidak

, dlmanfaatkan oleh pihak lain;

f. men;napkan usulan pemusnahan dan penghapusan barang milik
daerah; . _

g meneliti laporan barang semesteran dan tahunan yang dilaksanakan
oleh Pengurus Barang dan/atan Pengurus Barang Pembantu;
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memberiléan pefsetujuan atas Surat Permintaan Barang (SPB) dengan

_menerbitkan Surat Perintah Penyaluran Barang (SPPB) untuk

mengeluarkan harang milik daerah dari gudang penyimpanan;
meneliti dan memverifikasi Kartu Inventans Ruangan (KIR) setiep .
semester dan setiap tahun; '

. melalmkan verifikasi sebagai dasar memberiken persetujuan atas

perubaha.n kondisi fisik barang milik daerah; dan
meneliti laporan mutasi barang setiap bulan yang disampaikan oleh
Pengurus Barang Pengguna -dan/atau Pengurus Barang Pembantu.

i .
Bagian Keenam

! Pengurus Barang Pengelola

| .

| Pasal 16

(1) Pengurus Ba.rang Pengelola ditetapkan oleh  Bupatli atas usul Pejabat
Penatausahaa.n Barang. ,

(2) Pengurus Barang Pengelola sebagaimana dimaksud pada syat (1) adalah
pejabat yang membidangi fungsi pengelolaan barang milik daerah pada
Pejabat Penatausahaan Barang.

(3) Pengurus Barang Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berwenang dan bertanggungjawab:

- A.

membani;q meneliti dan menyiapkan bahen pertimbangan persetujuan .

" dalam p(:aﬁyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah kepada

C.

Pejabat Pl-enatausahaan Barang; .
niembaml:u meneliti dan menyiapkan bahan pertimbangan persetujuan

dalam penyusunan rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan

barang n.!zihk daerah kepada Pejabat Penatausahaan Barang;
menyiapicgn dokumen pengajuan usulan pemanfaatan dan

- pemindaélitanganan barang milik daerah yang memerlukan persetujuan

Bupati; | _
meneliti dokumen usulan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan, dan

_ pengh’appisan dari Pengguna Barang, sebagai bahan pertimbangan oleh

Pejabat "Penatausshaan Barang  dalam pengaturan ~pelaksanaan
penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan, dan penghapusan barang

'nmﬁkdamah,
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e. menyiapﬁan bahan . pencatatan barang milik daerah berupa tanah
dan/atau bangunan yang telah diserahkan dari Pengguna Barang yang
tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi
Perangkat Daerah dan sedang tidak dimanfaatken pihak lain kepada

. Bupati melalui Pengelola Barang;
. menyimpén dokumen asli kepemilikan barang milik daerah;
g menyimpan salinan ‘dokumen Laporan Barang Pengguna/Kuasa
' Pengguna! Barang; - -
" h. melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang milik
. daerah; da.n -

i merelnapﬂulaai dan - menghimpun Laporan Barang  Pengguna
semesteran dan tahunan serta Laporan Barang Pengelola sebagm bahan
penyusunan Laporan barang milik daerah.

(4] ‘Pengurua Barang Pengelola secara administra.tif dan secara fungsional
bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pengelola Barang
melalui Pejabat Penatausahaan Barang, |

(5) Dalem hat melaksanakan tugas dan fungsi administrasi Pengurus Barang
Pengelola dapat dibantu oleh Pembantu Pengurus Barang Pengelola yang
ditetapkan oleh Bupati atas usul Pejabat Penatausahaan Barang,

[6] Pengurus Barang Pengelola dilarang melakukan kegiatan perdagangan,
- pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai
penjamin atas kegiatan/ pekeljaan/penjualan tersebut yang anggarannya
~ dibebankan pada APBD.

i ; ‘Bagian Ketujuh
' - Pengurus Barang Pengguna

Pasal 17
(1) Pengurus Barang Pengguna ditetapkan oleh Bupati atas usul Pengguna
' Barang. '5 :
(2) Pengurus Ba.rang Pengguna sebagéi_mana dimaksud pada ayat (1),
berwenang dian bertanggungjawab:
a. membantu menyiapkan dokumen rencana kebutuhan dan
penganggaran barang milik daerah;
b. menyiaplis!m usulan permohonan penetapan status penggunaan barang
milik daerah yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya
yang sah,

!:
A
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e, melakaanakan pencatatan dan inventarisesi barang milik daerah;

d. membanm mengamankan barang milik daerah yang berada pada
Pengguna Barang; N - |

e, meﬁyiaplfcan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan dan
pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah  dan/atau
banguna.til yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan barang milik
daerah sela.in tanah dan/atau bangunan;

f. memdaplean dokumen penyerahan barang milik daerah bempa tanah
dan/atau bangunan yang tidek digunakan untuk kepentingan
penyelenggeraan tugas dan fungsi Pengguna Barang dan sedang tidak
dimanfaatkan pihak lain; |

g menyiapléan dokumen pengajuan usulan pemusnahan dan
penghapuéan barang milik daerah; |

h. menyusun laporan barang semesteran dan tahunan;

i, menylapkan Surat Permintaan Barang (SPB) berdasarlcan nota
permmtaan bara.ng,

i mengajukan Surat Permintaan Barang (SPB) kepada. Pejabat
Penatausshaan Barang Penggune;

k. menyera.‘rikan barang berdasarkan Surat Perintah Penyaluran Barang
(SPPB) yang dituangka.n dalam berita acara penyerahan barang;

1, membuai:?l{arm Inventaris Ruangan (KIR) semesteran dan tahunan;

m, memberi label barang milik daerah;

n. mengqlukan permochonan persetujuan kepada Pejabat Penatausahaan
Pengguna Barang atas perubahan kondisi fisik barang milik deerah
berdaaarkqn pengecekan fisik barang; '

o. m'elakukaﬁ stock opname barang persediaan;

. menyu:npan dokumen, antara lain: fotokopi/salinan dokumen
kepemilikan barang milik daerah dan menyimpan ash/fotokoprsalinan :
dokumenipenatausahaml,

q. melakukan rekonsiliasi dalam rangks penyusunan Iaporan barang
Penggunal Barang dan laporan barang milik daerah; dan

r. membuat laporan mutasi barang setiap bulan yang disampaikan
kepada Pengelola Barang melalui Pengguna Barang aetelah diteliti oleh
Pejabat Penatausaha.an Pengguna Barang.

{3) Pengurus Barang Pcngguna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara
administratif) bertanggung Jjawab kepada Pengguna Barang dan secara
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fungsionél bérfanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pengelola
Barang melalui Pejabat Penatausahean Barang.

(4] Dalam hal melaksanakan tugas den fungsi administrasi Pengurus Barang
Pengguna dapat dibantu oleh Pembantu Pengurus Barang Pengguna yang
ditetapkan oleh Bupati atas usul Pengguna Barang.

'{5) Pengurus Barang Pengguna dilarang melakukan kegiatan perdagangan,
pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai
penjamin ataa kegiatan/ pekerjaan/penjualan tersebut yang anggarannya
dibebankan pada APBD. '

- Bagian Kedelapan
Pengurus Barang Pembantu

Pasal 18

(1) Bupati menetaplmn Pengurus Barang Pembantu atas usul Kuasa
Pengguna Barang melalui Pengguna Barang. '

(2) Perhbentulm:?: Penguru's Barang Pembantu sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan berdasarkan pertimbangan jumleh barang yang
dikelola, beban kesja, lokasi, kompetensi dan/ateu rentang kendali dan
pertimbangan objektif lainnya. |

(3} Pengurus Bgmng Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berwenang dan bertanggungjawab:

a.

b.

mennapléan dokumen rencana kebutuhan dan penganggaran barang
milik daerah
menylapkan usulan permohonan penetapan status penggunaan barang

 milik daerah yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya

yangsah

c. melaksanakan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah

d.
' Pengguna Barang'

€.

membantu mengamankan barang milik daerah yang berada pa.da Kuasa

menYlapkan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan dan
permndahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau
bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan barang milik
daerah sélain tanah dan/atau bangunan;
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meny:apkan dokumen penyerahan barang milik daerah berupa tanah

dan/ atau 'bangunan yang tidak digunakan untuk Xepentingan
penyelenggaraan tugas dan fungsi Kuasa Pengguna Barang dan sedang

| _tidak dlmanfaatkan pihak lain;

h.
i

menyiapkan dokumen. pengajuan usulan pemusnahan dan
penghapusan ba.rang milik daerah; | '

menyusun Iaporan barang semesteran dan tahunan,

menyiapkan Surat Permintaan Barang (SPB) berdasarkan nota
permmtaan barang;

menga.;ukan Surat Permintaan Barang (SPB) kepada Kuasa Pengguna
Barang; :

menyeral'lkan barang berdasarkan Surat Perintah Penyaluran Barang
(SPPB) ya.ing dituangkan dalam berita acara penyerahan barang;
membuat Kartu Inventaris Ruangan (KIR} semesteran dan tahunan,

. memberi label barang milik daerah;

menga,;ukan permohonan persetujuan kepada Pejabat Penatausahsan
Pengguna Barang melalui Kuasa Pengguna Barang atas perubahan
kondiai ﬁaik barang milik daerah pengecekan ﬁsik barang;

melakukan stock opname barang persediann;

‘menym:lpan dokumen, antara lain: fotokopi/salinan dokumen

kepemﬂlkan barang milik daerah dan menyunpan asli/ fotokop:/ salinan
dokumenmenatausaham

melalmkan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang
Kuasa Pengguna Barang dan laporan barang milik daerah; dan

- membuat' laporan mutasi barang setiap bulan yang disampaikan pada
' Pengguna Barang melalui Kuasa Pengguna Barang setelah diteliti oleh

Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang dan Pengurus' Barang
Penggunal.

Pengurus Barang Pembantu baik secara langsung maupun tidak langsung
dilarang melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan
penjualan !'jasa atau bertindak sebagai penjamin atas
kegiatan / ﬁeklerjaan/penjualan tersebut yang anggarannya dit?ebankan
pada APBD.
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BABIV
PERENCANAAN KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH

Bagian Kesatu
Prinsip Umum

Pasal 19

Perencanaan kebutuhan barang milik daerah chsusun - dengan
memperhaukan kebutuhan pelaksansan tugas dan fungsi Perangkat
Daerah serta ketersedianan barang milik daerah yang ada.

Ketersed:aan barang milik daerah sebagaimana dimeksud pada ayat (1)
merupakan barangm:hk daerah yang ada pada Pengelola Barang dan/atau
Penggmina Barang. |
Pe:rmcarm.aa.::tI barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada. ayat (1) dan
ayat {(2) harus dapat mencerminkan kebutuhan riil barang milik daerah
pada Perangkat Daerah sehingga dapat dgachkan dasar dalem penyusunan
RKBMD.

| Pasal 20

Per.emua;.r:ua.anI kebutuhan bamng milik daerah dilaksanakan setiap tahun
setelah rencelna. kclja (Renja) Pemngkat Daerah ditetapkan.

Perencanaan Kebutuha.n sebagaimana dimaksud ayat (1) mempaka.n salah
satu dasar bagi Perangkat Deerah dalam pengusulan penyediaan anggaran

untuk kebutuhan baru (new initiative) dan angka dasar (baseline) serta

penyusunan rrencana kerja dan anggaran.

. Pasal2l
Perencanaanl kebutuhan barang milik daerah mengacu pada Rencana Kerja
Perangkat Daerah
Perencanaan kebutuhan barang m:lik daerah sebagaimana dimaksud

‘dalam Pasal 19 ayat (1), kecuali untuk penghapusan, berpedoman pada:

a. standar barang, :
b. standar kebutuhan, dan/atau
c. standar harga
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{3) Standar’ barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf & adalah
spes:ﬁkam barang yang ditetapkan sebagai acuan penghitungan
pengadaan barang milik daerah dalam perencanaan kebutuhan.

~ {4) Standar kuebutuhan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2} huruf b
adalah satuan jumlah barang yang dibutuhkan sebagei acuan perhitungan
pengadaan dan penggunaan barang milik daerah dalam perencanaan
kebutuhan barang milik daerah pada Perangkat Daerah. |

(5) Standar harga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ¢ adalah
besaran harga yang ditetapkan sebagai acuan pengadaan fbarang milik
daersh dalangl perencanean kebutuhan. - - ! .

(6) Standar barlang, standar kebutuhan dan stander harga sebaga.lmana
dimaksud _palcila. ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) ditetapkan oleh Bupati.

o Pasal 22
(1) Penetapan ata.ndar kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat
(2) huruf b mempedomam peraturan perundang—undangan
(2) Penetapan standar barang dan standar kebutuhan sebagajmana dimaksud
dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a dan huruf b dilakukan setelah
berkoordinasi dengan dinas teknis terkait.

Pasal 23
Pengguna Barang da.n/atau Kuasa Pengguna Barang mengusulkan RKBMD
pengadaan bara.ng mﬂik daerah mempedomam ‘standar barang da.n standar
kebutuhan,

: Pasal 24

(1) Pengguna Barang menghlmpun usulan RKBMD yang diajukan oleh Kuasa
Pengguna, Barang yang berada di hngkunga.n Perangkat Daerah yang
deImpmnya : :

{2) Pengguna Barang menyampaikan usulan RKBMD sebagaimana dmmksud
pada ayat ( 1} kepada Pengelola Barang. .

(3} Pengelola. Bara.ng melakukan penelaahan atas usulan RKBMD sebaga.lmana
dlmaksud pada ayat (2) bersama Pengguna Barang-dengan memperhatikan
data bara.ng |pada Pengguna Barang dan/atau Pengelola Barang. .

{(4) Data barang pada Pengguna Barang dan/atau Pengelola Barang,
sebagmma.na dimaksud pada. ayat (3) antars lain:
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a. laporan Da.ftar Bara.ng Pengguna bulanan;
" b. laporan Daftar Barang Pengguna semesteran;

C. lapomn Daft.ar Barang Pengguna tahunan;
laporan Daftar Barang Pengelola bulanan;
laporan Daftar Barang Pengelola semesteran;
laporan Daftar Barang Pengelola tahunan;
laporan Daftar Barang milik daerah semesteran; dan
laporan Dafta.r Barang milik daerah tahunan.

(5) Pengelola 'Bérang dalam melakukan penelaahan sebagaimana dimaksud
pada ayat’ (3] dibantu Pejabat Penatausahaan Barang dan Pengurus
Barang Pengelola.

(6) Pejabat Penatauaahaan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (5}
merupaka.n anggota Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

(7) Hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3} merupakan dasar
penyusunan RKBMD

I S

P _ Pasal 25
RKBMD yang telah ditetapkan oleh Pengelola Barang digunakan oleh -
Pengguna Bara.ng sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran
Perangkat Daera.h )

Pasal 26
{1) RKBMD pemehharaan barang milik daerah tidak dapat diusulkan oleh
" Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang terhadap:
- a. barang: nnhk daerah yang berade dalam kondisi rusak berat;
L b barang nnhk daerah yang sedang dalam status penggunaan sementara;
._ c. barang rﬂ.l.lik daerah yang seﬂang dalam status untuk dioperasxkan oleh
_ pihak lain dan/atau
d. ‘barang milik daerah yang sedang menjadi objekpemanfaatan
"(2) RKBMD pemeliharaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada
~ayat (1) huruf b diusulkan oleh Pengguna Barang yang menggunakan
sementara barang milik daerah. | |
(3) RKBMD pemelﬁlaraan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1} huruf d tidek termasuk pemanfaatan dalam bentuk pinja.m pakai
dengan Jangka waktu kurang dari 6 (enam) bulan.
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" Bagian Kedua
Lingkup Perencanaan Kebutuhan
Barang Milik Daerah
o - Pasal 27 |
(1) Perencanaan kebutuhan barang milik daerah meliputi:
a. perencan‘aan pengadaan barang milik daerah;
b. perencanaan remeliharaan barang milik daerah;
C. perenca.naan pemanfaatan barang milik daerah
d. perencangan pemindahtanganan barang milik daerah; dan
e, perencanfaan penghapusan barang milik daerah.

(2) Percncanam{ pengadaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada
eyat (1) huruf a dituangkan dalam dokumen RKBMD Pengadaan.

(3) Perencanaan pemeliharaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud
pada ayattl]' huruf b dituangkan dalam dokumen RKBMD Pemeliharaan.

4) Perencanaén: pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf ¢ dituangkan dalam dokumen RKBMD Pemanfaatan.

5) Pcrencanaé.ﬁ. pemindahtanganan barang milik deerah sebagaimana
dimeksud pada ayat (1) huruf d dituangkan dalam dokumen RKBMD
Penﬁndahtanganan

(6) Pcrcncanaé:@ penghapusan barang milik daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf e dituangkan dalam dokumen RKBMD Penghapusan.

L Bagian Ketiga
Tata Cara Penyusunan RKBMD Pengadaan
| B:arang Milik Daerah Pada Penggunsa Barang

. | Pasal 28
(1) Kuasa Pengguna Barang menyusun usulan RKBMD Pengadaan barang
' milik daerah!di lingkungan Kuasa Pengguna Barang yang dipimpinnya.
(2) Kuasa Pengguna Barang menyampaikan usulan RKBMD Pengedaan
' sebaga.tmana dimaksud pada ayat (1) kepada Pengguna Barang sela.mbat—
lambatnyazrmggu kedun bulan Mei.

Pasal 29
(1) Pengguna Barang melakukan penelashan atas usulan RKBMD Pengadaan
yang d:aampa.ikan oleh Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal !28 ayat (2) pada minggu ketiga bulan Mei.
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Dalam penelaahan usulan RKBMD pengadaan yang disampaikan oleh |

-Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengguna

Barang me:ligi}mtsertakan Pe_]abat Penatausahasn Pengguna Barang dan
Pengurus Barang Pengguna untuk melakukan review terhadap kebenaran
dan kelengkapan usulan RKBMD Pengadaan

Penelaahan gtas usulan RKBMD Pengadaan yang disampaikan _E:Ieh Kuasa
Pengguna, Ba.rang sebagaimana dimaksud pada ayat {1) diutamakan untuk

.memaatikap lkebenaran date masuken {input) penyusunan usulan RKBMD

“Peng'adaanfyang 'sekurgng-'-kt;rangnya mempertimbangkan:

a. kesesuéién program perencanaan dan standar sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2); dan

b. ketersediaan barang milik daerah di lingkungan Pengguna Barang.

Hasil penelaahan atas usulan RKBMD Pengadean yang disampaikan oleh

Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3} digunakan

oleh Pengguna Barang dalam menyusun RKBMD Pengadaan barang milik |

daerah padal hngka.t Pengguna Ba:rang yang sekurang-kurangnya memuat

informasi:

a. nama Kuaﬁa Pengguna Barang;

b. nama Pengguna Barang,

c. pmgram,

d. kegiatan _

¢. data daﬂ:ar bara.ng pada Pengguna Barang dan/atan daftar barang

pada Kuasa Pengguna Barang; dan
f. rencana kebutuhan pengadaan barang yang disetujui.
: Pasal 30

Hasil penela!ahan Pengguna Barang atas usulan RKBEMD Pengadaan yang
' disampmknn oleh Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 29 ayaL (4) ditandatangani Pengguna Barang. '

Kuasa Pengguna Bam.ng menyusun RKBMD Pengadaan barang milik

(2)

daerah berdasarkan hasil penelaghan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
untuk disampaikan kepada Pengguna Barang paling lambat minggu
keempat bulan Mei, :



(1)

(2)

(1)

)

3)

@
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-] Bagian Keempat

Ta:ta. Cara Penyusunan RKBMD Pemeliharaan

Barang Milik Daerah Pada Penggune. Barang

! _ Pasal 31

Kuasa Pengguna Barang menyusun usulan RKBMD Pemeliharaan barang
milik daerahidi lingkungan Kuasa Pengguna Barang yang dipimpinnya.
Kuasa Pengguna Barang menyampaikan usulan RKBMD Pemeliharaan
sebagmmana dimaksud pada ayat (1) kepada Pengguna Barang selambat-
lambatnya _mmggu kedua bulan Mei.

Pasal 32 _ ‘
Pengguna - Barang melskukan penelagshan atas usulan RKBMD
Pemeliharaaz_; yvang disampaikan oleh Kuasa Pengguna Barang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) pada minggu ketiga bulan
Mei- . ‘, -I i ‘
Dalam penélashan usulan RKBMD pemeliharaan usulan RKBMD
Pemeliharann yeng disampaikan oleh Kuasa Pehgguna Barang
sebagaima.t_zs% dimaksud pada ayat (1), Pengguna Barang mengikutsertakan
Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang dan Pengurus Barang Pengguna
untuk melék!ukan penelitian terhadap kebenaran dan kelengkapan usulan
RKBMD pemeliharaan,
Penelashan 'atas usulan RKBMD Pemeliharaan yang disampaikan oleh
Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diutamakan
untuk memastika.n kebenaran data masukan {inpuf) penyusunan RKBMD
pemeliharaan yang sekurang-kurangnya mengacu pada daftar barang
Kuasa Pengguna Barang yang memuat informasi mengenai barang yang
dipelihara, -
Hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan oleh
Pengguna Bara.ng dalam menyusun RKBMD Pemeliharaan barang milik
daerah tingkat Pengguna Barang yang sekurang-kurangnya memuat
informasi: | ‘
a. nama Kuasa Pengguna Barang;
b, nama Pengguna Barang;
¢. nama bara.ng yang dipelihara;
d. usulan kebutuhan pemehhara.an dan
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e. rencana llcebut_uhan béraﬁg milik daerah yang disetujui.

Pasal33

(1) Haail penelaahan Pengguna Barang atas usulan RKBMD Pemeliharaan
vang disampa.ikan oleh Kuasa Pengguna Barang sebaga.lmana dimaksud
dalam Pasal 32 ayat (4) dxtandatangani Pengguna Barang.

(2) Kuasa Pcngguna Barang menyusun RKBMD Pemeliharaan barang milik
daerah berdasa.tkan hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
untuk dlsampa:kan kepada Pengguna Barang paling lambat minggu
keempat bulan Mei.

s Pasal 34

{1) Pengguna Barang menghimpun RKBMD Pengadaen dan RKBMD
Pemeliharéaﬁ dari Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 30 ayat (2) dan Pasal 33 ayat (2} untuk disampaikan kepada
Pengelo]a Ba.ra.ng

(2?) Penyampa.ian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi surat
pengantar RKBMD vang dltandatangam oleh Pengguna Barang dan data
bareng sebagaunana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4).

(3} Penyampman RKBMD Pengadaan den RKBMD Pemeliharaan sebagaimana
dimaksid pacla ayat (1) oleh Pengguna Barang kepada Pengelola Barang
dﬂakuk&n aelambat—lambatmra mmggu kesatu bulan Juni.

Bagla.n Kelima
‘ 'lI'ata Cara Penelaahan RKBMD Pengadaan
. ._Barang Milik Daerah Pada Pengelola Barang

Pasal 35
(1) Penelaahan atas RKBMD Pengadaan barang milik daerah dilakukan .
' terhadap : '
- a, 'Relevanai prograrn dengan rencana keluaran (output] Pengguna Barang;
- b .Opt:malisasi penggunaan barang milik daera.h yang berada pada
- Pengguna Barang; dan _

c. Efektmtas penggunaan bara.ng milik daerah yang berada pada
Penssuna Barang telah. sesuai peruntukannya dalam rangka

- menqn,ljalilg tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
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2 Penelaa.hati L.taa RKBMD Pengadaan barang milik daerah sebagaimana

3)

{4)

(1)

@)

(3)

dimaksud pada ayat (1) sekurang—kurangnya memperhatikan:

a. Kesesuajan program perencanaan dan standar sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat {2); dan

b. data barang sebagaunana dimaksud dalam Pasal 24 ayat {4)

Penelaahan atas RKBMD Pengadaan barang milik daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dituangkan delam Hasil Penelaahan RKBMD
Pengadaan barang milik daerah yang sekurang-kurangnya memuat:

a. nama Kusllsa Pengguna Barang,

b. nama Pengguna Barang'

program

kegiatan;:

data dai‘tar barang pada Pengguna Barang dan/atau daftar barang
pada Kuasa Pengguna Barang; dan

f. mncana kebutuhs.m pengadaan barang yang dlsetujui.

® o0

Dalam melaleeanakan penelaahan barang milik daerah sebagnimana
dimaksud piﬁ.da. ayat (1), Pengelola Barang mengikutsertakan Pejabat
Penatausahaan Ba.ra.ng dan Pengurus Barang Pengelola untuk menyiapkan
dan membenkan pert:mbangan terhadap kebenaran dan kelengkapan
usulan RKBMD Pengadaan yang dilaksanakan selambat-lambatnya minggu
kedua bulan Jum. :

Pasal 36
Hasil Penelaa.han RKBMD Pengadaan barang milik daerah dari Pengguna
Barang sebagalmana dimaksud dalam Paaal 35 ayat {3) ditandatangani oleh
Pengelola Barang '

Pengguna Barang menyusun RKBMD Pengadaan berdasarkan hasil
penelaahan sebagannana dimaksud pada ayat (1).

RKBMD Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat {2) disampaikan oleh
Pengguna Bamng kepada Pengelola Barang paling lambat minggu ketiga
bulan J uni



Bagian Keenam
Tata Cara Penelaahan RKBMD Pemehharaan
Barang Milik Daerah Pada Pengelola Barang

‘Pasal 37

(1) Penelaahan *a.tas RKBMD Pemeliharaan barang milik daerah dilakukan
untuk mclakukan telaahan terhadap data barang milik daerah yang
diusulkan re[rlcana pemeliharaannya. a

(2) Penelaa.hmfl atas RKBMD Peﬁleliharaan barang milik daerah sehagaimana
dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memperhatikan daftar barang
pada Peng:glfna Barang yang memuat informasi ni‘engen‘ai status barang
dan kondisi barang.

(3) Penelaahan atas RKBMD Pemeliharaan barang milik daerah sebagaimana
dimaksud ?p'ada ayat (2) dituangkan dalam hasil penelaahan RKBMD
Pemehharaan barang milik daersh yang sekurang-kurangnya memuat:

a. nmna Kuasa. Pengguna Barang;

b. nama Per_zgguna Barang;

c. mama barang yang dipelihara;

d. usulan: kebutuhan pemeliharaan; dan

e rencana kebutuhan barang milik deerah yang dlsetu_]ul.

(4) Dalam melaksanalcan peneclashan barang milik daerah sebagaimana
dimaksud ;plada_ ayat (1), Penge¢lola Barang. mengikutsertakan Pejabat
Penatausaflaan Barang dan Pengurus Barang Pengelola untuk menyiapkan
dan membenkan pertimbangan terhadap kebenaran dan kelengkapan
usulan RICBMD Pemeliharaan yang dilaksanakan selambat-lambatnya
minggu kedua bulan Juni.

St Pasal 38

(1) Hasil Penelaahan RKBMD Pemeliharaan barang mi.hk daerah dari

~ Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3)
dxtandatangani oleh Pengelola Barang. '

-{2) Pengguna Barang menyusun RKBMD Pemeliharaan berdasarkan hasil
penelaahan sebagsumana dimalsud pada ayat (1).

(3} RKBMD Pemehharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dxsampaikan
oleh Pengguna Barang kepada Pengelola Barang paling lambat minggu

ketiga bulan Juni.
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Pasal 39
(1) RKBMD Pengadaan dan RKBMD Pemeltharaan barang milik daerah dari
Pengguna Blarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) dan
Pasal 38 ayat (3) ditetapkan menjadi RKBMD pemerintah daerah oleh
Pengelola Ba_rang.
(2) RKBMD Pengadaan dan RKBMD Pemeliharaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditetapkan paling lambat minggu keempat bulan Juni.

Bagian Ketujuh
Penyusunan Perubahan RKBMD

Pasal 40
(1) Pengguna Barang dapat melakukan perubahan RKBMD.
{2) Perubahan RKBMD sebagaimane dimaksud pada ayat (1) dilakukan
sebelum penyusunan Perubahan APBD, |
(3) Penyusunan' RKBMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 sampai |
dengan Pasal 39 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan
perubahan RKBMD

: | Bagian Kedelapan
:Péﬁyuaunan RKBMD Untuk Kondisi Darurat

Pasal 41

(1} Dalam hal setelah batas akhir penyampaian RKBMD terdapat kondisi
darurat, per;gusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan baru {new

~ initiative) da’n penyediaan anggaran angka dasar (baseline) dalam rangka

' rencana pengadaan dan/atau rencana pemeliharaan barang milik daerah
dilakukan berdasarkan mekanisme penganggaran sesuai Xetentuan
peraturan pe;rundang—undangan.

(2) Kondisi daxﬁmt sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bencana
alam dan ganggue.n keamanan skala besar.

(3) Hasil pengusulan penyediaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) harus dilaporkan oleh Pengguna Barang kepada Pengelola Barang
bersamaan dengan penyampman RKBMD Pembahan dan/atau RKBMD
tahun benkutnya.

(4) Laporan sebagalmana dimaksud ‘pada ayat (3) digunakan oleh Pengelola

' Barang sebaga.i bahan pertimbangan tambahan dalam penelashan atas
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| _
 RKBMD ya.ng disampaikan oleh Pengguna Barang bersangkutan pada
' APBD Perubahan tahun anggaran berkenaan dan/atau APBD tahun
anggaran berlxkumya.

; Pasal 42
"~ Ketentuan lebm lanjut mengenm tata cara pelaksanaan perencanaan
kebutuhan ba.rar'tg milik daerah diatur dengan peraturan bupati.

BAB V
PENGADAAN

Pasal 43

(1} Pengadaan barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip efisien,
efelktif, transf:aran dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel. _

(2) Pela.kaanaan! pengadaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan
ketentuan pém;uran perundang-undangan.

- Pasal 44
(1) Pengguna Ba.rang wajib menyampaikan laporan hasil pengadaan barang
milik daerah kepada Bupati melalui Pengelola Barang milik daerah untuk
ditetapkan atatua penggunaannya.
(2} Laporan hasil pengadaan barang milik daerah gsebagaimana dimaksud pada
ayat (1), terdm dari laporan hasil pengadaan bulanan, semesteran dan

| ' BABWI
| PENGGUNAAN

Bagian Kesatu
Prinsip Umum

: Pasal 45
(1) Bupan menetapkan status penggunaan barang milik daerah.
(2) Bupah dapat mendelegasikan penetapan status penggunaan atas barang .
milik daerah sebaga:mana dimaksud pada ayat (1} selain tanah dan/atau
bangunan dengan kondisi tertentu kepada Pengelola Barang.
(3) Kondisi tertentu. sebagaimana dimaksud pada ayat (2), antara lain adalah
barang nuhk deerah yang tidak mempunyai bukti kepemilikan atau dengan
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(4] Nilai tertentu: aebagaime.na dimaksud pada ayat (3] ditetapkan oleh Bupati
(5) Penetapan status penggunaan barang milik deerah scbagaimana dimakstud
ayat (1) da.n ayat @ dﬂaksanakan gecara tahunan. -

5 i . Pasald6
(1) Penggunaan barang milik da.erah meliputi:
a. Penetapan status penggunaan barang milik daerah;
b. Penga]iha:n status Iﬁenggunaan barang milik daerah;
c. Pengguh&an sementara barang milik daerah; dan
d. Penetapan status penggunaan barang milik daerah untuk dioperasikan
oleh 'pihak lain, .
(2) Penetapan! status penggunaan sebaga:ma.na dimaksud pada ayat (1)
dilakukan untuk
a. penyelenggaman tugas dan fungsi Perangkat Daergh; dan
b: dioperasikan oleh p1hak lain dalam rangka menjalankan pelayanan
umum selsuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang bersangkutan

P Pasal 47
Penetapan status penggunaan txdak dilakukan terhadap:
a. barang persediaan, : '
b. Konatruksl Dalam Penge:]aan (KDP} ; .
c. barang yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan dan
d. Aset Tetap Rciannvas; (ATR) '

- .. Pasal 48

(1) Penetapanisfatus peﬁggunaan barang milik daerah berupa tanah dan/atau

bangunan | dﬂakukan apabila  diperlukan untuk kepentingan
' penyelenggmaan tugas dan fungsi Pengguna Barang dan/atau Kuasa
. Pengguna Ba.ra.ng yang bersangkutan

(2) Pengguna Bz!u'ang wajib menyerahkan barang milik daerah berupa tanah
dan/atau bangunan mbamm dimaksud pada ayat (1) yang tidak
dlguna.kan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang
kepada Bupati melatui Pengelola Barang,

(3) Dikecualikan dari ketentuen sebagaimana dimaksud pada ayat (2}, apabila
tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat {2) telah
dxrencanakan untuk digunakan atau dimanfaatkan dalam jangka waktu
tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.
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(5)

(1)

{2)

(3)

(4)

Bupat: mencabut status penggunaan atas barang milik daerah berupa
tanah clan/atau bangunan yang tidak digunakan dalam penyelenggaraan
tugas dan fungsi Pengguna Barang seba@nnana dimaksud ayat (2).

Dalam hal barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan
sebagalmana dimaksud pada ayat (2) tidak diserahkan kepada Bupati,
Pengguna qug dikenakan sanksi berupa pembekuan dana pemeliharaan

atas barang filik daerah berkenean,

: - Pasal 49 -
Bupati menetapkan barang milik daerah yang harua mserahkan oleh
Pengguna - Barang ‘karena tidak digunakan untuk kepentingan
penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang dan/atau kuasa
Pengguna Ba.rang dan tidak dimanfaatkan oleh pihak lain. .
Dalam menetapka.n penyerahan sebagaimana dimaksud pa.da ayat (1)
Bupa‘ti mem}i:erhatﬂmn
a. standar kebutuhan barang milik daerah untuk menyelenggarakan dan
menunjang tugas dan fungsi Pengguna Barang;
b, hasil al;ldit atas penggunaan tanah dan/atau bangunan; dan/atau
c. laporan, data, dan informasi yang diperoleh dari sumber lain.
Sumber iain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ¢ antara lain
termasuk ha[ail pelaksanaan pengawasan dan .pengendalian yang dilakukan
olech Pengelola Barang atau Bupati dan laporan dari masyarakat.
Tindak lanjut pengelolaan atas penyerahan barang milik deerah
sebagmmana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. penetapan astatus penggunean;
b. pemanfasiltan atau
c. pemindaliitangangn .
. . Bagian Kedua
Peite’tapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah

oy Paragraf Kesatu
Penetapan Status Penggunaan Ba.rang Milik Daerah
: _Oleh Bupati

Pasal 50

(1) Pengguna Barang mengajukan permohonan penetapan status penggunaa.n

barang mllik daerah yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan
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lainnya yang ‘sah kepada Bupati _

{2) Pengajuan ‘permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
setelah ditenmanya batang milik 'daerah berdasarkan dokumen
penenmaan barang pada tahun anggaran yang berkenaan.

(3) Pennohonam penetapan status penggunaan barang — milik daerah
eebagmmana dimaksud pada ayat (2) digjukan secara tertulis oleh
- Pengguna Ba.rang kepada. Bupati paling lambat pada akhir tahun .
berkenaan.

(4) Bupati menerbitk&n keputusan penetapan status penggunaan barang milik

daerah setiap tahun.

o
' l Pasal 51

(1) Pengajuan permohonan penetapan status penggunaan barang milik daerah
sebagaimang dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2).disertal dokumen.

(2) Dokumen se‘lbagajmana dimeksud pada ays.t (1) untuk barang milik daerah -
berupa tanah yaitu fotokopi sertifikat.

(3) Dokumen scbagalmana dimaksud pada ayat (1) untuk barang milik daerah
berupa bangpnan yang diperoleh dari APBD yaitu:

a. fotokopi I'zin Mendirikan Bangunan (IMB); dan
b. fotokopi (iiokumen perolehan.

" '(4}) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk barang milik daerah
. berupa ba.ngunan yang diperoleh dari perolehan lainnya yang sah
aekurang-kurangnya berupa dokumen Berita Acara Serah Terima (BAST).

(5) Dokumen sebaga.imana dimaksud pada ayat (1) untuk barang milik daerah
berupa tanah dan bangunan yang diperoleh dari APBD yaitu:-

a. fotokopl sertlﬁkat
b. fotokopi Izm Mendirikan Bangunan (IMB}; dan
.G, fotokop1 dokumen perclehan. '

(6) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk barang milik daerah
berupa ta.nah dan bangunan dari perolehan lainnya yang sah sekurang-
kurangnya berupa dokumen Berita Acara Serah Terima (BAST).

(7) Dokumen. sebagmmana dimaksud pada ayat (1) untuk barang milik daerah
selain tanahidan /atau bangunan yang memiliki dokumen yaitu:

a. fotokopi dokumen kepemilikan; dan/atau
b. fotokopi dokumen perolehan.
(8} anumen sebagajmana dimaksud pada ayat {1) untuk barang milik daerah

|



(1)

(2
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yang dguf-i; awal pengadaan direncanakan untuk dilakukan

pémindahtﬁnganan "dengan care penyertaan modal pemerintah daerah

yaitw: » -

a. fotokopi dokumen pelaksanaan anggaran,

b. fotokopi dokumen kepemilikan, untuk barang milik daerah berupa
tanah; |

. fotokopi lzin Mendirikan Bangunan (IMB), untuk barang milik daerah

. berupa bangunan, dan/atau
d. fotokopi dolmmen perolehan.

)  Pasal 52
Dikecualﬂcanl dari ketentuan sebagaimana’ ‘dimaksud dalam Pasal 51 ayat
(2) dan ayat (5) huruf a apabila barang milik daerah berupa tanah belum
memiliki fotokom sertifikat, maka dokumen dimaksud dapat diganti
dengan: ; ‘
a. akta jualbeli;
b. girll
c. letter C- -
d. surat: pemyataan pelepasan hak atas tanah,
e, surat keterangan lurah atau kepala desa, jika ada;
f. berita acara peneﬁmaan terkait perolehsm barang; atau
- c:Iolcumen| lain yang setara dengan bukti kepemilikan,
Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat

- (8) apabila blarang milik daerah berupa bangunan belum memiliki IMB dan

dokumen perolehan dapat diganti dengan surat pernyataan dari Pengguna

- Barang yang menyatakan bahwa bangunan tersebut dxgunakan untuk

3

penyelenggaman tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
Dikecuahkan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat

- {9) apabila barang milik daerah berupa tanah dan bangunan yang diperoleh

(4)

dari APBD helum memiliki sertifikat, IMB, dan dokumen perolehan dapat
diganti dengan surat pemyataan dari Pengguna Barang yang menyatakan
‘bahwa tanah dan bangunan tersebut dlgunakan untuk penyelenggaran
tugas dan fungsx Perangkat Daerah.

Dﬂcecuahkan dari ketentuan sebagaimana dimaksud delam Pasal 51 ayat
{7} apabila barang milik daerah berupa selain tanah dan bangunan yang
diperoleh da!ri APBD belum memiliki dokumen kepemilikan, maka dokumen
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dimaksud dapat diganti dengan surat pernvatasn darl Pengguna Barang
yang menyatakan bahwa ba.rang milik daerah selain taneh dan/atau
bangunan tersebut digunakan untuk penyelenggaran tugas dan fungsi

Perangkat Daerah
(5) Dikecualikan deri ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat
(8) huruf b, huruf ¢, dan huruf d belum ada, maka pengajuan usul
permohonan’ penerbitan status penggunaan disertai surat pernyataan dari
Pengguna B&rang bersangkutan yang menyatakan bahwa barang tersebut
adalah barang milik daerah yang dari awal penga.daannya direncanakan
untuk dilakukan pemindahtanganan dengan cara penyertaan modal

- pemerintah daerah
{6) Barang rnillk daerah yang belum memﬂlla dokumen kepemilikan tetap
harus menyglesmkan pengurusan doku_men kepemilikan meskipun telah

ditetapkan'sﬁatus penggunaan barang milik daerah.

-34.

Pasal 53

-{1) Pengelola Barang melakukan penelitian atas permochonan penetapan status
penggunaan| barang milik daerah dari Pengguna Barang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1).

(2) Penelitian ia?ebagaimena dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap
kelengkapén: dan kesesuaian dokumen yang dipersyaratkan.

(3) Dalam hal haeul penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2} belum
mencukupl, Pengelola Barang dapat: '
a. memmta keterangan atau data tambahan kepada Pengguna Barang

yang mengqjukan permohonan penetapan status penggunaan barang |
milik dagrah dan/atau
b. melakukan pengecekan lapangan, :

{4) Kegiatan Pengelola. Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan
terhadap barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan serta
barang mlhk daerah selain tanah dan/atau bangunan yang memilbiki
dokumen kepemﬂxkan atau dokumen lain yang sah,

_- Pasal 54
(1) Berdasarken hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat
(1), Bupati nlaenetapkan status penggunaan barangmlik daerah.
(2) Status penggunaan barang milik daerah sebagajmana dimaksud pada ayat
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(1] ditetapkan denga.n Keputusan Bupatl
- {3} Dalam Hal Bupﬂ.tl tidak menyetujui . permohonan Pengguna Barang
aebagaimena dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1), Bupati melalui Pengelola
- Barang menerbiﬂcan surat penolakan Inepada Penggune Barang disertai
: Pann;afkﬁdua
Penetapan Status Penggunaan Barang milik daerah
e Qleh Pengslola Barang
- Pasal 55
(1) Pengelola Bara.ng ‘menetapkan status penggunaan barang berdasarkan
kewenangan : :yang didelegasikan oleh Bupati sebagaimana dimsksud dalam

Pazal 45 ayat (2). |

(2) Penetapan status penggundan barang oleh Pengelola Barang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dengan mekanisme:

- a. Pengguna Barang mengajukan permohonan penetapan status

: _penggunaan barang milik daerah yang diperoleh daii beban APBD dan
perolehan lainnya yang sah kepada Pengelola Barang.

b. Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada hurufa dilakukan
setelah diterimanya barang milik daerah berdasarkan dokumen
'penerimaan barang pada tahun anggaran yang berkenaan. -

c. Permohonan penetapan status penggunaan barang milik daerah

» dwukan secara tertulis oleh Pengguna Barang kepada Pengelola

_ Barang palmg lambat pada akhir tahun berkenaan.
(3) Pengajuan permohonan penetapan status penggunaan barang milik daerah
sebagaxmana dimaksud pada ayat (2) disertai dokumen sebagaimana

" dimaksud dalam Pasal 51 dan Pasal 52.

(4) Terhadap penga,]uan permohonan penetapan status penggunaan barang
- milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) d:lakukan penelitian’

sebagmmana ketentuan Pasal 53.

(5) Berdasa.rkan hasil penelitian aebagahnana dimakeud pada ayat (4),
 Pengelola Barang menetapkan status penggunaan barang milik daerah.
{6) Dalam hal Pengelola Barang tidak menyetyjui permohonan Pengguna

Barang  sebagaimana dimaksud pada’ ayat (2), Pengelola Barang

menerbitkan surat penclakan kepada Pen_gguna Barang disertai alasan.
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Bag:an Ketiga
Pengahhan Status Penggunean Barang Milik Daerah

Pasal 56

(1) Barang mihk daerah dapat dilakukan pengelihan status penggunaan.

{2)

(1)

(@)

(3)

()

(1)

(2

Pengal[han: status penggunaan sebagaimana dimakeud pada ayat (1)
dllakukan berdasarkan.

a. Inislatif clar‘l Bupati; dan/atau

b. Permohonan dari Pengguna Barang lama,

Pasal 57
Pengaliha.n status penggunaan barang milik daerah berdasarkan inisiatif
dari Bupati| sebagaimana dimeksud dalam Pasal 56 ayat 2 huruf a
dilalrukan - dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Pengguna
Barang. | ;
Pengalihan status penggunaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal:56 ayat 2 huruf b dari Pengguna Barang kepada Pengguna

Barang la.mnya ‘untuk penyelenggaraan tugas den fungsi dilakuken

berdasarkan pemetujuan Bupat.

Pengalihan statua penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilakukan ‘terhadap barang milik deereh yang berada dalam pengtiasaan
Pengguna . Barang dan tidak digunakan oleh Pengguna Barang yang
bersang]mtan | ' “

Pengalihmi status penggunaa.n sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilakukan tanpa kompensasi dan tidak diikuti dengan pengadaan barang

milik daerah pengganti

' Pasal 58
Pengaljhan ; status penggunean barang milik daerah berdasarkan
permohonan dari Pengguna Barang lama sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 56 ayat 2 huruf b dilakukan dengan pengajuan permohonan secara
tertulis oleh Pengguna Barang kepada Bupati.
Pcngajuan permohonan gebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit

memuat: :
a. data ba.rang milik daerah yang akan dialihkan status penggunaannya;

b. calon Pengguna Barang baru; dan
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c. pen_;elasan serta pertnnbangan pengalihan status penggunaan bara.ng
milik daerah
(3) Data barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g,
antara lain
a, kode ba.rang,
b. kode regupter,
C. namabarang,
'd. jumlah;
e. jenis;
f. nilai peroflehan;‘
g. nilai peﬁjusutan;
h. nilai bulay;
i lokasi;
j- luas;dan
k., tahun pemleha.n. :
(4} Pengajuan permohonan sebagamana. dimaksud pada ayat (1) dilampiri:
a. fotokopi daftar barang milik daerah sebagalmana dimaksud pade ayat
@ :
b. surat pemyataan yang memuat kesedinan calon Pengguna Barang baru
untuk menerima penga]iha.n barang milik daerah dari Pengguna Barang
lama. :' _

_ - Pasal 59
(1) Pengeloia Barang melakukan penelitian atas permohonan pengalihan
status penggunaa.n barang milik daersh dari Pengguna Barang

aebagmmana dimeksud dalam Pasal 58 ayat (1).

(2) Penelitian sebagainmna dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap
kelenglcapgnﬁdan kesesuaxgn dokumen yang dipersyaratkan.

(3) Dalam hal hasil penclitian sebagaimana dimeksud pada ayat (2} belum
mencukupi Pengelola Barang dapat. -

a. mem.intal keterangan atau data tambahan kepada. Pengguna Barang
yang mengajuka.n permohonan pengalihan status penggunaan barang
milik daerah; dan

b. .meminta?konﬁnnasi kepada calon Pengguna Barang baru.
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Pasal 60

(1) Berdasarkan hasil peneliian sebagaimsna dimaksud dalam Pasal 59,
Bupati memberikan persetujuan pengalihan status penggunaan barang
milik o:la.eralhl '

(2} Persetwuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Surat

_ Persetujuan Bupati : _

{3) Surat persetujuan sebagaimana dimeaksud pada ayat (2} paling sedikit
memuat: - |
a. date barang milik daerah yang akan dialihkan status penggunaannya,
b. Pengguna Barang lama dan Pengguna Barang baru; dan
c. kewa,pban Pengguna Barang lama.

(4) Kewajiban Pengguna Barang lama sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

" hurufec y&utu.

a. melakukan serah tenma barang milik daereh kepada Pengguna Barang
baru yang selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima
(BAST); dﬂn

b. melalmkan penghapusan terhadap barang milik daerah yang telah
dialihkan dari daftar barang pada Pengguna Barang berdasarkan surat
keputuaan penghapusan barang.

(5) Dalam hal Bupati tidak menyetujui permohonan Pengguna Barang
sebagaimang dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1), Bupati menerbitkan surat
penolakan képada Pengguna Barang dengan disertai alasan.

|
L Pasal 61

[1) Berdasarkan persetmuan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60
- ayat {2), Pengguna Barang lama melakukan’ serah terima barang milik
daerah kepada Pengguna Barang baru.

'[2) Serah tenma barang milik daerah kepada Pengguna Barang baru
sebaga:mana dimaksud pada ayat (1) paling lama 1 (satu) bulan sejak
persetu;uan alih status penggunaan barang milik daerah yang dituangkan
dalam Benta Acara Serah Terima {BAST).

(3) Be:ﬂaaarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) sebagaimana dimaksud
pada ayat: (2), Pengguna Barang lama melakukan usulan penghapusan
kepada Pengelola Barang atas barang milik daerah yang dialihkan status
penggunaannya kepada Pengguna Barang baru dari daftar barang pada

Pengguna Ba.rang
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(4) Usulan pengfhapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 1

{satu) rmnggu sejak tanggal Berita Acara Serah Terima (BAST).

(5} Penghapusan barang milik daerah sebageimana dimaksud pada ayat (3)

(1)

()

{1

2

(3)

dxtetapkan dengan Keputusan Pengelola Barang.

o Pasal 62

Berita Aca.ra Serah Terima (BAST) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61
ayat (2) dan Keputusan Pengelola Barang tentang penghapusan barang
milik daeréhf sebagaimana dimaksud dalam ‘Pasal 61 ayat (5) dilaporkan
kepada Bupati dengan tembusan kepada Pengguna Barang baru paling
lama 1 (satu) minggu sejak keputusan penghapuaan ditetapkan.

Pengguna Barang dalam penatausahaan barang milik daerah melakukan
pencatata:i beniasarkan persetujuan Bupati, Berita Acara Serah Terima
(BAST), dan keputusan penghapusan barang milik daerah.

; | Bagian Keernpat
Penggunaan Sementara Barang Mihk Daerah

Pasal 63
Barang rmlik daerah yang telah ditetapkan status penggunaannya pada
Pengguna Barang dapat digunakan sementara oleh Pengguna Barang
lainnya dalam jangka waktu tertentu tanpa harus mengubah status
penggunaan barang milik daerah tersebut setelah terlebih dahulu
mendapatkan persetujuan Bupati.
Penggunaan sementara barang mililc daerah seba@mana dimaksud pada
ayat (1) dapat dilakukan untuk jangka waktu: .
a. paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk barang milik
daerah berupa tanah dan/atau bangunan;
b. - paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang untuk barang milik
daerah selam tanah dan/atau bangunan.
Penggunaan; sementara barang milik daerah dalam jangka waktu kurang

- dari 6 {enam) bulan dilakukan tanpa persetujuan Bupati.
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- Pasal 64

(1) Penggunaan sementam barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 63 dztluangkandalam perjanjian antara Pengguna Barang dengan
Pengguna Barang sementara.

(2) Biaya pemehharaan barang milik daerah yang timbul selama jangka waktu
penggunaan 'sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan
kepada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang yang menggunakan
sementara barang milik daerah bersangkutan.

P Pasal 65
(1) Pennohonan penggunaan sementara barang milik daerah diajukan secara
tertulis kepada Bupati. |
(2) Permohonan ,Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat.
a. data barang milik daerah yang akan digunakan sementara;
b. Pengguna Barang yang akan menggunakan sementara barang milik
daerah; dan _
c. penjelasan serta pertimbangan penggunaan sementara barang milik
daerah. :
(3) Pexmohonan sebaga.imana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkap;
dokumen: - ; '
a. fotokopi keputusan penetapan’ atatus penggunaan barang milik deerah;
dan . -
b.. fotokop1 aurat permmtaan penggunaan sementara barang milik daerah
. dari. Pengguna Barang yang akan menggunakan sementara barang
milik daerah kepada Pengguna Barang

| - . 'Pasal 66 -
(1] Pengelola Barang melakukan penelitian atas permohonan penggunaan
_ sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1).
- (2) Penelitian sebagaimana .dimaksud pada "ayat (1) dilakukan terhadap
kelengkapan dan kesesuaian dokurnen yang dipersyaratkan, '
(3) Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2} belum
mencukupi, Pengelola Barang dapat:
a. memin:tag keterangan kepade Pengguna Barang yang mengajukan
perfnoho;aan penggunaan sementara barang milik daerah; dan
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b. meminta’ konﬁrmasi dan klarifikasi kepade Pengguna Barang yang akan

menggunakan sementara barang milik daerah. |
. Pasal 67

{1) Berdasarkan hasil penelitian sebagaama.na dimaksud dalam Pasal 66 ayat

| (1), Bupati membeﬁl-:an peraetujuan atas penggunaan sementars barang
milik daerah

(2) Persetujuan sebagaimana ‘dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan
menerblﬂcan surat perseuuua.n Bupati.

- {3) Surat peraetujuan sebagaxmana dimaksud pada. ayat (1) paling sedikit
memuat: -

a. data barang milik daerah yang akan digunakan sementara;

b. Pengguna Bara.ng yang menggunakan sementara barang milik daerah;

C. kewa_)ibap Pengguna Barang yang menggunakan sementara barang
milik daerah untuk memelihara dan mengamankan barang milik daerah
yang digunakan sementara; | :

d. jangka?w;hktu penggunean sementara;

e. pembebanan biaya pemeliharaan; dan

f. kewajiban Pengguna Barang untuk menindaklanjuti dalam perjanjian.

(4) Dalam hal Bupan tidek menyetujui permohonan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 65 ayat (1), Bupau ‘menerbitkan surat penolakan kepada

Pengguna Barang disertai alasan.

| i Pasal 68
(1) Apabila Jangka waktu penggunaan sementara atas barang milik daerah
~telah berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2), make
a. Penggung Barang sementara mengembalikan barang milik daerah

_ kepadzi lfengguna Barang; atau
b. dﬂakukah ‘pengalihan status penggunaan kepada Pengguna Barang
| yang menggunakan sementara barang milik daerah. ‘

(2) Mekenisme ' pengalihan status penggunasn barang milik daerah
sebagaimana dimaksud dalam. Pasal 56 sampsi dengan Pasal 62 berlaku
mutatis m\fta.ndia terhadap mekanisme pengalihan status penggunaan
kepada penggunsa sementara sebagaimana dimaksud pada ayat {1) huruf b.

o
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Pasal 69

(1) Pengguna Ba.rang Sementara dapat mengejukan permohonan perpanjengen
waktu penggunaa.n sementara, atas barang milik daerah sebagaimana

 dimaksud dalam Pasal 63 ayat {2).

(2) Perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digjuken
Pengguna Barang kepada Bupati paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum
jangka waktu penggunann sementara barang milik daerah berakhir.

(3) Mekanisme . " pengajuari permohonan, penelitian, persetujuan, dan
penetapan oleh Bupati sebagaimana dimakesud dalam Pasal 65 sampai
dengan Pasal 68 berlaku mutatis mutandis pada mekanisme pengajuan
pennohona_n, penelitian, persetujuan dan penctapan oleh Bupati terhadap
parpan]anga?: penggunaan sementara barang milik daerah.

R : )
. 'Bagian Kelime

Penetapan Sta.tus Penggunaan Barang Milik Daerah Untuk Dioperasikan
; § : Oleh Pihak Lain

Pasal 70

{1) Barang mlhk daerah yang telah ditetapkan status penggunsannya pada
Pengguna Barang, dapat digunakan untuk dioperasikan oleh pihak lain.

2 Penggunaan barang milik daerah untuk dioperasikan oleh pihak lain
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakuken dalam rangka menjalankan
pelayanan umum sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang
bersangkutan

(3) Penggunaan barang mﬂlk daerash untuk dioperasikan oleh pthak lain
sebagatmana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam perjanjian antara
Pengguna Barang dengan pimpinan pihak lain

(4) Biaya pemeliharaan barang milik daerah yang timbul selama jangka waktu
penggunaan barang milik daerah untuk dioperasﬂcan oleh pihak lain
dlbebaﬂkan pada pihak lain yang mengoperasikan barang milik daerah.

(5) Pihak lain. yang mengoperasikan barang milik daerah dilarang melakukan
pengalihan étas pengoperasian barang milik daerah tersebut kepada pihak
lainnya dan/atau memindahtangankan barang milik daerah bersangkutan.

(6) Bupati dapat menarik penetapan status barang milik daerah untuk
diopera.mkan oleh pihak lain dalam hal pemerintah daerah akan

l
1
H
H
4
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menggunakan kembali untuk . penyelcnggaraa.n pemerintah deerah atau .

- pihak lainnya

()

(2)

- Pasal 71 : :
Permohonan; penggunaan barang milik daerah untuk dioperasikan oleh
pihak Jain diajukan secara tertulis oleh Pcngguna. Barang bersangkutan
kepada Bupati
Pengajuan permohonan sebagalmana dimaksud pada ayat (1} paling sedikit
memuat:. _

a. datalbareimgmilikdaerah- : .
b. pihak lain yang akan menggunakan barang milik daerah untuk
dioperaslkan, '

e ja.ngka waktu plenggunaan barang milik daerah yang dioperasﬂcan oleh

~ pihak lain;

d. perdelasan serta pert:mbangan penggunaan barang milik daerah yang

3)

)

diopera_sikan oleh pihak lain; dan

e. materi yang diatur dalam perjanjian,

Pengajuan f:ermohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri

dokumen: :

a. fotokopi keputuaan penctapan status penggunaan barang milik daerah
b. fotokopi surat pérmintaan pengoperasian dari pihak lain yang akan
mengoperamkan barang mxhk daerah kepada Pengguna Barang; dan
c. fotokopi surat pernyataan dari pihek lain yang akan mengoperasikan

barang mihk daerah kepada Pengguna Barang.

Surat pernyataan dari pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

hurufe mer&pakaﬁ ‘pernyataan pihak lain yang memuat:

a. barang milik daerah yang akan dxoperasionalkan dalam rangka,
pelayanan umum sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah /Unit
Kerja; -

b, menanggung seluruh biaya pemeliharaan barang milik dacrah yang
timbul se}ama jangka waktu pengoperasian barang milik daerah;

'c: tidalk meﬁgalihkan pengoperasian dan/atau pemindahtanganan barang

milik daerah selama jangka waktu pengoperasian barang milik daerah;
dan 1 . ’ . :

d. mengembah’kan barang milik daerah kepada Pengguna Barang, apabila

jangka, waktu pengoperasian barang milik daerah telah selesai.
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Pasal 72

(1) Pengelola Bérang melakukan penetitian atas permohonan penggunaan
barang milik daerah untuk dioperasikan oleh piha.k jain sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1),

(2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadep

. kelengkapan dan kesesuaian dokumen yang dipersyaratkan.

{3) Dalam hal ;l'ixasil penelitian ‘sebagaimana dimaksud pada ayat {2) belum
mencukupi, Pengelola Barang dapat:

‘a. meminta; keterangan kepada Pengguna Barang yang mengajukan
permohmaan penggunaan ‘barang milik daerah yang dioperasikan oleh
pihak lain;

b. meminta konfirmasi dan klarifikasi kepada pihak lain yang akan
mengope%'asikan barang milik daerah;

c. mencari informasi dari sumber lainnya;

- d. melakuks:m pengecekan lapangan dengan mempertimbangkan analisis

‘" biaya dan manfaat.

. Pasal 73 -

(1) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat
(2), Bupatl menetapkan penggunaan barang milik daerah untuk
dzoperamkan oleh pihak lain.

(2} Penggunaan barang milik daerah untuk dioperasikan oleh pihak lain
scbagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati,

(3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedildt

- memuat: j
a. data barang milik daerah;
b, jangka waktu penggunaan barang milik daerah untuk dioperasionalkan
pihak lain
c. pihak lain yang akan mengoperaslonalkan barang milik daerah;
d. kewa,j:ban pihak lain yang mengoperasikan barang milik daerah; dan
e, kewa,jiban Pengguna Barang.

(4} Kewajiban pihak lain yang mengoperasikan barang milik daerah
aebagaimana dimaksud pada ayat (3} huruf d antara lein memelihara dan
mengamankan barang milik daerah yang dioperasikan.

(S) Kewajiban Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e
meliputi: | |
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a. menindaklamuh penggunaan barang milik daerah untuk dioperasikan
" oleh pihak lain dengan perjanjian; dan '
b. melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap PBarang milik
© " daerah’ ya.ng dmperas:kan oleh pthak lain,
(6) Dalam hal : Bupat: tidak ' menyetujui permochonan Pengguna Barang
' sebaga:mana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1), Bupati menerbitkan surat
- penolakan kepada Pengguna Barang disertai alasan.

?-I Passal 74 - |
| {1) Penggunaan barang milik daerah oleh Pengguna Barang untuk
dioperasikan oleh pihak lain dituangkan dalam perjanjian yang
dita.ndabangémi oleh Pengguna Barang dengan pihak lain.

(2) Perjanjian penggunaan barang milik daerah untuk dioperasikan oleh pihak
- lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1} paling lama 5 (lima) tahun dan
dapat diperpanjang.

(3) Pcnandatang_anan perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

- dilakukan setelah adanya Keputusan Bupati,
S Pasal 75
Perjanjian penggunaan barang milik daerah untuk dioperasikan oleh pihak lain
sebagaimana dimaksud delam Pasal 74 ayat (1), sekurang-kurangnya memuat:
a. data barang milik daerah yang menjadi objek;
b. Pengguna Barang;
¢. pihak lain » ya.ng mengopm-asikan barang milik daerah;
d, peruntukan pengoperaman barang milik daerah;
e. ja.ngka waktu pengoperasian barang milik daerah;
f. hak dan kewajiban Pengguna Barang dan pihak lain yang mengoperasikan
. barang :m]]k daerah, termasuk kewsjiban pihak lain tersebut untuk
, melakukan pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah;
g pengakhiran pengoperasian barang milik daerah; dan
h. penyelesaigzé perselisihan.

(1) Pengguna B'arang ‘dapat - melakukan perpanjangan penggunaan barang
milik daerah untuk dioperasikan oleh pihak lain.
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(2) Perpanjangah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digjukan Pengguna
| Barang kepada Bupati paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu
‘penggunaan barang milik daerah berakhir.
(3) Ketentuax_l. Pasal 71 sampai dengan Pasal 73 berlaku mutatis mutandis
. pada meka;éisme permohonan, peneliian, dan penetapan perpanjangan
jangka waktu penggunaan barang milik daerah untuk dioperasikan oleh
pihak lain. | ' '
? : Pasal 77 | |
Pengawasan da.n pengendalian terhadap pelaksanaan penggunaan barang
milik daera_h dﬂt?kukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
o :
Pasal 78
(ll Penggunaan: barang milik daerah untuk dioperasikan oleh pihak lain
. berakhir apa_bﬂa:
a. b;erakhirﬁya jangka waktu penggunaan barang milik deerah untuk
diop'erabikén oleh pihak lain, sebagaimana tertuané dalam perjanjian;
b. pel;ianjiah'ﬂiakhiri' secara sepihak oleh Pengguna Barang;
c. ketentuan lain  sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan . .
(2) Penamlan d:akhin secara sepnhak oleh Pengguna Batrang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b depat dilakukan apabila:
" a. pihak lam yang mengoperasikan barang milik daerah tidak memenuhi
' kewajiba.pnya yang tertuang dalam perjanjian; atau
b. terdapat kondisi yang ménga.ldbaﬂcan pengakhiran penggunaan barang
milik daerah untuk dioperasikan oleh pihak lain sebagaimana
dituangkan dalam peqanjtan
(3) Dalam melakukan pengakhiran pengoperasian barang milik daerah yang
didasarkan pada kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penggunea
Barang meminta persetujuan Bupati

.

i Pasal 70
1) Pada saat Jangka waktu penggunean barang milik daerah untuk
dioperamkan oleh pihak lain telah berakhir, pihak lain yang
mengoperasi}can barang milik daerah mengembalikan barang milik daerah
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tersebut kéﬁada Pengguna DBarang dengan Berita Acara Serah Terima
(BAST). 5 |

(2) Pengguna’ Barang melaporkan berakhirnya penggunaan barang milik
. daerah un'éuic dioperasikan pihak lain sebagaimana dimeksud pada ayat (1)
kepada Bupaﬂ paling lama 1 (satu) bulan sejak ditandatanganinye Berita
Acara Serah’ Terima. (BAST)), denga.n melampirkan fotokopi Berite. Acara
Serah Tenma (BAST).

; é | Pasal 80
Ketentuan lebxh lanjut mengenai Penggunaan Barang Mxhlc Daerah diatur
dengan Peraturan Bupati

S BAB VI
i ' PEMANFAATAN
_ Bagian Kesatu
a | Prinsip Umum |

' ' Pasal 81

(1) Pemanfaatan barang milik daerah dilaksanakan oleh:

a. Pengelqla Barang dengan persetuyjuan Bupati, untuk barang milik
daerah yang berada dalam penguasaan Pengelola Barang; dan

b. I_’enggu_;n;a Barang dengan persetujuan Pengelola Barang, untuk barang
milik daerah berupa sebagian tanah dan/atau bangunan yang masth
dlgunakan oleh Pengguna Barang, dan selain tanah dan/atau -
bangunan

{2} Pemanfaatan barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan perﬁmﬁangan

- teknis dengan memperhatikan kepentingan daerah dan kepentingan
umum. '

" {3) Pemanfasten barang milik daerah dapat dilakukan sepanjang tidak
mengganggti pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan
daerah., . | |

(4) Pemanfaatan barang milik daerah dilakukan tanpa memerlukan
persetujuan' DPRD.

| 0 Pasal 82

(1) Biaya pemehhaman dan pengamanen barang milik daerah serta biaya
pelaksanaan yang menjadi objek pemanfaatan dibebankan pada mitra

pemanfaatan.
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 {2) Bieya persxapan pemanfaataan barang milik daerah sampai dengan

penun;ukkan mitra Pemanfaatan dibebankan pada. APBD.

: (3) Pendapatan | daerah dari pemanfaatan . barang millk daerah merupaken
penenmaan daerah ya.ng wajib disetorkan seluruhnya ke rekening Kas
Umum Daerah )

(4) Pendapatan daerah dari pemanfaatan barang mﬂﬂc daerah dalam rangka
Penyelenggaraan pelayanan umum sesuai dengan tugas dan fungsi Badan
Layanan Unium Daerah merupakan penerimaan daerah yang disetorkan
seluruhnya ke rekening kas Badan Layanan Umum Daerah.

(5) Pendapatan 'daerah dari pemanfaatan barang milik daerah dalam rangka.
selain Penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Layanan Umum Daerah

. merupakan penerlmaan daerah yang disetorkan seluruhnya ke rekening
Kas Umum Daerah |

: : Pasai 83
{1) Barang rmhk daerah yang menjadi objek pemanfaatan dilarang dijaminkan
- atau digadmkan
{2) Barang milik deerah yang merupakan objek retribusi daerah tidak dapat
dikenakan sebam objek pemanfaatan barang milik daerah.

Pasal 84

Bentuk Pemanfaatan Barang milik daerah berupa:
a, Sewa, __
b. Pinjam Pakai
C. KSP; Ly :
d.” BGS atau BSG dan
e. KSPI ' *
;' Bagian Kedua
; ‘Mitra Pemanfaatan
- S ~ Pasal 85
Mitra Pemanfaatan meliputiz

a. penyewa, uﬁtuk pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk Sewa;

b. peminjam pakal untuk pemanfaatan harang milik daerah dalam bentuk
Pinjam Pakm

c. mitra KSP untuk pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk KSP;
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mitra BGS/BSG, untuk pemanfaatan barang milik daerahdalam bentuk
BGS/BSQ; dan
mitra KSFI, untuk pemanfa.a.tan barang milik daerah dalam bentuk KSPI,

i
!

Pasal 86

Mltra Pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 memiliki tanggung

jawab: !

melakukan pembayaran atas -pemanfadtan barang milik daerah sesuai
bentuk peménfaatan;

menyerahkan hasil ‘pelaksanaan pemanfé.atmi sesuai Ketentuan bentuk
pemanfaatan; |

melakukan pengamanan dan pemeliharaan atas barang milik daerah yang
dilakukan plemanfaatan dan hasil pelakgar_laan pemanfaatan barang milik
daerah; :

d. mengemballili(an barang milik daerah setelah berakhirnya pelaksanaan; dan

memenuhi kewajiban lainnya yang ditentukan dalam petjanjian
pemant‘aatan barang milik daerah.

Pasal 87

(1) Objek pemanfaatan barang milik daerah meliputi:

a. tansh dan/atau bangunen; dan
b. selain tanah dan/atau bangunan,

(2) Objek pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan

scbagaimana dimeksud pada eyat (1) huruf a, dapat dilakukan untuk .
scbagian atau keseluruhannya.

(3} Dalam hail objek pemanfaatan barang milik daerah berupa sebagian tanah

dan/atau ba.nguna.n sebagaimana dimaksud pada ayat (2}, luas tanah
dan/atau ba.ngunan yang menjadi objek pemanfaatan barang milik daerah

adalah sebesar luas bagian tanah dan/atau bangunan yang dimanfaatkan.

.Bagian Ketiga
Permhhan Dan Penetapan Mitra Pemanfastan
. Barang Milik Daerah

Pasal 88

Pemilihan mxtra didasarkan pada pnnsxp-pnnslp

a,

dilaksanal_cq:n secara terbuka;

'
o
i
i
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b. sekurang-kurangnya diikuti oleh 3 (tiga) peserta;
c. memperoleh manfaat yang optimal bagi daerah;
d. dﬂaksanakarll oleh _pa,nitia_ pemilihan yang memiliki integritas, handal dan
kompeten;’ ,
e. tertib admnnatrasl, dan
f. tertib pelaporan |
’ . I .
i - Pasal 89
(1) Pelaksana pemﬂihan mitra pemanfaatan berupa KSP pada Pengelola
Barang atau iIElC_iS /BSG terdiri atas:
a. Pengelola Barang; dan
b. panitiaf pEmiHhari yang dibentuk oleh Pengelola Barang.
(2) -Pelaksana pemihhan mitra pemanfaatan berupa KSP pada Pengguna -
Barang ’terdiri atas:
a. Pengguna Barang; dan
b, panitia p;emilihan, yang dibentuk oleh Pengguna Barang,

Pasal 90
(1) Pemilihan rmtra dilakukan melalui Tender.
(2) Dalam hal objek pemanfaatan dalam bentuk KSP merupakan barang milik
daerah yang bersifat khusus, pcmﬂjh&n mitra dapat dilakukan melalui -
Penunjukan Langsung.

. .
. S

. Pasal 91
(1) Dalam . pemilihan mitra Pemanfaatan KSP atau BGS/BSG, Pengelola
Bgrang/Pengguna Barang memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut:
a. menetapkan rencana umum pemilihan, antara lain persyaratan peserta
 calon mih'd dan prosedur kerja panitia pemilihan;
b. menetaplna.n rencana pelaksanaan pem:hhan yang meliputr
1. kemampuan keuangan,
2. spe_siﬁkasi teknis; dan
3. rancangan perjanjian.
C. mcnetaﬁkan panitia pemilibhan;
d. menetapkan jadwal proses pennhhan mitra berdasa.rkan usulan dari
amtla pem:lllhan, ‘
e, menyelesaikan perselisihan antara peserta. cafon mitra dengan panitia
pemilihan, dalam hal texjadx per‘bedaan pendapat,
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f. membatalkan Tender, dalam hal:
1. pela.ksanaan pemilihan tidak sesuai atau menyimpang dari
dokumen pemilihan;
2. 'pengaduan masyarakat adanya dugaan kolusi, korups:, nepotisme
' yang melibatkan panitia pemilihan ternyata terbukti benar;
. menetapkan mitra; '

g
h. menga.waai penylmpanan dan pemeliharaan dokumen pemilihan mitra;
dan 5

i melapoflian hasil pelaksanaan pemilihan mitra kepade Bupati.

)

(1)

{2)

Selain tugﬁsf dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam
hal diperlukém Pengelola Barang/ Pengguna Barang dapat:

a. menetapkan Tim pendukung; dan /atau

b. melakukan tugas dan kewenangen lain dalam kedudukannya selaku

' Pengelola Barang/Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam
Pagal 1lidan Pasal 13.

®
L]

- ~ Pasal92

Panitia pemihhan sekurang-kurangnya terdiri atas.
a. ketua; |

b. sekretaris; dan

c. anggota. !

Keanggotsan panitia pemilihan sebagaimane dimaksud pada ayat (1)

" berjumlah gasal ditetapkan sesuai kebutuhan, paling sedikit 5 (lima} orang,

yang terdiri atas

a. unsur dari Pengelola Barang dan dapat mengikutsertakan unsur dari
-Perangkat Daerah/unit Kerja lain yang kompeten, untuk pemilihan
mitra p’ejmanfaatan KSP barang milik daerah pada Pengelola Barang;

b, unsur d'ari Pengguna Barang dan dapat mengikutsertakan unsur deri
Perangkat Daerah/unit kerja lain yang kompeten, untuk pemilihan
mitra- pemanfaatan KSP barang milik deerah pada Pengguna Barang;
dan | ' '

€. unsur dan Pengelola Barang serta dapat mengikutsertakan unsur dari

)

Perangkat Daerah/unit kerja lain yang kompeten, untuk pemilihan
mitra BGS/BSG.
Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diketuai oleh:

_a. Unsur dan Pengelola Barang, untuk pemilihen mitra Pemanfantan KSP
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barang miilik daerah pada Pengelola Barang atau BGS/BSG; dan

unsur dan Pengguna Barang, untuk pemilihan mitra Pemanfaatan KSP
barang milik daerah pada Pengguna Barang. ‘

. (4) Aparat Pen_gawasa.n Intern Pemerintah dilarang ditunjuk dalam
keanggotaan panitia pemilihan.

-

Pasal 93

(1) Persyaratan yang harus d:penuhi untuk ditetapkan sebaga.i panitia .
pemilihan:

a.
bi

e.

memiliki: integﬁtas, yang dinyatakan dengan pakta integritas;
mexmhln :tanggung Jawab dan pengetahuan telmis untuk melaksanakan

'tugas’éz

memlhk:l pengetahuan yang memadai di bidang pengelola.an barang

- milik daerah
d,

ma.m'pti r:nengambil keputusan dan bertindak tegas; dan

tidak menjabat sebagai pengelola keuangan., .

{2) Persyaratan; sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya
meliputi:

a.

c.

berstatus- pegawai negeri sipil pemerintah daerah dengan golongan
palmg rendah H/b atau yang setara;
tidalc sedang menja.lam hukuman dlslplm dan
mem:hla kemampuan kerja secara berkelompok dalam melaksanakan
setiap tugas / pekerjaannya.

!

éi- Pasal 94

(1) Tugas dan kewenangan pa.nit:a pemilihan meliputi:

a.

menyusun rencana jadwal proses  pemillhan mitra dan
menyampaikannya kepada Pengelola. Barang/ Pengguna Barang-untuk
mendapatkan penetapan;

'b menetapkan dokumen pemilihan;

mengumumkan pelaksanaan pemilihan mitra di media massa nasional
dan di Webmte pemerintah daerah masing-masing;

melakﬁican penelitian kualifikasi peserta calon mitra;

melakuka.n evaluaan administrasi dan teknis terhadap penawaran yang
masuk'-

menyatiakan tender gagal;
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. g melalélﬂ-::e:.l'x tender dengan peserta calon mitra yang lulus kualifikasi;

2)

h. melakukén negosiasi dengan calon mitra dalam hal tender gagal atau

' permlihan mitra tidak dilakukan melalui tender; :

i, mengusulkan calon mitra berdasarkan hasil tender/seleksi
langsung/penun_]ukan langsung kepada Pengelola Barang/Pengguna
Barang; |

3 menyimpan dokumen asli pemilihan,

k. membuat laporan pertanggungjawaban mengenai proses dan hasil
pemilihan kepada Pengelola Barang/ Pengguna Barang; dan

1. mengusmka.n perubahan spesifikasi teknis dan/atau perubahan materi
peljanJian kepada- Pengelola Barang/Pengguna Barang, dalam hal
d1per1ukan - :

Perubahan :_spesiﬁkasi‘ teknis dan perubshan materi perjaniian

aebaga.imm dimaksud pada ayat (1) hurof 1 dilaksanakan setelah

mendapat persetu_]uan dari Bupati untuk barang milik daerah yang usulan

' pemanfaatannya atas persetujuan Bupatl.

(3)

Perubahan - spesifikasi teknis dan perubahan materi perjanjien
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 1 dilaksanakan setelah
mendapat persetujuan dari Pengelola Barang untuk barang milik daerah

- yang usula;i pemanfaatannya atas persetujuan Pengelola Barang.

(1)

o Pasal 95 |
Pemilihan mitra yang dilakukan melalui mekanisme tender, calon mitra
Pemanfaatan KSP dan/atau BGS/BSG wajib memenuhi persyaratan
kualifikasi sebagal berikut:

A Persyaratan adm1mstmtif sekurang-kurangnya meliputi:

1. berbentuk badan hukum;
2. ‘memilild Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
3. membuat surat Pakta Integritas; |
4, men}*émpa.ikan dokumen  penawaran beserta  dokumen
. pendukungnya, dan
5. memiliki domisili tetap dan alamat yang jelas,
b. Persyaratan teknis sekurang-kurangnya meliputi:
1. cakap menurut hukum;
2, hdak ‘masuk dalam daftar hitam pada pengadaan barang/jasa

Pemermtah,
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3. menﬂiiki keshlian, pshgalaman, dan kemampuan teknis dan
manajerial; dan

4, memihlu sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasihtas lain
- yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan.

(2) Pejabat/pegawai pada pemerintsh daerah atau pihak yang memiliki
hubungan keluarga, baik dengan Pengelola Barang/Pengguna Barang, Tim
pemanfaatén, maupun panitia pemilihan, sampei dengen derajat ketiga
dilarang men_jadi calon mitra.

Pasal 96

(1) Pengelola Bai‘ang/Pengguﬁa Barang menyediakan biaya untuk persiapan
dan pelaksanaan pemilihan mitra yang dibiayai dari APBD, yang meliputi:

a.

b.
€.
d.

hondraiiﬁm panitia pemilihan mitra;
biaya pengumuman, termasuk biaya pengumuman ulang;

‘biaya- penggandaan dokumen; dan

biaya lainnya yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan
pemilihan mitra,

. {2} Honorarium panitia, pemilihan mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

‘Bagian Keempat
Tender

Paragraf Kesatu
Prinsip Umum

Pasal 97

Tender dllakukan untuk mengalokasikan hak pemanfaatan barang milik
- daerah kepada m1tra yang tepat delam rengka mewujudkan pemanfaatan
barangmllik daerah yang eﬁsien, efektif, dan optimal.

a.

b.
. €
d

- Tahapan tender i'neliputi:

Pasal 98

pengumuman,
pengambﬂan dokumen pemﬂlhan, -
pemasukan qokumen penawaran;

. pembukaan dokumen penawaran;
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e. penelitian kualifikasi;

‘f. pemanggilan‘peserta calon mitra;

g pelakeanaan tender; dan

h. pengusulan calon mitra.

Paragraf Kedua

Pengumuman

- Pasal 99

(1} Panitia pemihhan mengumumkan rencana pelaksanaan tender di media
massa na.sional sekurang-kurangnya melalui surat kabar harian nasional
dan website pemenntah daerah.

(2) Pengumumsn sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling
sedikit 2- (dua) kali.

13) Pengumuman sebagaimana dunaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya
memuat;: | .
a. nama dan alamat Pengelola Barang/ Pengguna Barang;

identitas barang milik daerah objek pemanfaatan; '

bentuk’pémanfaatan' | |

. pemntukan objek pemanfaatan; dan

’ jadwa] dan lokasi pengambilan dokumen pemilihan.

8 oo @

Paragraf Ketiga
Pengambilan Dokumen Pemilihan

| . - Pasal 100
(1) Peserts calon mitra dapat mengambil dokumen pemilihan secara langsung
' kepada panitia pemiliﬁan dan/atau mengunduh dari website sesual waldtu
dan tempa.t yang ditentukan dalam pengumuman.
(2) Panitia pemilihan membuat daftar peserta calon mitra yang melakukan
pengambilan ‘dokumen pemilihan

Paragraf Keeinpat

Peinasukan Dokumen Penawaran

' .Pasati0l
(1) Peserta calon mitra dapat mengambil dokumen pemilihan secara langsung
kepada panina pemilihan dan/atau mengunduh dari website sesuai waktu
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dan tempaif. yang ditentukan dalam pengumuman,
{2) Panitia peﬁﬁlihan membuat daftar peserta calon mitra yang melakukan
pengambilan dokumen pemilihan.

Pa.ragraf Kelima
Pembukaan Dokumen Penawaran

- Pasal 102
{1) Pembukaan dokumen penawaran dilakukan secara terbuka di hadepan
peserta calon mitra pada waktu dan tempat yang ditentukan dalam
dolumen peﬁzﬂﬂmn.
(2) Pemhukaan dokumen penawaran dituengkan dalam berita acara yang
ditandatangani oleh panitia pemilihan dan 2 (dua) orang saksi dari peserta
calon mit:ra yang hadir. -

Paragraf Keené.m
_ Penelitian Kualifikasi '

Pasal 103
(1) Panitla pen:uhhan melaksanakan penellttan kualifikasi terhadap peaerta
calon mitra yang telah mengajukan dokumen penawaran secara lengkap,
benar, dan ' tepat wakiu untuk memperoleh mitra yang memenuhi
kua]iﬁkasi dan persyaratan untuk mengikuti tender pemanfaatan.
~ {2) Hasil penelitian Xualifikasi ditua.ngkan dalam berita acara Yﬂﬂg
ditandatangani oleh panitia pemilihan.

Paragraf Ketujuh
Pemanggilan Peserta Calon Mitra

? - Pasal 104 -
Panitia permhhan melakukan pemanggilan peserta calon mitra yang
. dinyatakan lulus kuelifikasi untuk mengikuti pelaksanaan tender melalui
surat tertulis da.p/ atan surat elektronik (e-mail).

Paragraf Kedelapan
- Pelaksanaan Tender -

L _ Pasal 1056
(1) Tender dnlakuka.n untuk mengalokasikan hak pemanfaatan barang milik
daerah berdasa.rkan spesifikasi teknis yang telah ditentuksn oteh Pengelola
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Barang/Pengguna Barang kepada mitra yang tepat dari peserta calon mitra
yang lulus kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1).

{2) Tender sebaga:mana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sepanjang
terdapat palmg sedikit 3 (tiga) peserta calon mitra yang memasukkan
penawaran. L

(3) Hasil tender dituangkan dalam benta acara yang ditandatangani oleh
panitia pe:mlihan dan calon mitra selaku pemenang tender.

Paragraf Kesembilan .
 Pengusuian Dan Penetapan Mitra Pemanfaatan
-' , | "~ Pasal 106 |
(1) Pcngusulan ‘pemenang tender sebagai calon mitra pemanfaatan
disampaﬂ(q.n_ secara tert:ulis oleh panitian pemilihan kepada Pengelola
Barang/ Pengguna Barang berdﬁaa.rkan berita acara hasil tender.
(2} Usulan sebagaimana dunaksud pada ayat (1) melampirkan dokumen

pemzhhan

. Pasal 107
Pengelola Barang/Pengguna Barang menetapkan pemenang tender sebagai
mitra pemanfaatan berdasarkan usulen panitin pemilihan, sebagaimana
dimaksud dala_m Pasal 106 ayat (1) dengan_keputusan

Paragraf Kesepuluh
Tender Gagal

: _ Pasal 108
: .(1] Panitia pemﬂihan menyatakan tender gagal apabila:
-a, tidak terdapa.t peserta calon mitra yang lulus kualiﬁkasi'
b. dntemuka_n bulkti/indikasi terjadi persaingan tidak sehat;
¢. dokumen pemiliban tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini; atau
d, calon mitra mengundurkan diri.
| (2] Apabila tendcr gagal, tidak diberikan ganti rugi kepada peserta calon mitra.

Paragraf Kesebelas
| Tender Ulang

P Pasal 109

(1) Panitia pemilihan menyatakan tender ulang apabila:
a. Tender dinyatakan gagal sebagaimane dimaksud dalam Pasal 108 ayat
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b. peserta calon mitra yang mengikuti Tender kurang dari 3 {tiga) peserta.
(2) Terhadap te_ﬁder yang dinyatakan panitia pemilihan sebagai tender ulang,
panitia pemilihan segera melakukan pengumuman ulang di media massa
" nasional dan website pemerintah daerah.
{3) Dalam hal- tender ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat
‘paling sedildt 3 (tiga) orang peserta calon mitra, proses dilanjutkan clengan
melcanisme tender

* - Paragref Keduabelas
Seleksi Langsung

Pasal 110

{1) Dalam hal aotelah dilakukan pengumuman ulang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 109 ayat (2}, peserta calon mitra yang menglkut! tender ulang
terdiri atas 2 (dua) peserta, make panitia pemilihan menyatakan tender

ulang gagal dan salanjuinya melakukan selaks! langaung.

(2) Seleksi langsung dilakukan dengan 2 (dus) calon mitra yang mengikuti

tender ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Tahapan seleksi langsung terdiri atas:
a 'pembukajan dokumen penawaran;
b. negosiasi; dan
c. pengusulan calon mitra kepada Pengelola Barang/Pengguna Barang.
(4) Proses dalam tahapan seleksi langsung. dilakukan seperti halnya proses
tender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98.

| 3 Pasal 111

(1) Negosiasi dilakukan terhadap teknis pelaksanaan pemanfaatan dan konsep
materi peuanjian

"{2) Selain hal sebagalmana dimaksud pada ayat (1), untuk pemanfaatan
BGS /BSG negoa:am juga dilakukan terhadap porsi bagian pemerintsh
daerah dari objek BGS/BSG yang dilakukan pemanfaatan.

(3) Ketentuan umum pelaksanaan KSP atau BGS/BSG, termasuk perubahan
" yang menga]abaﬂ{an penurunan kontribusi tetap dan pembagian
keuntunga:n; untuk pemanfastan KSP atan kontribusi tahunan uniuk
pemanfaatan BGS/BSQ dilarang untuk dinegosiasikan.

(4) Segala sesuatu yang dibicarakan dalam forum negosiasi dan hasil negosiasi

P
N 1
H
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ditnangkan dalam berita acara negosiasi yang ditandatangani oleh panitia
pemilihan dan peserta calon mitra.

Pasal 112 -
(1) Panitla pemﬂihan melakuken penelitian terhadap berita acara negosiasi
melalui cara perbandingan antara hasil negosiasi masing-masing peserte
calon mitra.

(2) Panitia pemilihan menyampaikan usulan peserta calon mitra dengan hasil

negosiasi terbaik kepada Pengelola Barang/Pengguna Barang untuk dapat
dltetapkan se‘bagai mitra.

(3) Usulan aebagmmana dnna.ksud pada ayat (2) disertai dengan dasar
pertimbangan dan melampirkan dokumen pemilihan.

Paragraf Ketiga Belas
Penunjukkan Langsung

- Pasal 113
(1) Dalam ha.l setelah dilaltukan pengumuman ulang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 109 ayat (2), peserta calon mitra yang mengajukan penawaran
hanya terdu'i atas 1 (satu) peserta, meka panitia pemilihan menyatakan
tender ulang gagal dan selanjutnya melakukan penunjukan langsung.
{2) Penun_]ukan langsung dilakukan terhadap 1 {satu) calon mitra yang-
~ mengikuti tender ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

. (3) Proses tahapan seleksi langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110
berlaku muiatis mutandis terhadap proses dalam tahapan penunjukan
la.ngeglmg.é ‘
- Pasal 114

Tahapan penunjukkan langsung dan proses dalam tahapan penunjukkan
langsung aebagaime.na. dimaksud dalam Pasal 113 ayat {2) dan ayat (3},
berlaku mutatis mutandis terhadap penunjukkan langsung pada KSP atas
barang milik daerah yang bersifat khusus aebageirnana dimalksud delam Pasal

90 ayat (2).
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Bagian Kelima
Sewa

Paragraf Kesatu
Prinsip Umum

Pasal 115
(1) Penyewaan barang milik daerah dilakukan dengan tujuan:
a. mengoptlma.llm.n pendayagunaan barang milik daerah yang
belum/trdak dilakukan penggunaan dalam pelaksanasan tugas dan
- fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah;
b.- memperoleh fasilitas yang diperlukan dalam rangka menumang tugas
dan fungsi Pengguna Barang; dan/atau -
c. mencegah penggunaan barang milik daerah oleh pihek lain secara tidak
sah. f
(2) Penyewaa:i 'barang milik daerah dilakukan sepanjang tidak merugikan
pemenntah da.era.h dan tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi
penyelen ggaraan pemerlntahan daerah

Pasal 116
(1) Barang mlhk daerah yang dapat disewa berupa
a. Tanah ,da.n/atau bangunan yang sudah diserahkan oleh Pengguna
Barangiképada. Bupati;
b. sebagian mnah dan/atau bangunan yang masih digunakan oleh
D Pengguna Barang, dan/atau
c. aelmntanah dan/atau bangunan,
(2) Sewa barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
dﬂakaanakan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetyjuan Bupati,
(3) Sewa bara.ng milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
dan huruf c dilaksanakan oleh Pengguna Barang setelah mendapat
persetujuan da.ri Pengelola Barang.
(4) Pikak lain yang dapat menyewa barang milik daerah, meliputi
a. Badan Usaha Milik Negara;
" b. Badan Usaha Milik Daerah;
c. Swasta; dan
d. Badan hukum lainnya.
{S) Swasta sebaga:mana. dimaksud pada ayat (4) huruf ¢, antara lain: |

i
i
Col
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pemransan
. persekutuan perdata'
persekutuan ﬁrma, |
,peraekutua.n komandlter,
perseroan terbatas;

“ 9 no o

lembaga/ organisasi mtemasmnal/ asing;

& yayasan, atau

h. koperas:

Paragraf Kedua
Jangka Waktu Sewa
. C o Pasal 117
Jangka Waktu sewa barang milik daerah paling lama 5 (hma) tahun sejak .
ditandatzmgam perjanjian dan depat diperpanjang.
Janglke waktu sewa barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dapat Iehih dari 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk:

- a. kerja sama infrastruktur;
b, kegiatan' dengan karakteristik usaha yang memerlukan waktu sewa

lebih dari 5 (ima) tahun; atau

©C. dxtcntukan lain da]am Undang-Undang

{3)

(4)

5)

Jangka waktu sewa barang milik daerah untuk kegiatan dengan

‘karakteristik usesha yang memerlukan lebih dari 5 (lime} tahun

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan berdasarkan
perhitungan hasil kajian atas Sewa yang dilakukan oleh pihak yang
berkompeten

Jangka waktu sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihitung
berdasarkan periodesitas Sewa yang dJkelompoId{an sebagai berikut:

a. per tah;m, -

b. per bulan;

c. per hari; :dan

d. perjam.

Jangka waktu sewa barang milik daerah dalam rangka kerja sama
mfraalruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling lama 10
{sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali.
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: Pasal 118

Lingkup pemanfas.tan barang milik daerah dalam rangke kerja sama

infrastruktur dapat dilaksanakan melslui sewa mempedomani ketentuan

perundang—un:dgnga.n. .

| -  Paragraf Ketiga

Formula Tarif/Besaran Sewa

o _ Pasal 119
(1) Formula tarif/ besaran sewa barang milik daerah ditetapkan oleh Bupati:
&, untuk barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan; dan
b. untuk barang milik daerah berupa selain tanah dan/atau bangunan
dengan b;erpedoman pada kebijakan pengelolaan barang milik daerah.

(2) Besaran sewa, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adelsh besaran nilai

~ nominal sewa barang milik daerah yang ditentukan.

(3} Besaran sewa atas barang milik daerah untuk KSPI sebagaimana dimaksud
dalam Pasﬁléll'?' ayat (2) huruf a atau untuk kegiatan dengan karakteristik
usaha yang énemerlukan waktu sews lebih dari 5 (lima) tahun sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 117 ayat (2) huruf b dapat mempertimbangkan nilai
keekonomian dari masing-masing jenis infrastruktur.

(4) Memperﬁmhanglmn nilai keekonomian, sebagaimana dimaksud pada ayat
(3} antara lain dengan mempertimbangkan daya beli/kemampuan
membayar; (ability to -pay) masyasrakat dan/atau kemauan membayar
(willingness to pay) masyarakat.

; ‘Pasal 120
Formula tarif sewa barang milik daerah mempakan hasil perkalian dari:
a. tarifpokok sewa; dan :
b. faktor penyesusai sewa.

: Pasal 121
(1) Tarif pokok sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 huruf a adalah
hasil perkalian antara nilai indeks barang milik daerah dengan Juas tanah
- dan/atau i:angunan den nilai wajar tanah dan/atau bangunan
'(2) Tarif pokdk%seWa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibedakan untuk:
a., barang milik daerah berupa tanah;
b. barang milik daerah berupa bangunan;
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c. bara.ng milik daerah berupa sebagian tanah dan banguna.n, dan
d.- barang niilikk deerah selain tanah dan/atau bangunan. ‘

(3) Tarif pokok sewa barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan
sebagmmana dimaksud pade ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf ¢ dapat
termasuk formula sewa barang milik daerah berupa prasarana bangunan.

(4 Tanfpokok sewa barang milik daerah ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 122 -

(1) Tarif pokok sewa untuk barang milikk daerah berupa tanah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 121 ayat (2) huruf a merupakan hasil perkalian
dari: - |
a. faktor \faiiabel sewa tanah;

b. luas tanah (Lt}; dan
c. nilal tanah (Nt),

(2} Faktor variabel sewa tanah sebagaimana dimakaud pada ayat (1) huruf a
besarannya ditetapkan oleh Bupati. .

(3) Luas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1} huruf b dihitung
berdasarkan . gambar situasi/peta tanah atau sertifikat tanah.

- {4) Nilai tanah sebagmmana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ merupakan nilai
Wajar atas tanah

. Pasal 123

(1) Luas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 ayat (3) dihitung
dalam meter persegi.

(2) Delam hal ta.nah yang disewakan hanya sebagian tanah, maka luas tanah
sebagaim&.na dimaksud delam Pasal 122 ayat (3) adalah sebesar luas
bagian tanah yang disewakan.’

- {3) Dalam hal pemanfaatan bagian fanah yang disewakan memiliki dampak
terhadap bag:an tanah yang lainnya, meka luas tanah sebagalmﬂnﬂ
dimaksud dalam Pasal 122 ayat (3) dapat ditambahkan jumlah tertentu
yang diyakini terkena dampak pemenfaatan tersebut.

(4) Nilai tanah’ 'sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 ayat (4) dlhitung
dalam rupiah per meter persegi.

-
g Pasal 124
(1) Tarif pokok sewa untuk barang mﬂlk daerah berupa bangunan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (2) huruf b merupakan hasil
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perkalian dan h
a. - faktor vanabel sewa bangunan; .
b. luas bangunan (Ib); dan ' \

c. nilai bangunan .
(2) Dalam hal sewa bangunan termasuk prasarana bangunan, meska
pokok aewa bangunan ditambahkan tarif pokok sewa prasarana ban

‘ i Pasal 125
(1) Faktor variabel sewa bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124
ayat (1) huruf a ditetapkan oleh Bupati.
(2) Luas bangunan scbagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (1) huruf b
t_n‘erupakéﬁ luas lantai bangunan sesuai gambar dalam meter persegi.
(3) Nilai bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (1) huruf ¢
merupakan ?ﬂm wajar atas bangunan,

Pasal 126

(1) Dalam hal biangunan yang disewakan hanya sebagian dari bangunan, maka
luas bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (1) huruf b
adalah sebesar luas lantai dari bagian bangunan yang disewakan.

(2) Dalam hal ;  pemanfaastan bagian bangunan yang disewakan memiliki

: dampak terhadap bagian bangunan yang lainnya, maka luas bangunan

sebaga:mana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (1} huruf b dapat
ditambahkan jumlah tertentu dari luas bangunan yang diyakini terkena

" dampak dari pemanfaatan tersebut.

(3) Nilai bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (1) huruf c
dihitung dé.lam rupirh per meter peraegi.

. : Pasal 127
(1) Tarif pokok sewa untuk barang milik daerah berupa sebagian tanah dan
S banguna._n_ gebagaimana dimeksud dalam Pasal 121 ayat {2} huruf c
merupakaﬁ hasil penjumliahan dari:
a. tarif pokok sewa tanah; dan
b. tarif pokok sewa banigunan.
(2) Peng]ﬁtungan tarif pokok sewa tanah sebagmmana dimaksud pada ayat (1}
huruf a berlaku mutatis mutandlg etentuan dalam Pasal 122 dan Pasal
123. S
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(3) Penghitungan tarif pokok sewa bangunan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b berlaku mutatis mutandis ketentuan dalam Pasal 124,
Pasal 125 dan Pasal 126,

= ' : . Pasal 128

(1) Tarif pol-mk sewa untuk prasarana bangunan sebagaimana dlmaksud
dalam Pasal 124 ayat (2) merupaka.n hasil perkalian dari:
a. faktor vanabel sewa prasarang bangunan; dan
b. nilaei prasarana bangunan (Hp).

(2) Faktor variabel sewa prasarana bangunan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) humf a ditetapkan sama besar dengan faktor variabel sewa
bangunan ‘

(3) Nilai praaarana bangunan sebagaimana dimaksud peda ayat (1) huruf b |
| merupakan mlai wajar atas prasarana bangunan.

(4) Nilai prasarana ba.ngunan dihitung dalam rupiah.

: . Pasal 129

[1] Faktor penyesuai sewa sebagaimana. dimaksud dalam Pasal 120 huruf b
meliputi: :
a. jenis keglatan usaha penyewa;
b. bentuk kelembagaan penyewa, dan
c. penodesltas sewa,

(2) Faktor penyesum sewa sebag&umana dimaksud pada ayat (1) dihitung
dalam persentase

(3) Faktor penyesuai sewa sebagaimena dimaksud pada ayat (1} ditetapkan
‘oleh Bupati.: :

. |
N1

Paragraf Keempat
Jenis Kegiatan Usaha Penyewa
: - Pasal 130 _
Jenis keg:atan usaha penyewa sebagmmana dimaksud dalam Pasal 129 ayat
(1) hurufa dﬂcelompokhan ata.a
a. kegiatan bisnis;
b. kegiatan non bisnis; dan
c. kegiatan sbsiial.
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(2)

(3)

(1
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- Pasal 131
Kelompok kegiatan bisnis sebagmmana dimaksud dalam Pasal 130 huruf a
d1peruntukkan bagi kegiatan yang berorientasi untuk mencari keuntungan, -
antara lain: -
a. perdasansm,
b. jaaa, da.n
C. mdustri ;
Kelompok keglatan non bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130
huruf b dlperuntukkan bagt kegiatan yang menarik imbalan atas barang

“atau jasa yang diberikan namun tidak mencari keuntungan, antara lain:

a. pelayanan Kepentingan umum yang memungut biaya dalam jumlah
tertentn | atau terdapat pntenai keuntungan, bailk materil maupun
m:matenl '

b. penyelenggafaan pendidikan nasional;

¢. upaya pemenuhan kebﬁtuhan pegawai atau fasilitas yang diperlﬁkan

~ dalam rangke menunjang tugas dan fungsi Pengguna Barang; dan '

d. 'kegiatan lainnya yang memenuhi kriteria non bisnis.

Kelompok kegiatan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 huruf ¢

diperuntukkan bag; kegiatan yang tidak menarik imbalan atas barang/jasa

yang dlbeﬁka.n dan/atau tidak berorientasi mencari keuntungan, antara

lain; ,

a. pe[ayanan kepenungan umum yang t:dak memungut biaya dan/atau
tidak terdapat potensi keuntungan;

b. kegiatan soszal; '

¢. Lkegiatan keagamaan;

d. kegiatan kemanusiaan;

€. kegiatafn ipenﬁnjang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan; dan -

f. kegiatan lainnya yang memenuhi kriteria sosial,

u ’ Paragraf Keliina.
- 'Perjanjian Sewa

i Pasal 132
Penyewaan barang mililc daerah dituangkan dalam perjanfian sewa yang
ditandatangam oleh penyewa dan:
a. Bupati; 1i1ntuk barang milik daerah yang berada pada Pengelola Barang;
dan | _
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b Pengelo]a Bearang, untuk barang millk daerah yang berada pada
Pengguna Barang.

(2) Perjanjian sewa sebagaimana dimaksud pada. ayat (1), paling sedikit

memuat: :

a. dasar pe:zan,jlan,

b. para pxhak yang terikat dalam perjanjian;

c. jenis, lma; ‘atau jumlah barang, besaran sewa, dan jangka waktu;

d. besaran dan jangka waktu sewa, termasuk periodesitas sewa;

e. tanggung jawab penyewa atas biaya operasional dan pemeliharaan
selmnajangka waktu sewa;

f. peruntukan sewa, termasuk kelompok jenis keglatan usaha dan
kategori bentuk kelembagaan penyewa;

g hakdan I]{BWHJfban para pihak; dan

h. hal Iainyang dianggap perlu.

(3) Penandatanganan perjanjian sewa sebagaamana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan d1 kertas bermaterai sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

'(4] Seluruh bzaya yang timbul dalam rangka pembuatan perjanjian sewa

dﬂanggung penyewa.

Paragraf Keenam

Pembayaran Sewa

: Pasal 133 :

- (1) Hasil aewa barang rmhk daerah merupakan penerimaan daerah dan

- seluruhnya wa,jib disetorkan ke rekening Kas Umum Daerah. |

- (2) Penyetoran uang sewa harus dilakukan sekaligus secara tunai paling

lambat 2 (duaJ hari kerja sebelum dxtandatanganinya perianjian sewa

barangm‘lﬂ{ daerah.

- (3) Pembayaran uang sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat
dilakukan dengan cara pembayaran secara tunai kepada bendahara
peneﬁma.a.n atau menyetorkannya ke rekening Kas Umum Daerah.

'(4) Pembayaran uang sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan ayat (3)
dibuktikan dengan menyerahkan bukt setor sebagai salah satu dokumen
pada la.mpu'an yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari perjanjian sewa.
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Pasal 134 .

(1) Dikecualika.n dan ketentuan sebagadmana dimaksud delam Pasal 133 ayat
(2), penyetoran uang sews ba.rang milik daerah untuk KSPI dapat
dilakukan aecara bertahap dengan persetujuan Pengelola Barang,.

(2) Persetujuan- ‘Pengelola Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib
dilaporkan Igepada Bupati. - '

(3] Penyetorati uang sewa secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat
- {1) dltuangkan dalam perjanjian Sewa. '

(4] Penyetoran uang sewa barang milik daerah secara bertahap sebagaimana
dimaksud pada ayat (3} dilakukan dengan memperhitungkan nilai sekarang
dari setiap tahap pembayaran berdasarkan besaran sewa barang milik
daerah haail perhitungan sesusi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 119 sampai dengan Pasal 120,

(5) Perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat meminta masukan
dari Pemlax.; : .

. (6) Penyetoran uang sewa, barang milik daerah secara bertahap sebaga.imana
dimaksud . pada ayat (3) dilakukan sepanjang penyewa tidak memiliki
kemampuan yang cukup dari aspek finansial untuk membayar secara
sekaligus dibukﬁkan dengan surat pernyatasn,

(7) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditandatangani oleh
penyewa 'yang sekurang-kurangnya memuat keterangan -mengenai
kctldalcmampuan tersebut dan pernyataan tanggung Jawab untuk
membayar lunas secara bertahap

o | |
Paragraf Ketujuh
Perpanjengan Jangka Waktu Sewa

Pasal 135

(1) Jangka waktu sewa barang milik daerah dapat diperpanjang dengan
peraemjuan.
a. Bupaﬁ untuk barang milik ‘daerah yang berada pada Pengelola Barang,

dan

b. Pengelpl_a Barang, untuk barang milik daerah yang berada pada
' Pcnggﬁrfa Barang. :

(2) Penyewa dapat mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu sewa
kepada: | 1
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a. Bupati, uintuk barang milik daerah pada Pengelola Barang; dan

b. Pengelola Barang, untuk barang milik daerah pada Pengguna Barang.

{3) Pengajiuan pennohona.n perpanjangan jangka waktu sewa sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dilakukan ketentuan:

a. untuk janglca waktu sewa lebih dari 1 (satu) tahun, permohonan
perpanjapgan harus disampaikan paling lambat 4 (empat) bulan
sebelum -!beraldiimya jangka waktu sewa; :

b. untuk jangka waktu sewa per tahun, permohonan harus disampaikan
paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu sewa;

c. untuk Jangka waktu sewa per bulan, permohonan harus disampaikan
paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum berakhirnya jangka waktu
sewa; | |

d. untuk penodesitas sewa per hari atau per jam, permohonan harus
disampaa:kan sebelum berakhirnya jangka waktu sewa.

(4) Pehnohonazi sebagaimana dimaksud pa.da ayat (3) huruf a dan huruf b
diagjukan dengan melengkapi persyaratan sebagaimana permohonan sewa
pertama ka.h ' _

(5) Tata cara pengajuan usulan perpanjangan jangka waktu sewa sebagalmana
dimaksud . pada ayat (3) huruf a dan huruf b dilaksanakan dengan
mekanisme _éebagairhana pengajuan usulan sewa baru.

(6) Penetapan Jangka waktu dan perpanjangannya sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 117 ayat (5} dilakukan dengan mempertimbangkan:

a. karaktensnk Jenis infrastruktur;

b, kebutuhan penyediaan infrastruktur;

c. ketentuan untuk masing-masing jenis infrastruktur dalam peraturan
perundang-undangan, dan

d. pertlmbqngan lain dari Bupati.

| ParagrafKedeiapan
& Pengakhiran Sewa

- 0 * Pasal 136
Sewa berakhir apabila:
a, Berakhimya jangka waktu sewa; .
b, Berlakunya syarat batal sesuai perjanjian yang ditindaklanjuti dengan
pencabutan persetujuan sewa oleh Bupati atau Pengelola Barang;
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"¢, Bupati atéi.t‘Pengelola Barang mencabut persetujuan sewa dalam rangka
pengawasan dan pengendalian; dan
d. Ketentuan lam sesuai peraturan perundang—undangan

3 . Pasal 137 -

{1] Penyewa. wagtb menyerahkan barang milik daerah pada saat berakhimya
‘sewa dalam keadaan baik dan layak digunakan secara optimal sesuai
fungsi dan peruntukannya

(2} Penyerahan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dituangkan da]am Berita Acara Serah Terima (BAST).

(3) Pengelola Barang/Pengguna Barang harus melakukan pengecekan barang
milile daerah yang disewakan sebelum ditandatanganinya Berita Acara
Serah Tenma {BAST] guna memastikan kelayakan kondisi barang milik
~ deerah bersangkutan - |

(4) Penandatanganan ‘Berita Acara. Serah Terima (BAST) sebagaimana
dimaksud pada ayat (3] dilakukan seteleah semua kewajiban penyewa
dipenuhi, - :°

. Pa.ragra.f Kesembilan
Tata Cara Pelaksanaan Sewa. Oleh Pengelola Barang

: Pasal 138

{1) Ca.lon Penyewa mengauukan surat permohonan disertai dengan dokurnen

pendukung..

2) Surat pennohonan aebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat:

a. data calon penyewa;

b latar belakang permohonan; _

C. Jangka waktu penyewaan, tennasuk petiodesitas Sewa; dan
_ d. peruntukan Sewa.

o (3] Dokumen pendukung sebagaimana dxmaksud pada ayat (1) terdiri dari:

A Pernyafaan/persetujuan dari pemilik/pengurus, perwakilan
-pemﬂikli:engurua, atau kuasa pemilik/pengurus dalam hal celon
penyewa berbentuk hukum/badan usaha;

b, Pernyaﬁa.zan kesedinan dari calon penyewa untuk menjaga dan
memehhara barang milik daerah serta mengikuti ketentuan yang
berlaku selama_)angka waktu sewa; dan

¢c. data bara.ng milik daerah yang diajuka.n untuk dilakukan sewa.
O
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‘- Pasal 139

(1] Data calon penyewa. sebagaimnna dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) huruf
a terdiri dan

2. fotokop; KTP;
b. Potokopi NPWP; -
c. fotokopi QIUP dan
d. data lamnya.

{2) Dalam hal calon penyewa adalah perorangan, data calon penyewa hanya -
dibuktilan dengan fotokopi KTP sebagaimana dimeksud pada ayat (1) -

hurufa. ;

(3) Data barang:milik dacra.h aebagamana dimeksud dalam Pasal 138 ayat (3)
hurufe terdxri dari:

" a. foto atau gambar barang milik daerah, berupa:

1. gambar lokasi dan/atau site plan tanah dan/atau bangunan yang
akan disewa, dan - :
2 foto bangunan dan bagian bangunan yang ekan disewa.
b. alamat Ob_]t".k yang akan disewakan; dant/atau
c. perkiraan Juaa tanah dan/atau bangunan yang akan disewakan.
T Pasal 140

(1) Pengelola Barang melakukan penelitian terhadap surat permohonan dan
dokumen pendukung sebagaimana. dimaksud dalam Pasal 138 untuk
menguji atas kelayakan penyewaan terkait permohonan dan calon
penyewa.

(2) Dalam melakukan penclition terhadap barang  yang akan disewa

sebaga:mana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (3) hurufc, Pengelola Barang _

- dapat. mennnta keterangan kepada Pengguna Barang yang menyerahkan
barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang diajukan
untuk d:sewakan

(3) Pengelola. Barang ‘menugaskan Penilai Pemerintah atau Penilai Publik

. untuk melakukan penilaian objek sewa guna memperoleh nilai wajar

barang  milik daerah berupa. +4ansh danfatau bangunan yang akan

disewakan
(4) Penilai pubhk sebagaimane dimaksud pada ayet (3) ditetapkan oleh Bupati.

(5) Hasil pemlma.n berupa nilai wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
deerlalmkan sebagai tarif pokok sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal
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121 adalah perhitungan besaran Sewa.
- (6) Hasil penila.ian sebagaimana dimeksud pada ayat (5) digunakan oleh
~ Pengelola  Barang dalam melakukan kajian kelayakan penyewaan
sebagajmana dimaksud pada ayat (1) dan perhitungan besaran sewa.
(7} Seluruh blay_a yang timbul dalam rangka penilaian dibebankan pade APBD,
(8) Dalam hai jterdapat usulan sewa dari beberapa calon penyewa dalam waktu
yang bersamaan, Pengelola Barang menentukan penyewa dengan
- didasarkan pada pertimbangan aspek pengamanan dan pemeliharaan
barang mihk daerah serta usulan sewa yang paling menguntungkan
pemeﬁntah daerah.
(9) Berdasarka.ti hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Pengelola Barang mengajukan usulan permohonan sewa barang milik
daerah kepada Bupati untuk mendapat persetujuan. |

: Pasal 141 -

(1) Bupati memberikan persetujuan -atas permohonan Sewa yang diajukan
. dengan mempertlmbangkan hasil penclitian dan kajian kelayakan
penyewa.an sebagaima.na dimaksud dalam Pasal 140 ayat (9).

(2) Apabila Bupah tidak menyetujui permohonan tersebut, Bupati menerbitkan
surat penolakan kepada plhak yang mengmukan permmtaan sewa dengan
disertai alasan

(3) Apabila Bupatl menyetujui permohonan tersebut, Bupati menerbitlan
surat persctujuan penyewaan barang milik daerah berupa tanah dan/atau
bangunan.

{4) Surat persetujuan penyewaan ba.rang milik daerah berupa tanah dan Jatau
bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3} sekurang-kurangnya .
memuat:

" a. " data barang milik daerah yang akan disewakan;
b. data penyews;
c. data sewa, antara lain:
1. besaran tarif sewa; dan
2. Jangka waktu.

{5) Besaran sewa yang dicantumkan dalam aura.t persetujuan sewa barang
milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan' merupakan nilai hasil
perhitungan berdasarkan formula tarif sewa.
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(6} Dalam hal terdapat usulan nilai sewa yang dlagukan oleh calon penyewa
dan nilai usulan tersebut lebih besar dari has:l perhitungan berdasarkan
formula tanf ‘sewa, besaran sewa yang dicantumkan dalam surat
persetujuan sewa adalah sebesar usulan besaran sewa dari calon penyewa.

Paragraf Kesepuiuh
Tata Cara Pelaksanaan Sewa Oleh Pengguna Barang

. Pasal 142
Pengguna Barang dapat membentuk Tim dalam rangka pemmfaatan sewa
untuk mempersiapkan usul_an sEWa.

Pasal 143

(1) Pengajuan permohonan sewa oleh calon penyewa scbagaimana dimaksud
dalam Pasal 138 dan Pasal 139 berlaku mutatis mutandis terhadap .
pengajuan permohonan sewa oleh calon penyewa pada Pengguna Barang.

(2) Pengguna ' Barang melakukan penelitian ‘atas kelayakan penyewaan
permohtmén_ sewa oleh calon penyewa sebagaimana dimaksud pada ayat
m. -

(3) Pengguna Barang melakukan penilaian terhadap barang milik daerah
berupa sebagien tanah. dan/atau bangunan atau selain tansh dan/atau
bangunan yang akan disewakan, :

(4) Penilajan aebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh'

a. Penilai Pemerintah atau Penilai Pubiik yang ditetapkan oleh Bupati,
untuk barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan.

b. Tim ya.ng ditetapkan oleh Bupati dan dapat melibatkan penilai yang
dxtetapkan oleh Bupati, untuk barang mﬂlk daerah berupa selain tanah
“dan/atau hangunan

(5) Berdasarkan hasil penelitian kelayalmn dan hasil penilaian sebagmmana
dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Pengguna Barang mengajukan usulan
permohonan sewa barang milik daerah kepada Pengelola Barang untuk
mendapat persetluuan

: Pasal 144

(1) Usulan pemiohonan sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat {5)

disertai: | . :
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(1

(2)

(1)

2

(3)
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a. data b:irang milik daerah yvang diusulkan;

b. usulan jangka waktu sewa;

c. usuian;ﬁ_ilai sewa berdasarkan formulasi tarif/ besaran sewa;

d. surat pfemya.taan dari Pengguna Barang; dan

e. surat p?ernyataan dari calon penyewa.

Dalam hal usulan sewa yang diajukan oleh Pengguna Barang sebagaimana
yang dimaksud pada ayat {1) bukan berdasarkan permohonan dari calon
penyewa, maka usulan sewa kepada Pengelola Barang tidak perlu disertai
surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e.

L Pasal 145

Surat pemyataan Pengguna Barang scbagaimana dimaksud dalam Pasal

144 ayat [1) huruf d, menyatekan bahwa:

8. Barang milik daerah yang akan disewakan tidak seclang digunakan
dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Pera.ngkat
Daerah/ unit kerja; dan '

b. penyewaan barang milik daerah tidak akan mengganggu pelaksanaan
tugas dati fungsi Perangkat Daerah /unit kerja.

Surat pernyataan calon penyewsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144

ayat (1) ﬁuruf e, menyatakan bahwa calon penyewa bersedia untuk

menjaga dan memelihara barang ‘milik daerah serta mengikuti ketentuan
yang berlaku selama jangka waktu sewa.

Pasal 146

Pengelola Bara.ng melakukan penelitian atas kelayakan penyewaan yang
diusulkan Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat
(5). : -
Dala.m melakuk&m penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Pengelola Barang dapat meminta keterangan kepada Pengguna Barang
yang mmga;ukan sewa.
Pengelola Barang dapat menugaskan Penilai untuk melakukan penilaian
guna - menghitung nilai wajar atas nilai sewa pasar apabila Pengelola
Barang memiliki keyakinan yang memadai bahwa:
a. las tanah dan/atau bangunan yang disewakan tidak mencerminkan

kondisi peruntukan sewa; ateu ' '
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b, estimasi perlntungan tanf dasar sewa dengan menggunakan fonnula
sewa dianggap sangat Jauh berbeda dengan kondisi pasar.

(4) Hasil pemla_lan berupa nilai wajar atas nilai sewa pasar sebagaimana

~ dimakeud ' pada ayat (3) diperlakukan sebagai tarif pokok sewa
sebagaimana dimaksud delam Pasal 121 dalam penghitungan besaran

(5) Dalam hal yang diusulkan untuk disewakan merupakan barang milik
‘daerah berupa selain taneh dan/atau bangunan, Pengelola Barang

~ melakukan penehtian atas besaran sewa yang diusulkan oleh Pengguna
Barang.,

(6) Pelaksanaan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan
dengan berpedoman pada standar penilaian dan ketentuan peraturan
pemndang—unda.ngan

(7) Hasil pemlaian sebagaimana dimaksud pada ayat {6) dipergunakan oleh
Pengelola - B'arang. dalam melakukan kajian kelayakan penyewaan
sebagaimahé dimaksud pada ayat (1) dan perhitungan besaran sewa.

(8) Seluruh biaya yang timbul dalam rangka Penilaian dibebankan pada APED,

Pasal 147
(1) Pengelola Barang memberikan surat persetujuan atas permohonan sewa
yang dm,]ukan Pengguna Barang ‘sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143
ayat (5), ~ dengan mempertimbangkan hasil penelitian sebagaimana
 dimaksud dalam Pasal 146 ayat (1) dan kajian kelayakan penyewaan
: sebagaima.ﬁé dimaksud dalam Pasal 146 ayat (7).

[2] Berdasarkan surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Pengelola. Barang menga_;ukan penetapan formulasi/besaran sewa kepada
Bupati dengan melampirkan hasil penelitian dan kajian kelayakan
penyéwaati..-

Pasal 148
(1) Apabﬂa Pengelola Barang tidak menyetujui permohonan sewa yang
disjukan Pengguna Barang sebagaimena dimaksud dalam Pasal 143 ayat
(5), Pengelola Barang =memberitahukan kepada pihak yang mengajukan
permintaan sewa dengan disertal alasan.
{2) Apabila Pengelola Barang menyetujui permochonan sewa yang dia,]ukan '
Pengguna. Barang  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (5),
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Pengelola Barang menerbitkan surat peraetujuan penyewaan barang millk

d b _ | -

(3) Surat persetujuan aebagajmana dimaksud pada. ayat (2) paling sedikit

.~ memuat: |
a. data barang milik daerah yang akan disewakan;

b. data penyewa'
¢. data sewa, antara lain:
1. besaran tarif sewa; dan
2, jangka waktu, termasuk periodesitas sewa.

(4) Apabila usulan sewa yang diajukan oleh Pengguna Barang tidak disertai
data calon pényewa, maka persetujuan sewa tidak perlu disertai data calon
penyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b.

(5) Besaran sewa yang dicantumkan dalam surat persetujnan sewa barang
milik daerah berupa tansh dan/atan bangunan merupakan mnilai hasil
perhitungan berdasarkan formula tarif sewa.

(6) Apabila uéulan nilai sewa yang digjukan oleh calon penyewa dan/atau
Pengguna Barang Jlebih besar dari hasil perhitungan sebagaimana
dimeaksud 'pada ayat (5), maka besaran sewa yang dicantumkan dalam
surat persetujuan sewa untuk bamng milik daerah berupa sebagian tanah
danfatau ‘bangunan adalah sebesar usulan besaran sewa dari calon
penyewa dan /atan Pengguna Barang,

(7) Besaran sewa, yang dicantumkan dalam surat persetujuan sewa barang
milik daerah herupa selam tanah dan/atau bangunan berdasarkan nilai
sewa.

: Pasal 149

(1) Pengguna Barang melakeanakan sewa berdasarkan persetujua.n Pengelola
Barang sebagaima.na dimaksud dalam Pasal 148 ayat {2) paling lambat 1

. (satu) bulan gejak dikeluarkannya persetujuan sewa oleh Pengelola Barang.

(2) Dalam hal usulan sewa yang diajukan oleh Pengguna Barang tidak disertai
data calon- penyewa sebagaimana djmaksud dalem Pasal 148 ayat (4),
Pengguna Barang mengupayakan agar informasi mengenai pelaksanaan
sewa aebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh dengan mudah

~ dan jelas oleh para calon penyewe.

{3) Dalam hai terdapat usulan sewa dari beberapa calon penyewa dalam waktu

yang bersamaan Pengguna Barang menentukan penyewa dengan
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memperﬁnjbﬁngl:an aspek pengamanan dan pemeliharaan barang milik
daerah - serta pertimbangan usulan - sewa yang dianggap paling
menguntungkan.

Paragraf Kesebelas

Pemeliharaan Sewa

. Pasal 150

(1) Penyewa v&a,jib melakukan pemeliharaan atas barang milik daerah yang

. disewa. = '

(2} . Seluruh btaya pemeliharaan sebagaima.na dimeksud pada ayat (1)
termasuk biaya yang timbul dari pemakaian dan pemanfaatan barang milik
daerah meﬁjédi tanggung jawab sepenuhnya dari penyewa.

(3) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditujukan untuk
menjaga kondisi dan memperbaiki barang agar selalu dalam keadaan baik:
dan siap untuk digunakan secara berdaya guna den berhasil guna.

{4) Perbaikan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus
sudah aelesai dilaksanakan paling lambat pada saat berakhimya Jangka
waktu sewa. '

(5) Dalam hal: barang milik daerah yang disewa ruaak akibat keadaan kahar
(force ma_;gur}, ‘perbaikan dapat dilakukan berdagarkan kesepakatan oleh
Pengelola Barang/ Pengguna Barang dan Penyewa.

Paragraf Keduabelas
Perubahan Bentuk Barang Milik Daerah

Pasal 151
(1) Perubahan bentuk barang milik daerah dilakukan dengan persetujuan:
a. Bupad:i,E untuk barang milik daerah yang berada pada Pengelola Barang;
dan _ :
b. Pengeldla' harang, untult ‘barang milik daerah yang berada pada
Pengguna Barang. '
{2) Peruba.han bentuk barang milik daerah sebagaimana dinaksud pada ayat
(1) dllaksanakan tanpa mengubah konstruksi dasar bangunan.
{3) Dalam hal perubahan bentuk barang milik daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) mengakibatkan adanya penambahan, bagian yang
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* . ditambahkan menjadi barang milik daerah dan disertakan dalam Berita
 Acara Serah Terima (BAST) pada saat berakhimya jangka waktu sewa.

" Paragraf Ketigabelas
Ganti Rugi

Pasal 152

Dalam hat barang milik daerah selain tanah ' dan/atau bangunan yang
disewakan hllang selama jangka waktu sewa, penyewsa wajib melakukan ganti
rugi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf Keempatbelsis
Dende Sanksi

Pasal 153

Penyewa dikenakan sanksi administratif berupa surat teguran apabila:

a.

1),

@

penyewa belum menyerahkan barang milik daerah yang disewa pada saat
berakhlmya jangka waktu sewa;

perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 ayat (4) belum
dilakukan atau diperkirakan belum selesai menjelang berakhirnya jangka
waktu sewa, dan/atau

penggantian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 belum selesai
dilaksanak_mi paling lambat sebelum berakhirnya jangka waktu sewa.

: Pasal 154
Dala.rn hal penyerahan, perbaikan, dan ata.u penggantian barang milik
daerah belum dilakukan terhitung 1 (satu) bulan sejak diterbitkannya
surat teguran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153, penyewa
dﬁcenakan sanksi administratif berupa surat peringatan.

Dalam hal penyerahan, perbaikan, dan atan penggantian barang milik
daerah be;um dilakukan terhitung 1 (bulan) sejak diterbitkannya surat

peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyewa dikenakan

sanksi administratif berupa denda, sebagaimana ketentuan peraturan
perundang-undangan.
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Bagian Keenam
Pinjam Pekai

Paragraf Kesatu
" Prinsip Umum

Pasal 155
(1) Pinjam pakm dilaksanakan dengan pertimbangan:

a. mengoptimalkan barang milik daerah yang belum atau tidek dilakukan
penggunaan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna
Barang; dan :

b. menunjang pelaksanaan penyelenggaraan 'pemenntahan deerah.

(2) Peminjam pakai dilarang untuk melakukan pemanfaatan atas objek pinjam
pakai.

Paragraf Kedua
Pihek Pelaksana Pinjam Pakai

: Pasal 156.

(1) Pinjam pakal barang mnhk daerah dilaksanakan antara pemenntah pusat
dan pemermtah dacrah atau antar pemermtah daerah dalam rangka
penyelenggaraan pemennta.han.

(2) Pelaksanaan pinjam pakai bara.ng milik daerah dﬂakukan oleh:

a. Pengelola Barang, untuk barang milik daerah yang berada pada
Pengeldla Barang' dan |
b. Pengguna Barang, untuk barang rmhk daera.h yang berada pada
' Pengguna Ba:ang .

(3} Pelaksanaan Pinjam Pakai oleh Pengelola Barang/ Pengguna Barang
sebagaimana_ dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setelah mendapatkan
persetujua.n'Bupati.

Paragraf Ketiga
Objek Pinjam Pakai

: Pasal 157
(1) ObJek pin_]am pakm meliputi barang milik daerah berupa tanah dan/atau
bangunan dan selain tanah dan/atau bangunan yang berada pada

Pengelola Barang / Pengguna Barang.
(2) Ohbjek phqjam pakai barang milik daerah berupa. tanah dan/atau banguna.n
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sebagaimana dtmaksud pada ayat {1), dapat dilakukan untuk sebagian
atau keselumhannya

Paragraf Keempat
Jangl-:a Waktu Pinjam Pakai

Pasal 158

(1) Jangka waktu pinjam pakai barang milik daerah paling lama 5 (lima) tahun

(2)

(3)

(4)

Q).
S _bentuk barang milik daemh sepanjang tidak mengakibatkan perubahan

L@

{3)

dan dapat diperpanjang 1 (satu} kali.

Pefpaﬂj&ngan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan
pertlmbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat ().

Apabila jangka waktu pinjam pakai akan diperpanjang, permohonan
perpanjangan jangka wakiu pinjam pakai disampaikan kepada Pengelola
Barang/Pengguna Barang paling lambat 2 (dua) bulan sebelum jangka
waktu pm_]a.m pakai berakhir,

Dalam hal - ' permchonan perpanjangen jangka waktu pinjam pakai
diaamwkan kepada Pengelola Barang/ Pengguna Barang melewati batas
waktu sebagaimeana ‘dimaksud pada ayat (3), proses pinjam pakai
dilakukan dengan ﬁ:iangﬂ;uﬁ tata cara permohonan pinjam pakai baru.

: | Paragraf Kehma
' Perubaha.n Bentuk Barang Milik Daerah

i

1 Pasal1sy
Selama jangka wa.ktu pinjam pakai, peminjam paksi dapat mengubah

fungsi dan / atau penurunan nilai barang milik daerah.
Perubahan bentuk barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat

(1

a. .taz;p'a disertai dengan perubahan bentuk dan/atau konstruksi dasar
. barang’xﬁilikdaerah; atau

b. disertai ciengan perubahan bentuk dan/atau konstruksi dasar barang
milik daerah. | :

Usula.n pembahan bentuk barang milik daerah sebagaimana dimaksud

pada ayat (2), dilakukan dengan mengajukan permohonan perubahan

bentuk oleh peminjam pakai kepada:

a. Bupati; untuk barang milik daerah yang berada pada Pengelola Barang;
dan -
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b. Pengelola Barang, untuk barang milik deerah yang berada pada
' Pengguna Barang.
(4) Perubahan__ bentuk barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
{2) huruf b, dilakukan setelah mendapat persetujuan Bupati.

Perjanjien Pinjam Pakai
- ] . Pagal 160
{1) Pelaksanaan Pinjam Pakai dituangkan dalam perjanjian serta
ditandatangani oleh: S -
a. Pemznjam pakai dan Bupati untuk bara.ng milik daerah yang berada
pada Pengelola Barang, dan ‘
b, Pemmdam pakai dan Pengelola Barang, untuk barang milik daerah yang
berada pada. Pengguna Barang.
(2) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit menmat
.A. para pihak yang terikat dalam perjanjian; '
b. dasar peljanjian, '
¢.. identitas para pihak yang terkait dalam perjanjian;
d. jenis, luas atau jumlah barang yang dipinjamkan, dan jangka waktu
e. ta.nggung Jawab pemmjam atas biaya operasional dan pemehharaan
selama Jangka waltu peminjaman;
f. hak dan kewajiban para pihak; dan
g. persyaratan lain yang dianggap perlu.
(3] Salinan peuanjmn pinjam pakai dma:npa:kan kepada Pengguna Barang,

. Paragraf Kettxiuh
: Tata Cara Pelaksanaan Pinjam Pakai
. Barang Milik Daerah Pada Pengelola Barang

' Pasal 161
(1) Calon pemnuam pakai mengﬂgukan permohonan pinjam pakai kepada
Pengelola Barang
(2) Pengelola Barang melakukan penehtlan atas permohonan pm;am pakai
sebagaima.na dimaksud pada ayat (1).
(3) Peneliﬂa.n' atas permohonan pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) meliputr
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a. kepastian belum digunskan atau tidak adanya penggunaan barang
milik daerah

b. tujuan. penggunaan objek pmjam paka;, dan

c. jangka waktu pinjam pakai.

" {4) Hasil Pene]itian sebagaimana dimeksud pada ayat (3) merupakan dasaer

pertlmbangan Bupah dalam memberikan persetujuan/penolakan atas

permohonan pinjam pakai.

: Pasal 162

(1) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam pasal 161 ayat
(3), Pengelola Barang mengajukan permohonan persetujuan pinjam pakm
kepada Bupati.

{2) Pennohom_m persetujuan pinjam pakai paling sedikit memuat:

a. pertimbanhgan yang mendasari permohonan pinjam pakai;
b. identitas peminjam pakai; . :

¢. tujuan penggunaan objek pinjam pakai;

d. rincian data objek pinjam pakai yang dibutuhkan; dan

e. jangka waktu pinjam pakai.

{3) Apabila oﬁjék pinjam pakai berupa tanah dan/atau bangunan atau
sebagian tansh dan/atau bangunan, rincian data objek pinjam pakai
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, termasuk luas dan lokasi
tanah dan/atau bangunan.

{4) Apabila objek pinjam pakal berupa selain tanah dan/atau bangunan,

. rincian data objek pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf

d, termasuk ;mma dan jumlah barang milik daerah.

o - Pasal 163
(1) Pemberiang ﬁersetujuan/penolakan oleh Bupati atas permohonan pinjam
pakai dilakukan dengan mempertimbangkan:
a. barang milik daerah yang dimohon dalam kondisi belum atau tidak
sedang digunakan untuk tugds dan fungsi Pengelola Barang; dan
b. barang. milik daerah yang dimohon akan digunakan untuk menunjang
pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah pusat/pemerintahan daerah
, lainnya. :
(2) Apabila Bupatl mcnyetu,]ui permohonan pmjam pakai, Bupati menerbitkan
surat persetujuan pinjam pakai. ' :
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(3) Surat persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling
sedikit memuat:
a. identitas peminjam pakai;
b. data objek pinjam pakai;
"c. jangka waktu pinjam pakai; dan
~ d. kewajiban peminjam pakai.
(4} Apabila Bupati tidak menyetujui permohonan pinjam pakai, Bupati
menerbitkan surat penolakan pinjam pakai kepada calon peminjam pakai
dengan dlserta.l alasan.

- Pasal 164
(1) Pelaksanaa.n pinjam pakai barang milik daerah dituangkan dalam
" perjanjian pmJam pakai yang dxtandatangam oleh Bupati dan Peminjam
pakai.
{2) Perjanjian sebagannana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti dengan
penyera.han objek pinja.m pakai dari Pengelola Barang kepada peminjam
pakei yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST).

. Pasal 165
(1} Selama jangl-:a waktu pinjam paka.i peminjam pakai wajib memehha.ra dan
mengamankan objek pinjam paksu dengan biaya yang dibebankan pada
Peminjam pakal
(2) Sebelum _;angka. waktu pin_}am pakai berakhir, peminjam pakai harus
memberitahukan kepada Pengelola Bara.ng akan mengakhiri atau
_ memperpanjang pinjam pakai.
(3} Dalam hal pinjamn pakai akan diperpanjang, peminjam pakai mengajukan
permohonan perpanjangan Jangka waktu pinjam pekai kepada Pengelola
~ Barang. -
- {4 Pengelola Barang menyampa;kan pengajuan permohonan persetujuan
perpanjangan pmjarn pakai kepada Bupati.
(5) Pengajuan fperpanja_ngan permohonan  persetujuan  pinjam pakai .
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilampiri dengan: |
a. surat pérsetujuan pinjam pakai sebelumnya dari Bupati;
b. surat pernyataan dari peminjam pakai bahwa objek pinjam pakai masih
digunakan untuk menunjang pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah
pusat/ pemerintahan daerah lainnya; dan
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c. surat liemyataan dari Pengelola Barang bahwa pelaksanaan pinjam
pakal ' tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi
' penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pasal 166

(1) Dalam hal peminjam pakai akan mengakhiri pinjam pakai sebelum masa
pinjam pakﬂ.l berakhir, peminjam pakai harus memberitahukan kepada
Pengelola Barang

(2) Peminjam paka.l dalam mengakhiri pinjam pakai sebagaimana dimaksud |
pada ayat (l] dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST).

(3) Pengelola Barang melaporkan Berita Acara Serah Terima (BAST)
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati.

_ Paragraf Kedelapan
: Tata Cara Pelaksanaan Pinjam Pakai
Barang Milik Daerah Pada Pengguna Barang

Passal 167

(1) Calon peminjam pakai mengajukan permohonan pinjam pakai kepada
Pengguna Bgra.ng. '

(2) Pengguna Barang mengajukan permohonan persetujuan pinjam pakai
sebaga.imaha; dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Pengelola
Barang berdasarkan permohonan dari calon peminjam pakai dengan

| melampirkan | -

a. surat permohonan pinjam pakai dan calon peminjam pakai;

b. surat pernyataan dari Pengguna Barang bahwa pelaksanaan pinjam
pakai | tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi
penyelenggaraan pemermtahan daerah ' dan

c. data o'l:nek pinjam pakai, antara Iam kartu identitas barang, untuk
barang mlhk daerah yang memiliki kartu identitas barang.

(3) Permohonan persetujuan pinjam pakai dari Pengguna Barang sckurang-
kurangnya memuat: |
8. perﬁmiaangan yang mendasari permohonan pinjam pakai;

b. identité.sbemhqjam pakéi'

c. tujuan penggunaan objek pinjam pakai;

d. rincian data objek pin;am pakai yang chbutuhkan, termasuk luas dan

- lokasi tanah dan/atau bangunan; dan |
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e. jengka waktu pinjam pakai.

Pasal 168
Pengelola Barang melakukan peneliﬁan atas permohonan persetujuan
pinjam paiea.t dari Pengguna Barang sebaga:ma.na dimaksud dalam Pasal
167 ayat (2]
Penelitian gebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. kep‘astihn belum digunakan aten tidak adanya penggunaan barang
milik daerah; '

'b. tujuan penggunaan objek pmJam paka:, dan

)

()

¢. jengka waktu pinjam pakai..
Hasil penehtian sebagaimana dxmaksud pada- ayat (2} disampaikan Bupati
sebagai dasar perhmbangan peraetujuan/penolakan pennohonan '
persetujuan pinjam pakal oleh Bupati. '
.. Pasal 169 o |
Pemberian persetujuan/penolakan oleh Bupati atas permohonan pinjam
pakai dilakulan dengan mempertimbangkan:
a, barang% milik daerah. yang dimohon dalam kondisi belum atau tidak
digunakan untuk tugas dan fungsi pemerintah daerah; ' :
b. barang milik daerah yang dimohon akan digunakan untuk menunjang
pelaksanaan penyelenggaraan pemenn‘bah pusat/pemerintahan daerah
lmnnya, dan

" c. jangka waktu pinjam pakai paling lama 5 (lms) tahun sejak

(2)

ditandatanganinya perjanjian pinjam pakai.
Dalam 'hal Bupati menyetujui pennohonan pinjam pakai sebagaimana

. dimeksud dalam Pasal 167 ayat (2), Bupati menerbitkan surat persetujuan

3}

pinjam pakal yang sekurang-kurangnya memuat

a. identitas; pemm,:am pakai; '

b, data barang milik daerah objek pinjam pakaj

¢. jangka waktu pirdam pakai; dan :

d. kewajiban peminjam pakai.

Dalam hal :Bupati tidak menyetujui permohonan pinjam pakai sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 167 ayat (2), Bupati melalui Pengelola Barang
memberitahukan kepada Pengguna Barang disertai alasannya.
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Pa.sal 170

(1) Pelaksanaan pinjam pakai ba.rang milik daerah yang berada pada Pengguna
.Barang dltuangka.n dalam perjanjian pinjam pakai antara Pengelola Barang

- dengan pemmjam pakai.

(2) Perjanjian = pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditmdaklanjutl dengan penyérahan objek pinjam pakai dari Pengguna
Barang kepada penunjam pakai yang dituangkan dalam Berita Acara Serah
Terima (BAST). '

(3) Selama_]angka waktu pinjam pakai, peminjam pakai wajib memelihara dan
mengamankan objek pinjam pakai sebagaimana dimesksud pada ayat {2)
dengan blaya yang dibebankan pada peminjam pakai.

(4) Sebelum jangka waktu pinjam pakai berakhir, peminjam pakai harus
membentahukan _kepada Pengguna Barang akan mengakhiri atau
memperpanjang pinjam pakai.

(5) Dalam hal pinjam pakai akan diperpanjang, peminjam pakai mengajukan
permohonan perpanjangan jang!m waktu pinjam pakei kepada Pengguna
Barang. .

- {6) Pengguna | Ba.rang menya.mpa.ikan pengajua.n permohonan persetujuan
perpanjangan pinjam pakai kepada Bupati melahii Pengelola Barang,.

(7) Pengajuan permohonan persetujuan perpanjangan pinjam pakai
sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diiampiri dengan:

a. surat pit:réetuiuah’ pinjam pakai sebelurhnya dati Bupati;

b. surat pernyataan dari peminjam pakai bahwa objek pinjam pakai masih
digunakan untuk menunjang pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah
pusat/ pemenntahan daerah lainnya; dan

c. surat pemyataan dari Pengguna Barang bahwa pelaksanaan pinjam
pakai txclak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi
penyelenggaraan pemerintahan daerah, dalem hal pinjam pakai

' dilaksanakan oleh Pengguna Barang. :

Pasal 171
(1) Dalam hal pemmjam pakai akan mengakhiri pinjam pakai sebelum masa
pinjam pakai berakhir, peminjam palcai harus memberitahukan kepada
Pengguna Barang
(2) Peminjam palcai dalam mengakhin pinjam pakai sebagalmana dimaksud
pada ayat (1} dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST).
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(3) Pengguna . Barang melaporkan Berita Acara Serah Terima (BAST)
aebagaimana dimaksud pada ayat (2] kepada Bupati melalul Pengelola
Barang.

Bagian Ketujuh
KSP

-Paragraf Kesatu
Prinsip Umum

. Pasat 172

KSP barang nuhk daerah dengan pihak lain dilaksanakan dalam rangka:

’ mengoptmjlalkan daya guna dan hasil guna barang milik daerah; dan/atau

b. m_eningkatka;n penerimaan pgndap‘atali daerah.

: Pasal 173

(1) KSP atas ‘ba.rang milik daerah dilaksanakan apabila tidak tersedia a.tau
tidak cukup tersedia dana dalam APBD untuk memenuhi biaya
operasiona;.l -perneliharaan dan/atau p&baikan yang diperlukan terhadap
barang :mhk daerah yang dﬂceljasamakan

'[2] Mitra KSP ditetapkan melalm tender, kecuali untuk barang milik daerah
yang bers:fat; khusus dapat dilakukan penunjukan langsung.

(3) Barang milik daerah yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) memiliki karakteristik:

a. barang yang mempunyai spesifikasi tertentu sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;

b. barang yang memiliki tingkat kompleksitas khusus seperti bandara.
udara, _pelabuhan laut, kilang, instalasi listrik, dan bendungan/waduk;

c. barang - yang dikerjasamakan dalam investasi yang berdasarkan
petjanjiah hubungan bilateral antar negara; atau

d. barang lain yang ditetapkan Bupati.

(4) Penunjukan langsung mitra KSP atas barang milik daerah yang bersifat
khusus sébégaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Pengelola
Barang at:at.i Pengguna Barang terhadap Badarn Usaha Milik Negara/
Daerah yang memiliki bidang dan/atau wilayah kerja tertentu sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan

(5) Mitra KSP harus membayar kontribusi tetap setiap tahun selama jangka
waktu pengoperasian yang telah d1tetapkan dan menyetor pembagian
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~ keuntungan hasil KSP ke rekening Kas Umum Daerah.

(6) Perhimﬁgani besarari kontribusi pembagian keuntungan sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) yang merupakan bagian pemerintah daerah, harus
memperhatikan perbandingan nilai barang milik daerah yang dijadikan
objek KSP dan manfaat lain yang diterima pemerintah daerah denga.n nilai
mveatasl mitra dalam KSP.

: Pasal 174
(1) Selama jangka waktu pengoperasian, mitra KSP dilarang menjaminkan
atau menggadalkan barang milik deerah yang menjadi objek KSP.
{2) Biaya persmpan KSP yang dikeluarkan Pengelola Barang atau Pengguna
Barang aampm dengan penunjukan mitra KSP dibebankan pada APBD.
(3) Biaya persiapan KSP yang terjadi setelah ditetapkannya mitra KSP dan
biaya pelaksanaan KSP menjadi beban mitra KSP,
(4) Cicilan pokok dan biaya yang timbul atas pinjaman mitra KSP, dibebankan
pada mitreli KSP dan tidak diperhitungkan dalam pembagian keuntungan.
[5) Pengawasan atas pelaksanaan KSP oleh mitra KSP dilakukan oleh:
a. Pengelola Barang, untuk barang milik daerah pada Pengelola Barang;
dan -
b. Penggu:na Barang, untuk barang milik daerah pada Pengguna Barang.

Paragraf Kedua
Pihak Pelaksana KSP

| o Pasal 175
(1) Pihak yang dapat melaksanakan KSP adalah:
a. Pengelola Barang dengan persetujuan Bupati, untuk barang milik
daera'hgyang berada pade Pengelola Barang; atau
b. . Pengguna Barang dengan persetujuan Pengelola Barang, untuk barang
] milik daerah yang berada pada Pengguna Barang.
(2) Persctujua_n Pengelola Barang sebagaimana dimaksud pada ayat {1) huruf
 bsetelah mendapat pertimbangan dari Bupati.
(3) Pihak yang dapat menjadi mitra KSP barang milik daerah meliputi:
a. Badan Usaha Milik Negara;
b. Badan Usaha Milik Daerah; dan/atau
¢. Swasta, kecuali perorangan.
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Paragraf Ketiga
Objek KSP

Pasal 176
(1) Objek KSP mehputt barang milik daerah berupa:
a. tanah dan/atau bangunan; dan
b, selain tanah dan/atau bangunan, yang berada pada Pengelola Barang
/Pengguna. Barang. '
{2) Objek KSP 'barang milik daerah berupa tanah dan/atan bangunan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat dilakukan untuk
sebagtan ate.u keseluruhannya. ‘

- Paragraf Keempat
' Hasil KSP

Pasal 177

(1) Hasil KSP dapat berupa tansh, gedung, bangunan, serta sarana dan
fasilitas yang diadakan oleh mitra KSP.

(2) Sarana dan fasilitas hasil KSP sebagaimana dimaksud pada. ayat (1), antara
lain: o -
a, perala.tmi dan mesin;
b. jalan, irigasi, dan jaringan;
c. aset tetap lainnya; dan
d. aset lainnya.

{3) Hasil KSP sebagmmana dimaksud pada. ayat [1) menjadi bagian dari
pelakaanaan KSP.

(4) Hasil KSP gebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi barang milik
daerah aejak diserahkan kepada pemerintah daerah sesuai perjanjian atau
pada saat i&e:rakhimya perjanjian,

: Pasal 178
(1) Hasﬂ KSP bararlg milik daerah dalam rangka penyediaan infrastruktur
terdiri atas :
a. penerimaan daerah yang harus d:setorkan selama jangka waktu KSP
barang milik daerah; dan
b. mfr‘asm}ctur beserta fasilitasnya hasil KSP barang milik daerah.
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(2) Penerimaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri
atas; - _ L - -
a. kontnbum tetap; dan
b.  pembagian keuntungan.

Pasal 179

(1) Dalam pelaksanaan KSP, mitra KSP dapat melakukan perubahan dan/atau
penambahan hasil KSP. _ :

- {2) Perubahan dan/atau penambahan hasil KSP sebagmmana dimaksud pada
ayat (1) dnlakukan dengan cara addendum perjanjian.

(3) Addendum perjanjian KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditujukan
untuk menghitung kembali besaran kontribusi tetap dan pembagian
keuntungan.

(4) Besaran kontnbusn tetap dan pembagian keuntungan sebagalmana
dimaksud pada " ayat - (3) -ditetapkan oleh Tim berdasarkan hasil
perhxmngan

(5) Tim sebaga:mana dimaksud pada ayat (4) ditetaplkan:

a. Bupati, untuk barang milik daerah berupa tanah dan/atau banguna.n,
atau - - |
b. Péngelola‘ Barang, untuk barang milik daerah selain tansh dan/atau
‘ bangunan |
{6) Perubahan ' dan/atau . penambahan. hasil KSP dilakukan setelah

mempero!eh persetujuan Bupati.

Paragraf Kelima
Jangka Welktu KSP -
S ‘Pasal 180 |
(1} Jangka waktu KSP palmg lama 30 (tiga puluh) tehun sejak perjanjian
dxtandatangam dan dapat d1perpanjang
(2) Dalam hal KSP atas barang milik daerah dilakukan untuk penyedaaan
mfrasn-ukmr, jangka waktu KSP paling lama 50 (lima puluh) tahun sejak
peqanjxan:KSP ditandatangani dan dapat dlperpanjang

o .. Pesal 181 ,
(1) Perpanjangan jangka waktu dilakukan oleh mitra KSP dengan cara



=01 -

mengajukan. permohonan persetujuan perpanjangan jangka waktu KSP
paling lambat 2 {dua) tahun sebelum jangka waktu berakhir.
(2] Perpanjangan jangka waktu dilaksanakan dengan pertimbangan:
a. sepanjang tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan- fungsi
penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
b. selama pelaksa.naan KSP terdahulu, mitra KSP mematuhi peraturan _
dan penanjian KSP.

': : .. Paragraf Keenam
: . Perjanjian KSP
i Pasal 182
(1) Pelaksanaan KSP dltuangka.n dalam perjanjian XSP antara Bupat: atau
Pengelola Barang dengan mitra KSP setelah diterbitkan keputusan
pelaksanaan KSP oleh Bupati.
(2) Pexjanjian sebagalmana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh mitra,
KSP dan:
a. Bupatx, untuk barang mﬂlk daerah yang berada pada Pengelola Barang;
atau | . ‘
‘b, Pengelbla; Barang, untik barang milik daerash yang berada pada
Pengguna Barang. |
{8} Penanjlan aebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat.
a. dasar peqamian"
b. 1dent1tas ‘para pihak yang terikat dalam perjanjian;
c. objek KSP
d. hasil KSP berupa bara.ng, Jlka ada;
e. peruntulgan KSP; -
f. jengka waktu KSP;
g- besaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan serta mekanisme
pembayarannya; | '
h. hak dan kewajiban para pihak yang terikat dalam perjanjian;
i, ketentuan mengenai berakhxmye. KSP;
j. sanksi; dan
k. penyelesa.ian perselisihan.
(4) Perjanjian KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam
bentuk Akta Notaris,
(5) Penandatanganan peljan_]la.n KSP dilakukan setelah mitra KSP
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menyampaikan bukti setor pembayaran kontribusi tetap pertama kepada
Pengelola Barang/ Pengguna Barang.

(6) Bukti setor pembayaran kontribusi tetap pertama sebagaimana dimaksud
pada ayat (5) merupakan salah satu dokumen pada lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian KSP.

o - Paragraf Ketujuh
. . Kontribusi Tetap dan Pembagian Keuntungan

; ~ Pasal 183
(1) Mitra KSP wajib menyetorkan:

a. kontribusi tetap; dan

b. pembagian keuntungan KSP.

{2) Penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1} dilakuken setiap tahun
‘selama Jangka waktu KSP.

(3) Kontribusi tetap sebagaimana dimaksud pada syat (1) huruf a dan
pembagiari keuntungan KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
merupakan penerimaan daerah, |

(4} Besaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan hasil KSP
sebagaimahq dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

(S) Dalam KSP barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan,
scbagian kontribusi tetap dan pembagian keuntungannya dapat berupa
bangunan beserta fasﬁ:tasnya yang dibangun dalam satu kesatuan
perencanaan

(6) Sebagian konmbusx tetap dan pembagian keuntungannya yang berupa
bangunan ' beserta fasilitasnya sebagaimana dimaksud ayat (5) bukan
meriipakax_i objels KSP, '

- Pasal 184

(1) Besaran nila.l bangunan beserta fasilitasnya sebagai bagian dari kontribusi
tetap dan kontribusi pembagian keuntungsn sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 183 ayat (5) paling banyak 10% (sepuluh persen) dari total
:penenmaan kontribusi tetap dan pembagxan keuntungan selama masa
KSP. '

(2) Bangunan yang dibangun dengan biaya sebagian kontribusi tetap dan
pembaglan keuntunga.n dari awal pengadaannya merupakan barang milik
daerah.
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{(3) Besaran kfo:itrlbusi tetap dan persentase pembagien keuntungan KSP

“)

(1)

@

@

barang ﬁnfliki daerah berupa tanah dan/atau bangunan dan sebagian tanah
dan/atﬁu bangunan ditetapkan dari hasil perhitungan Tim yang dibentuk
oleh Bupati, berdasarkan dan/atau mempertimbangkan hasil penilaian,
Besaran k%oﬁtribusi tetap dan persentase pembagian keuntungen KSP
barang nnhk daerah berupa selain tanah dan/atsu bangunan ditetapkan
dari hasil perhitungan Tim yang dibentuk oleh Pengelola Barang,
berdasarkan dan/atau mempertimbangkan hasil penilaian.

: .Pasal 185 _
Pcrhltunga.n kontribusi tetap merupakan hasil perkahan dari:
8. besaran persentase kontribusi tetap, dan
b. nilai wajar ba.rang milik daerah yang menjadi objek KSP.
Besaran persentase kontribusi tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a dxtentukan oleh Bupati dari hasil perhitungan Tim berdasarkan
dan/atau mempertimbangkan hasil penilaian. '
Nilai waJar barang milik daerah dalam rangka KSP sebagalma.na dimaksud
pada ayat { 1} huruf b berdasarkan: '

~a. hasil penﬂaian oleh Penilai Pemerintah atau Penilai Publik yang

@

(1)

ditetapkan oleh Bupatl. untuk barang milik daerah berupa tanah
dan /atau bangunan,

b. hasil penﬂamn oleh Tim yang ditetapkan oleh Bupati dan dapat
melibaﬁkgn Penilai yang ditetapkan Bupati, untuk barang milik daerah
selain tanah dan/atau bangunan.

Apabila terdapat nilai barang milik daerah yang berbeda dengan nilai wajar

hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3} huruf a, dalam rangka

pemanfaatari barang milik daerah digunakan nilai wajar hasil penilaian

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a.

_ " Pasal 186
Besaran persentase kontribusi tetap pelaksanaan KSP sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 185 ayat (1) huruf a meningkat setiap tahun, yang
dihitung berdasarkan kontribusi tetap tahun pertama dengan
memperhatikan estimasi tingkat inflasi.
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(2) Besaran peningkatan persentase kaontnbusz tetap sebagaimana dimaksud
- pada ayat {1) ditetapkm dalam persetujuan pela.ksanaan KSP dan
~ dituangkan dalam perjanjian KSP.

- Pasal 187

(D Pél'hitul'lg‘c'!i11;E pembagian keuntungan dilakukan dengan
memperﬁﬁhang]m:

a. nilai investasi pemerintah daerah;
'b. nilai ixﬁ:e_stasi mifra KSP; dan
c. risiko yang ditanggung mitra KSP.

{2} Perhitungan pembagian keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditentukan oleh Bupati dari hasil perhitungan Tim berdasarkan dan/atau
mempertinib_anghan hasil penilaian. -

(3) Besaran nilai investasi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a didasarkan pada nilai wajar barang milik daerah yang
menjadi objek KSP, _ :

(4) Besaran mlm investasi mitra KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

~hurufb dida_sarkan pada estimasi investasi dalam proposal KSP.

: Pasal 188
(1) Besaran pembaglan keuntunga.n dapat ditinjau kembali oleh Bupati dalam
~ hal realisasi investasi yang dikeluarkan oleh mitra KSP lebih rendah dari
esﬁ_inasi inivestasi sebagaimana tertuang dalam perjanjian.
(2) Realisasi ﬁvestaa_i sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan dari
hasil audit yang dilakukan oleh auditor independen.

Pasal 189

(1) KSP atas ba:rang milik daerah dapat dilakukan untuk mengoperasionalkan
barang milik daerah.

(2) KSP operasional atas barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) 'bﬁkan merupakan' penggunaan barang milik daserah yang
dloperaalkan oleh pihak lain,

(3) Apabila m:tra KSP hanya mengoperasionalkan barang milik daerah, bagian
keuntungan yang menjadi bagian mitra KSP ditentukan oleh Bupati
berdasarkarn persentase tertentu dari besaran keuntungan yang diperoleh
mitra KSP terkait pelaksanaan KSP:
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| o | Pasal 190

(1) Apabila’ mitra KSP barang milik daerah untuk penyediaan infrastruktur
berbentuk :Badan Usaha Milik Negara/Daerah, kontribusi tetap dan
pembagi.a.n keuntungan yang disetorkan kepada pemerintah daerah dapat
ditetapkan  paling tinggi sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari hasil
perhntunga.n Tim KSP scbagaimana dimaksud dalam Pasal 179 ayat (5). '

(2) Penetapan kontnbusl tetap dan pembaglan keuntungan sebaga.imana.
dimaksud pada ayat (1} didasarkan pada kondisi kenangan Badan Usaha
Milik Negar;a/ Daerah dan has:l analisis kelayakan bisnis KSP.

(3) Besaran ﬁénetapan kontribusi tetap dan pembagian keuntungan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

: Paragraf Kedelapan ‘
Pembayaran Kontribusi Tetap dan Pembagian Keuntungan
L .Pasal 191
(1) Pembayaran kontnbus: tetap tahun pertama ke rekemng Kas Umum

Daerah oleh m:tra KSP harus dilakukan paling lambat 2 (dua) hari kerja
sebelum penandatanganan perjanjian KSP.

12) Pembayaran kontribusi tetap tahun berikutnya disetarkan ke rekening Kas
Umum Daerah paling lambat dilakukan sesuai dengan tanggal yang
dltetapkan dalam perjanjisn dan dilakukan setiap ta.hun sampai dengan
berakhimya perjanjian KSP. '

{3) Pembayaran .kontribusi tetap sebagmmana dimaksud pada ayat (1} dan

~ ayat (2) deuktikan dengan bukdti aetor

“Pasal 192
(1) Pembaglan keuntungan hasil pelaksanaan KSP tahun sebelumnya harus
disetor ke rekmung Kas Umum Daerah paling lambat dilakukan sesuai
dengan tanggal yang d1tetapkan .dalam peqan_uan dan dﬂa]mlcan setiap
tahun sampal dengan berakhirnya perjanjian KSP.

(2) Pembayaran pembagmn keuntungan sebagmmana dimaksud pada ayat {1)
dilakukan oleh mitra KSP berdasarkan persetujuan Bupati
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Paragraf I_{esembilan
‘Berakhirnya KSP

‘ | Pasal 193
(1) KSP berakhlr dalam hal:

a. berakhlmya jangka waktu KSP sebagmma.na tertuang dalam perjanjian,;
b. pengakhnan perjanjian KSP secara sepihak oleh Bupati atau Pengelola
Barang' ' '

c. beraldnrnya perjanjian KSP; dan
d. ketentuan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
(2) Pengakhiran KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat
dilakukan dalam hal mitra KSP:
a. tidak membayar kontribusi tetap selama 3 (tiga) tahun berturut-turut;
b. tidek membayar pembagian keuntungan selama 3 (tiga) tahun berturut-
~ turut sesuai perjanjian KSP; atau |
¢. tidak memenuhx kewajiban selain sebagaimana dimaksud pada huruf a
dan huruf b sebaga.tmana tertuang dalam perjanjian KSP.
(3) Pengaklurm KSP sebaga]mana dimaksud pada ayat (2} dilakukan oleh:
a. Bupat: untuk barang milik daerah yang berada pada Pengelola Barang;
atau
b. 'Pengel-cﬂa’ Barang, untuk barang milik daersh yang berada pada
Pengguna Barang. |
(4) Pengakhuan KSP sebagaxmana dimaksud pada ayat {3) dilakukan secara
tertulis.

Pasal 194

(1) Paling lambat 2 (dus) tahun sebelum jangka waktu KSP berakhir, nntra
harus melaporkan akan mengakhiri KSP.

(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat [1), Bupau atau
Pengelola Ba.rang meminta auditor independen/aparat pengawasan intern
pemerintah untulk melakukan audit atas pelaksanaan KSP.

- (3) Auditor independen/aparat pengawasan intern pemerintah sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil audit kepada Bupati,
Pengelola Barang, dan/atau Pengguna Barang.

{4) Bupati, Pengelola Barang, dan/atau Pengguna Barang menyampaikan
hasil audit sebagmmana dimaksud pada ayat (3) kepada mitra KSP.



-07-

{5) Mitra KSP menindaklanjuti hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat
(__4) dan melaporkannya kepada Bupati,' Pengelola Barang, dan/atau
Pgngguna Barang.

Pasal 195

(1) Serah terima objek KSP dilakukan paling lambat pada saat berakhirmya
jangka waktu KSP. '

(2) Serah tenma sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam
Berita Acara Serah Terima {BAST).

(3) Dalam hal Mltra KSP belum selesai menindaklanjut: hasil audit setelah
dﬂakukannya serah terima sebagaimana dimeksud pada ayat (1), Mitra
KSP tetap berkewaglban menindaklanjuti hasil audit.

{4) Penggunsa Ba.rang/ Pengelola Barang melaporkan pengaldumn KSP dan
penyerahan objek KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati
paling lambat 1 (satu) bulan setelah penyemhan.

: . Pasal 196

(1) Pengakhiran perjanfian KSP secara sepihak oleh Bupati atau Pengelola
Barang sebaga.imana dimaksud dalam Pasal 193 ayat (1} huruf b,
dﬂaksanakan dengan menerbitkan teguran tertulis pertama kepada mitra
KSP. . :

(2) Apabila miu-'a KSP tidak melaksanakan teguran scbagaimana dimaksud

- pada ayat (1) dalam jangka waktu 30 (tiga puluh} hari kalender sejak
diterbitkan - teguran tertulis pertama, Bupau atau Pengelola Barang
menerbitkan teguran tertulis kedua.

(3) Apabila n:utra 'KSP #idak melaksanakan teguran kedua sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu 30 (tiga puluh} hari kalender
sejak dlterbxtkan teguran tertulis kedua, Bupati atau Pengelola Barang

_ menerbltkan teguran tertulis ketiga yang merupakan teguran terakhir,

(4) Apabila mitra KSP tidak melaksanakan teguran ketiga sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender

R sejak diterbitkan teguran tertulis ketiga, Bupati atau Pengelola Barang
menerbitkan surat pengakhiran KSP.

(5) Mitra KSP harus menyerahkan objek 'KSP kepada Bupati atau Pengelola
Barang delam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah
menemna ‘surat pengakhiran KSP Bebagalmana dimaksud pada ayat (4).
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_ Paragraf Kesepuluh
Tata Cara Pelaksanaan KSP Barang Milik Dacrah
: Yang Berada Pada Pengelola Barang

: Pasal 197
| Tahapan pelaksanaan KSP atas barang ;mhk dacrah yang berada pada
Pengelola Barang meliput:

. a. inisiatif atau permohonan;

b. penelitian admmmtrasn,

c. pembenmka.n Tim dan penilaian;

d. perhitungan besaran penerimaan daerah dari KSP berupa kontribusi tetap
dan persentase pembagian keuntungan;

¢. pemilihan mitra;

f. penerbitan keputusan; -

£ penandatanganan perjanjian dan

h. pelaksanaan

Pasal 198
KSP atas barang milik daerah yang berada pada Pengelola Barang dapat
dilakukan berdasarkan:
a. inisiatif Bupati; atau
b. permohonan dari pihak lain.

: - Pasal 199 :

(1} Imsiat:f Bupati terhadap KSP atas barang milik daerah sebagaimana
dimaksud - dalam 'Pasal 198 huruf a, dituangkan dalam bentuk
rekomendasi KSP barang milik daerah.

(2) Inisiatif Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari

" " rencana kebutuhan yang msa.mpaikan oleh Pengguna Barangf Kuasa

- Pengguna Barang '

_ " Pasal 200 |
(1) Permohonan’ dari Pihak Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 198
huruf b, diusulkan kepada Bupati.
(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) paling sedikit memuat:
a. latar belakang permohonan;
b. rencana peruntukan KSP;
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c. jangka waktu KSP; dan
d. usulan besaran penerimaan daerah dari KSP.
(3} Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat {1) dilengkapi dengan:
a. data barang milik daerah yang direncanakan untuk dilakukan KSP;
b. data pemohon KSP;
c.. proposal rencana usaha KSP; dan
d. informasi lainnya berkaitan dengan usulan KSP.
(4) Informasi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, antara
lain: ;.
a. Renca.né. Umummn Tata Ruang Wilayah dan penataan kota; dan
b. bukti kepemmkan atau dokumen yang dipersamakan.
(5) Kelengkapan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak
~ diberlakukan untuk KSP dalam rangka mengoperasionalkan barang milik
daerah.

_ ‘Pasal 201
(1) Pengelola Barang melakukan penelitian administrasi atas dokumen barang
milik deerah yang akan dilakukan KSP.
(2) Dokumen s}ebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. bukti kepe:mhkan atau dokumen yang dipersamakan;
b. dokumen pengelolazn barang milik daerah; dan
¢. dokumen penatausahaan barang milik daerah.

Pasal 202
Apabila hasil penelitian administrasi sebagaimana dimeksud dalam Pasal 201,
barang milik daerah dapat dilakukan KSP, Bupati:

a. membentuk Tim KSPF; dan
b. menugaskan Penilai melalui Pengelola Barang untuk melakukan penilaian

barang milik daerah yang akan dilakukan KSP guna mengetahui nilai wa,]ar
atas barang milik daerah bersangkutan

Pasal 203
(1) Dalam hal barang milik daerah dapat dilakukan KSP sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 202, maka Bupati membentuk Tim KSP.
(2) Tim KSP bertugas
a. meny:apkan rincian kebutuhan bangunan dan fasilitas yang akan
ditenderkan apab:la KSP berdasarkan inisiatif Bupati dan bukan dalam
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rangka mengoperasionalkan barang milik daerah;
b. menghitung besaran  penerimaan daerah dari KSP berdasarkan
dan/atau mempertimbangkan hasil penilaian;
c. menyiapkan perjanjian KSP;
d. meny".lapkan Berita Acara Serah Tenma (BAST) objek KSP dari Pengelola
| Barang kepada mitra KSP dan

€. melaksenalnan keg;atan lain yang dltugaskan oleh Bupati.

Dalam melalcsanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tim KSP
dapat menglkutsertakan Perangkat Daerathmt Kelja teknis yang

berkompeten

Pasal 204

Dalam rangka menentukan kelayakan bisnis KSP, Bupati dapat
menugaskan penilai atan pihak lain yang berkompeten untuk melakukan:

a. analisis penggunaan atas barang milik daerah yang akan dilakukan
KSP; atau : ‘

b. analisns kelayakan bisnis atas proposal KSP.

Hasil penﬂamn sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 202 huruf b dan

laporan anahsis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada

Bupati sebagm bagian dalam menentukan pelaksanaan KSP.

: Pasal 205

Berdasarkan laporan analisis sebaga.lmana dimaksud dalam Pasal 204 ayat
(1) dan/atau mempertimbangkan laporan penilaian nilai wajar barang
milik daerah, Tim KSP menghitung besaran kontribusi tetap dan
persentase pembagian keuntungan, ‘ . _
Penghitungan. besaran kontribusi tetap dan persentase pembagian
keuntungan oleh Tim KSP scbagaimana dimaksud pada ayat {1) dilakukan
sesuai dengan ketentuan sebagaimana dlatur dalam Fasal 185" sampai
dengan Pasal 190.

Dalam hal usulan besaran kontribusi tetap dan persentase pembagian '
keuntungan ' yang " diajukan oleh pihak lain lebih besar dari hasil
perhitungan Tim KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), besaran

- kontribusi tetap dan persentase- pembagian keuntungan yang ditetapkan

dalam persetujuan KSP adalah sebesar usulan besaran kontribusi tetap
dan persentase pembagian keuntungan yang diajukan oleh pihak lain.
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(4} Besaran iconhibusi tetap dan persentase pembagian keuntungan
Sebagaimana dimaksud pada ayat [1') dijadikan nilai limit terendah dalam
pelaksanaan pemilihan mitra KSP.

. Pasal 206 -
Pemihhan mitra KSP dilakukan oleh panitia pemilihan sebagmmana dm:taksud
_dalam Pasal 89 berdasarkan ketemuan sebagaimana dunaksud dalam
- Pasal 88 sampeu dengan Pasal 114,

Pasal 207 -
(1) Bupati menerbﬂ:kan keputusan pelaksanaan KSP.
(2) Keputusan pelaksanaan KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling
sedikit memuat:
a. objek KSP;
b. 'peruntuka.n KSP;
C. penenmaan daerah dari KSP;
d. identitas mitra KSP, dan
¢. jangks waktu KSP,

Pasal 208

(1) Berdasarkan keputusan pelaksanaan KSP sebagaimana dimaksud Pasal
207, para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 ayat (1)
menandaténgani Perjanjian KSP dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun
‘terhitung sejak tanggal berlaku keputusan pelaksanaan KSP. '

(2} Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak keputusan pelaksanaan
KSP ditetapkan tidak ditindaklanjuti dengan penandatanganan perjanjian
KSP, kepﬁgmaan pelaksanaan KSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 207
dinyatakan tidak berlaku, - '

(3) Penandatanganan perjar.man sebaga:mana d:maksud pada ayat (1),
dilakukan setelah mitra KSP menunjukkan bukti- pembayaran kontribusi
tetap tahun pertama

: Pasal 209

(1) Mitra KSP harus melaksanakan KSP sebagaimana ditentukan dalam
perj an]mn KSP.

(2) Apabila KSP dilakukan bukan dalam nmgkﬂ. mengoperasmna]kan barang
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milik daerah maka pada sant pembangunan selesai dilaksanakan, mitra

KSP wajib:

a. menyerahkan banguﬁa_n hasil KSP beserta fasilitasnya yang merupakan
bagian dari kontribusi tetap dan pembagian keuntungan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 183 ayat (5);

b, dapat hhgsung mengopérasionalkap hasil KSP yang dibangun sesuai
-dengari perjanjian KSP.

Paragraf Kesebelas
‘I‘ata Cara Pelaksanaan KSP Barang Milik Daerah
: Yang Berada Pada Pengguna Barang

Pasal 210

Tahapan pelaksanaan KSP atas barang milik daerah yang berada pada
Pengguna Bara.ng meliputi:

@™o Qe P

(1)

@

permohonén; .
penelitian administrasi;

pembentukan Tim dan penilaian;

perhitungah besaran kontribusi dan persentase pembagian keuntungan;
persetujuan; _
pemilihan mitra; -

'penerbitan keputusan,

penandatanganan pel:ianpan, dan
pelakaanaan

- Pasal 211
Pcrmohonan sebagaimana dimeksud dalam Pasal 210 huruf a digjukan
oleh Pengguna Barang untuk memperoleh persetujuan dari Pengelola,
Barang, -
Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
a. latar bela.kang permohonan,

'b. rencana peruntukan KSP;

¢. jangka waktu KSP; dan
d. usulan besaran penerimaan daerah dari KSP.

(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan:

a. data calon mitra KSP;
b. proposal rencana usaha KSP;
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¢.  data bara.ng milik daerah yang akan dgadlkan objek KSP; dan
d. surat pernyataan dari Pengguna Barang. -

(4) Surat pernyataan dari Pengguna Barang sebagaima.na dimaksud pada ayat

- (5)

()

- (1)

(3) huruf d_ menegaskan bahwa:

a. Barang milik daerah yang akan menjadi objek KSP tidak sedang
digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat
‘Daerah; dan

b. Pelaksanaan KSP barang milik deerah tidak akan mengganggu
pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Dalam hal Pengguna Barang mengusulkan penetapan mitra KSP melalui

mekanisme penunju]can langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173

ayat {4), maka, pengaguan permohonan dari Pengguna Barang . kepada _

Pengelola Barang sebagaimana d:maksud ‘pada ayat (1) digertai data calon

mitra KSP '

Data calon mitra KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (5] meliputi:

a. nama;

b. alamatj- ' :

c. Nomor Pokok Wajib 'Pajak (NPWP);

d. bentuk kelembagaan, jenis kegiatan usaha, fotokopi Surat Izin
Usaha/Tanda Izin Usaha atau yang sejenis, untuk caelon mitra KSP
yang bérbentuk badan hukum/badan usaha.

- Pasal 212
Persetmuan atas permohonan KSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal
211 ayat (1) dlbenkan oleh Pengelola Barang berdasarkan laporan panitia

. pemilihan rmtra dan lapora.n Tim KSP dengan mempert:mbangkan hasil

@

(3)

penilaian. ; - :

Apabi]a Pengelola Barang tldak mcnyetu,gm permohonan KSP tersebut,
Pengelola Ba.rang memberitahukan kepada Pengguna Barang disertai
dengan alasan _

Pemberian persetujuan sebagaimana. dimaksud pade ayat (1) dilakukan
oleh Pengelola Barang dengan menerbitkan surat persetujuan.

(4) Surat Persetujum sebagaimana dimaksud pada ayat (3} paling sedikit

memuat;
a. objek KSP;
b, peruntukan KSP;
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¢. nilai barang milik daerah yang menjadi objek KSP sebagai besaran nilai
inveataéirpemerinfah;

d. minimal besaran kontribusi tetap;

e.. mlmma] persentase pembagm.n keuntungan; dan

f. jangka waktu KSP,

(5) Berdasarkan Surat Persetujuan KSP sebaga.ima.na dimaksud pada ayat (4),
Bupati menetapkan keputusan pelaksanaan KSP.

(6) Berdasarkan keputusan pelaksanaan KSP sebagaimana dimaksud pada
ayat (5), para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 ayat (1)
menandatangani perjanjian KSP dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun
terhitung sejak tanggal berlaku keputusan pelaksanaan KSP.,

(7} Surat persetujuan KSP dari Pengelola Barang dinyatakan tidek berlaku
apabila dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak ditetapkan tidak
ditindaklanjuti dengan penandatanganan surat perjanjian KSP,

(8) Penandatahganan perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (6},
dilakukan : setelah mitra KSP menunjukkan bukti pembayaran kontribusi
tetap tahun pertama.

L Pasal 213

. Ketentuan pe!aksanaan KSP barang milik daerah yang berada pada Pengelola
Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 200 sampai dengan Pasal 209
mutatis mutandis berlaku untuk pelaksanaan KSP barang milik daerah yang
berada pada Penggunﬁ Barang. '

- Paragraf Keduabelas
'~ Perpanjangan Jangka Wakiu KSP Yang Berada
' Pada Pengelola Barang Dan Pengguna Barang

- n Pasal 214 _

(1) Permohonan perpanjangan jangka waktu KSP atas barang milik daerah
yang berada pada Pengelola Barang diajukan ‘oleh mitra KSP kepada
Bupati pahng lambat 2 (dua) talhun sebelum berakhxrnya jangka waktu

 KSP.

(2) Pennohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) dila.mpm:

a. proposhl perpanjangan KSP;
b, data dan kondisi objek KSP; dan '
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c. buktd penyetoran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan dalam 5
(ima} tahun terakhir.

(3) Bupati meneliti permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), serta
mengevaluasi kelayalmn perpanjangan pelaksanaan KSP yang telah
berlangsung.

(4) Apabila berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat {3},
Bupati menyetujui usulan perpanjangan jangka waktu KSP, maka Bupati:
a. membentuk Tim KSP; dan
b. menugaskan penilai untuk melakukan penghitungan nilai barang milik

daerah yang akan dijadikan objek KSP, besaran kontribusi tetap, dan
persenfase pembagian keuntungan KSP.

(5} Tugas Tim KSP sebagaimena dimaksud pada ayat (4) huruf a antara lain:

a. menyiapkan perjanjian perpanjangan KSP;

b. menghitung besaran kontribusi tetap dan persentase pembagian
keuntungan KSP berdasarkan dan/atau dengan mempertimbangkan
hasil Pem.lala.n, dan

c. melaksanakan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Bupati,

Pasal 215

(1) Dalam rangka menentukan kelayakan perpanjangan jangka waktu
pelakaanaan KSpP aeba.ga.imana dimaksud dalam Pasal 214 ayat (3), Bupati
melatui Pengelola Barang dapat menugaskan penilai atau pihak yang
berkompeten untuk melakukan analisis kelayakan perpanjangan
pelaksanaén KSP. |

(2} Penilai atau ‘pihak yang berkompeten sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menyampaﬂcan laporan analisis kelayakan perpanjangan yang merupakan

. hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Pengelola Barang. -

(3) Tim KSP sebagaimanea dimaksud dalam Pasal 214 ayat (5) menyampaikan

laporan haml pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Pengelola Barang.

(4) Apabila laporan hasil pelaksansan tugas Tim KSP sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) menunjukkan babhwa permohonan perpanjangarn Jangka
waktu KSP tidak dapat disetujui, Bupati menerbitkan surat ‘penolakan
perpanjangan jangka waktu KSP yang dxtujukan kepada mitra KSP disertai
dengan alasan.

{5} Apabila laporan hasil pelaksanaan tugas Tim KSP sebagaimana
pada ayat (3) menunjukkan bahwa permohonan perpanjangan jangka

dimaksud
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waktu KSP dapat disstujui, Bupati menerbitkan surat persetujuan
perpanjangan jangka wai:tu KSP yang ditujukan kepada mitra KSP.
Berdasarkan surat persetujuan perpanjangan jangka waktu KSP
sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Tim KSP menyusun perjanjian
perpanjangan jangka waktu KSP sekallgus menyiapkan hal-hal teknis yang
diperlukan. '

Perpanjangan jangka waktu KSP sebagajmana dimaksud pada ayat (6]
berlaku pada saat penandatanganan perjanjian KSP antara Bupati dengan
mitra KSP dilakukan.

: Pasal 216 |
Permohonan perpanjangan jangka waktu KSP atas barang milik daerah
yang berada pada Pengguna Barang digjukan oleh mitra KSP kepada
Pengguna Barang
Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilampitkan:

a. proposal perpanjangan KSP;

b. data dan kondisi objek KSF; dan

¢. bukti penyetoran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan dalam 5 |
(lima) tahun terakhir,

: Pasal 217
Pengguna Barang melakukan penelitian administrasi atas permohonan

- perpanjangan jangka waktu KSP yang disampaikan oleh mitra KSP

@

)

Q)

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 216 ayat (1).

Berdasarkan hasil penelitian administrasi sebagaimana dimaksud ‘pada

ayat (1} Pengguna Barang mengajukan permohonan peraetujuan

perpanjangan jangka waktu KSP kepada Pengelola Barang.

Permohonan perpanjangan jangka waktu KSP sebagaimana dimaksud pada

ayat (2}, dilampirkan: -

a. proposal perpanjangan KSP;

b. data dan kondisi objek KSP; dan

c. bukt penyetoran kontribusi tetap den pembagian keuntungan dalam 5
(tima) tahun terakhir. |

Apabila be?dasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Pengelola Barang menyetujui usulan perpanjangan jangka waktu KSP,

maka Pengelola Barang:

a. membentuk Tim KSP; dan
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b. menugaskan Penilai.

: - Pasal 218

1) Tim KSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 217 ayat {(4) huruf a bertugas
antara lain:

a. menyiapkan perjanjian perpanjangan KSP;

b. menghitung besaran kontribusi tetap dan persentase pembagian
. keuntungan KSP berdasarkan dan/atau dengan mempertimbangkan

hasil penilaian; .
c. melaksanakan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Pengelola Barang.

(2) Tim KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan laporan
pclakaanaéﬁ tugas kepada Pengelola Barang,

(3) Apabila hasil pelaksanaan tugas Tim KSP sebagaimana dimaksud pade
ayat (2) menunjukkan behwa permohonan perpanjangan jangka waktu
KSP tidak _dapat disetujui, Pengelola Barang 'n_:lcnerbitkan surat penolakan
perpanjanéan jangka waktu KSP yang ditujukan kepada mitra KSP disertai
dengan alasan.

4) Apabila hasﬂ pelaksanaan tugas Tim KSP sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) menunjukkan ‘bahwa permohonan perpanjangan jangka waktu
KSP dapat disetujui, Pengelola Barang menerbitkan surat persetujuan
perpanjangan jangka waktu KSP yang ditujukan kepada mitra KSP.

(5) Berdasarkan persetujuan perpanjangan jangka waktu KSP sebagaimana
dimaksud pada ayat (4), Tim KSP menyusun perjanjian perpanjangan
jangka waktu KSP sekaligus menyiapkan hal-hal tcknis yang diperlukgn.

- Pasal 219
{1) Pemlm sebagaimana dimaksud dalam Pasal 217 ayat (4) huruf b bertugas
melakukan pgnghitungan nilai barang milik daerah yang akan dijadikan
objek KSP, besaran kontribusi tetap dan persentase pembagian
keuntungan KSP.
{2) Penilai sébé.ghﬁnana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan laporan
penilafan yang merupakan hasil pelaksanaan tugas kepada Pengelola
Barang. ' |

: Pasal 220
(1) Dalam rangka menentukan kelayakan perpanjangan jangka waktu
pelaksanaan KSP atas permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud
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dalam Pasal 216, Pengelola- Barang dapat menugaskan penilai atau pihalk
yang berl{ompeten untiuk melakukan analisis kelayakan perpanjangan
pelaksanaan KSP. | '

@ Perpﬂl‘_ljangah jangka waktu KSP beriaku pada saat penandatanganan
~ perjanjian KSP antara Pengelola Barang dengan mitra KSP dilakukan.

: Pasal 221 :

(1) Dalam hal Bupati atau Pengeldla Barang tidak menyetujui permohanan
perpanjangan jangka waktu KSP, objek KSP beserta sarana berikut
fasilitasnye diserahkan kepada Bupati atau Pengelola Barang pada saat
berakhirnya jangka waktu KSP sebagaimana diatur dalam perjanjian KSP.

(2) Penyerahan objek KSP beserta sarana dan prasarananya sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan Berita Acara Serah Terima

~ (BAST) antara ‘mitra KSP dengan: Lo

a. Bupat: untuk barang milik deerah yang berada pada Pengelola Barang;

atau
b. Pengeldla .Barang, untuk barang milik daerah yang berada pada.
Pengguna Barang.
Bagian Kedelapan
BGS dan BSG
Paragraf Kesatu
Prinsip Umum
- Pasal 222

(1) BGS/BSG barang milik daerah dilaksanakan dengan pertimbangan:

a. Pengguna Barang memerlukan bangunan dan  fasilitas bagi
penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk kepentingan pelayanan
umum dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi; dan

b. tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam APBD untuk

' penyediaan bangunan dan fasilitas tersebut.
'(2) Bangunan dan fasilitasnya yang menjadi bagian dari hasil pelaksanaan

BGS/BSG harus dilengkapi dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas

nama pemerintah daerah,
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(3) Biaya persiapan BGS/BSG yang dikeluarkan Pengelola Barang atau
Pengguna Barang sampai dengan penunjukan mitra BGS/BSG dibebankan
pada APBD,

(4) Biaya persiapan BGS/BSG yang terjadi sctelah ditetapkannya mitra
BGS/BSG dan biaya pelaksanaan BGS/BSG menjadi beban mitra yang

(5) Penenmaa.n hasil pelaksanaan BGS/BSG merupakan penerimaan daerah
yang Wajib_disetorkan seluruhnya ke rekening Kas Umum Daerah.

(6) BGS/BSG barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dﬂakaanakan olch Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Bupati.

_ Pasal 223
(1) Penetapan status Penggunasn barang milik daerah sebagai hasil dari
pelaksenaan BGS/BSG dilaksanakan oleh Bupati, dalam rangka
penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah terkait.
- {2) Hasil pelakaanaan BGS/BSG sebagaimana dimaksud pade ayat (1) adalah
bangunan ' beserta fasilitas yang telah diserahkan oleh mitra setelah
berakhirnya jangka waktu yang diperjanjikan untuk BGS atau setelah
selesainya pembangunan untuk BSG. '

: Pasal 224
(1) Mitra BGS atau mitra BSG yang ‘telah ditetapkan, selama jangka waktu
pengoperasxan
a. wajib membayar kontribusi ke rekening Kas Umum Daerah setiap
tahun sesuai besaran yang telah ditetapkan;
b. wajib memelihara objek BGS/BSG; dan
¢, dilarang menjaminkan, menggadaikan, atau memindahtangankan:
1. tanahyang menjadi objek BGS/BSG;
2. hasil BGS yang digunakan langsung untuk penyelenggaraan tugas
dan fungsi Pemerintah Daerah; dan/atau o
3. hasil BSG. - |
(2) Mitra BGS barang milik dserah harus menyerahkan objek BGS kepada
Bupati pada akhir jangke waktu pengoperasian, setelah dilakuken audit
oleh aparat pengawasan mtern pemenntah
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Paragraf Kedua
Pihak Pelaksana

Pasal 225

- {1) Pihak yang dapat melakukan BGS/BSG adalah Pengelola Barang.
(2) Pihak yang dapat menjadi mitra BGS/BSG melipuﬁ.

3

{1}

)

@

-9

a. Badan Usahe Milik Negara;

b. Badan bﬁallaMiﬁkDaerah;

c. Swasta kecuali perorangan; dan/atau

d. Badan Hukum lainnya.

Dalam hel mitra BGS/BSG sebagaimana dimakeud pada ayat {2)
membentuk konsorsium, mitra BGS/BSG harus membentuk badan hukum
Indonesia :se‘bagai- :;pihak yang bertindak uniuk dan atas nama mitra

BGS/BSG dalam perjanjian BGS/BSG.

Paragraf Ketiga
Objek BGS/BSG

Pasal 226

Objek BGS/BSG meliputi:
a. barang:n::ilik daerah berupa tanah yang berada pada Pengelola Barang;

atau .
b. barangfmﬂik daerah berupa tanah yang berada pada Pengguna Barang,
Dalam halbarang milik daerah berupa tanah yang status penggunaannya
berada pada Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
b telah direncanakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna
Barang yang bersangkutan, BGS/BSG dapat dilakukan setelah terlebih
deahulu d;serahkan kepada Bupati.
BGS/BSG Bebagalmana dimaksud pada ayat {2) ‘dilaksanakan oleh
Pengelola Ba.rang dengan mengikutsertakan Pengguna Barang sesuai tugas
dan fungsmya
Keﬂmtsertaan Pengguna Barang dalam pelaksanaan BGS/BSG,
sebaga;mana dimaksud pada ayat (3) adalah mulai dari tahap persiapan
pembangunan, pelaksanean pembangunan sampai dengan penyerahan
hasil BGS/BSG.
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Paragraf Keempat
Hasil BGS/BSG

L ‘ . Pasal?227
(1) Gredung. bangunan, .sarana, dan fasilitasnya yang diadakan oleh mitra
BGS /BSG merupakan hasil BGS/BSG.

2) Sanma dan fasilitas hasil BGS/BSG sebagaimana dimaksud pada ayat (1},
antara lam
a. p&ralatan dan mesin;
b. jalan, irigasi dan jaringan;
c. aset tetap lainnya; dan :
d. aset lainnya.

(3) Gedung, bangunan, sarana dan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) menjadi barang milik daerah sejak diserahkan kepada pemerintah
daerah sesuai perjanjian atau pada saat berakhirnya perjanjian.

Pasal 228
(1) Dalam pelaksanaan BGS/BSG, mitra BGS/BSG dapat melakukan
perubahan dan/atau penambahan hasil BGS/BSG.

~ (2} Perubahan dan/atau penambahan hasil BGS/BSG sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat dﬂakukan sesuai dengan penyelenggaraan tugas dan
fungsi pemerintah daerah dan/atau untuk program-program nasionai
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. '

(3) Perubahan dan/atau penambahan hasil BGS/BSG sebagaimana dimaksud
‘pada ayat (1) difalukan dengan cara addendum pesjanjian BGS/BSG.

(4) Addendum perjanjian BGS/BSG sebagaimana dimaksud pada ayat (3):
a. tidak melebihi jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) tahun; dan
b, menghitung kembali besaran kontribusi yang ditetapkan berdasarkan

hasil perhitungan Tim yang dibentuk oleh Bupati,

(5) Perubahan dan/atau penambahan hasilt BGS/BSG scbagaimana dimaksud
pada ayat. (1) dan ayat (2) dilakukan setelah memperoleh persetujuan
Bupat: '
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-Paragraf Kelima
Bentuk BGS/BSG

, : ~ Pasal 229

BGS/BSG barang milik daerah dilaksanakan dengan bentuk:

" a. BGS/BSG barang milik daerah atas tanah yang berada pada Pengelola
Barang; dal.n'

b. BQGS/BSG barang milik daerah atas tanah yang berada pada Pengguna

Barang.

: - Paragraf Keenam
Pemilihan Dan Penetapan Mitra BGS/BSG

" Pasal 230
{1) Pemilihan mitra BGS/BSG dilakukan melalui Tender,
(2) Tender sebagalmana dimaksud ~pada ayat (1), dilakukan dengan
mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 sampai dengan 113.

- Pasal 231
Hasil pemilihan mitra BGS/BSG scbagaimana dimaksud dalam Pasal 230
ditetapkan oleh Bupati.

 Paragraf Ketujuh
Jangka Waktu BGS/BSG

Pasal 232 _
(1) Jangka waktu BGS /BSG palmg lama 30 (tiga puluh) tahun sejak perjanjian
' datandatangani

. (2) Jangka waktu BGS/BSG sebagmmana dimaksud pada ayat (1) hanya
berlaku t:t_n_tuk 1. {satu) kali perjanjian dan tidak dapat dilakukan

- Paragrai’ Kedelapan
Peljanjlan BGS/BSG

Pasal 233

(1) Pclaksanaan BGS/BSG dituangkan dalam perjanjian.
(2) Peda.n_uan ‘BGS/BSG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangmu

antara Bupati dengan m1_tra BGS/BSG.
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(3) Peuanjtan seba.gaimana dlmaksud pada ayat {1) sekurang-kurangnya
memuat: '
a. dasar perjanjian; .
b. identitas para pihak yang terikat dalam perjanjian;
c. objek BGS/BSG; |
'd. hasil BGS/BSG;
e. peruntukan BGS/BSG;
£ jangka waktu BGS/BSG; -
g besaran kontnbusi tahunan serta mekanisme pembayarannya,
h. besaran .haall BGS/BSG yang digunakan langsung untuk tugas dan
fungsi Pengelola Barang,/Pengguna Barang;
i. hak dan kewajiban para pihak yang terikat dalam perjanjian;
j. kébentuan mengenai berakhirnya BGS/BSG;
k. sanksi;
L penyelesa.tan persehsihan, dan

. m. persyaratan lain yang dianggap perlu.

. (4) Perjanjian BGS/BSG sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan
dalam bentuk Akta Notaris.

{9) Penanda.tanganan perjanjian BGS/BSG dilakukan setelah mitra BGS/BSG
"menyampaikan bukti setor pembayaran kontribusi tahunan pertama
kepada: pemenntah daerah,

- {6) Bukti _setpr pembayaran kontribusi tahunan pertama sebagaimana

dimaksud pada ayat (5) merupakan saleh satu dokumen pada lampiran

yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari perjanjian BGS/BSG.

. Paragraf Kesembilan
Kontnbusi Tahunan, Hasil BGS /BSG Yang Digunakan Langsung Untuk Tugas
Dan Fungm Pemerintah Da.erah Pengh:tungem Dan Pembayarannya

: Pasal 234
[1) Mitra wa,]lb membayar kontnbusx tahunan melalui penyetoran ke Rekening
Kas Umum Daerah sebagai penerimaan daerah dari pelaksanaan
BGS/BSG.
(2) Besaran kontribusi tahunan. scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung
oleh Tim yang diberituk oleh Bupai_:.
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Pasal 235
(1) Besaran kontribuai tahunan merupakan hasil perkalian dan besaran
persentase kontribusi tahunan dengan nilai wajar barang milik daerah
: yang akan dﬂakukan BGS/BSG. :
‘(2) Besaran persentase kontribusi tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1} dltetapkan oleh Bupati berdasarkan perhitungan Penilai.
(3) Nilai wajar barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
. ditentukan berdasa.rkan hasil penilaian oleh Penilai Pemerintah atan
Penilai Publik yang ditetapkan oleh Bupati.
(4) Dalam haJ nilai barang milik daerah berbeda dengan nilai wajar hasil
penilaian sebagaﬁnana dimaksud pada ayat (3), BGS/BSG barang milik
daerah me_nggunakan nilai wajar hasil penilaian sebageimana dimaksud

pada ayat (3).

: : Pasal 236
(1) Besaran konhibusi tahunan pelaksanaan BGS/BSG dapat meningkat
setiap tahun dari yang telah ditetapkan sebagaimana dlmaksud dalam -
Pasal 235 ayat (2). |
(2} Pcnmzkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan
kontribusi tahunan tahun pertama dengan memperhatikan tingkat inflasi.
(3) Besaran kontnbus: tahunan -ditetapkan dalam persetujuan pelaksanaan
BGS/BSG dan dituangkan dalam perjanjian.
(4) Dalam hal usulan besaran kontribusi tahunen yang dla]ukan oleh calon
. mitra BGS/BSG lebih besar dari ‘hasil perhitungan yang dilakukan oleh
Penilai Pemeﬁntah; besaran kontribusi tahunan yang ditetapkan dalam
persetujuan pelaksanaan BGS/BSG dan yang dituangkan dalam perjanjian
adalah sebesar usulan besaran kontribusi tahunan dari calon mitra
BGS/BSG. . | |

: Pesal 237
(1) Pembayaragn' kontribusi tahunan pertama ke Rekening Kas Umum Daerah
oleh mitra BGS/BSG harus dilakukan paling lambat 2 {dua) hari kerja
sebelum penandatanganan perjanjian BGS/BSG.
{2) Pembayaran Xkontribusi tahunan tahun berikutnya ke Rekening Kas Umum

Daerah ha.rua dilakukan sesuai dengan tanggal yang d:tetapkan dalam
perjanjian :
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(3) Pembayaran kontribusi tahunan pada akhir tahun perjanjian dibayarkan
~ paling lambat 6 (enam) bulan sebelum pesjanjian berakhir.
4) Pemliajraran kontribusi tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) dibuktikan dengan bukti setor.

Pasal 238

(1) Dalam Jangka waktu pengoperasian BGS/BSG, paling sedikit 10% (sepuluh
persen) dan hasil BGS/BSG harus digunakan langsung oleh Pengguna
Barang untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahar.

(2) Besaran hasil BGS/BSG yeng digunakan langsung sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati berdasarkan hasil perhitungan yang
dilakukan i'ekomendasi oleh Tim yang dibentuk oleh Bupati. |

(3) Penyerahan baglan hasil BGS /BSG yang ngunakan langsung sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dilalcukan sesuai dengan waktu yang ditentukan
dalam pcl:;anpan BGS/BSQG.

(4) Penetapan penggunaan barang milik daerah hasil BGS/BSG yang
digunakan_ langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh
Bupati,.

Paragraf Kesepuluh
' Berakhimya Jangka Waktu BGS/BSG
Pasal 239

{1) BGS/BSG berakhir dalam hal:

a. berakhu‘nya jangka waktu BGS/BSG sebagaimana tertuang dalam
perjanjian BGS/BSG; |

b. pengakhi.ran perjanjian BGS/BSG secara sepihak oleh Bupati;

c. herakhjmya perjanjian BGS/BSG;

d. ketentuan lain sesuai peraturan perundang-undangan.

(2) Pengakhiran BGS/BSG secara sepihak oleh Bupati sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b, dapat dilakukan dalam hal mitra BGS/BSG tidek
memenuhi kevm_]iban ‘sebagaimana tertuang dalam perjanjian dan
ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, antara lain:

a. mitra EBC?«S‘./BS(!' terlambat membayar kontribusi tahunan sebanyak 3
(tiga) kali berturut-turut;

b, mitra BGS/BSG tidak membayar kontribusi tahunan sebanyak 3 (tiga)
kali bef:'tt;rut-mrut; atau .
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mitra BGS/BSG belum memulai pembangunan dan/atau tidak

' menyeléaajkan pembangunan sesual dengan perjanjian, kecuali dalam

" keadaan fome majeure.

(3) Pengakhiran 'BGS/BSG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat
dilakukan oleh Bupati secara tertulis.

Pasal 240

{1) Pengakhiran perjanjian BGS/BSQ secara sepihak oleh Bupati sebagaimana
dimaksud _dalam Pasal 239 ayat (1) huruf b, dilaksanakan dengan tahapan:
a. Bupati menerbitkan teguran tertulis pertama kepada mitra BGS/BSG;
b. dalam hel mitra BGS/BSG tidak melaksanakan teguran dalam jangka

waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterbitkan teguran tertulis
pertama, ‘Bupati menerbitkan teguran tertulis kedua; '

dalam hal mitra BGS/BSG tidak melaksanakan teguran kedua dalam
jangka, ‘waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterbitkan teguran
tertulis kedua, Bupati menerbitkan teguran tertulis ketiga yang
merupé.kan teguran terakhir; dan

dalam hal mitra BGS/BSG tidak melaksanakan teguran ketiga dalam
jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejal diterbitkan teguran
tertulis ke'aga, Bupati- menerbttkan surat pengakhiran BGS/BSG.

(2) Setelah menerima surat pengakhiran BGS/BSG sebagaimana dimaksud
pada ayat {1) dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari, mitra
BGS/BSG wajib menyerahkan objek BGS/BSG kepada Bupati.

(3j Bupati meminta aparat pengawasan intern pemerintah untuk melakukan
audit atas objek BGS/BSG yang diserahkan oleh mitra BGS/BSG.

(4) Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditujukan untuk memeriksa:

a.
. b‘.

C.

kesesualan jumlah dan kondisi objek BGS/BSG antara yang akan

' dmerahkan dengan peljanjla.n BGS/BSG;

keseauman bangunan dan fasilitas hasil BGS/BSG antara yang akan
dlserahkan dengan Perjanjian BGS/BSG, dan
laporan pelaksanaan BGS/BSG.

(5) Aparat pengawasan intern pemerintah melaporkan hasil audit kepada
Bupati dengan tembusan kepada mitra BGS/BSG.

(6) Mitra BGS{BSG menindaklanjuti seluruh hasil audit yang disampaikan
oleh apa:at pengawasan intem pemerlntah dan melaporkannya kepada

Bupatl.
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(7) Serah terima objek IBG'S{BSG dilakukan paling lambat pada saat
| berakhirnya jangka waktu BGS/BSG dan dituangka.n dalam Berita Acara
Serah Terima (BAST). -

(8) Mitra tetap berkewmiban menmdaklanjuﬁ hasil audit dalam hal terdapat
hasil audit yang belum seclesai ditindaklanjuti oleh mitra setelah
dilakukannya serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (7).

(9} Pengakhiran sepihak BGS/BSG tidak menghilangkan kewajiban mitra
BGS/BSG untuk memenuhi kewe,jibannya sebagaimana tertuang dalam
peuanjtan BGS/BSG

Paragraf Kesebelas

_ Tata Cara Pelaksanaan BGS/BSG
Atas Barang Milik Daerah Berupa Tanah Yang Berada
Pada Pengelola Barang

Pasal 241
Tahapan pelaksanaan BGS/BSG atas barang milik daerah yang berada pada
Pengelola Barang, meliputi: o
e, inisiatif ateiujpennohonan;
b. penelitian administrasi;
c. pembentukan Tim dan Penilaian;
d. perhitungan besaran penerimaan daerah berupa kontribusi tahunan den
persentase hasil BGS/BSG yang digunakan langsung untuk tugas dan
fungsi pem;erfiintahan;
- e, pemilihan mitra, ‘ :
f penerbitan keputusan;
g. penandatanganan perjanjian; dan

h. pelaksanaan.

Pasal 242
BGS/BSG atas 5arang milik daerah yang berada pada Pengelola Barang dapat
‘dilakukan berdasarkan:
a. inisiatif Bupati; atau
b. permohonan dari pihak lain.
Pasal 243

{1) Inisiatif Bupat:l atas BGS/BSG Bamng  milk daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 242 huruf a, dituangkan dalam bentuk
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) rekomendaai BGS/BSG barang mtlik daerah.
{2) Inisiatif Bupau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dan
rencana kgbutuhan yang disampaikan oleh Pengguna Barang.

. ~ \ Pasal 244
{1}. Permohona.n dari pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 242 huruf
b, diusullnan kepada Bupati yang memuat:
a. latar belaka.ng permohonan;
b, rencang peruntukan BGS/BSG;
c. jangka waktu BGS/BSG; dan
d. usula.n besa.ran kontribusi tahunan.
(2) Permohonan aebaga:mana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan:
a, data barang milik daerah yang diajukan untuk dilakukan BGS/BSG;
b. data pemohon BGS/BSG;
c. propoa_al ;‘encana usaha BGS/BSG;

d. informasi lainnya berkaitan dengan usulan BGS/BSG, antara lain

informasi mengenai:
1. Rencana Umum Tata Ruang Wilayah dan penataan kota; dan
2. bukti kepemilikan atau dokurnen yang dipersamakan.

Pasal 245
_(1] Besaran kontribuax tahunan, dan persentase hasil BGS/BSG yang
digunakan langsung untuk tugas dan fungsi pemerintahan dihitung oleh

 Tim BGS/BSG berdasarkan dan/atau mempertimbangkan nilal wajar

barang mililt daerah dan analisis dari Penilai.

(2) Penghitungan hasil BGS/BSG yang digunakan langsung unmk tugas dan
fungsi pemerintahan, dilakukan oleh Tim BGS/BSG.

(3) Apabila diperlukan, Bupati melalui Pengelola Barang dapat menugaskan
Penilai untuk melakukan perhitungan hasil BGS/BSG yang digunakan
langsung untuk tugas dan fungsi pemerintahan.

(4) Besaran kontribusi tehunan dan hasfil BGS/BSG yang digunakan langsuns
untuk tugas dan fungsi pemerintahan merupakan nilai limit terendah
dalam pelaksa.naan pemllxhan mitra.

(5) Besaran kontribusi tahunan dan hasil BGS/BSG yang digunakan langsung
untuk tugas dan fungsi pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) ditetapkan Bupati.
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: - Pasal 246
(1) Mitra BGS/BSG harus melaksanakan pembangunan gedung dan
fasilitasnya aesuax dengan yang telah ditentukan dalam perjanjian

BGS/BSq.

(2) Apabila mitra BGS/BSG telah selesai melaksanakan pembangunan gedung
dan fasilitasnya sebagaimana dimﬁksud pada ayat (1), maka:

a. mitra menyerahkan hasil BGS/BSG yang digunakan langsung untuk
penye]énggaraan " tugas dan fungsi pemerintahan sebagalmana
ditentukan dalam perjanjian BSG/BGS;

b. mitra dapat langsung mengoperasionalkan hasil BGS yang dibangun
sesuai dengan perjanjian BGS; dan ,

¢. mitra menyerahkan hasil BSG kepada Bupati.

(3) Hasil BSG éébagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ¢ merupakan barang
milik daerah. |

, Pasal 247

~Ketentuan mengenai pelaksanaan KSP barang milik daerah sebagmmana
dimaksud da]am Pasal 198 sampai dengan Pasal 209 mutatis mutandis
berlaku untuk pelaksanaan BGS/BSG yang berada pada Pengelola Barang.

Paragraf Keduabelas
Tata Cara Pelaksanaan BGS/BSG
Atas Barang Milik Daerah Berupa Tanah
Yang Berada Pada Pengguna Barang

_ ‘Pasal 248

- (1) Barang milik daerah berupa tanah yang berada pada Pengguna Barang
dapat dilakukan BGS /BSG berdasarkan:

a. inisiatif Pengguna Barang; atau
b. pennohonan dari pihak lain.

[2) Inisiatif Pengguna Barang atas pelaksanaan BGS/BSG barang milik daerah
sebaga:ma.na dimaksud pada ayat (1) huruf a, disampaikan dalam bentuk
surat permohonan pelaksanaan BGS/BSG yang ditujukan kepada Bupati.

[3] Permohonan dari pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
dlsampaﬂ:an dalam bentuk surat permohonan pelaksanaan BGS/BSG
yang ditujukan kepada Pengguna Barang. :
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Permohon#n sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat antara lain:

a. latar belakang permochonan;

rencana peruntukan BGS/BSG;

jangka waktu BGS/BSG;

usula.n besaran kontribusi tahunan; dan

usulan persentase hasil BGS/BSG yang d1guna.kan langsung untuk
tugas dan fungsi pemerintahan,

L S

_ Pasal 249

Pengguna Barang mengajukan permohonan persetujuan BGS/BS8G

terhadap permohonan pihak lain aebagmmana dimaksud dalam Pasal 248

ayat (3) kepada Bupati, yang memuat:

a. latar belakang permohonan;

b. rencana peruntukan BGS/BSG;

jangka waktu BGS/BSG;

usulan. besaran kontribusi tahunan; dan

uaula.n persentase hasil BGS/BSG yang digunaken langsung untuk

tugas _da:; fungsi pemerintahan,

Permohonan sebagaimana dimsksud pada ayat (1) disertai:

a. data barang milik daerah yang diajukan untuk dilakukan BGS/BSG;

b. data pemohon BGS/BSG;

c. proposa.l BGS/BSG,

d. data barang milik daerah yang akan dilakukan BGS/BSG dan

e. "Infonnaai lainnya berkaitan dengan usulan BGS /BSG.

Data, barang milik daerah sebagaimana dimaksud ‘pada ayat (2} huruf d,

menegaskan bahwa;

a, barang milik daerah yang akan dilakukan BGS /BSG tidak sedang
digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi pokok
Perangkat Daerah/unit kerja; dan |

b. pelaksanasn BGS/BSG barang milik daerah tidak akan mengganggu
pelakaanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Informasi lainnya yang berkaitan dengan usulan BGS/BSG sebagmmana

dimaksud pada ayat (2) huruf e, antara lain informasi mengenai:

a. Rencana Umum Tata Ruang Wilayah dan penataan kota; dan

b. bukti kepemilikan atau dokumen yang dipersamakan.

a9

1]
.

(S) Apabila pErmohonan BGS/BSG yang diajukan oleh Pengguna Barang
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bukan berdasarkan permohonan dari pemochon BGS/BSG, maka
permohonsin BGS/BSG kepada Bupati tidak perlu disertai data pemohon
BGS/BSG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.

(6) Berdasarkan permohonan Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada
ayat (1} dan ayat (5), Pengelola Barang melakukan penelitian administrasi
atas barang milik daerah yang akan dilakukan BGS/BSG.

{7) Pengelola Barang menyampmkan hasil penelitian sehagaimana dlmaksud
pada ayat (6) kepada Bupati,

Pasal 250

(1) Berdasarkan hasil penelitian administrasi sebagaimana dimeksud dalam
" Pasal 249 ayat (7), Bupati dapat memberikan persetujuan atau penolakan
terhadap permohonan BGS/BSG. "

(2) Apabila Bupati tidak menyetujui permohonan BGS/BSG, Bupati
menerbitkan surat penolaken yang disampaikan kepada Pengguna Barang
dengan disertai alasan.

(3) Apabila Bupati menyetujui pennolionan BGS/BSG, Bupati menerbitkan
surat persetujuan,

(4) Surat .pe':j'setujuan scbagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat
persetujuan Bupati dan kewajiban Pengguna Barang untuk menyerahkan
barang milik daerah yang akan dijadikan sebagai objek BGS/BSG kepada

 Bupati.

(S} Penyerahmf'l bbjek BGS/BSG kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada
ayat (4), dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST). '

Pasal 251
(1) Penentuan rincian kebutuhan bangunan dan fasilitas yang akan dibangun
. di atas objek BGS/BSG ditentukan Bupati berdasarkan pertimbangan
~ bersama antara Pengelola Barang dan Pengguna Barang.

(2) Ketentuan pada pelaksanaan KSP sebaga.tmana dimaksud dalam Pasal 198
sampai dengan Pasal 209 berlalu mutatis mutandis terhadap pelaksanaan
BQAS/BSG barang milik daerah atas tanah yang berada pada Pengguna
Barang yang sudah diserahkan oleh Pengguna Barang kepada Bupati.
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. Bagian Kesembilan
KSPI

Paragraf Kesatu
. Prinsip Umum

| Pasal 252 |
KSPI atas barang milik daerah dilakuken dengan pertimbangan:
- a. dalam rangka kepentmgan umum dan/atau penyediaan infrastruktur guna
mendukung tugas dan fungsi pemerintahan;
b. tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam APBD untuk
penyedlaan infrastruktur; dan
¢. termasuk dalam daftar pnontas program penyediaan infrastruktur yang
' ditetapkan oleh pemerintah. -

: Pasal 253 _

(1) Kews lba.n an KSP] selams jangka waktu KSPI adalah:

a. c_lilarang menjaminkan menggadaxkan, atau memmda.htangankan
-barang milik daerah yang menjadi objek KSFI;

b. wajib memelihara objek KSPI dan barang hasil KSPI; dan

¢, dapat dibebankan pembagian kelebihan keuntungan sepanjang terdapat
kélébih_ﬁxi keuntungan yang diperoleh dari yang ditentukan pada saat
perjanjian dimulai (clawback].

{2) Mitra KSPf harus menyerahkan objek KSPI dan barang hasil KSPI kepada
pemerintah daerah pada saat berakhimya jangka waktu KSPI sesuai
pexjanpan .

(3) Barang hasil KSPI sebagaimana dimaksud pade ayat (2) menjadi barang
milik daerah sejak dxserahkan kepada pemerintah daerah sesuai
Pellanjlan

" (4) Penetapan 'mitra KSFI - dﬂaksanakan sesuai ketentuan peraturan

penmdaz_ag—undangan

Pasal 254
Jenis Infrasuulctur yang termasuk dalam daftar prioritas program penyediaan
infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam pasal 252 huruf ¢ sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan.
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_ Péragraf Kedua
Pihak Pelaksana KSPI Atas Barang Milik Daerah

. Pasal 255

(1) Plhﬂk yang dapat melaksanakan KSPI adalah

a.

b.

Pengeloia Barang, untuk barang milik daerah yang berada pada
Pengelola Barang; atau

Pengguna Barang, untuk barang mllik daerah yang berada pada.
Pengguné. Barang.

(2) KSPI atas barang milik daerah dﬂakukan antara pemerintah daerah dan
‘badan usaha.,

- (3) Badan usaha sebagaunana dimaksud pada ayat (2) adalah badan usaha
yang berbentuk:

a.
b.
c.
d.

Perseroan Terbatas;

Badan Usaha Milik Negara;

Badan Usaha Milik Daerah; dan/atau .
Koperasl

Pa.ragra:t‘ Ketiga
PJPK KSPL Atas Barang Milik Daerah

. Pasal 256

(1) PJPK KSFI atas barang milik daerah adalah pihak yang thunjuk dan/atau

_ ditetapkan sebagal PJPK dalam: rangka pelaksanaan kerja sama pemeﬂnta.h
daerah dengan badan usaha. -

{2) Pihak yang dapat ditunjuk dan ditetapkan sebagai PJPK sebagalmana '
dimeksud pada ayat (1) mempedomsani ketentuan perturan perundang-
undangan. | | | '

) Objek KSPI melipuh

a.
b.

Paragraf Keempat
Objek KSPI

: Pasal 257

barang nuhk daerah yang berada pada Pengelola Barang; atau
barang milik daerah yang berada pada Pengguna Barang.

(2) Objek KSPI atas barang milik daerah meliputi:

a.
b.

tanah dan/atau bangunan;
sebagian tanah dan/atau banguna.n yang masih digunakan; atau
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¢. selain tanah dan/atau bangunan.

Paragraf Kelima,
Jangka Waktu KSFI

: Pasa] 258 :
Jangka waktu KSF1 atas barang milik daerah palmg lama 50 (lima puluh)
tahun sejak perjanjian ditandatangani dan dapat diperpanjang.
Jangka waktu KSPI atas barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
Jangks waktu KSPI atas barang milik daerah dan perpanjangan
sebagaunp.na ditmaksud pada ayat (2) dituangkan dalam perjanjian KSPI
atas barang milik daerah. |

_ v Pasal 259

Perpanjangan jangka walktu KSPI atas barang milik daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 258 ayat (3) hanya dapat dilakukan apabila terjadi
government force majeure, seperti dampak kebijekan pemerintah yang
disebabkan oleh terjadinya krisis ekonomi, politik, sosial, dan keamanan.
Perpanjangan jangka waktu KSPI atas barang milik daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diajukan permohonannya paling lama 6 (enam]
bulan setelah government force majeure tEIJadl

- Paragraf Keenam
Hasil KSPI Atas Barang Milik Daerah

Pasal 260 |
Hasil dari KSPI atas barang milik daerah terdin atas:
a. harang hasil KSPl berupa infrastruktur beserta faaﬂitaanya yang
~ dibangun oleh mitra KSP[; dan
b. pembagian atas kelebihan keuntungan -yang diperoleh dari yang

ditentukan pada saat perjanjlan dimulai (clawback}.

Pembag,lali atas kelebihan keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b merupakan penerimaan pemerintah daerah yang harus
disetorkan ke rekening Kas Umum Daerah

. Pasal 26 1-
Formulasi dan/atau besaran pembagian kelebihan keuntungan (clawback)

ditetapkan oleh Bupati.-
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Penetapan " besaran pembagian kelebihan keuntungan (clawback)
sebagaimana dimaksud. pada ayat (1) dilakukan dengan
mempertimbangkan hasil kajian dari Tim KSPI yang dibentuk oleh Bupati.
Perhitungan pembagian kelebihan keuntungan (clawback) sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperﬂmbangkan antara lain:
a. nilai investasi pemenntah daerah;

b. nilai mvestgsi mitra KSPI;

c. risiko yang ditanggung mitra KSPI; dan

d. karakteristik infrastruktur.

Paragraf Ketujuh
Infrastruktur Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah
"+ Dalam Rangka Penyediaan Infrastrukur

o Pasal 262

Infrastruktur yang menjadi hasil kegiatan KSPI atas barang milik daerah

berupa: ' |

a. bangunan konstruksi infrastruktiir beserta sarana dan prasarana;

b. pengembaﬁgan infrastruktur  berupa penambahan dan/atau
peningkatan terhadap kapasitas, kuantitas dan/atau kualitas
mfraatrulctur- dan/atau

c. hasil penyediaan infrastruktur berupa penambahan dan/atau
peningkatan terhadap kapasitas, kuantitas dan/atau Lkualitas
infrastruktur lainnya. :

Mitra KSPI menyerahkan infrastruktur yang menjadi hasal kegiatan KSFI

atas bamng milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat {1) sesuai

perjanjien atau pada saat berakhirnya peljamian

Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat {2) dilakukan oleh mitra

KSPI ates barang milik daersh kepada PJPK.

- Pasal 263 )
PJPK menyera}ﬂcan barang milik daerah yang diterima dari mitra KSPI atas
barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 262 ayat (3)

kepada Bupati.



-126-

(2) Barang haml KSFI atas barang milik daerah berupa infrastruktur beserta

fasilitasnya menjadl barang milik daerah sejak diserahkan kepada

- pemerintah daerah.

Paragraf Kedelapan
Tata Cara Pelaksanaan KSFI Atas Barang Milik Daerah
Pada Pengelola Barang

Paaal 264

Tahapan pelaksanaan KSPI atas barang milik daerah yang berada pada
-Pengelola Barang melipuu.

E..

b.
c.
d,

LEm

- b

-

@

permohona.n,

penelitian admmmtram,

pembentukan Tim dan penilaian;

perhltungan besaran penenmaan daerah dari KSPI berupa pembagian
kelebihan keuntungan {clawback);

penerbltan keputusan;

penyerahan barang milik daerah dan Bupaﬂ kepada Penanggung Jawab
proyek KSPI; -

pemilihan mitra;

penandatanganan perjanjian;

pelaksanéérf;

pengamanan dan pemeliharaan;

. pembayaran bagian atas kelebihan keuntungan (clawback), jika ada; dan

pengakhiran.

Pasal 265
KSFI atas ba.rang milik daerah yang berada pada Pengelola Barang dapat
dilakukan_ berdasarkan permohonan dari Pengelola Barang yang

‘disampaikan secara tertulis kepada Bupati.

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya
memuat data dan informasi mengenai:
a. identitas PJPK, termasuk dassar penetapanf penunjuld;annya;

b. latar belakang permohonan;
c. barang milik daerah yang digjukan untuk dilakukan KSPI, antara lain

jenis, nilai, dan kuantitas barang milik daerah;
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rencana peruntukan KSPI;
jangka waktu KSPI; dan
es'timagi besaran pembagian kelebihan keuntungan {clawback).

Pasal 266

(1} Pennohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 265 ayat (2) dilengkapi
~ dokumen pendukung berupa '

a.
b.
cl

proposal pra kelayakan studi (pra feasibility study) proyek KSPI;

surat ﬁemyataan kesediaan menjadi PJPK KSPI; dan

surat kelayakan penyediaan infrastruktur dari Kementeﬁan/Lenibaga
dan /atau Dinas Teknis sesuai kententuan peraturan perundang-

- undangan

[2) Surat pemyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling
sedikit memuat:

a,

data dan informasi mengenai PJPK KSPI;

b. dasar penunjukan/ penetapan;

ba_.rang: milik daerah yang difencanakan untuk dijadikan sebagai objek
KSPI; - -
kesediaa.n dan kesanggupan untuk menjadi PJPK KSPI dan

. kesedlaan melaksanakan proses KSPI sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan

Pasal 267

(1] Bupati melalmkan penelihan administrasi atas pennohonan KSPl yang
digjukan oleh PJPK, -

(2} Apabila berdasarkan hasil penelitian administrasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) menunjukkan bahwa bamng milik daerah dapat dilakukan
KSPI, Bupati :

a.
b,

membentuk Tim KSPI; dan |
menugaskan Penilai untuk melakukan penilaian barang milik daerah
yang akan dilakukan KSPI guna mengetahui nilai wajar atas barang
milik deerah bersangkutan.

Pasal 268

(1) Tim KSPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 267 ayat (2] huruf a
berjumlah gasal dan beranggotakan antara lain: :
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a. Pengelola Bara.ng, ‘
“b. Perwakilan dari Perangkat Daerah terkait; dan
c. Perwekilan dari Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan
- barang milik daerah, X
{2) Tugas ‘Tim KSPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1} meliputi
| a. melakukan: ka_]ian atas barang milik deerah yang diusulkan menjadi
.. objek KSPI '
b. melakukan kajian atas besaran penerimaan daerah dari KSPI,
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 260 gyat (1) huruf b; dan
¢, melaksanakan kegiatan lain yang ditugaskan vleh Bupati.
(3] Segala biaya .yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Tim KSPI
mbebankan pada APBD. -
{4) Tnn KSPI  dapat meminta masukan kepada Penilai atau pihak yang
berkompeten dalam rangka pelaksanqan ‘tugas. ‘

_ - Pasal 269 .

(1) Perhxtungan besaran pembagia.n kelebihan keuntungan (clawback)
dilakukan oleh Tim KSPI sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
- Pasal 261. '

(2) Bupati menetapkan 'besaran bagian Pemerintah dalam pembagian
‘kelebihan keuntungan ‘(clawback) dengan mempertimbangkan perhit:ungan
‘Tim KSPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1} dalam surat persetuquan
KSPL - | | -

(3) Besaran  bagian pemerintah daersh dalam pembagian kelebihan
keuntu‘ngaﬁ" (clawbackj yang ditetapkan Bupati sebagaimana dimaksud
pada' ayat (2) dicantumkan dalam dokumen tender. -

: " Pasal 270
(1) Bupati menerbitkan Keputusan KSPI apabila permohonan KSPI d;anggap
layak, dengan mempertimbangkan hasil pelaksanaan tugas Tim KSPL.
2) Keputusan KSPI sebagzumema dimaksud pada ayat (1) aekurang—kurangnya
memuat:
a. data barang milik daerah yang menjadi objek KSPI;
b. peruntukan KSPI, termasuk kelompok/jenis infrastruktur;
¢. besaran pembagian kelebihan keuntungan (clawback);
d. ja.ngka waktu KSPI atas barang milik daerah dan
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" e. penunjukan PJPK KSPI atas barang milik daerah.
(3} Salinan Keputusan KSFI sebagaimena dimaksud pada ayat (2) disampaikan
kepada Pengelola Barang ' |
(4) Apabilla pennohonan KSPI dianggap tidak layak, Bupati membeﬁtahukan
kepada pemohon disertm alasannya.

Pasal 271

(1) Bupati menyerahkan barang milik daerah yang men;adi objek KSPI kepada
PJPK penyediaan infrastruktur berdasarkan keputusan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 270 ayat (1).

{2) Penyerahan objek KSPI sebagaimansa dimaksud pada ayat (1) dituangkan
dalam Berita Acara Serah Terima {BAST) yang ditandatangani oleh Bupati
dan PJPK penyediaan infrastruktur atas barang milik daerah.

(3) Penyerahan objek KSPI kepada PJPK penyediaan mﬁ'astxuktur

- sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dalam rangka KSPI atas
barang milik daerah dan bukan sebagai pengallha.n kepemilikan barang
milil daera.h

Pasal 272

(1) PJPK penyediaan infrastrukturatas barang milik daerah menetapkan mitra
KSPl berdasarkan basil tender dari proyek ketjasama sesuai dengan
ketentuan . peraturan perundang-undangan di bidang kerja sama

~ pemerintah dalam penyediaan infrastruktur. |

(2) Penetapan mitra KSPI dilaporkan oleh PJPK penyediaan infrastruktur atas
barang mﬂ:k daerah kepada Bupati paling lama 1 (satu) bulan setelah
tanggal ditetapkan,

: Pasal 273
(1) PJPK Penyediaan Infrastruktur menandatangani pexjanjian KSP! dcngan
:mtra KSPI yang d:taetapkan dari hasil tender. '
-(2) Penandatanganan perjanjian KSFI dilakukan paling lama 2 (dua) tahun
terhitung sejak tanggal berlakunya Keputusan KSPI.

Pa.aal 274
(1) Berdasarkan perjanjian KSPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 273 ayat
(1), PJPK Penyediaan Infrastruktur menyerahkan barang milik daerah yang

menjadi objek KSPI kepada mitra KSFL. -
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(2) Penyerahan barang milik daerah yang menjadi objek KSPI sebagaimana

~ dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima
(BAST) yarig -ditandafangam' oleh PJPK Penyediaan Infrastruktur dan mitra
- . .

(3} Penyerahan barang milik daerah yang menjadi ob;ek KSPI sebagmmana
dimaksud pada ayat (1) hanya dalam rangka pemanfaatan barang milik
daerah dan bukan sebagai pengalihan kepemilikan barang milik daerah.

P Pasal 275 .

(1) PJPK Penyediaan Infrastruktur melaporkan pelaksanaan penandatanganan
perjanjian KSPI sebagsimana dimaksud dalam Pasal 273 ayat (1) dan
penyerahan ~barang milik daerah kepada mitra KSPl sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 274 ayat (1) kepada Bupati dengan melampirkan

- salinan perjanjian KSPI dan salinan Berita Acara Serah Terima (BAST).

(2) Dalam hal jangka wakfu sudah terlewati dan perjanjian belum
dltandatangam, Keputusan KSFI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 273
ayat (2) dmyatakan tldﬂk berlaku.

3) Dikecualikan dari Kketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
sepanjang lewat waktu tidek disebabkan oleh hal yang dilakukan oleh
mitra KSPI, penandatanganan perjanjian dilalukan paling lama 3 (tiga)
tahun terhifung sejak berlakunya keputusan KSFI atas barang milik
daerah.

Pasal 276
(1) Perjanjian KSPI atas barang milik daerah selirang-kurangnya memuat.
a. dasar peljanjlan,
b. identitas para pihak;
. e barangmihk daerah yang menjadi objek pemanfaatan;
d. ‘peruntukan pemanfaatan;
e. hek dan kewajiban;
f. jangka waktu pemanfaatan;
g. besaran penenmaan serta mekanisme pembayaran;
h. ketentuan mengenai berakhirnya pemanfaatan;
i. sanksi; da,n
j. penyelesaian perselisihan.
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(2) Peﬂanpan KSFI atas bamng milik daerah scbagaimana dlmaksud pada ayat
(1) dituangkan dalam bentuk Akta Notaris,

. Pasal 277

(1) Mitra KSP! atas barang milik daerah wajib melakukan pengamanan dan

pemeliharaan atas:
a. barang milik daerah yang menjadi objek KSPI; dan
b. barang hasil KSPI atas barang milik daerah berdasarkan perjanjian. |

(2) Pengamanan sebagaimana dimeksud pada ayat (1)} ditujukan untuk
mencegah terjadinya pehu:’-unari fungsi dan hilangnya barang milik daerah
yang menjadi objek dan hasil KSPI atas barang milik daerah.

(3) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat {1} ditujukan untuk
menjaga kondisi dan memperbaiki barang milik daerah yang menjadi objek
KSPI dan hasil KSFI atas barang ‘milik daerah agar selaiu dalam keadaan
baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna.

{4) Perbaikan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus
sudah selesai dilaksanakan paling lambat pada saat berakhirnya jangk_a
waktu KSPL

{5) Seluruh biaiva pengamanan dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) menjadi beban mitra KSPI

- . Pasal 278
(1) Mitra KSPI dilarang mendayagunakan berang milik daerah yang menjadi
objek KSPI selain untuk peruntukan KSPI sesuai perjanijian.
(2) Mitra KSP[ dilarang menjaminkan atan menggadaikan barang milik daerah
objek KSFI.

: : Pasal 279

(1) Bagian ﬁéx’neﬁntah daerah atas pembagian kelebihan keuntungan
(clawback) disetorkan oleh mitra KSPI ke rekening Kas Umum Daerah
paling lambat 31 maret.

(2) Bagian pemerintah dacrah atas pembagian kelebihan keuntungan
(clawback) yang terjadi pada tahun terakhir dalam jangka waktu perjanjian
KSPI disetorkan oleh mitra KSFI ke rekening Kas Umum Daerah paling
Jambat 10 (sepuluh) hari sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian.
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(3) Bagian ‘pbrﬁeﬁntah daerah atas pembagian kelebihan keuntungan
(clawback) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan oleh mitra KSPI

sepanjang terdapat kelebihan keuntungan {clawback) yang d:peroleh dari
yang thentukan pada saat perjanjian KSPI dimulai.

Pasal 280
KSFI atas barang milik daerah berakhir dalam hal:
a. berakhnnya jangka waktu KSFI atas barang milik daerah;
b. pengakhiran perjanjian KSP] atas barang milik daerah secara aeplhak oleh
Bupati; atau _
¢. ketentuan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 281
(1) Pengakhiran secara sepihak oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 280 huruf b, dapat dilakukan dalam hal mitra KSPI atas barang milik

daerah: _

a. tidak membayar pembagian kelebihan keuntungan dari KSPI atas
barang milik daerah yang ditentukan pada sast perjanjian dimulai
(clawback); atau

b. tidak memenuhi kewajiban selain dari sebagaimana dmaksud pada
huruf a sebaga.lmana tertuang dalam perjanjian.

(2) Pengakhiran KSPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan
- .oleh Bupati berdasarkan hasil pertimbangan Pengelola Barang dan/atau
Pengguna Bémng secara tertulis,

: Pasal 282 :

| (1) Pengakh:ran pe::a.rgtan KSPl secara sepihak oleh Bupati sebaga:mana
dimaksud ' dalam Pasal 281, diawah dengan penerbitan teguran tertulis
pertama kepada mitra KSFI oleh Bi.:paﬁ. '

(2) Apabila mitra KSPI tidak melaksanakan tegura.n pertama sebagaimana
dimaksud pada ayst (1) dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak
“teguran tertulis 'pertmﬁa diterbitkan, Bupati menerbiﬂmn teguran tertulis
kedua. '

(3) Apabila mitra KSPI tidak melaksanakan teguran kedua sebagaimana
dimaksud pada ayat (2} dalam jangka waktu 30 {tiga puluh) hari sejak
teguran tertulis kedua diterbitkan, Bupati menerbitkan teguran tertulis
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ketiga yan g merupakan teguran terakhir.

(4) Apabila mitra KSPI tidak melaksanakan teguran ketiga sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak
teguran te?ﬂilis ketiga diterbiﬂcan, Bupati menerbitkan surat pengakhiran
KSPL . |

(5) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat {3)
serta surat pengakhiran sebaga:mana dimaksud pada ayat (4) ditembuskan
‘kepada PJPK. :

(6) Mitra KSPI harus menyeralﬂca.n objek KSPI kepada Bupati dengan
tembusan PJPK berdasarkan surat pengakhiran KSFl atas barang milik
daerah sebagaimana dimaksud pada ayat {4) dalam jangka waktu paling
lama 30 (figé puluh) hari setelah menerima surat pengakhiran perjanjian
KSPI.

Pasal 283

(1) Mitra KSPI harus me!apoﬂ:a.n akan mengakhiri KSFI paling lambat 2 (dua)
tahun sebelum jangka waktu KSPI berakhir kepada PJPK.

(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan audit
oleh auditor - independen/aparat pengawasan intern pemerintah atas
pelaksanaan KSFI atas barang milik daerah berdasarkan permintaan PJPK.

(3) Auditor independen/aparat pengawasan intern pemerintah sebagaimana
-=dinmksudi pada ayat (2) menyampaikan hasil audit kepade PJFK
penyediaén infrastruktur atas barang milik daerah.

{(4) PJPK menyampaikan hasil sudit sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
kepada xmtra KSPI.

(5) Mitra KSPI menindakianjuti hasil audit sebagaima.na dimaksud pada ayat
(4) dan melaporkannya kepada PJPK.

Paaa.l 284 _
(1) Mitra KSPI menyerahkan barang milik daerah yang menjadi objek KSPI
 pada saat berakhirnya KSPI kepada PJPK dalam keadaan baik dan Iayak
diglmakan secara optimal sesuai fungsi dan peruntukannya.

(2) Dalam hal terdapat infrastruktur hasil KSPI atas barang milik daerah,
mitra KSPI wajib menyerahkannya bersamaan dengan penyerahan objek
KSFI sebaéaima.na. dimaksud pada ayat (1}.

(3) Penyerahah sebagaimana dimaksud pada ayat {1} dan ayai_: (2) dituangkan
dalam Berita Acara Serah Terima (BAST).
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" Pasal 285
Dalam hal maaih terdapat hasil audit yang belum selesai ditindaklanjuti oleh
mitra KSPI qetelah dilakukan serah terima sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 284, Mitra KSPI tetap berkewajiban menindaklanjutinya sampai
 dengan selesai.

‘Pasal 286
( 1) PJPK melaporkan kepada Bupaﬁ
a. berakhimya KSPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280;
b. hasil audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 283 ayat (3); dan
¢. hasil audit yang be‘lum diselesaikan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 285
(2) PJPK menyerahkan kepada Bupati
a. objek KSPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 ayat (1); dan
b. hasil KSPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 ayat (2).

Paragraf Kegsembilan
o Penatauaahaan

. " Pasal 287 .
-{1) Pengelola Barang melakukan penatausahaan atas pelaksanaan KSFI atas
barang milik daerah yang berada pada Pengelola Barang.
(2) Pengguna Barang melakukan penatausahaan atas pelaksanaan KSPI atas
. barang milik daerah yang berada pada Pengguna Barang.

~ Pasal 288
(1) Mitra KSPI: melaporkan secara tertulis hasil penyetoran pendapatan daerah
atas KSPI kepada Bupsti sesuai perjanjian dengan dilampiri bukt
| penyetoran pendapatan daerah,
(2) Bukti penyetoran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- merupakan dolumen sumber pelaksanaan penatausahasn KSPI.

Paragraf Kesepuluh
Sanksi Dan Denda

' - Pasal 289
(1) Dalam hal, m:tra KSPI terlambat melakukan pembayaran atau melakukan
pembayaran namun tidak sesuai dengan ketentuan atas pembagxan
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keuntungan KSPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 279, mitra KSPI atas
barang mﬁik daerah wajib membayar denda sebagaimana diatur dalam
naskah peqanjnan

(2) Pembayaran dende aebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan melalui
penyetoran ke Rekening Kas Umum Daerah.

~ Pasal 290
{1) Dalam hal barang mlhk daerah yang menjadi objek KSPI ‘tidak dipelihara
dengan baik sesuai ketentuan pada perjanjian, mitra KSPI memperbalild
sampai pada kondisi sesuai dengan yang diperjanjikan.
_ (2} Perbaikan - sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah selesai
dilaksanakan paling lambat pada saat berakhirnya masa KSPI atas barang
milik daerah. '

: o Pasal 291

{1) Dalam hal harang milik daersh yang menjadi objek KSPI hilang selama
pelaksanaq.n masa KSPI akibat kesalahan atau kelalaian mitra KSPI, mitra
wajib menéganti objek dan hasil KSPI dengan barang yang sama atau
barang yang sejenis dan setara.

(2) Penggantian . barang millk daerah sebaga:mana dimaksud pada ayat (1)}
harus sudah selesai dilaksanakan paling lambat pada saat berakhimya
KSPIL ' '

Pasal 292

(1) Dalam hal perba:kan dan/atau penggantian barang milik daerah
sebaga:mana dimaksud -dalam Pasal 290 dan Pasal 291 tidak dapat
dilakukan, mitra KSPI membayar biaya perbaikan dan/atau penggantian
tersebut secara tunai.

12) Penentuan besaran biaya scbagmmana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan

 oleh PJPK.

_ ~ Pasal 293 '
Pembayaran b:aya sebaga:mana dimaksud dalam Pasal 292 ayat (1) dilakukan
dengan cara menyetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah paling lama 1 (satu)
bulan terhituﬁg-sejak adanya penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
292 ayat (2). - .
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" Pasal 294

Mitra dikenakan sanksi administratif berupa surat teguran daiam hal:

a. belum niel_akukan perbaikan dan/atau penggantian sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 202 dan Pasal 293 pade saat berakhirnya KSFI;
atau - o |

b. belum menyerahkan barang milik daerah yang menjadi objek KSPI
dan/atau hasil pemanfaatan pada saat berakhirnya KSFL

- Pasal 295

(1} Dalam hal perbaikan, penggantian, dan/atau penyerahan barang milik
daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 293 ‘belum dilakukan terhitung
1 (satu) bulan sejak diterbitkannya surat teguran sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 294, mitra dlkenakan sanksi -administratif berupa surat
peringatan.

(2) Dalam hal perbaikan, penggentian, dan/atau penyerahan barang milik
deerah belum dilakukan terhitung 1 {bulan) sejak diterbitkannya surat
peringatan sebagaimena dimaksud pada ayat (1), mitra dikenakan sanksi
adnﬁmstratif berupa denda sebagaimana diatur dalam naskah peljanjmn.

o Pasal 206

Dalam hal denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 205 ayat (2) tidak
dilunasi mitra KSPI, maka penyelesaiannya dilakukan berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf Kesebelas
: ’l“ata Cara Pelaksanaan KSPI Atas Barang Milik Daerah
Pada Pengguna Barang -

Pasal 297
Tata cara pelaksanaan KSPI pada pengelola dari Pasal 264 sampai dengan
Pasal 296 berlaku mutatis mutandis terhadap tata cara pelaksanaan KSPI
pada Pengguqa Barang.

Pasal 298
Bupati melakukan peneiitian administrasi terhadap barang milik daerah yang
berada pada Pengguna Barang 'denga.n dilampiri surat pernyataan dari
Pengguna Barang bahwa barang milik daerah yang menjadi objel KSPI tidak
sedang digunékan atau tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi
Pengguna Barang.
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: Pasal 299
Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan barang milik daerah diatur
dengan Peraturan Bupati,

. PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN

Bagian Pertama
Pengama:_lan

Paragraf Kesatu
Pringip Umum

Pasal 300

{1) Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau kuasa Pengguna Barang
wajib melakukan pengamanan barang milik daerah yang berada dalam
penguasaannya. | :

{2) Pengamanan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
meliputi: '
a. pengamanan fisik;
b. pengamanan administrasi; dan
¢. pengamanan hukum.

o Pasal 301
(1) Bukti kepemilikan barang milik daerah wajib disimpan dengan tertib dan
. aman. ;5' . | |
' (2) Penyimpanan bukti kepemilikan barang milik daerah dilakukan oleh
Pengelola Barang.

. Pasal 302
Bupati dapat menetapkan kebijakan asuransi atau pertanggungan dalam
- rangka pengamanan barang milik daerah tertentu dengan mempertimbangkan
kemampuan keuangan daerah,

Paragraf Kedua
Tata Cara Pengameanan Tanah

; . Pasal 303
(1) Pengamanan fisik tanah dilakukan dengan antara lain:
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a.. memasang tanda letak tanah dengan membangun pagar bates;
b. memasang tanda kepemilikan tanah; dan
c. melakukan penjagaan,
(2) Pengamanan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
~ dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan pemerintah daerah dan
kondisi/letak tanah yang bersangkutan
(3) Pengamanan administrasi tanah dilakukan dengan:
a. menghﬁnpun, mencatat, menyimpan, dan menatausahakan dokumen
bukti kepemilikan tanah secara tertib dan aman.
b. melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
1. melengkapi bukti kepemilikan dan/atau menyimpan sertifikat
tanah; . ‘
2. membuat kartu identitas barang; ‘
3. melaksanakan inventarisasi/sensus barang milik daerah sekali
- dalam 5 (lima) tahun serta melaporkan hasilnya; dan
4. mencatat dalam Daftar Barang Pengelola/ Pengguna Barang/Kuasa
- Pengguna.
(4) Pengamanan hukum dilakukan terhadap:
a. tanah yang belum memiliki sertifikat; dan
b. tanah. yéng sudah memiliki sertifikat namun belum atas nama
pemerintah daerah.

P Pasal 304
Pembangunan pagar batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 ayat (1)
huruf & belum dapat dilakukan dikarenakan keterbatasan anggaran, maka
pemasangan tanda letak tanah dilakukan melalui pembangunen patok
penanda batas tanah,

S Pasal 305 :
Tanda ke'perqiliican tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 ayat (1)
huruf b, dibuat dengan ketentuan antara lain:
- a. berbahan material yang tidak mudah rusak;
" b. diberi tulisan tanda kepemilikan;
c. gambar lambang pemerintah daerah; dan
d. informasi lain yang dianggap perlu.
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Pasal 306

(1) Pengama.nan hukum terhadap tanah yang belum memililki sertifikat
sebaga.imana dimaksud dalam Pasal 303 ayat (4) huruf a dilakukan
dengan cara:

a. apabila barang milik daerah telah didukung oleh dokumen awal
kepemﬂikan antara lain berupa Letter C, akta jual beli, akte hibah, atau
. 'dok:umen getara lainnya, ‘maka, Pengelola Barang/Pengguna Barang
dan/atau Kuasa Pengguns Barang segera mengajukan permohonan
penerbitan sertifikat atas nama pemerintah daerah kepada Badan
Pertanghan Nasional/Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional
setempat/ Kantor Pertanahan setempat sesusu dengan ketentuan
peraturan pemndang-undangan dan
" b, apabila banmg milik- daerah tidak didukung dengan dokumen
kepemﬂikan Pengelola Barang/Pengguna Barang danfatau Kuasa
Pengguna Barang mengupayakan untuk memperoleh dokumen awal
kepelmhkan seperti riwayat tanah.

(2) Pengamanan. hukum terhadap tanah yang sudah bersgertifikat namun
belum ates nama pemerintah daerah sebagaimana dimalksud dalam Fasal
303 ayat (4)_ huruf b dilakukan dengan cara Pengelola Barang/Pengguna
Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang segera mengajukan permohonan |
pembahan nama sertifikat hak atas tanah kepada kantor pertanahan
setempat menjadl atas nama pemeﬂntah daerah.

Paragraf Ketiga
Tata Cara Pengamanan Gedung Dan/atau Bangunan

N .  Pasal 307 _
(1) Pengamanan ﬁsik gedung dan/atau bangunan dilakukan dengan, antara

lain:

a. me:txbangun pagar pembatas gedung dan/atau bangunan;

b. memaéang tanda kepemilikan berupa papan nama;

c. melakukan tindakan antisipasi untuk mencegah/ menanggulangi

' terjadinya kebakaran;

d. gedung dan/atau bangunan yang memilild fungsi strategis atau yang
berlokasi tertentu dengan 'tugas dan fungsi melakukan pelayanan
langsung kepada masyarakat dapat memasang Closed-Circuit Television

(CCTV),
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menyediakan satuan pengamanan dengan jumlah sesuai fungsi dan
perunt@ﬂdcangedung dan/atau bangunan sesuai kondisi lokasi gedung
dan/atau bangunan tersebut.

(2) Pengamanan fisik terhadap barang milik daerah berupa gedung dan/atau
bangunan: sebagaimana dimoksud pada ayat (1) dilakukan dengan
memperhéﬁkan skala prioritas dan kemampuan keuangan pemerintah
daerah, |

(3) Skala priontas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain:

a.
b.
c.

fungsi penggunaan bangunan;
lokasi bangunan, dan

unsur nilai strategis bangunan,

(4) Pengamanan administras! gedung dan/atau bangunan dilakukan dengan
menghimpun, mencatat, menyimpan, dan menatausahakan secara tertib
dan teratur atas dokumen sebagai berilaut:

L

o oo p

Lo

g.

dokumen kepemilikan berupa Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
keputusan penetapan status penggunaan gedung dan/atau bangunan;
daftar Barang Kuasa Pengguna berupa gedung dan/atau bangunan;
daftar Barang Pengguna berupsa gedung dan/atau bangunan; |
daftar Barang Pengelola berupa gedung dan/atau bangunan,

Berita Acara Serah Terima (BAST); dan

dokumen terkait lainnya yang diperiukan,

(5) Pengamanan hukum gedung dan/atau bangunan:

a.

bt

(1) Kendaraan difies terdiri dari:

a.

melakukan pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), bagi

‘bangunan yang belum memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB); dan

mengusulkan penetapan status penggunaan,

. Paragraf Keempat
Tata Cara Pengamanan Kendaraan Dinas

Pasal 308

Kendaraan perorangan dinas, yaitu kendaraan bermotor yang
digunakan bagi pemangku jabatan:

1. Bupati;

2. Walkil Bupati.

Kendaraan dinas jabatan, yaitu kendaraan yang disediakan dan
dipergimakan pejabat untuk kegiatan operasional perkantoran;
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" ¢. Kendaraan dinas operasional disediakan dan dipergunakan untuk
pelayanan operasional khusus, lapahgan, dan pelayanan umum.
(2} Pengamanan fisik kendaraan dinas dilakukan terhadap:
a. Kendaraan Perorangan Dinas;
b. Kendaraan Dinas Jabatan; dan
¢. Kendaraan Dinas Operasional,

" Pasal 309
(1) Pengamanan fisik terhadap kendaraan perorangan dinas sebagaimana
dimaksud :dalam Pasal 308 ayat (2) huruf a dilakukan dengan membuat

Berita Acara Serah Terima (BAST) kendaraan antara Pengguna

Barang/Kuasa Pengguna Barang yang melakukan penatausahaan

kendarasn ‘perorangan dinas dengan Pejabat yang menggunakan

kendaraan perorangan dinas.
" {2) Berita Acara Serah Terima (BAST) sebagaimana -dimaksud pada ayat.(1)
berisi klausa antara Iain:

a. pernyataan tanggung jawab atas kendaraan dengan keterangan, antara
lain nomor polisi, merek, tahun perakitan kendaraan, kode barang
kendaman dinas perorangan, dan rincian perlengkapan yang melekat
pada kendaraan tersebut;

b. pernyataan tanggung jawab atas kendaraan dinas dengan seluruh
risiko yang melekat atas kendaraan dinas tersebut;

¢. pernyataan untuk mengembahkan kendaraan setelah berakhirnya

_' jangka waktu penggunaan atau masa jabatan telah berakhir kepada
Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna Barang  yang melakukan
penatausahaan kendaraan perorangan dinas;

d. pengeﬁl:ialian kendaraan perorangan dinas diserahkan pada saat
bera]dumya masa jabatan sesuai ya.ng tertera dalam berita acara serah
tenmakendaraan '

- (3) Pengembalian kendaraan perorangan dinas dituangkan dalam berita acara

penycrahan o

' (4) Kehﬂanga.ﬁ Kendaraan Perorangan Dinas menjadi tanggung jawab
penangguz_dg jawab kendaraan dengan sanksi sesuai peraturan perundang-
undanga:{. '

. Pasal 310 L
(1) Pengamanan fielk terhadap kendaraan dinas jabatan sebagaimana

|
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‘dimaksud ‘daiam Pasal 308 ayat (2) huruf b dilakukan dengan membuat

Berita Acara Serah Terima (BAST) kendaraan antara:

a. Pengelola Barang dengan Pengguna Barang yang menggunakan
kendaraan Dinas Jabatan Pengguna Barang;

b. Pengguna Barang dengan Kuasa Pengguna Barang yang menggunakan
kendaraan jabatan Kuasa Pengguna Barang; dan

¢. Pengguna -Bérang/Kuasa Pengguna Barang dengan pejabat yang
menggunakan kendaraan dinas jabatan. ' :

(2) Berita Acara Serah Terima (BAST) sebagaima.na dimaksud pada ayat (1)
berisi klausa antara lain:

a. pemyataan tanggung jawab atas kendaraan dengan keterangan antara
lain: nomor polisi, merek, tahun perakitan kendaraan, kode barang,
dan nncmn perlengkapan yang melekat pada kendaraan tersebut;

b. pernyataan tanggung jawab atas kendaraan dinas dengan seluruh
risiko yang melekat atas kendaraan dinas jabatan tersebut;

c. pemyataan untuk mengembalikan kendsraan setelah berakhirnya

~ jangka waktu penggunaan atau masa jabatan telah berakhir; dan

d. pengembalian Kkendaraan dinas jabatan diserahkan pada saat
berakliirﬁya masa jabatan sesuai yang tertera dalam berita acara serah

_ terima kendaraan.

(3) Pengembahan kendaraan dinas ]abatan dituangkan dalam berita acara
penyerahan kembali,

(4) Kehﬂangah Kendaraan Dinas Jabatan menjadi tanggung jawab penanggung

. jawab kendaraan dengan sanks] sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Pasal 311

(1) Pengamanan fisik terhadap kendaraan dinas operasional sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 308 ayat (2) huruf ¢ dilakukan dengan membuat
surat pernyataan tanggung jewab atas kendaraan dinas operasional
dimaksud dan ditandatangani oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna
Barang dengan penanggung jawab kendaraan dinas operasional.

(2) Surat j;)el‘nyataan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
memuat antara lain:
a. nomor polisi, merek, tahun perakitan kendaraan, kode barang, dan

perlengkapan kendaraan tersebut;
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Pem}'étaan tanggung jawab atas kendaraan dinas operasional dengan
seluruh risiko yang melekat atas kendaraan dinas tersebut; |
pemyaﬁaan untuk mengem'balikan kendaraan dinas segera setelah
jangka waktu penggunaan berakhir;

pengembalian kendaraan dinas operasional dituangkan dalam berita
acara penyerahan kembali; dan

menﬁﬂlﬁ&n kendaraa:i dinas operasional pada tempat yang ditentukan.

(3) Apabila kendaraan dinas yang hilang sebagai akibat dari kesalahan atau
kelalaian élté.u penyimpangan dari ketentuan, maka Pejabat/penanggung
jawab yang menggunakan kendarsan dinas sebagai penanggung jawab
ke:idaraa.ti dinas dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan
pemndang-undmgan.

Pasal 312

(1) Pengamanan administrasi kendaraan dinas dilakukan, dengan
menghimpun, mencatat, menyimpan, dan menatausahakan secara tertib
dan teratur atas dokumen sebagai berikut:

a.
b.
c.
d.
e.
f.

bukti pemilik kendaraan bermotor (BPKE);

. fotokoﬁi surat tanda nomor kendaraan (STNK);

Berita Acara Serah Terima (BAST);

kartu pemeliharaan;

data daftar barang;dan

dokumen terkeit Jainnya yang diperiukan.

(2} Pengamanan hukum Kendaraan Dinas dilakukan, antara lain:

a.

melakukan pengurusan semua dokumen kepemilikan kendaraan
bermotor, seperti BPKB dan STNK, termasuk pembayaran Pajak
Kendaraa.n Bermotor {PKB);

b. melaquan pemprosesan Tuntutan Ganti Rugi yang dikenakan pada

pihak-pihak yang bertanggungjawab atas kehilangan kendaraan dinas
bermotor; '

Paragraf Kelima
Tata Cara Pengamanan Rumah Negara

Pasal 3 13

(1) Pengelola Barang/Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dilarang
menelantarkan rumah negara. :
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(2) Pengamangz; fisik rumah negara dilakuken, antara lain:
'a. pemasangan patok; dan/atau '
b. pemasangan papan nama.
(3) Pemasangan papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (2] huruf b
meliputi unsur, antara lain:
a. logo pemerintah daerah; dan
'b. nama pemerintah daerah,

Pasal 314
(1} Setlap rumsh negara diberi patok dari bahan material yang tidak mudah
rusak, dengan ukuran panjang dan tinggi disesuaikan dengan kondisi
seternpat. ‘
(2) Setiap rumah negara dipasa.ng papan nama kepemilikan pemerintah
daerah.

~ Pasal 315
A1) Pengamana.n fisik terhadap barang milik daerah berupa rumah negara
| dﬂalmkan dengan membuat Berita Acara Serah Terima (BAST) rumah
negara.
(2) Berita Acara Serah Terima (BAST) sebagaimana dimaksud pada syat {1)
dilakukan oleh: |
a. Pengguna Barang/Kuaaa Pcngguna Barang- yang melakukan
penatausahaan rumah negara dengan pejabat negara atau pemegang
jabaﬁ_ah tertentu yang menggunakan rumah negara pejabat negara atau '
| pemegang jabatan tertentu; | .
b Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang vang melakukan
penatausahaan rumah negara dengan Pengelola Barang yang
menggunakan nimah negara jabatan Pengelola Barang; .
C. Pengelo]a Barang dengan Pengguna Barang yang menggunakan rumah
negara jabatan Pengguna Barang;
d. Pengguna Barang dengan Kuasa Pengguna Barang yang menggunakan
rumah negara jabatan Kussa Pengguna Barang; dan
e. Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dengan penanggung jawab
rumah ‘hegara yang dalam penguasaan Pengguna Barang/Kuasa
Pengelola Barang.
(3) Berita Acara Serah Terima sebagalmana du:naksud pada ayat (2) memuat
antaralam

- .o _F_.:._,.r-"'"
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pemyataén tanggung jav{rab atas rumah negara dengan keterangan jenis
golongan, - luas, kode barang rumah negara, dan kode barang
sarana/prasarana rumsh negara dalam hal rumah negara tersebut
dilengkapi dengan sarana/prasarana di dalamnya;

pertiyataan tanggung jawab atas rumah negara dengan seluruh risiko
yéng melekat atas rumah negara tersebut; '

. 'pemyataan untuk mengembalikan rumah negara setelah berakhirnya

jangka waktu Surat Izin Penghunian (SIP] atau masa jabatan telah
berakhir kepada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang;

Pengembalian rumah negara yang diserahkan kembali pada saat
berakhirnya masa jabatan atau berakhirnya Surat Izin Penghunian
{SIP) liepada Pengelola Barang/Pengguna Barang/Kuasa Pengguna

" Barang; -

Pengembalian sarana/prasarana apabila rumah negara dilengkapi
sarana/prasarana sesuai Berita Acara Serah Terima (BAST) dan
d:serahkan kembali pada saast berakhirnya mmasa jabatan atau
berakhirnya Surat lzin Penghunian (SIP) kepada Pengelola
Barang/Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna Barang; dan

Penyerahan kembali dituangken dalam Berita Acara Serah Terima
(BAST).

Pasal 316

Kewajiban penghum rumah nega.ra, antara lain:

a.

‘memelihara rumah negara dengan baik dan bertanggung jawab,
terrnasuk  melakukan  perbaikan nngan atas rumah negara
bersangkutan; dan’ ‘

menyerahkan rumsah negara dalam kondisi baik kepada pejabat yang
berwcnang paling lambat dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung
sejak tanggal ditenmanya keputusan pencabuta.n Surat Izin
Penghunian (SIP).

Penghuni rumah negara dilarang untuk:

LA,

b.

‘mengubah sebagian atau’ selui'uh_ bentuk rumah tanpa izin tertulis dari

pgjabat yang berwenang pada Perangkat Daerah yang bersangkutan;
menggunakan rumah negara tidak sesuai dengan fungsi dan
peruntukkannya; '

meminjamkan atau menyewakan rumah negara, baik sebagian maupun
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- keseluruhannya, kepada pihak lain; -
‘menyerahkan rumah negara, baik sebagian maupun keseluruhannya,

- kepada pihak lain;

menjaminkan rumah negara atau men_;adnkan rumah negara sebagai
agunan atau bagian dari pertanggungan utang dalam bentuk apapun;
dan -~ '

menghuni rumah negéra dalam satu daerah yang sama bagi masing-

~ masing suami/istri yang berstatus Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 317

(1) Pcnetapan Status Penggunaan barang milik daerah berupa rumah negara
ditetapkan oleh Bupati,

(2) Hak penghunian rumah negara berlaku sebagaimana ditetapkan dalam
Surat Izin Penghunian (SIP), kecuali ditentukan lain dalam keputusan
pencabutan Surat Izin Penghunian (SIP).

(3) Surat Izin Penghunian (SIP) untuk rumah negara golongan I ditetapkan
oleh Pengelola Bamng ‘

(4) Surat Izin Penghunian (SIP} untuk rumah negara golongan Il dan golongan
IH ditetapkan oleh Péngguna Barang.

{5) Surat Izin Pénghunian (SIP) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat
(4) sekurang-kurangnya harus mencantumkan:

a,

Nama pegawai/nama *pejabat, Nomor Induk Pegawai (NIP), dan jabatan

calon penghuni rumah negarsa;
b. masa berlaku penghunian;

pernyataan bahwa penghuni bersedxa memenuhi kcwaijan yang

melekat pada rumah negara.

meneibitkan pencabutan - Surat Izin Penghunian (SIP) terhadap

penghum, yang dilakukan:

1. paling lambat 1 (satu) bulan terhntung sejak saat meninggal dunia,
bagi penghuni yang meninggal dunia;

2. paling lambat 1 (satu}) bulan terhitung sejak keputusan
pemberhentian, bagi penghuni yang berhenti atas kemauan sendiri
atau yang dikenakan hukuman disiplin pemberhentian;

3. pal.mg lambat 2 (dua) mmggu terhitung sejak saat terbukti adanya
pelanggaran, bagi penghuni yang melanggar larangan penghunian
Tumah negara yang dihuninya; dan
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-4, palmg lambat .6 {enam) bulan sebelum tanggal pensiun, bagi
- .penghuni yang memasuki usia pensiun.

Pasal 318
(1) Penghuni rumah negara golongan I yang tidak lagi menduduki jabatan
harus menyerahkan rumah negara.
(2 Penghum rumah negara golongan 1I dan golongan III tidak lagi menghuni
atau menempati rumah negara karena:
a. dipihdéhtﬁgaskan {mutasi);
b. izin penghunia.nnya berdasarkan Surat Izin Penghunian (SIP] telah
berakhir'
c. berhenti atas kemauan sendiri;
d. berhenti karena pensiun; atau
e. diberhenﬁkan dengan hormat atau tidak dengan hormat.

Pasal 319

_ (1) Suann/:stn/anakjahh waris lainnya deri penghuni rumah negara

Golongan II'dan rumah negara golongan IIl yang meninggal dunia wajib

menyerahkan rumah negara yang dihuni paling lambat 2 (dua) bulan

terhitung sejak saat diterimanya keputusen pencabutan Surat Ilzin

Penghunian (SIF)., '

' (2) Pencabutan. Surat Izin Penghunian (SIF} rumah negara Golongan I

~ dilakukan oleh Pengelola Barang,

(3) Pencabutan SIP rumah negara golongan II dan Golongan 1II dilakukan oleh
Pengguna Barang yang menatausahakan rumah negara bersangkutan atas
pgrsetujuan Pengelola Barang.

Pasal 320

(1) Apabila terjad1 sengketa terhadap penghunian rumah negara golongan I,
' rumah negara golongan II dan rumah negara golongan IiI, maka Pengelola
Barang/Pengguna Barang yang bersangkutan melakukan penyelesajan
dan melaporkan hasil penyelesaian kepada Bupati.

(2} Dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), yang bersangkutan dapat meminta bantuan Perangkat
Daerah/unit kerja Perangkat Daerah terkait.
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Pasal 321

Pengamanan administrasi barang milik daerah berupa rumah negara
dilakukan dengan menghimpun, mencatat, menyiinpan, dan menatausahakan
secara tertib dan teratur atas dokumen, antara lain;

..

b.

c.

d.

(1)

(2)

sertifikat atau surat keterangan hak atas tanah;

Surat Izin Penghunian (SIP);

keputusan Bupati mengenai penetapan rumah negara golongan 1, golongan
II atau golqngan IIn;

gambar/legger bangunan;

data daftar barang; dan

keputusan pencabutan Surat Izin Penghunian (SIP).

| Paragraf Keenam
-+ Tata Cara Pengamanan Barang Milik Daerah
' Berupa Barang Persediaan

Pasal 322
Pengamanan fisik barang persel:haan dilakrukan, antara lain;
a. menempatkan barang sesuai dengan frekuensi pengelnaran jenis
barang; , _
b. menyediakan ‘tabung pemadam kebakaran di dalam gudang/tempat
‘penyimpanan, jika diperlukan;
menyediakan tempat penyimpanan barang;
melindungi gudang/tempat penyimpanan;
menambah prasarana penanganan barang di gudang, jika dlperlukan
menghitung fisik persediaan secara periodik; dan
melakukan pengamanan persedma.n.
Pengamanan administrasi barang persediaan dilakukan, antara lain:

% ™e po

a, buku persediaan;

b. kartu barang; | _

c. Berita Acara Serah Terima (BAST);

d. berita acara pemeriksaan fisik barang;

e. Surat Perintah Penyalurah Barang {SPPB);

f. laporan persediaan Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang
semesteran ftahunan;

g dokumen pendukung terkait lainnya yang diperlukan.
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Pengamanan hukum barang persedinan dilakukan, dengan melakukan
pemprosesan tuntutan ganti rugi yang dikenakan pade pihak-pihak yang
bertanggunglawab atas kehilangan barang persediaan akibat kelalamn,
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pa.ragraf Ketujuh
Tata Cara Pengamanan Barang Milik Daergh Selmn Tanah,
Gedung Dan/Atau Bangunan, Rumah Negara,
. Dan Béu‘ang_ Persediaan Yang Mempunyai
Dokumen Berita Acara Serah Terima

Pasal 323
Pengamanan fisﬂc .barang milik daerah berupa selain tanah, gedung
dan/atau bangunan, rumah negara -dan barang persediaan yang
mempunyai dokumen berita acara serah terima dilakukan dengan
menyimpaq barang di tempat yang sudah ditentukan di lingkungan
Pengamanan administrasi barang milik daerah berupa selain tanah, gedung
dan/atau bangunan, rumah negara, dan barang persediaan yang
mempunyai dokumen Berita Acara Serah Terima (BAST} dilakukan, antara
a. faktur pembelian;
b. dokumen Berita Acara Serah terima (BAST);
¢. dokumen pendukung terkait lainnya yang diperlukan,
Pengamangn hukl_nn barang milik daerah berupa selain tanah, gedung
dan/ataun fbangiman,' rumah mnegara, dan barang persediaan yang
mempunyai dokumen Benta Acara Serah Tenma (BAST) dilakukan dengan
melakukan pemprosesan Tuntutan Ganti Rugi yang dikenakan pada pihak-

'plhak yang bertanggung]awab atas kehilangan barang sesuai ketentuan

peraturan perundang-undang&n

. Paragraf Kedelapan
’I‘ata Cara Pengamanan Barang Milik Daerah
' Berupa Barang Tak Berwujud

Pasal 324
Pengamanan fisik barang milik' daerah berupa barang tak berwugud
dilakukan dengan: :
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a. Iﬁemba_tasi pemberian kode akses hanya kepada pihak-pihak tertentu
yang berwenang terhadap pengoperssian suatu aplikasf;
b. melakukan penambahan security system terhadap aplikasi yang
dianggap strategis oleh pemerintah daerah'
(2) Pengamanan adminstrasi barang milik daerah berupa barang tak berwugud
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
a. menghunpun, mencatat, menyimpan, dan menatausahakan secara
tertib dan teratur atas dokumen sebagai berikut:
1. Berita Acara Serah Terima (BAST);
2. lisen31, dan
'3, dokumen penduktmg terkait lainnya yang diperiukan.
b. mengajukan hak cipta dan lisensi kepada instansi atau pihak yang
memiliki kewenangan

Pasal 325

Ketentuan lebih lenjut mengenai pengamanan barang milik daerah diatur
dengan Peraturan bupat.

Bagian Kedua
Pemeliharaan

Paragraf Kesatu
Prinsip Umum
- | Pasal 326

(1) Barang yang dipelihara adalah barang milik daerah dan/atau barang milik
daerah dalam penguasaan Pengelola Barang/Pengguna Barang/Kuasa
Pengguna Barang - -

(2) Pengelola : Barang, Pengguna Barang dan kuasa Pengguna Barang
bertanggung[awab atas pemeliharaan barang milik daerah yang berada

- dalam penguaseannya. - '

(3) Tujuan dilakukan pemeliharaan atas barang milik daerah sebagaimana
dimakud pada ayat (2} adalah untuk menjaga kondisi dan memperbaiki
semua barang milik daerah agar selalu dalam keadaan baik dan layak serta
siap digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna.

(4) Dalam rangka tujuan sebagaimena dimaksud pada ayat (3), pemerintah
daerah harus memprioritaskan anggaran belanja pemeliharaan dalam
jumlah yang cukup, -
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| (5) Biaya pemeﬁhmm barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
{4) dibebankan pada AFBD. ‘

(6) Dalam hal’liarang milik daerah dilakukan pemanfaatan dengan pihak lain,
biaya pemeliharaan menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari mitra
pemanfaatan barang milik daerah.

Paragraf Kedua
- Tata Cara Pemeliharaan Barang Milik Daerah

Pasal 327
(1) Peme]iharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 326 berpedoman pada
daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah.
{2) Daftar kebutuhan pemellharaan barang mililc daerah sebagmmana

dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari daftar kebutuhan barang
milik daerah,

. Pasal328 |

(1) Kuasa Pengguna Barang wajib membuat Daftar Hasil Pemeliharaan Barang
yang berada dalam kewenangannya.

(2) Kuasa Péngguna Barang melaporkan hasil pemeliharaan barang

- sebagaimana dimeksud pada ayat (1) secara tertulis kepada Pengguna
Barang untuk dilakukan penehtxan secara berkala ‘setiap enam bulan/per
© semester. . :

{3) Pengguna Barang atau pejabat yang ditunjuk meneliti laporan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2} dan menyusun daftar hasil pemeliharaan barang
yeng dilakukan dalam 1 (satu) Tahun Anggaran.

(4} Daftar Hasxl Pemehharaan Barang yang disusun pengguna barang atau
pejabat yang dltunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan
bahan untuk melakukan evaluasi mengenai efisiensi pemeliharaan barang
milik daerah.

(5) Penelitian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat {2) dilakukan
terhadap. : .

a. anggaran belanja dan realisasi belanja pemeliha.raan, dan

b. target kinerja dan realisasi target kmer;a pemeliharaan.

{6) Pengguna Barang melaporkan/menyampaikan Daftar Hasil Pemelﬂmman
Barang tersebut kepada Pengelola Barang secara berkala.
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Pasal 329
Palam rangka tertib ‘pemeliharaan setiap jenis bara.ng ~milik daerah
dilakukan pencatatan kartu pemeliharaan/perawatan yang dilakukan oleh

. pengurus barang/pengurus barang pembantu.

- (2)

(1)

(2)

(3)

)

&

Kartu pemeliharaan/perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
memuat: .

a, nama barang;

spesifikasinya;

tanggal pemeliha.raaﬁ; ,

jenis pekerjaan atau pemeliharaan;

barang atau bahan yang dipergunakan;
biaya pemeliha’raan; |

g. pihak yang melaksanakan pemeliharaan; dan
hal lain yang diperlukan.

SN

g

.BAB VI
PENILAIAN
| Pasal 330

Penilaian barang milik daerah dilakuken dalam rangka penyusunan neraca
pemerintah daerah, pemanfaatan, atau pemindahtanganan,
Penilaian barang milik daerah - sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dikecualikan untuk: R - '
a. pemanfaatan dalam bentuk pinjam pakai; dan
b. pemindahtanganan dalam bentuk hibah.
Penetapan nilai barang milik daerah dalam rangka penyusunan neraca
pemerintah daerah dilakukan dengan berpedoman pada Standar Akuntansi
Pemerintahan (SAP).
Biaya ya.ng chperlukan dalam rangka penilaian ba.ra.ng milik daerah
dihebankan pada AFPBD.

Paaal 331
Penilaian ba.rang m1hk daerah berupa. tanah dan/atau bangunan dalam
rangka pemanfaatan atau penundahtangana.n dilakukan oleh:
a. Penilai Pemerintah; atau
b. Penilai Publik yang ditetapkan oleh Bupati.

(2) Penilai Publik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Penilai
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selain Penilai Pemerintah yang mempunyai izin praktik Penilaian dan
menjadi anggota asosiasi Penilai yang diakui oleh pemerintah.

(3) Penilaian barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan '

(4) Nilai wajar sebaga.lmana dimaksud pada ayat (3} yang chperoleh dari hasil
penilaian menjadi tanggung jawab Penilai.

Pasal 332

(1) Penilaian barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan dalam
rangka pemanfaatan atau pemindahtanganan dilakukan oleh Tim yang
dntetapkan oleh Bupat: dan dapat mehbaﬂ:an Penilai yang ditetapkan
Bupati, , :

{2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah panitia penaksir harga
yang unsurnya terdiri dari Peréngkat Daerah/Unit Kerja terkait.

(3} Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Penilai Pemerintah
atau Penilai Publik.

(4) Penilaian barang milik daerah sebaga.lma.na dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan, |

(5) Apabila penilaian 'sebagai’mana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh
Pengguna Ba.rang' tanpa melibatkan Penilai, maka_hasil penilaian barang
milik daerah hanya merupakan nilai taksiran. '

(6) Hasil penilaian barang milik daerah sebagazmana dunaksud pada ayat (2]
ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 333
(1) Dalam kondisi tertentu, Bupati dapat melakukan penilaian kembali dalam
rangka koreksi atas nilai barang milik deerah yang telah ditetapkan dalam
neraca pemenntah daerah. |
(2) Penilaian kembah sebaga.xmana dimaksud pada ayat (l) adalah proses
revaluasi dalam mngka pelaporan keuangan ‘sesuai Standar Akuntansi
Pemerintahan (SAP) yang metode penilaiannya dilaksanakan sesuai standar
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(3 Keputusan mengenai penilaian kembali atas nilai barang milik daerah
" dilaksanakan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati dengan
berpedoman pada ketentuan pemerintah yang betlaku secara nasional.
(4) Ketentuan pemerinteh yang berlaku secara - nasional, sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) adalah kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah
~untuk seluruh entitas pemenntah daerah.

Pasal 334
Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian barang nulzk daerah diatur dengan
peraturan bupati.

BABIX
PEMINDAHTANGANAN

Bagian Kesatu
Prinsip Umum

Pasal 335
(1) Barang mlllk daerah ya.ng tidak dlperlukan bagi penyelenggaraan tugas
~ pemerintahan daerah dapat dipindahtangankan.,
(2) Bentuk pemindahtanganan barang milik daerah mehputt.
a. penjualan
b. tukar menukar;
d. hibah; atau
e. pcnycrtaan modal pemermtah daerah

Pasal 336
(1} Dalam rangka pemindahtanganan barang milik daerah dilakukan
pemlalan
{2 leecuahkan dan ketentuan sebagajnm.na dimaksud pada ayat (1), untuk
peminda.htanganm dalam bentuk hibah.
(3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakeanakan untuk
mendapaﬂ{an nilai wajar.

, _ Bagian Kedua
Persetujuan Pemindahtanganan
‘Pasal 337
(1) Pemindahtanganan barang milik daerah yang dilakukan setelah mendapat
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persetujua’:i DPRD untuk:

a. tansah dan/ateu bangunan; atau

b. selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai lebih dari
Rp5.000.000, 000,- (hma miliar rupiah). '

(@ Pemmdahtanganan barang mﬂ:k daerah berupa tanah dan/atau bangunan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak memerlukan

persetujuan DPRD, apabila :

a. sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota;

b. harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti sudah
disediakan dalam dokumen penganggaran; .

c. diperuntukkan bagi pegawai negeri sipil pemerintah daerah yang
bersangkutan;

d. diperuntukken bag; kepentingan umum; atau

e. dikuasai pemerintah daerah berdasarkan keputusan pengadila.n yang
telah memiliki kek:uatan hukum tetap dan/atau berdasarkan ketentuan
perundang—undangan, yang jika status kepemilikannya dipertahankan
tidak layak secara ekonomis,

. . Pasal 338
(1) Tanah dan/atau bangunan yang sudsh tidak sesuai dengan tata ruang
- wilayah atélu penataan kota sebagaimana dimalkisud dalam Pasal 337 ayat
(2) huruf a, dimeksudkan bahwa lokasi tansh dan/atau bangunan
dimaksud terjadi perubshan peruntukan dan/atau fungsi kawasan
(2} Tanah dan/atau bangunan yang tidak sesuai dengan penataan kota
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perlu dilakukan penyesuaian yang
berakibat pada perubahan luas tanah dan/atau bangunan tersebut.

, " Pasal 339

Banguﬁan yang harus dihapuskan lkarena anggaran untuk bangunan
~ pengganti sudah disedxakan dalam dokumen penganggaran sebagaimena
'dimaksud dalam Pasal 337 ayat (2) huruf b, dimaksudkan bahwa yang
dihapuskan adalah bangunan yang berdiri di atas tanah tersebut dirobohkan
untuk selanjutnya didirikan bangunen baru di atas tanah yang sama
(rekonstruksilé sesuai dengan alokasi anggaran yang telah disediakan dalam
dokumen penganggaran. ‘
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Pasal 340

Tanah 'dan/atau bangunen diperuntukkan bagi pegawai mnegeri sipil
pemerintah daerah yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
337 ayat {2} huruf ¢, adalah:

a.

b.

tanah dan/atau bangunan yang merupakan kategori rumah negara/daerah -
golongan HI; |
tanah vang mempakan ta.na.h kavlmg yang menurut perencanaan awalnya
untuk pembangunan perumahan pegawai negeri sipil pemerintah daerah
yang bersangkutan.

Pasal 341

(1} Tanah dan/atau bangunan yang diperuntukkan bagi kepentingan umum

(2)

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 337 ayat {2) huruf d, adalah tanah
danfatau bangunan yang digunakan untuk kegiatan yang menyangkut
kepentingan bangsa dan negara, masyarakat luas, rakyat banyak/bersama,
dan/atau 'kepentingan pembangunan, termasuk diantaranya kegiatan
pemerintah daerah dalam lingkup hubungan persahabatan antara
negara/ daerah dengan negara lain atau masyaralkat/lembaga internasional.
Kategori bidang kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat {1) antara lain
sebagai berikut:

a. jalan umum termasuk akses jalan sesuai peraturan perundangan, jalan

tol, dan rel kereta api;
b. saluran air minum/air bersih dan/atau saluran pembuangan air;

| ¢. waduk, bendungan dan bangunan pengairan lainnya, termasuk saluran

g

irigasi; _
d. -rumah sakit umum dan pusat kesehatan masyarakat;
pelabuhan, bandar udara, stasiun kereta api, atau terminal;
1. tempat ibadah;

g sekolah atau lembaga penclir.i:kan non komersial

h. pasar umum;

i. fasilitas pemakaman umum;

j. fasilitas keselamatan umum, antara lain tanggul penanggulangan

bahaya banjir, lahar dan Iain-lain bencana;
k. sarana dan prasarana pos dan telekomunikasi;
sarana dan prasarana olghraga untuk umum;

J—
L
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m. atamun penyiaran radio dan televisi beserta sarana pendukungnya
untuk lembaga penyiaran publik;

n. kantor pemerintah, pemerintah daerah, | perwakilan negara asing,

 Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan lembaga internasional di bawah

naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa; | |

o. fasilitas Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik
Indonesia sesuai dengan tugas dan fungsinya;

p. rumah susun sederhané;

q. tempat pembuangan samPah untuk umum;

r. cagar alam dan cagar budaya;

8. promosi budaya nasional;

t. pertamanan untuk umum;

u. panti sosial; .

v. lembaga pemasyarakatan; dan

w. pembangkit, turbin, transmisi, dan distribusi tenaga listrik termasuk
instalasi pendukungnya yang merupakan satu kesatuan yang tidak.
dapat terpisahkan,

Pasal 342
Pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah danfatau bangunan
- sebagaimana dimaksud dalam Pasal 337 ayat (2) dilakukan oleh Pengelola
Barang seﬁelah mendapat persetujuan Bupati.

, Pasal 343
_(1) Penundahtanganan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan
- yang bermla.t sampa.i dengan RpS5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah}
dilakukan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Bupati.

(2) Pemindahtanganan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan
yang bernilai lebih dari Rp5.000.000.000,00 {lima miliar rupiah) dilakukan
oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan DPRD.

(3) Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupekan nilai
. 'wajar untuk pemindahtanganan dalam bentuk penjualan tukar menukar
dan penyertaan modal.

(4) Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan nilai
perolehan untuk pemindahtanganan dalam bentuk hibah.
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(5) Usul untuk memperoleh persetujuan DPRD' sebagalmana d:maksud pada
ayat (2) diajukan oleh Bupati .

(6) Usulan persetqjuan sebaga.{ma.na dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
dilakukan per tiap usulan.

Bagian Ketiga o
Penjualan

Paragraf Kesatu
Prinsip Umum

_ Pasal ‘344
{1) PenJualan barang milik daerah dilaksanakan dengan pertimbangan
 a. untuk optimalisasi barang. milik daerah yang berlebih atau tidak’
 digunakan/dimanfaatkan;
b. secara ekonomis lebih menguntungkan bagl daerah apabila dijual;
dan{atau
_ c. sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Barang milik daerah yang tidak digunakan/dimanfagtkan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah barang milik daerah yang tidak
digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat
Daerah atau tidak dimanfaatkan cleh pihak lain., |

- Pasal 345

- {1) Pen_;ualan barang milik daerah d:lakukan secara lelang, kecuali dalam hal

tertentu, _ :

(2) Lelang, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adaleh penjualan barang milik
daerah yang terbula untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis
dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai
harga tertinggi. | '

(3) Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat {2) dilaksanakan setelah

. dilakukan pengumuman lelang da.n di hadapan pejabat lelang. .

- (4) Pcngecuahan dalam hal tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi: -

a. Barang milik daerah yang berslfat khusus sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

b. Barang milik daerah lainnya yang dii:etapkan lebih lanjut olgh Bupati.
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(5) Barang milik daerah yang berslfat khusus, sebagaimana dimaksud pada
" ayat {(4) huruf a ada.lah barang—barang yang diatur secara Khusus sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain yaitu:

a,
- b,

Rumah negara golonga.n HI yang dijual kepada penghuninya yang sah.
Kendaraan perorangan dinas yang dijual kepada:

oL Bupati; .

2. Wakil Bupatz,
3, mantan Bupati; dan
4. mantan Wakil Bupati

(6) Barang milik daerah lainnya, aebaganna.na dimaksud pada ayat (4) huruf b
antara lam yaitu : :

a

b.

tangh dan/atau bangunan yang akan djgunakan untuk kepentingan
umuin; : , :
tanah kavling yang menurut perencanaan awal pengadaannya
digunakan untuk pembangunan perumahan pegawai negeri sipil
pemeﬁntah daerah yang bersangkutan, sebagaimana tercantum dalam
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);

selain tanah dan/atau bangunan sebagai akibat dari keadaan kahar
(force majeure);

bangunan yang berdiri di atas tanah pihak lain yang dijual kepada

* pihak lain pemilik tahah tersebut,

hasil bongkaran bangunan atau bangunan yang akan dibangun -
kembah atau
selain tanah dan/atau bangunan yang tidak memiliki bukti kepemilikan

.dengan nilai wajar paling tinggi Rp1.000.000 (satu juta rupiah) per unit.

Pasal 346

(1} Dalam rangka penjualan barang milik daerah dilakukan pemlaian untuk
mendapatkan nilai wa,]ar. _

' {2) Dikecualikan dari ketentuan sebagnimana dimaksud pada ayat {1) adalah

' bagi penjualan barang mﬂik daerah berupa tanah yang diperlukan untuk
pembangunan rumah susun sederhana, yang nilai jualnya ditetapkan oleh
Bupati berdasarkan perhitungan yang ditetapkan sesual ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 331 dan Pasal 332.
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(4) Penentuan nilai dalam rangka penjualan barang milik daerah secara lelang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 345 ayat (1) dilakukan dengan
memperhituhgkan faltor penyesuaian.

{5) Nilai ‘sebagaimana dimeksud pada ayat (4} merupakan limit/batasan
terendah yang disampaikan kepada Bupati, sebagai dasar penetapan nilai
limit. -, '

(6) Nilai limit/batasan terendah sebagaimana -dimaksud pada ayat (5) adalah

" harga minimal barang yang akan dilelang.

(7) Nilai Mmit sebaga.lmana dimaksud pada ayat (6) datetapkm oleh Bupati
selaku penjual

Pasal 347
(1) Barang mjlik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidek laku
dijual pada lelang pertama, dilalcukan lelang ulang sebanyak 1(satu) kali.

- {2) Pada pelaksanaan lelang ulang sebagaimana dimeksud pada ayat (1) dapat
dilakukan penilaian ulang.

(3) Dalam hal setelah pelaksansan lelang ulang, barang - milik daerah
sebagaimena dimaksud pada ayat (1) tidek laku dijual, Pengelola Barang
menindaklanjuti dengan penjualan tanpa lelang, tukar menukar; hibah,
penyertaan modal atau pemanfaatan.

(4) Pengelola Barang dapat melakukan kegiatan sebagaﬁnana dimaksud pada
ayat (3) atas barang milik daerah setelah mendapat persetujuan Bupati.

Pasal 348

(1) Barang milik daerah berupa selain tanah dan/atau bangunan yang tidak
laku dijual pada lelang pertama, dilakukan lela.ng ulang sebanyak 1 (satu)

kel - |

(2) Pelaksanaan lelang ulang sebagaimana dimaksud pade ayat (1} dapat
dilakukan penilalan ulang.

(3) Dalam hal setelah pelaksanaan lelang ulang sebegaimana dimaksud pada

"ayat {1) tidak laku dijusl, Pengelola Barang menindaklanjuti dengan
penjualan tanpa lelang, tukar menukar, hibah, atau penyertaan modal.

{4} Pengelola Barang dapat melakukan kcglatan sebagaimana dimaksud pada
~ ayat (3) atas barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan setelah
mendapat’ persetujuan Bupeti untuk masmg—masing kegiatan
bersangkutan
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(5) Dalam hal penjualén tanpa lelang, tuker menukar, hibah, atau penyertaan
modal, sebagaimana dimaksud pada ayat {3) tidak dapat dilaksanakan,
‘maka dapat dilakukan pemusnahan.

Pasal 349 |
(1) Hasil penjualan barang milik daerah wajib disetorkan seluruhnya ke
rekening Kas Umum Daerah. -
(2) Dalam hal barang milik daerah berada pada Badan Layanan Umum Daerah
maka: ) : ‘

a. Pendapatan daerah dari penjualan barang milik daerah dalam rangka
'penyelenggaraah pelayanan umum sesuai dengan tugas dan fungsi
Badan Layanan Umum Daerah merupakan penerimaan daerah yang
disetorkan seluruhnya ke rekening kas Badan Layanan Umum Daerah,

b. Pendapatan daerah dari pemualan barang milik daerah dalam rangke
selain penyelenggaraan tugas den fungsi Badan Layanan Umum Daerah
merupakan penerimaan daerah yang disetorkan seluruhnya ke rekening

. Kas Umum Daerah.

Paragraf Kedua
Objek Penjualan

Pasal 350

(1) Objek penjualan adalah barang milik daerah yang berada pada Pengelola
Barang /Pengguna Barang, meliputi:

a. tanah dan/atau bangunan; 3

b, selain tanah dan/atau banguan.

(2) Penjualan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan
persyaratan sebagai berikut:

a. mememihi persyaratan teknis: ,

b. memenuhi persyaratan ekonomis, yakni secara ekonomis lebih
menguntungkan bagi daerah apabila barang milik daerah dijual, karena
biaya operasional dan pemeliharaan barang lebih besar dari pada
manfaat  yang diperoleh; dan

c. memenuhi persyaratan yuridis, yakni barang mlllk daerah tidak
terdapat permasalahan hukum.
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(3) Syarat tekhia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a antara lain:

a.

bo

lokasi tanah dan/atau bangunan audah tidak sesuai dengan tata
ruang wﬂayah

lokasi dan/ atau luas tanah dan/atau bangunan tidak dap;at digunakan
dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan tugas
pemerintahan daerah;

tanah - kavling yang menurut awal perencansan pengadasnnya
diperuntukkan bagi pembangunan perumahan pegawali negeri
pemerintah daerah yang bersangkutan;

d. bangunan berdiri di atas tanah milik pihak lain; atau

barang milik daerah yang menganggur (idle) tidak dapat dilakukan
Penetapan status penggunaan atau pemanfaatan.

(4) Penjualan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ‘huruf b dilakukan dengan
| persyaratan sebagai berikut:

a.
bl

-memenuhi:persyaratan teknis:

memenuhi - persyaratan ekonomis, yakni secara ekonomis ' lebih
menguntungkan bagi pemerintah daerah apabila barang milik daerah
dijual, karena biaya operasional dan pemelﬂaaraan bs;rang lebihh besar
daripada manfaat yang diperoleh' dan

memenuhi persyaratan yuridis, yakni barang milik daerah tidak
terdapat permasalahan hukum. |

(3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a antara
: lain: S : '

b.

barang t:nilik deerah secara fisik tidak dapat digunakan karena rusak,
dan tidak ekonomis apabila diperbaiki;

barang milik daerah secera teknis tidak dapat dlgunakan lagi akibat
modernisasi; .
barang milik daerah tidak dapat djgunakan dan dimanfaatkan karena
mengalami perubshan dalam spesifikasi akibat penggunaan, seperti
terkikis, hangus, dan lain-lain sejenisnya; atau

barang milik daerah tidak dapat digunakan dan dimanfaatkan karena
mengalami pengurangan dalam timbangan/ukuran disebabkan
penggunaan atau susut dalam penyimpanan ateu pengangkutan.
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Pasal 351

Penjualan barang milik daerah berupa tanah kavling yang menurut awal

perencanaan pengadasnnya diperuntukkan bagi pembangunan perumahan

pegawai negeri pemerintah daerah yang bersangkutan sebagaimana dimaksud

- dalam Pasal 345 ayat (6) huruf b dilakukan dengan persyaratan:

a. pengajuan permohonan penjualan disertai dengan bukti perencanaan awal
yang menyatakan bahwa tanah tersebut akan digunakan untuk
pembangunan pemmahan pegawai negeri pemerintah daerah yang
bersangkutan; dan

- b. penjualan dilaksanakan langsung kepada masing-masing pegawai negeri

sipil pemerintah daerah yang bersangkutan yang ditetapkan oleh Bupati .

Pasal 352
{1) Penjualan barang milik daerah berupa kendaraan bermotor -dinas
operasional dapat dilaksanakan apabila telah memenuhi persyaratan, yakni
berusin paling singkat 7 (tujuh) tahun.
- (2) Usla 7 {tujuh) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
a. terhitung mulai tanggal, bulan, dan tahun perolehannya sesuai
dokumen kepemilikan, untuk perolehan dalam kondisi baru; atau
b. terhitutzg mulai tanggal, bulan, dan tahun pembuatannya sesuai
- dokumen kepemilikan, untuk perolehan tidak dalam kondisi baru.
(3) Dalam hal barang milik deerah berupa kendaraan bermotor rusak berat
- dengan sisa kondisi fisik setinggi-tingginya 30 % (tiga puluh persen}, maka
penjualan kendaraan bermotor dapat dilakukan sebelum berusia 7 (tujuh)
tehun. - | -
(4) Penjualan kendaraan bermotor dilakukan sebelum berusia 7 (tujuh) tahun
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan surat keterangan tertulis
dari ins@si yang berkompeten

Paragraf Ketiga
Tata Cara Penjualan Barang Milik Daerah
Pada Pengelola Barang

: Pasal 353 _
' Pelaksanaan pen,jualan barang milik deerah yang berada pade Pengelola
Barang dilakukan berdasarkan:
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a. Inisiatif Bupati; atau -
'b. Permohonan pihak lain.

| Pasal 354
(1) Penjualan ‘barang milik deerah pada Pengelola Barang diawali dengan
membuat perencanaah penjualan yang meliputi antara lain:
a. data barang milik daerah;
b. perﬂmbangan penjualan- dan
c. pertimbangan dari aspek telenis, ekonomis, dan yuridis oleh Pengelola
_ . Barang. L

{2) Pengelola Barang "mcﬁ?milpailmn usulan penjualan kepada Bupati disertai
perencanaan penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1}

: . Pasal 355

(1) Bups.tl melakukan peneht:an atas usulan penjualan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 354 ayat (2}.

(2) Dalam melakukan penehﬁan sebagaimana dimaksud pada a,yat (1}, Bupat
membentuk Tim untuk melakukan penelitian .

(3) Penelitian scbagaimana dimaksud pada ayat (2) mcliputi
a. penelitian data admi:ﬁatratif
b. penelitia.n fisik,

. Pasal 356
(1) Penelitian admimstrat:f sebagaimana dimaksud dalam Pasal 355 ayat {3)
huruf a dilakukan untuk meneliti:
a, status dan bukti kepemilikan, gambar situasi termasuk lokasi tanah,
luas, nilm perolehan tanah, dan data identitas barang, untuk data
. barang milik daerah berupa tanah;
b. tahun perolehan, jenis konstruksi, luas, nilai perolehan bangunan, nilai
buku, dan data identitas barang, untuk data barang milik daerah
‘ bempa bangunan; dan
¢. tahun perolehan, jumiah, nilai perolehan, nilai buku, dan data identitas
barang, untuk data barang milik daerah berupa gelain tanah dan/atau
bangunan
(2) Penelitian fistk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 355 ayat (3) hunf-b,
dilakukan dengan cara mencocokkan fisik barang milik daerah yang akan |



-165-

~ .dijual dengan data administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan {2) dituangkan
oleh Tim dalam Berita Acara Penelitian untuk selanjutnya disampaikan
" kepada Bupati melalui Pengelola Barang.

- oo ‘Pasal 357
{1) Berdasarkan Berita Acara Pencliian sebagaimane dimaksud dalam Pagal
356 ayat (3), Bupati melalui Pengelola Barang menugaskan Penilai untuk
_melakukan penilaian atas barang milik daersh yang akan dijual.
(2) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada asyat (1) dijadikan sebagai
dasar penetapan nilai limit penjualan barang milik daerah,

: Pasel 358

(1) Pengelola Barang mengajukan permohonan persetujuan penjualan barang
milik daerah kepada Bupati.

(2) Apabila pen,jualan barang milik da.erah sebagaimana dimaksud pada ayat
{1} memerlukan persetujuan DPRD, Bupati terlebih dahulu mengaJukan
pennohonan persetujuan penjualan kepade DPRD.

(3) Penga,juan permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilakukan terhadap:

a. tanah dan/atau bangunan sebsgaimana dimaksud dalam Pasal 337
ayat (1] hurufa;

b. selain tanah dan/atau banguna.n sebagaimana dimaksud dalam Pasal
337 ayat (1) huruf b.

'(4) Apabila persetujuan Bupat! sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau
-.pérsetujuan DPRD sebagaimana dimeksud pada ayat (2) melebihki batas
waktu hasil penilaian, make sebelum dilakukan penjuslan terlebih dahulu
harus dilakukan penﬂman ulang.

(5) Hasii penilaian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) , Bupati tidak
periu mengajukan permohonan baru persetujuan penjualan barang milik

 daerah kepada DPRD. ‘

{6) Bupati melaporkan hasil penilaian ulang sebagaimane dimaksud pada ayat

(5) kepada DPRD.

o ~ Pasal 359
(1) Bupati menetapkan barang milik daerah yang akan dijual berdasarkan
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“hasil penelitian j'a.ng dituangkan dalam Berita Acara Penelitian
~sebagaimana dimaksud dalam Pasal 356 ayat (3) dan persetujuan

sebagaimana dimeksud dalam 358 ayat (1) dan ayat (2).
Keputusan penjualan aebaga:mana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit

- memuat:

(1)

(@)

(3}

a. data barang milik daerah yang akan dijual; !
b. nilai perolehan dan/atau nilai buku barang milik daerah; dan
c. nilai limit penjualan dari barang milik daerah.

‘Pasal 360
Apabila keputusan penjualan oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 359 ayat (1) merupakan penjualan barang milik daerah yang

dilakukan secara lelang, Pengelola Barang mengajukan permintaan
penjualan’ barang milik daerah dengan cara lelang kepada Kantor

‘Pelayanan Kekayaa.n Negara dan Lelang.

Apabila keputusanlpenjualan oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 359 ayat (1) merupaken penjualan barang milik daerah yang

dilakukan tanpa lelang, Pengelola Barang melakukan penjualan barang

milik daerah secara langsung kepada calon pembeli,

Penjualan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan

ayat (2) dilakukan serah terima barang berdasarkan:

'a. Risalah lelang, apabila penjualan barang milik daerah dilakukan secara
lelang; dan S

b, Akta 311&1 beli, apabila penjualan barang milik daerah dilakukan tanpa
lelang.

Pasal 361

(1) Serah terima barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 360 ayat (3)

dxmangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST).

(2) Berdasarkan Berita, Acara. Serah Terima (BAST) sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), Pengelola Barang mengajukan usulan penghapusan barang
milik daerah kepada Bupati.
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. Paragraf Keempat
Tata Cara Penjualan Barang Milik Daerah
Pada Pengguna Barang

: Pasal 362

(1) Pcnjua.lan barang milik daerah pada Pengguna Barang diawali dengan

menylapkan pcnnohonan penj ualan, antara lain:

a. data bamng milik daerah; -

b. partimbangan penjualan; dan

c. Pertimbangan dari aspek teknis, ekonomis, dan yuridis oleh Pengguna
Barang. ; : _

(2) Pengguna Barang melalui - Pengelola Barang menggjikan usulan
permohonan’ penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1} kepada
Bupati. ‘ :

(3) Tata cara penjualan barang milik daerah pada Pengelola Barang

' sebagaimana dimaksud dalam Pasal 355 sampai dengan Pasal 360 berlaku
mutatis dan mutandis pada tata cara penjualan barang milik daerah pada
Pengguna Barang. | :

: _ Pasal 363

. (1) Serah tenma ba.rang penjua]an barang milik daerah pada Pengguna Barang
dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST).

(2) Berdasarkén. Berita Acara Serﬁh Terima sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Pengguna Barang mengajukan usulan penghapusan barang milik
daerah kepada Pengelola Barang.

Paragraf Kelima
“Tata Cara Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas

Kepada Pejabat Negara, Mantan Pejabat Negara_. :

- Pasal 364 |
Sjarat kendaiaﬁn perorangan dinas yang depat dijual tanpa melalui lelang
kepada pejabat negara dan mantan pejabat negara, adalah:
" a. telah bemaia paling singkat 4 (empat) tahun:
1. terhitung mulai tanggal, bulan, tahun perolehannya, untuk
pero‘leha.n dalam kondisi baru; atau
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2, terhiitung mulai tanggal, bulan, tashun pembuatannya, untuk
perolghan selain tersebut pada angka 1.
b. sudah tidak digunakan lagi untuk pelaksanaan tugas.

: Pasal 365 '
(1} Kendaraan perorangan dinas dapat dijuel tanpa melalui lelang kepada:
a. pejabat negara;
" b. mantan ﬁcjabat negara.
(2) Pejabat Negara sebagaimana dimaksud pada ayat {1} huruf a, yaitu:
a. Bupati;
'b. Wakil Bupati.
(3) Mantan Pejabat Negara, sebaga.imana dimaksud pada ayat {1) huruf b ,
' yaitu: : :
a. Mantan Bupati;
b. Mantan Wakil Bupati,

o Peeal 366

(1) Syarat Pejabfat_ Negara yang dapat membeli kendaraan perorangan dinas
tanpa melqlﬁi lelang adalah:

a. telah memiliki masa kerja atau masa pengabdian selama 4 (empat)
tahun Ea{:xa!.l.l, lebih secara berturut-turut, terhitung mulai tanggal
ditetapkan menijadi Pejabat Negara;

b. tidak sedang atau tidak perneh dituntut tindak pidana dengan
ancaman hukuman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

(2) Secara berl:urut-turut sebagaimeana dimeksud pada ayat (1) huruf a adalah -
secara berkelanjutan menjalani masa jabatan pada instansi yang sama
stau pada instansi yang berbeda.

ﬁ P
Pasal 367

(1) Pejabat Negara mengqjukan permohonan penjualan kendaraan perorangan
dinas pada tahun terakhir periode jabatan Pejabat Negara.

(2) Tahun terakhir periode jabatan Pejabat Negara sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) adalah tahun terakhir pada periode jabatan Pejabat Negara
sesuai deﬁgah ketentuan peraturan perundang-undangan.
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(3) Kendaraa.n';' perorangan dinas yang dijual tanpa melalui lelang paling
banyak 1 {satu) unit kendaraan bagi 1 (satu) orang Pejabat Negara, untuk
‘tiap penjualan yang dilakukan,

: Pasal 368
(1) Mantan Pe_;abat Negara yang dapat membeli kendaraan perorangan dinas
tanpa melalm Ieiang memenuhi persyaratan:

a. telah memﬂikl masa kerja atau masa pengabdian selama 4 (empat)
tahun atau lebih secara berturut—turut terh:tung mulai tanggal
dltetapkan menjadi Pejab&t Negara sampat dengan berakhim}'a masa

_ Jjabatan; :

b.. belum pernah membeli kendaraan perorangan dinas tanpa melalui
lelang pada saat yang bersangkutan menjabat sebagai Pejabat Negara;

- ¢, tidak sedang atau tidak pernah dituntut tindak pidana dengan
ancaman hukuman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun; dan

d. tidak diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya.

(2) Secara berturut-turut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah
secara berkelanjutan menjalani masa jabatan pada instansi yang sama
~ atau pada mstansz yang berbeda. -

- " Pasal 369
(1) Kendaraan perorangan . dinas yang dijual tanpa melalui lelang kepada
mantan Pe;abat Negam palmg banyak 1 (satu) unit kendaraan bagi 1 (satu) _
otrang mantan Pejabat Negara, untuk tiap penjualan yang dilakukan.
(2) Mantan Pejabat Negara mengajukan -permohonan Penjualan kendaraan
pemrangan ‘dinas paling lama 1 (satu) tahun sejak berakhirnya masa
. jebatan Pejabat Negara yang bersangkutan.

Pasal 370
Pengguna Barang menentukan harga jual kendaraan perorangan dinas yang
dijual kepada Pejabat Negara/mantan Pejabat Negara yang dilakukan tanpa
" melalui lelang dengan ketentuan sebagai berikut:
a. kendaraan dengan umur 4 (empat) tahun sampai dengan 7 {tujuh) tahun,
harge Jualnya adalah 40% (empat puluh persen) dari nilai wajar kendaraan;
b. kendaraan dengan umur lebih dari 7 (tujuh) tahun, harga jualnya adalah
20% (dua puluh persen) dari nilai wajar kendaraan.
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, . Pasal 371

Pembayaran afas ﬁenjualan ‘barang milik daerah berupa kendarsan

perorangan dinas tanpa lelang dilakukan dengan pembayaran aekaligua, bagi
Pejabat Negaraf mantan Pejabat Negara;

Pasal 372
Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 371 dilakukan melalui
© penyetoran ke rekening Kas Umum Daerah paling lama 1. (satu} bulan
terhitung sejak ta.nggal berlakunya surat persetujuan penjualan.

Pasal 373
Apab:la pembayaran atas penjuelan kendaraan perorangan dinas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 372 belum lunas dibayar, meka:
a. kendaraen tersebut masih berstatus sebagai barang milik daerah;
b, kendaraan _tgrsebut tetap digunakan untuk keperiuan dinas;
¢. blaya perbﬁikan/ pemeliharaan menjadi tanggung jawab Pejabat
Negara/mantan Pejabat Negara; dan
. d, kendaraan tersebut dilarang untuk dipindahtangankan, disewakan,
dipinjamkan, atau dijaminkan kepada pihak lain.

. Pasal 374
_(11 Pejabat Negara dan mantan Pejabat yang tidak memenuhi syarat
sebaga.ima.na dimaksud dalam Pasal 371, Pasal 372, dan Pasal 373,
dieabut haknya untuk membeli kendarasn perorangan dinas.
(2) Kendaraan perorangan dinas yang batal dibeli oieh Pejatmt Negara/mantan
‘Pejabat Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan kemnbali
untuk pelaksanaan tugas.

Pasal 375
(1) Biaya yang telah dﬂceluarkan oleh pemerintah daerah untuk perbaikan
‘kendarasn perorangan dinas yang akan dibeli dalam jangka waktu 1 (satu)
tahun sebelum adanya persetujuan penjua.lan, menjadi tanggungan Pejabat
Negara ya.ng membeli kendaraan perorangan dinas tersebut dan harus
dibayar sebagm tambahan harga jual sebagaimana dimaksud dalam Pasal
370.



-171 -

(2) Biaya yang telsh dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk perbaikan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah biaya selain pemeliharaan
rutin atas kendaraan perorangan dinas.

Pasal 376
(1) Pejabat Negara yang pernsh membeli kendaraan perorangan dinas, dapat
membeli lagi 1 (satu) unit kendaraan perorangan dinas tanpa melalui lelang
setelah jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak pembelian yang pertama.
(2} Pembelian kemball atas kendaraan perorangan dinas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang Pejabat Negara tersebut
‘masih aktif sebagai Pejabat Negara secara berkelanjutan.

Pasal 377
(1) Penjualan kendaraan perorangen dinas yang dijual tanpa melelui lelang-
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 364, diawsli dengan pengajuan
- permohonan penjualen oleh: ,
a. Pejabat Negera, pada tahun terakhir periode jabatan Pejabat Negara;
b, Mantan Pejabat Negara, pahng lama 1 (satu) tahun sejak berakhirnya
~ masa Jabata.n Pejabat Negara yang bersangkutan;
(2) Pengajuan permohonan sehagmmana dimaksud pada ayat (1) disampaikan
oleh: : :
a. Pejabat Negara kepada Pengguna Barang; dan
. b. Mantan _l?e,;aba.t Negara kepada Bupati.
(3) Surat Pe:rm.ohonan' sebagaimana dimaksud pade ayat (2) memuat antara
a. deta pﬁbédi, berupa nama, jabatan, alamat, dan tempat/tanggal lahir;
den |
b. alasan permohonan pembcliaxi kendaraan perorangan dinas.

Pasal 378
{1) Surat Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 377 a,yat (3)
dilampiri dokumen pendukung. |
(2) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat {1) bagi Pejabat
Negara/mantan pejabat negara, antara lain:
a. fotokopi surat keputusan pengangkatan bagi Pejabat Negara atau surat
keputusan pemberhentian bagi mantan Pejabat Negara;
b. fotokopi kartu identitas;
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.¢. surat pernyataan yang menyatakan belum pernah membeli atau pernah

‘membeli kendaraan .perorangan dinas tanpa lelang setelah jangke
waktu 10 {sepuluh) tahun sejak pembelian pertama bagi Pejabat
Negara; ° |

d. dalam. hal Pejabat Negara mengajukan pembelian kembali kendaraan
peroraiigén dinas tanpa lelang, dilampirkan fotokopi surat keputusan
pengangkatan mem'ddi Pejabat Negara secara berkelanjutan dengan
jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak pembelian pertama kendaraan
perorangém dinas sebagaimana dimaksud pada huruf c;

e. surat pernyataan yang menyatakan belum pernah membeli kendaraan
perorangan dinas tanpa melalui lelang pada saat yang bersangkutan
menj adi Pejabat Negara bagi mantan Pejabat Negara; dan .

f. surat pei‘nyataan yang menyafakan tidek sedang atau tidak pernah
dituntut “ndak pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara
paling smgkat 5 (lima) tahun.

Pagal 379

Berdaaarkan Surat Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 377

ayat (3), Pengguna Barang melakuka.n persiapan permohonan penjualan,

antara lain: .

g, data adn-umstram kendaraan perorangan dinas; dan

b, penjelasan dan perhmbangan penjualan kendaraan perorangan dinas
tanpa melalui lelang.

Dalam hat persiapan permohonan penjualan sebagaimana dimaksud pada

avat {1) telah selesai, Pengguna Barang melalui Pengelola Barang

mengajukan usulan penjualan kepada Bupati selaku pemegang kekuasaan
pengelolaan barang milik daerah disertai:

a. fotokopi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB);

b. fotokopx Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK):

c. surat permohonan dan dokumen pendulkung sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 378 ayat (2);

d. rincian biaya yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk
perbaikan kendaraan pei-omngan dinas yang akan dibeli dalam jangke
waktu 1 (aatu) tahun sebelum adanya persetujuan penjualan; dan

e. surat pemyataan dari pengguna barang bahwa sudah ada kendaraan

pengganti.
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(3) Bupati melakukan penelitian atas usulan permchonan penjualan
sebagaima:fxg dimaksud pada ayat (2).

{4) Dalam melﬁl;:ukan'lpenelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3}, Bupati
membentuk Tim untuk:

a. melakukan penelitian kelayakan alasan dan pert:mbangan permohonan
penjuaian barang milik daerah :

b. melakukan penelitian fisik, dengan cara mencocokkan fistk kendaraan
perorangan dinas yang akan dijual dengan data administratif.

' (5) Hasil penelitian sebagpimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam
berita acara hasil penelitian untuk selanjutnya diaampaﬁ:an kepada Bupati
melalui Pengelola Barang, -

(6) Bupati melalui Pengelola Barang menugaskan Penilai untuk melakukan
penilaian a_tas kendaraan perorangan dinas yang akan dijual.

(7) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dijadikan sebagai
dasar penetapan nilai limit penjualan barang milik daerah.

o Pasal 380

{1) Pengelola 'Barang mengajukan permohonan persetujuan penjualan
berdasarkan hasil penelitian dan penilaian sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 379 .fiyat {5} dan ayat (7) kepada Bupati sesuai batas kewenangannya.

(2) Apabila pei‘a:etujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melebihi
batas waktu hasil penilaian, maka sebelum dilakukan penjualan terlebih
dahulu harus dilakukan penilaian ulang.

(3) Bupati menyetujui dan menetapkan kendaraan perorangan dinas yang
akan . dijual berdasarkan hasil penelitian dan penilajan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2}, paling sedikit memuat:

a. data kendaraa.n perorangan dinas, :

b. nilai perolehan

c. milai buku;

d. harga jual kendaraan perorangan dinas; dan

e. rincian biaya yang telah dikeluarkan pemerintah daerah untuk
perbaﬂcan kendaraan perorangan dinas yang akan dibeli dalam jangka

 waktu 1 (satu) teshun sebelum adanya persetujuan penjualan

sebagauna.na dimaksud dalam Pasal 375 ayat (1).

(4) Dalam hal Bupati tidak menyetu,]m peruualan ‘kendaraan perorangan dinas
tanpa melalui lelang Bupati memberitahukan secara tertulis kepada
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pemohon melalul Pengelola Barang,

(S} Berdasa.rkan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pengelola
Bara.ng melakukan penjualan kendaraan perorangan dinas kepada Pejabat
Negara/mantan Pejabat Negara.

- Paseal 381

{1) Pejabat Negara melakukan pembayaran ke Kas Umum Daerah, terdiri dari:

a. pembehan kendaraan perorangan dinas sesuai harga jual kendaraan
perorangan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 370; dan

b. biaya yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk perbaiken
kendaréan perorangan dinas yang akan dibeli dalam jangka waktu 1
(satu) tahun sebelum adanya persetujuan penjualan sebagaimana
dimakstud dalam Pasal 375 ayat (1},

(2) Mantan Pejabat Negara melakukan pembayaran ke Kas Umum Daerah
sesuai harga jual kendaraan perorangan dinas sebagmmana dimaksud
dalam Pasal 370

(3} Serah terima barang dﬂaksanakan setelah lunas dibayar yang dibuktikan
dengan surat keterangan pelunasan pembayaran dari Pengelola
Barang/ Pengguna Barang, -

{4} Pengelola Barang/Pengguna Barang mengauukan usulan penghapusan
barang mil:k daerah sebagai tindak lanjut serah terima barang
sebagajmana dunaksud pada ayat (4). :

(5) Pengelola Bara.ng dan Pengguna Barang melakukan pengawasan dan

pengendalian pelaksandan penjualan dan. penghapusan kendaraan

perorangan dinas sesuai ‘tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang—undangan

' (6] Kendaraan perorangan dinas yang tidak dilakukan penjualan dengan

- meka.niame sebaga.tma.na diatur dalam Pasal 365 serta tidak digunakan

untuk penyeienggaraan tugas dapat dilakukan penjualan secara 1ela.ng

- Bagian Keempat -
Tukar Menukar
Paragre_:l‘ Kesatu

H'insip Umum

- ' Pasal 382 .
(1} Tukar menukar barang milik daerah dﬂaksanakan dengan perhmbangan



a,

-175-

untuk :'memenuhi kebutuhan operasional penyelenggaraan
pemerintahan;

b. untuk optima.lisasi bara.ng milik daerah; dan

c.

tidak tersedia dana dalam APBD.

* (2) Tukar menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempuh apabila
pemerintah daerah tidak dapat menyediakan taneh dan/atau bangunan
pengganti.

- {3) Selain pertimbanga.n sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tukar menukar
" dapat dilakukan:

a.

apabila barang milikk daerah berupa tanah dan/atau bangunan sudah
tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota;-

b. guna menyatukan barang milik daerah yang lokasinya terpencar;

dalam :rangka pelaksanaan rencana  strategis  pemerintah
pusatfpemerintah daerah;

guna mendapatkan/membeﬁkan akses jalan, apabila objek tukar
menukar adalah barang milik daerah berupa tansh dan/atau
bangunan, dan/atau

telah k_etinggalan teknologi sesuai kebutuhan, kondisi, atau ketentuan
peraturan perundang-undangan, apabila objek tukar menukar adalah
barang milik dacrah selain tanah dan/atau bangunan.

(4) Tukar menukar barang milik daerah dapat dilakukan dengan pihak:

a,

Pemerintah Pusat;

b. Pemerintah Daerah lainnya;

d.

e,

Badan Usaha Milik Negara/Daerah atau badan hukum milik
pemennt_ah lainnya yang dimiliki negara;

Pemeﬁntah Desa; atau

Swasta} |

(5) Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e adalah pihak swasta,
baik yang berbentuk badan hukum maupun perorangan.

Pasal 383

(1) Tukar menukar barang milik daerah dapat berupa:

a.
b

cl

tanah dan Jatau bangunan yang telah diserahkan kepada Bupati;
tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengguna Barang; dan
selain tanah dan/atau bangunan.

(2) Tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengguna Barang
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aebagaimana dimakaud pada ayat (1) huruf b antara lain tanah dan/atau
bangunan - yang masih dipergunakan untuk penyelenggaraan tugas dan
fungsi Pengguna Barang, tetapi tidak sesuai dengan tata ruang wilayah
atau penataan kota,

(38) Tukar menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh
PengelolaBamng

' Paaa] 384
Tukar menukar dﬂaksanakan 881:&1&11 dilakukan kajian berdasarkan:
a. aspek teknis, antara lain; _
1. kebutuhan Pengelola Barang /Pengguna Barang; dan
2. spesifikasi barang yang dibutuhkan;
b. aspek ekonomis, antara lain kajian terhadap nilal barang milik daerah
yang dilepas dan nilai barang pengganti;
c. aspek yuridis, antara lain: -
1. tata ruang wilayah dan penataan kota; dan
2. bukti kepemilikan.

Pasal 385
Berdasarkan kapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 384 terhadap barang
milik daerah bcrupa tanah dan/atau bangunan, Bupati dapat memberikan
alternatif bentuk lain’ pengelolaan barang milik "daerah atas permchonan
persetujuan tukar menukm' yang diusulkan oleh Pengelola Barang/Pengguna
Barang. Lo

Pasal 386
(1) Barang penggant: tukar menukar dapat berupa:
a. barang sejenis; dan/atau
b. barang tidak sefenis, -
| (2) Barang pengganﬂ utama tukar menukar barang milik daerah berupa
tanah, harus berupa:
a. tana_h; {atau
b. tanah dan bangunan,
(3) Barang pengganti utama tukar menukar barang milik daerah berupa
bangunan, dapat berupa. '
a. tanah;
‘b, tanah dan bangunan;
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c. bangurian; dan/atau
d. seclain tanah dan/atau bangunan.

(4) Barang pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus
berada dalam kondisi siap digunakan pada tanggal penandatanganan
perjamian tukar menukar atau Berita Acara Serah Terima (BAST).

Pasal 387

(1) Nilai barang pengganti atas tukar menukar paling sedikit seimbang dengan
nilai wajar barang milik daerah yang dilepas.

(2} Apabila nilai barang pengganti lebih kecil daripada nilai wajar barang milik
daerah yang dilepas, mitra tukar menukar wajib menyetorkan ke rekening
Kas Umum Daerah _atas sejumlah selisih nilai antare nilai wajar barang

. milik daerah yang dilepas dengan nilai barang penggant.

(3) Penyetoran selisth nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan
paling lambat 2 {dua) hari kelja sebelum Berita Acara Serah Terima (BAST)
d:tandatangam.

(4) Selisih nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3] dituangkan
dalam pexjanjian tukar menukar

Pasal 388
(1) Apabila pelaksa.naan tukar menukar menghamskan mitra tukar menukar
C mgmbangun ‘bangunan barang pengganti, mitra tukar menukar menunjuk
konsultan :pengaw_as dengan persetujuan Bupati  berdasarkan
pertimbangan dari Perangkat Daerah terkait.
(2) Konsultan pengawas sebagaimana dimaksud pada syat (1} merupakan
badan hukum yang bergerak di bidang pengawasan konstruksi.
(3) Biaya konsultan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi
tanggung ja@ab mitra tukar menukar.
o Pasal 389
Tukar menukar dilaksanakan oleh pengelola baranig setelah mendapat
| persetujuan Bupati sesuai dengan kewenangannya.

Paragraf Kedua
Tata Cara Pelaksanaan Tukar Menukar Barang Milik Daerah
Pada Pengelola Barang

: Pasal 390
- Pelgksanaan tukar menukar barang milik daerah yang berada pada Pengelola
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Barang dllakukan berdasarkan:

a.
b.

(1)

&)

@)

(4)

kebutuhan dari Pengelola Barang untuk melakukan tukar menukar; atau

permohonan tukar menuker dari pihak sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 382 ayat (4).

Pasal 391

Pelakaanaan tukar menukar barang milik daerah yang didasarkan pada

kebutuhan pengelola barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 390

hutuf a, diawali dengan pembentukan Tim oleh Bupati untuk melakukan

penelitian mengenai kemungkinan melaksanakan tukar menukar yang

didasarkan pada pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 382

ayat (1) dan ayat (3).

Penelitian sébagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. penelitian kelayakan tukar menukar, baik dari aspek teknis, ekonomis,
mgupu#' yuridis; |

b. penelititm data administratif; dan

C. penelitla.n fisik.

Penelitian admnnstratti' sebagannana dimaksud pada ayat (2} buruf b

dilakukan untuk meneliti:

a, status penggunaan dan bukt kepemilikan, gambar situasi termasuk
lokasi tanah, luas, peruntukan, kode barang, kode register, nama
barang, dan nilai perolehan, untuk data barang milik daerah berupa
tanah; | |

b. tahun peinbuatan, kode barang, kode register, nama barang, konstruksi
bangunan, Iuas, status kepemilikan, lokasi, nilai perolehan, dan mnilai
buku, untuk data baréng milik daerah berupa bangunan;

¢, tahun perolehan kode barang, kode register, nama barang, jumlah,
nilat perolehan, mlax buku, kondisi barang, dan bukti kepemilikan

' kendaraa.n untuk data barang milik daerah berupa selain tanah
dan/atau bangunan

Penelitian fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2} huruf ¢ dilakukan

dengan cara mencocokkan fisik barang milik daerah yang akan ditukarkan

. dengan data. administratif sebagaimana dimeksud pada ayat (3).

8

Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) dituangkan
dalam benta acara penelitian.
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(6) Tim menyampaikan berita acara hasil penelitian sebagaimanh dimaksud
pada ayat (5) kepada Bupati untuk penetapan barang milik daerah men;am
objek tukar menukar

Pasal 392

(1) Berdasarkan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 391 ayat ),
Pengelola Barang menyusun rincian rencana barang pengganti sebagai
berikut:

a. tanah meliputi luas dan lokasi yang peruntukannya sesuai dengan tata
ruang wﬂa,yah

h, banguna.n ‘meliputi: Jenia, Iuas, dan konstruksx banguna.n serta sarana
dan prasarana penunjang; ' :

c. selain tanah dan bangunan meliputi jumlah, jenis barang, kondisi
barang dan spesifikasi barang.

(2) Pengelola Barang melakulan penilaian sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 331 dan Pasal 332 terhadap barang milik daerah yang akan
ditukarkan dan barang pengganti. '

(3) Hasit Penilajan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) d;sa.mpa.tkan
Pengelola Barang kepada Bupati,

Pasal 393
(1) Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dnnaksud dalam Pasal 392 ayat
{3), Bupati ;nelakukan penetapan mitra tukar menukar.
(2) Bupati menerbitkan keputusan tukar menukar paling sedikit memuat:
a. mitra tukar menukar;
b. barang milik daerah yang akan dilepas;

- ¢. nilai wajar barang milik daerah yang akan dilepas yang masih berlaku

| pada tanggal keputusan diterbitkan; dan

- d. rincian réncana barang pengganti.

(3) Pengelola Barang mengajukan permohonan persetujuan tukar menukar
kepada Bupatl.

(4) Dalam hal tulcar menukar memerlukan persetujuan DPRD, Bupati terlcpih
dahulu mengajukan permohonan persetujuan tukar menukar kepada
DPRD. .

(5) Berdasarkan surat persetujuan tukar menukar scbagaimana dimaksud
pada ayat (3) dan ayat (4), Bupati dan mitra tukar menukar
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menandatangani pmjanjian tukar menukar.

Setelah menandatangani pegjanjian tukar menukar sebagaimana dimaksud

pada ayat (5), mitra tukar menuksr melaksanalkan:

a. pekerjaan pembangunah/pengadaan barang pengganti sesuai dengan
pelja.njiaﬁ tukar menukar, untuk tukar menukar atas barang milik
daerah berupa tanah dan/atau bangunan.

. pekerjaan melaksanakan peket;gaan pengadaan barang pengganti
sesuai | dengan perjanjian tukar menukar termasuk menyelesaikan
pengurusan dokumen administratif yang diperlukan, tukar menukar
atas barang milik daerah berupa selain tanah dan/ateu bangunan.

b ' Pasal 304
Bupati mémbentuk Tim untuk melakukan monitoring pelaksanaan
pengadaan/ pembangunan barang pengganti berdasarkan Ilaporan
konsuitan pengawas dan penelitian lapangan.
Sebelum dilakukan penyerahan barang milik daerah yang dilepas,
Pengelola Barang melakukan penilaian sebagaimana dimakeud dalam Pasal
331 dan Pasal 332 terhadap kesesuaian barang penggant sesuai dengan
yang tertuang dalam perjanjian tukar menukar.
Dalam- hal hasil penilaian sebagaimana tersebut pada ayat (2)
menunjukkan bahwa terdapat ketidaksesuian spesifikasi dan/atau jumiah
barang pengganti dengan perjanjian tukar menukar, mitra tukar menukar
berkewajiban melengkapi/memperbaﬂu ketidaksesuai tersebut.
Dalam hal kewaj iban mitra tukar menukar untuk melengkapi/memperbaiki
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dipenuhi, maka mitra
tukar menukar berkewajiban untuk menyetorkan selisih nilai barang milik
daerah dengan barang pengga.nh ke rekening Kas Umum Daerah.
Bupati ‘membentuk Tim untuk melakukan penelitian kelengkapan
dokumen barang pengganti, antara lain bukti kepemilikan, serta
menylapkan Berita Acara Serah Terima (BAST) untuk ditandatangani oleh
Pengelola Barang dan mxtra tukar menukar.

Pasal 395
Berdasarkan pctjanjian Tukar Menukar sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 393 ayat (5) Pengelola Barang melakukan serah terima barang, yang
dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST).
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Berdasarkan Benta Acara Serah Tenma [BAST) sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Pengelola Barang mengajukan usulan penghapusan barang
milik daerah yang dilepas dari daftar barang Pengelola kepada Bupati serta
Pengelola Barang mencatat dan mengajukan permohonan penetapan
status penggunaan terhadap barang pengganti sebagai barang milik
daerah. - .

Pasal 396
Pelaksanaan tukar menukar barang milik daerah yang didasarksn pada
permohonan dari pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 390 huruf b,
diawali dengan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati.
Permohonan aebagmmana dlmaksud ‘pada ayat (1) disertai data pendukung
berupa ' -
a. nncian_peruntukan;
b. jenis/spesifikasi;
c. lnkasi/data teknis;
d. perlqraan nilai barang penggantl dan
e. hal lain yang diperlukan :
Pelaksanaan tukar menukar barang milik daerah yang d:dasarkan pada
kebutuhan Pengelola. Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 391
sampai dengan Pasal 395 berlaku mutatis mutandis pada Pelaksanasan
tukar menukar barang milik daerah yang didasarkan pada permohonan

* dari pihak sebageaimana dimaksud dalam Pasal 382 ayat (4).

(1)

Paragraf Ketiga
Tata _Cara Pelaksanaan Tukar Menukar
' Pada Pengguna Barang

Pasal 397
Pengguna Ba.rang mengajukan permohonan persetujuan tukar menukar
kepada Bupati melalui Pengelola Barang, dengan disertai:
a. penjelasan/pernmbangan tukar menukar;
b. surat pernyataan atas perlunya dilaksanakan tukar menuka.r yang
ditandatangani oleh Pengguna Barang;
¢. Peraturan daerah mengenai tata ruang wilayah atau penataan kota;
d. data administratif barang milik daerah yang dilepas; dan
e. rincian rencana kebutuhan barang pengganti.
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Data administratif barang milik daerah yang dilepas sebagaimana

dimaksud pada-ayﬁt (1) huruf d, diantaranya;h '

a. status penggunaan dan bukt kepemilikan, gambar situasi termasuk
lokasi tanah, luas, kade barang, kode register, nama barang, dan nilai
perolehan, untuk barang milik daerah berupa tanah; |

b. tahun pembuata.n kode barang, kode register, nama barang, konstruksi

‘ bangunan, Iuas, ‘status kepemilikan, nilai perolehan, dan nilai buku,
untuk barang milik daerah berupa bangunan; '

c. tahun perolehan, kode barang, kode register, nama barang, jumlah,
nilai perolehan, nilai buku, kondisi barang, dan bukti kepemiliken
kendaraan untuk barang milik daerah herupa selain tanah dan/atau
bangunan _

Rincian rencana kebutuhan barang pengganti sebagaimana dimaksud

pada ayat fl) huruf e, meliputi: :

a. luas dan lokasi yang peruntukannya sesuai dengan tata ruang wilayah,
untuk barang milik daerah berupa tanah;

b. jenis, luas, dan rencana konstruksi bangunan, serta sarana dan
prasarana penunjang, untuk barang milik daerah berupa bangunan;
dan/atau

¢. jumlah, jenis barang, kondisi barang dan spesifikasi barang untuk
barang milik daerah berupa selain tanah dan/atau bangunan.

Pelaksanaan tukar menukar barang milik daerah pada Pengelola Barang

' se'bagaimaha dimaksud dalam Pasal 391 sampai dengan 'Pasa_l 395 ayat (1)

berlaku mutatis mutandis pada pelaksanaan tukar menukar barang milik

- daerah pada Pengguna Barang.

(5)

Berdaaarkan Berita Acara Serah Terima (BAST), Pengguna Barang
mengajukéni usulan penghapusan barang milik daerah yang dilepas dari
Daftar Barang Pengguna kepada Pengelola Barang serta Pengguna Barang
mencatat dan mengajukan permohonan penetapan status penggunaan
terhadap barang pengéanﬁ sebagai barang milik daerah.

_ _ Paragraf Keempat
' Perjanjian dan Berita Acara Serah Terima

Pasal 398

(1) Tukar menukar dituangkan dalam perjanjian.
(2) Perjanjian sekurang-kurangnya memuat:
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identitas 'pihak; :

Jenis dan nilai barang mihk daerah;

spesifi ikasi barang pengganti; |

klausal bahwa dokumen kepemilikan barang pengganti diataanamaka.n

pemenntah daerah;

jangka waktu penyerahan ob_]ek tukar menukar;

hak dan kewajiban para p;ha.k,

ketentuan dalam hat terjadi kahar (force majeure);

sanksi; dan
i, penyelesaian perselisihan

(3) Perjanjian tukar menukar. dltandatangam oleh mitra tukar menukar
dengan Bupatl

P o p

L L
L]

| Pasal 399

(1) Penyera.hah barang milik daerah dan barang pengganti dituangkan dalam
Berita Acara Serah Terima [BAST) sebammlana dimaksud dalam Pasal 395
ayat (1) . -

(2) Berita Acara Serah Terima (BAST) sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditandatangani oleh mitra tukar menukar dan Pengelola Barang.

(3} Penandatanganan .Berita Acara sebaga.lmana dimaksud pada ayat (2)
dilakukan paling lambat 1 [aatu) bulan eetelah tanggal penandatanganan
perjanjian tukar menukar untuk barang pengganti yang telah aiap_
digunakan pada tanggal perjanjian tukar menukar ditandatangani.

(4) Penandatanganan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

* dilakukan paling lama 2 (dua) tahun setelah tanggal penandatanganan
perjanjian ;' tukar ‘menukar untuk barang ' pengganti yang belum siap
digunakan pada tanggal perjanjian tukar menukar ditandatangani.

{5) Penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) hanya dapat
dllakukan; dalam hal mitra tukar menukar telah memenuhi seluruh
ketentuan dan seluruh klausul yang tercantum dealam perjanjian tukar
menukar

L Pasal 400
Bupati berwenang membatalkan perjanjian Tukar Menukar secara sepihak
dalam hal Berita Acara Serah Terima (BAST) tidak ditandatangani sampai,
dengan batas waktu sebagaimana dmaksud dalam Pasal 399 ayat (3) dan ayat

(4).
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' 'Ba.gia.n Kelima
Hibah

o ';Pél;agraf Kesatu
Prinsip Umum

Pasal 401
Hibah ba.rang milik daerah dilakuken dengan pertimbangan untuk
kepentingan
sosial;
budaya;
1 san .
kcman{léiaan;
pendidikan yang bersifat non komersial;
penyelenggaraan pemerintahan pusat/pemerintahan daerah.
Penyelenggaraan pemerintahan puaat)daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf f adalah termasuk hubungan antar negara, hubungan antara
pemerintah pusat dan pemerintah daerah hubungan antara penntah
daerah dengan maayamkat/lembaga internasional, dan pelaksanaan
kegiatan yang menunjang penyelenggaraan tugas dan fungm pemerintah
pusat atau pemenntah daerah

me opp gD

Pasal 402
Barang milik daerah dapat dﬂ'ubahkan apabila memenuhi persyaratan:
bukan merupakan barang rehasia negara;

b. bukan merupakan barang yang menguasai hajat hidup orang banyak; atau

(2)

tidak digunakan lagi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi
pmyélmgMn pemerintahan daerah. '

Segala biaya yang timbul dalam proses pela.kaanaan hibah ditanggung
sepenuhnya oleh p:hak penerima hibah,

" Pasal 403

(1} Barang milik daerah yang dihibahkan wajib digunakan sebagaimana

ketentuan yang ditetapkan dalam naskah hibah.

(2} Hibah sebaga.unm'la dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pengeln1a

Barang.
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Pasal 404
(1) Pihak yang dapat menerima hibah adalah:
" . a. lembaga’ sosial, lembaga budaya, lembaga keagamaan, lembaga
 kemanusiaan, atau lembaga pendidikan yang bersifat non komersial
berdasarkan akta pendirian, anggaran dasar/rumah tanggs, atau
pernyataan tertulis dari instansi teknis yang kompeten bahwa lembaga
yang bersanglutan adalah sebagai lembaga dimaksud;
b. pemerintah pusat;
c. pemenntah daerah lainnya;
" d. pemerinteh desa;
€. perorangan atau masyarakat yang terkena bencana alam dengan
.kriteria masyarekat berpenghasilan- rendah (MBR) sesuai ketentuan
' peraturan perunda.ng—ﬁﬁdahgan; atau
£, pihalk lam sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Pemberian' hibah kepada pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada
~ ayat (1) hurufd dilakukan dalam hal;
a. Barang milik daerah berskals lokal yang ada di desa dapat dihibahkan
kepemihkannya kepada desa;
b. Barang milik desa yang telah diambil dari desa, oleh pemerintah daerah
kabupaten/kota dikembalikan kepada desa, kecuali yang sudah
digunekan nntuk fasilitas umum.

Pasal 405

( 1) H1bah dapat berupa
a. tanah dan/ atau bangunan yang telah diserahkan kepada Bupati;

b. tanah dan/atau bangunan yang berada pada. Pengguna Barang; dan
c. selain tanah dan/atau bangunan.

{2) Tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengguna Barang
sebagmmang dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain tanah dan/atau
bangunan yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan
sesuai yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

(3) Barang milik daerah selain tansh dan/atau bangunan se‘baga.imapa
dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ meliputi:

a. barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan yang dari awal
_ pengadaannya untuk dihibahkan; dan’
b. barang milik daerah sclain tanah dan/atau bangunan yang lebih -
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opﬁmal apabila dihibahkan. :
4) Penetapan barang milik daerah yang akan dihibahkan aebagaimana.
dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati.

Paragraf Kedua
Tata Cara Hibah Barang Milik Daerah Pada Pengelola Barang

Pasal 406

Pela.ksanaan hibah barang milik daerah yang berada pada Pengelola Barang
dilakukan berdasarkan.

a. inisiatif Bupé.ti; atau
b. permohonan dari pihek yang dapat menerima Hibah sebagaimana
dimakeud dalam Pasal 404,

Pasal 407
(1) Pelaksanaan hibah barang milik daerah pada Pengelola Barang yang

didasarkan pada mienatxf Bupati sebagaimana dimaksud Pasal dalam 406

huruf a, d:awah dengan pembentukan Tim oleh Bupat:i untuk melakukan

peneht:an
{2) Penclitian sebagalmana dimaksud pada ayat (1} meliputi:

a. penelitian data administratif; dan

b. penelitian fisik,

- (3) penelitian data administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a
dilakukan untuk meneliti;

a. status dan bukti kepemilikan, gambar situasi tesmasuk lokasi tanah,
luas, kode 'barang, kode register, nama barang, nilai perolehan, dan
peruntukan, untuk data barang milik daerah berupa tanah;

b. tahun bembuatan konstruksi, luas, kode barang, kode register, nama
barang, nilai perolehan, nilai buku, dan status kepemlhka.n untuk data

. . barang milik daerah berupa bangunan;
¢. tahun perolehan, spesifikasi/identitas teknis, bukti kepemilikan, kode
barang, kode register, nama barang, nilai perolehen, nilai buku, dan
jumlah untuk data barang milik daerah berupa selain tanah dan/atau
bangunan; dan

d. data calon penerima hibah. ‘

(4) Dalarn melakukan penelitian terhadap data calon penerima hibah
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sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, Tim dapat melakukan

Klarifikasi kepada instansi yang berwenang dan berkompeten mengenai

" Kkesesuaian data calon penerima hibah.

. (S5) Penelitian fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan

dengan cara mencocokkan fisik barang milik daerah yang akan dihibahkan

 dengan data administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

{6) Hasil penelitian sebagaitnana dimaksud pada ayat {3), ayat {4) dan ayat (5)
. dituangkan dalam berita acara penelitian.

(7) Tim menyampaikan berita acara hasil penelitian kepada Bupati untuk
menetapkan barang milik daerah menjadi objek hibah.

(8) Dalam hal berdasarkan berita acara peneliian sebagaimana dimaksud
‘pada ayat (7) Hibah dapat dilaksanakan, Bupati melalui Pengelola Barang
meminta surat pernyataan kesediaan menerima hibah kepada calon
penerima hibah.

‘Pasal 408

() Pengelola Barang mengagukan permohonan persetujuan hibah kepada
Bupat, -

(2) Dalam hat hlbah memeriukan persetujuan DPRD, Bupati terlebih dahulu
mengajukan permohonan persetujuan Hibah kepada DPRD.

(3) Apabila permohonan hibah disetujui oleh Bupati sebagaimana dimaksud
ayat pada (1) atau disetujui oleh DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat
{2), Bupati menetapkan keputusan pelaksanaan hibah, yang selcura.ng—
kurangnya memuat: '

a. penerima hibah;

b. ohjek hibah;

¢. nilai pefolehazi dan nilai buku terhadap barang yang dapat dilakukan
penyusutan, untuk tanah dan/atau bangunan;

d. nilai perolehan dan nilai buku terhadap barang yang dapat dilakukan
penyusutan, untuk selain tanah dan/atau bangunan; dan

e. peruntﬁkan hibah.

| Pasal 409 )

(1) Berdasarkan keputusan pelaksanaan Hibah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 408 ayat (3), Bupati den pihak penerima hibah menandatangani
naskah hibah.
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Naskah hibah sebagmmana dimaksud pada ayat '(1) memuat sekurang-
kurangnya:
a. identitas parapﬂlak'

b. jenis dan mlai barang yang dﬂakukan hibah;

C. tu,]uan dan peruntukan h1bah

d. hak dan kewa_nba.nparapihak

e, klausul bera]ihnya tanggung Jawab dan kewapban kepada pihak
penenma hibah' dan

f. penyelesalan peme]isihan

Berdasarkan naskeh hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pengelola

Barang. melakukan serah terima barang milik dacrah kepada penerima

‘hibah yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST).

Betdasarkan Benta Acara Serah Terima (BAST} sebagaimana dimaksud .

. pada ayat (3), Pengelola Barang ‘mengajukan usulan ‘penghapusan barang

W

_ a

¢

milik daerah yeng telah dihibahkan.

Pasal 410
Pelaksanaa.n lnba.h barang milik daerah pada pengelola barang yang
didasarlcan pada permohonan dari pihak yang dapat menerima hibah
sebagmmana dimaksud Pasal 406 huruf b, diawali dengan penyampaian
permohonan oleh pihak pemohon kepada Bupati.

| Permohonan sebagajmana dimaksud pada ayat {1) memuat:

a. data pen:mhon,

b. alasan penﬁohonan,

c. peruntukan hibah;

d. Jents}spesiﬁkasxjnama barang milik daera.‘h yang dimohonkan untuk
~ dihibahkan;

e, Jumlah/luas/volume bara.ng milik daerah yvang di mohonkan untuk

. dlh.tbahkan
f. lokasl/data teknis, dan
g .surat pernyataan kesediaan menerima hnbah

ST
]

'Pasal 41 1
Berdasarkan permohonan sebaga.unana dimaksud dalam Pasal 410 ayat
(1), Bupatl membentuk Tim untuk melakukan penelitian

t2) Tata cara penelitian sampai dengan pelaksanaan serah terima pada

pelaksanaa.n hibah yang didasarkan pada miaiatif Bupatl sebagaimana
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dimaksud dalam Pasal 407 sampai dengan Pasal 409 berlaku mutatis
mutandis terhadap tata cara penelitian sampm dengan pelaksanaan serah
terima pada pela.lmanaan hibah yang didasarkan pada permohonan pihak -
pemohon aebaga.lmana dimaksud dalam Pasal 410.

(3) Apabila permohonan hibsh tidak disetujui, Bupati melalui Pengelola
Barang membentahukan kepada pihak yang mengajukan pem:lohonan
‘hibah, d:serta.t denga.n alasannya .

] Paragraf Ke'aga
Tata Card Pelaksanaan Hibah Barang Milik Daerah
' Pada Pengguna Barang

: Pasal 412
(1) Pelahsanaan hibah barang milik deerah pada Pengguna Barang diawali
dengan pembentukan Tirn Intermal pada Perangkat Daerah oleh Pengguna

Barang untuk melakukan penelitian.

(2} Penelitian sebagaunana dimaksud pada. ayat (1) mehputl

a. penehhan data administratif; dan

b. penelitian fisilc. '

(3) Penelitian data administratif sebagmmana dimaksud pada ayat (2} huruf a
dilakukan untuk meneliti: - _

a. status dan bukti kepemlhkan gambar situasi termasuk lokasi tanah

. luas, koc_ie bara.ng, kode register, nama barang, nilai perolehan, dan
'perunhﬂ%én, untuk data barang milik daerah berupa tanah;
b. tahun pémbub.tan, konstrukéi, luas, kode barang, kode register, nama
 barang, nilai perolehan, nilai bulu, dan status kepemilikan untuk data
- barang niihk daerah berupa bangunan;

c. tahun perolehan spesiﬁkamfldemtitas teknis, bukti kepemilikan, kode
barang, kocle register, nama barang, nilai perolehan, nilai buku, dan
jumiah untuk data barang milik daerah berupa selain tanah dan/atau

. ‘ba.ngunan, dan o :

d. data calon penenma Hibah.

4 Penehtlan ﬁsak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan
" dengan cara mencocokkan fisik barang milik daerah yang akan dihibahkan

dengan data administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(S) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4)
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dxtuangka.n dalam berita acara penehttan dan selamutnya disampaikan Tim
kepada Pengguna Barang.

(6) Berdasarkan berita acara hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat
{5), Pengguna Barang mengajukan permohona.n hibah kepada Pengelola
Barang yang memuat:

data calon penerima hiba.h

alasan _untuk meng}ubahkan,

data dan:dokumen atas tanah dan/atau bangunan;

peruntukan hibah;

tahun perolehan

status dan bukti kepemilikan

nilai perolehan;

. jenis/spesifikasi barang millk daerah yang dimohonkan untuk

dihibahkan; dan |
i lokasi.

{7) Penyampamn surat permohonan sebagmmana dimaksud pada ayat (6)

disertai dengan surat pernyataan kesediaan menerima hibah.

S R - I )

: ; Pasal 413

Tata cara penehtlan barang milik daerah yang akan dihibahkan yang berada
" pada Pengelola’ Barang sebagaimana ‘dimaksud dalam Pasal 407 berlaku
mutatis mutandis terhadap tata cara peneclitian atas permohonan yang
diajukan ' oleh Pengguna Barang kepada Pengelola Barang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 412,

- Pasal 414
(1) Pengelola . Bamng mengajukan pemohonan persetujuan hibah kepada
Bupat.t. ; :

(2) Dalam hal hibah memerlukan persetujuan DPRD, Bupati terlebikh dahulu
mengajukan permchonan persetujuan hibah kepada DPRD.

(3} Apabila permohona.n Hibah disetujui oleh Bupati sebagaimane dimaksud
pada ayat (1) atau disetu_]ui DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
Bupati menetapkan pelaksanaan hibah, yang sekurang-kurangnya
memuat:

a. penerima hibah;
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b. objek hibah;

c. nilai perciehan dan nilai buku terhadap barang yang dapat dilakukan
penyusuten, untuk tanah dan/atau bangunan; .

d. nilai perolehan dan nilai buku terhadap barang yang dapat dilakukan
penyusufan, untuk selain tanah dan /atau bangunan; dan

e. peruntukan hibah.

Apabila pen:nohona.nh Hibah tidak disetujui, . Bupati melalui Pengelola
Barang menerbitkan surat penolakan kepada Pengguna Barang yang

" mengajukan fpermol_lonan disertai dengan alasannya.

(s)

(6)

Berdaearkan penetapan pelaksanaan Hibah sebagaimana dimaksud pada
ayat (3), Pengelols Barang dan pihak penerima hibah menandatangani
naskah hibah.

Naskah hxbah sebaga.{mana dimaksud pada ayat {5) memuat sekurang-
kurangnya

o a 1dcntitgs_pa_u'-a pihak;

N

b, jenis dan nilai barang yang dilakukan hibah;

c. tujuan dan peruntukan hibah;

d. hak dan kewajiban para pibak;

e. klausul :beralihnya tanggung jawab dan kewajiban kepada pihak
. Ipenenma hibah; dan

f. penyelesa.ian perseliaihan

Berdasarkgn naskah hibah sebagaimana dimaksud pada ayat {5), Pengelola

- Barang ‘méléakukan serah terima barang milik daerah kepada penerima

(®)

hibah yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST).

Berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) sebagaimana dimeksud

_ pada ayat (’?], Pengguna Barang menggjukan usulan penghapuaan barang

milik daerah yang telah dihibahkan.

-Pa.sa] 415

Pelaksanaan hibah barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan dan
selain tanah dan/atau bangunan yang dari awal pengadaanya direncanakan
untuk dihibahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 405 ayat (2) dan dyat-
(3) huruf a mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
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Bagian Keenam
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

Paragraf Kesatu
Prinaiﬁ Umum
" Pasal 416
( 1) Penyertaan modal pemerintah daerah atas barang milik daerah dilakukan
dalam rangka pendirian, pengembangan, dan peningkatan kinerja Badan
Usaha Mxhl; Negara/Daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki
Negara seailgii dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Penyertaan modal pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan pertimbangan sebagai berikut:
a. Barang milik daerah yang dari awal pengadaannya sesuai dokumen
pemganggara.n dlperuntukkan bagi Badan Usaha Milik Negara/Daerah
- atan baclan hukum la.innya yang dimiliki Negara dalam rangks
penugasan pemerintah atau
b. Barang milik daerah lebih optimal apabila dikelola oleh Badan Usaha
Milik Negara/Daerah atail badan hukum lainnya yang dimiliki Negara
bhaik yang stidah ada maupun yang akan dibentuk.
{3) Penyerta.an modal pemenntah daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
{4) Barang mihk daerah sebamana dimaksud pada ayat (2) yang telah
disertakan dalam penyertaan modal pemerintah daerah kepada Badan
 Usaha Milik Negara/Daerah ‘atau badan hukum lamnya yang dimiliki
Negara menjadi kekayaan yang dipisahkan mengikuti ketentuan peraturan
perundang-undangan. |
- Pasal 417 -
{1) Penyertaan modal pemerintah daerah atas barang milik daerah dapat
berupa:
a. tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan Bupati;
b. tanah dan/atau bangunan pada Pengguna Barang; atau
c. selain tanah dan/atau bangunan. |
'(2) Penyertaan : modal - pemerintah daerah atas barang milik daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pengelola Barang
setelah mendapat persetujuan Bupati, sesuai batas kewenangannya.
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 Pasal 418

{1) Penetapan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang
akan disertakan sebagai modal pemerintah daerah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 417 ayat (1) huruf a dilakukan oleh Bupatl, sesuai batas
kewenangannya

(2) Tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengguna Barang
sebaga:.mana dimaksud dalam Pasal 417 ayat (1) huruf b antara lain tanah
dan[atau bangunan Yyang sejak awal pengadasnnya direncanakan untuk
 disertakan sebagm modal pemerintah daerah sesuad yang tercantum dalam
dokumen penganggaran, yaitu Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

(3) Barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan yang berada pada
Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 417 ayat (1) huruf ¢
antara lam meliput:"

a, ba.rang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan yang dari awal
. pengadgannya untuk disertakan sebagai modal pemerintah daerah;
b. barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan yang lebih
optimal untuk disertakan sebagai modal pemerintah daerah.

‘ Pasal 419 |
 Penyertaan modal pemerintah daerah dilaksanakan berdasarkan analisa
kelayakan mvestas: mengerua.i penyertaan modal sesuai ketentuan peraturan |
perunda.ng-undangan : : ; '

: Paragraf Kedua
Tata Cara Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

B Atas Barang Milik Daerah pada Pengelola Barang

Pasal 420
{1) Pengelola Barang melaksanakan penilaian dengan menugaskan:
a. Penilai sebaga.lmana dimaksud dalam Pasal 331, untuk tanah dan/atau
bangunan yang akan dijadikan objek penyertaan modal;
b Tim yang dltetapkan oleh Bupati dan dapat melibatkan Penﬂm
. sebaga.lmana dimaksud dalam Pasal 332, untulc selain tanah dan/atau
bangunan yang akan dijadikan objek penyertaan modal,
. (2} Pengelola Barang menyampaikan hasil pemlaian kepada Bupati.
(3) Bupati membentuk Tim untuk melakukan penelitmn terhadap:
a. hasil analisis kelayakan investasi yang dilakukan sesuai ketentuan

peratm-an perundang-undangan;
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b. data administratif, diantaranya: tahun perolehan, spesifikasi/identitas
teknis, bukti kepemilikan, kode barang, kode register, nama barang,
dan nil'ai"perolehan atau nilai bulku;

c. kesesuaian tujuan penyertaan modal pemerintah daerah, sebagalmana
dimaksud dalam Pasal 416.

(4) Tim melakukan kajian bersama dengan calon penerima penyertaan modal
- pemerintah daerah dan/atau Perangkat Daerah terkait, yang dituangkan
dalam dokumen hasil kajian.
(5) Apabila berdasarkan hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (4),
penyertaan modal pemerintah daerah layak dilaksanakan, maka calon
' penenma ‘penyertaan modal pemerintahh daerah menyampaikan surat
pernyataan kesediaan menerima penyertaan modal pemerinitah daerah
. yang beraaal dari barang milik daerah.
(6) Tim menyampaikan dokumen hasil kajian sebagaimana dlmaksud pada
" ayat (4) dan surat pernyataan kesediaan menerime penyertaan modal
pemerlntali daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Bupati. '

| _ Pasal 421

. {1) Pengelola Béx‘az:xg mengajukan permohonan persetujuan penyertaan modal -
pemermtah da.erah kepada Bupati,

(2] Dalam hal penyertaan modal pemerintah daerah memerlukan persetujuan
DPRD, Bupati terlebih dahulu mengajukan permohonan persetujuan
kepada DPRD, S

{3} Apabila permohonan tidek disetujui oleh Bupati sebagaimana dimaksud
pada ayat { 1) atau tidak disetujui oleh DPRD sebagaimana dimaksud pada
-ayat (2}, Bupati melalui Pengelola Barang mbentahukan pada calon
‘penerima penyertaan modal disertai dengan alasan.

(4) Apabila permohonan penyertaan modal pemerintah daerah atas barang
‘milik daerah disetujui oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1}
-atau chsetujl.u oleh DFRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati
menetapkan keputusan atas barang milile daerah yang akan disertakan

" sebagai penyertaan modal.

(5) Pengelola Ba.rang menyiapkan rancangan Peraturan Daerah tentang
penyertaan modal pemerintah daerah dengan melibatkan Perangkat Daerah -
terkait.
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Ra.ncangan Peraturan Daerah tentang penyertaan modal pemerintah

‘daerah sebagaimana dimaksud pada ayat {5) disampaikan kepada DPRD

untuk dilakukan pembahasan bersamsa dan selanjutnya ditetapkan sebagai

Peraturan Daerah tentang penyertaan modal.

. Pasgl 422

Bérda‘sarkgﬁ Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah
Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 421 ayat (6), Pengelola Barang
melaksanakan penyertaan modal pemerintah daerah berpedoman pada
keputusan: Bupati sebaggimana. dimaksud dalam Pasal 421 ayat (4).
Berdasarkan peraturan daerash dan keputusan Bupati sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Pengelola Barang melakukan serah terima dengan
penerima Penyertaan Modal Pemerintah Daerah yang ditnangkan dalam

-Berita Acara Serah Terima (BAST).

Pasal 423

Berdasarkan Berita Acara Serah Terima sebagaimane dimaksud dalam Pasal
422 ayat (2), Pengelola Barang mengajukan usulan penghapusan barang milik
daerah yang telah dijadikan penyertaan modal pemerintah daerah.

Paragraf Ketiga
Tata Cara Penyertaan Modal Pemerintah Daerah
‘Atas Barang Milik Daerah Pada Pengguna Barang

- Pasal 424

(1) Penyertaan modal pemerintah daerah yang dari awal pengadaannya

direncana]mn ‘untuk dijedikan sebagai penyertaan modal _pemerintah
daerah, maka Pengguna Barang melalui Pengelola Barang mengajukan usul

| kepada Bupati disertai pertimbangan dan kelengkapan data berupa:
a. data administratif, antara lain: ‘

1. dokumen anggaran dan/atau dokumen perencanaannya;
" ‘2, nilai realisasi pelaksanaan anggaran; dan :
3. keputusan penetapan status penggunaan.
b. dokumen hasil analisis kelayakan investasi mengenai penyertaan modal
sesuai ketentuan peraturan perﬁndang-undangan

(2) Penyertaan modal pemerlntah daerah yang diarahkan untuk optimalisasi

‘barang m:hk daerah, ‘maka pengajuan usul oleh Pengguna Barang melalui
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Pengelola Bérang kepada Bupati disertai pertimbangan dan kelengkapan
data berupa:
a. data administratif, antara lain tahun perolehan, spesifikasi/ identitas
~ teknis, bukh kepemilikan, kode barang, kode register, nama barang,
dan nilai perolehan atau nilai buku;
b. d_okume:i hasil analisa kelayakan investasi mengenai penyertaan modal
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Tata cara penyertaan modal pemerintah daerah mengenai penilaian sampai
dengan serah terima barang vang disertakan sebagai penyertaan modal
pemerintah daerah yang berada pada Pengelola Barang sebagaimana

~ dimaksud dalam Pasal 420 sampai dengan Pasal 422 berlaku mutatis
mutandis pada penilaian sampai dengan serah terima barang yang akan
disertakan sebagai penyertaan modal pemerintah daerah yang berada pada
pengguna barang. |

Pasal 425

- Berdasarkan Benta Acara Serah Terima (BAST} Pengguna Barang mengajukan

' usulan penghapusan barang milik daerah yang telah dijadikan penyertaan
modal pemerintah daerah.

: Paaal 426
Ketentuan leb:h lanjut mcngenm pemindahtanganan barang milik daerah
diatur dengan_peraturan bupat.

BAB X
PEMUSNAHAN
 Bagian Kesatu
Prinsip Umum

- : : Pasa.l 427 .

Pemusnahan barang milik daerah dilakukan apabila:

a. tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, dan/atau tidak dapat
dipindahtangankan; atau

b. terdapat alasan lain sesuai dengan k:etentuan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 428
(1) Pemusnahaﬁ dilaksanakan oleh Pengguna Barang setelah mendapat
pemettﬁuén ‘Bupati, untuk barang milik daerah pada Pengguna Barang.
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(2) Pemusnahan dilaksanalmn oleh Pengelola Barang setelah mendapat
persetujuan Bupati, untuk barang milik daerah pada Pengelola Barang.

(3) Pelaksa.naan pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2)
dituangkan dalam berita acara dan dilaporkan kepada Bupati.

_ Pasal 429
Pemusnahan dilakukan dengan cara:
a. dibakar; - ‘
b. dihancurkan;
c. ditimbun; . |
d. ditenggelamkan; atau
e. cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

: _ Baglan Kedua
Tata Cara Pemusnaha.n Pada Pengguna Barang

|  Pasal430
(1) Pengq;uan permohonan pemusnahan barang milik daerah dilakukan oleh
Pengguna Barang kepada Bupati. :
_ (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1} paling sedikit memuat:
a. perhmbangan dan aiasan pemusnahan, dan
b. data bara.ng milik daerah yang diusulkan pemusnahan.
{3) Data barang milik ‘daerah sebagaimana dimaksud pada ayat {2) huruf b
antara lain meliputi:
a. kode barang;
b. kode register;
nama barang,
. tahun perolehan
spesifikasi barang;
kondisi barang;
g. Jumlah bara.ng. L
_ h. bukt kepemzhkan untuk barang mlhk daerah yang harus dilengkapi
dengan bulkti kepemilikan;
nilai perolehan; dan
j. nilai buku untuk barang milik daerah yang dapat dilakukan
 penyusutan.

e o

| T3
-
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(4] Pengajuan permohonan sebagaimana dxma.ksud pada ayat {1) dilengkapi
dokumen pendukung berupa:
a. surat pernyataan dari Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Bara.ng yang
selmrang-kurangnya memuat: :
1. identitas Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang; dan
2. pernyataan bahwa barang milik daerah tidak dapat digunakan,
tidak dapat dimanfaatkan, dan/atau tidak dapat dipindehtangankan
atau alasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan
b. fotokopi bulkti kepennhkan untuk barang milik daerah yang harus
dilengkapi dengan bukti kepemilikan; N
- ¢. kartu identitas barang, untuk barang . ‘milik daerah vang harus -
dllengkapi dengan kartu identitas barang; dan
d. foto barang milik daerah yang diusulkan pemusnahan.

Pasal 431
(1) Pengelola Barang melakukan penelitian terhadap permohonan usulan
Pemusnahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 430.
(2) Penelitian gebagaimana dimaksud pada ayat {1) meliputi:
a peneht:an kelayakan pertimbangan dan ‘alasan permohonan
pemua_nahan barang milik daerah;
~b. penelitian data administratif; dan
C.. penelitian fisil,
* (3) Penelitian data administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b
dilakukan untuk meneliti antara lain:
kode barang;
‘kode register; '
nama bai-ang;
tahun perolehan;
-gpesifikasi barang; _
kondisi barang,
jumiah barang;
bukti kepemilikan untuk barang milik daerah yang harus dilengkapi
dengan bukti kepemilikan; |
‘nilai perolehan; dan/atau

PR ™o a0 gp

rd-
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j. nilai Bu_ku, untuk bq.rang milik ‘daerah yang dapat dilakukan
‘ penyuéutan. | '
(4) Penelitian fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ¢ dilakukan
dengan cara mencocokkan fisik barang milik daerah yang akan
dimusnahkan dengan data administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(3). - | |
{5} Pengelola.Bara.t_Ig ‘menyampaikan hasil penelitian sebagaimana dimaksud
" pada ayat (2) kepada Bupati sebagai bahan pertimbangan persetujuan
pemusnahan barang milik daerah.

Paseal 432 :

(1) Apablla permohonan pemusnahan barang milik daerah tidak disetujui,
Bupati member;tahukan kepada Pengguna Barang melalui Pengelola
Barang yang mengajukan permohonan disertai dengan alasan.

(2) Apabila permohonan pemusnahan barang milik daersh disetujui, Bupati -
haenerbitkari surat persetujuan pemusnahan barang milik daerah.

(3} Surat persctu_;uan pemusnahan barang milik daerah sebagaimana

o dtmaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:

a. .data barang milik daerah yang dlBetl.lJUI untuk dlmusnahkan yang
sekurang—kurangm’a meliputi kode barang, kode register, nama barang,

tahun perolehan, spesifikasi barang, kondisi barang, jumlah barang,
' nilai peroleha’n,' dan nilai buku untuk barang milik daerah yang dapat
ditakulkan penyusutan; dan

b. kewajiban Pengguna Barang untuk melaporkan -pelaksanaan
Pemusnahan kepada Bupatt

= Pasal 433

{1) Berdasarkan surat persetujian pemusnahan barang milik daergh
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 432 ayat (2}, Penggtgna Barang
melalaskan pemusnghan barang milik deerah.

(2) Pelaksanaan pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dituangkan dalam Berita Acara Pemusnahan dan dilaksanakan paling lama
1 (satu} bulan sejak tanggal penerbitah" surat persetujuan permnusnahan
barang n:ulik daerah oleh Bupat: sehagamlana dimaksud dalam Pasal 432

ayat (2).
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{3) Berdasarkan Berita Acara Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada syat
{2), Pengguna. Barang mengq;ukan usulan penghapusan barang milik
daerah.

Bagian Ketiga .
_;Tata Cara Pemusnahan Pada Pengelola Barang

Pasal 434
(1} Pengajuan permohonan pemusnahan barang milik daerah dilalkukan oleh
Pengelola Bai'ang kepada Bupati.
. (2) Muatan materi surat permohonan pemusnahan pada Pengguna Barang
serta kelengkapan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam
Pasat 430 ay_'at (2), ayat (3) dan ayat (4) berlaku mutatis mutandis terhadap
muatan materi surat permohonan pemusnshan dan serta kelengkapan
dokumen aukung pada Pengelola Barang,

‘Pasal 435
(1) Bupati melakukan penelitian terhadap permohonan -usulan pemusnahan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 434, |
(2) Tata cara penelitian terhadsp permohonan pemusnahan barang mi!ikl
~ daerah pada Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 431
ayat (2), ayat (3), dan ayat {4} berlaku mutatis - mutandis terhadap tata cara
penelitian terhadap permohonan pemusnahan barang milik daerah pada

Pengelola Barang,.

(3) Apabila permohonan pemusnahan barang milik daerah tidak disetujui,

Bupati memberitahukan kepada Pengelola Barang disertai dengan alasan.

(4) Apabila permohonan pemusnahan barang milik daerah disetujui, Bupai:l
menerbitkan surat persetu_luan pemusnahan barang milik daerah.

(5) Surat ‘persetujuan pemusnahan barang milik deerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memuat:

a. data barang milik daerah yang disetujui untuk dimusnahkan, yang
sekumng—kumngnya mehputt kode barang, kode register, nama barang,
tahun' pemlehan spes;f’kast barang, kondisi barang, jumlah barang,
nilai peroleha.n dan nilai buku untuk barang milik daerah yang dapat

. 'dilakukan penyusutan; dan _ :
b. kewajiban Pengelola Barang “untuk melaporkan pelaksanaan

pemusnahan kepada Bupati .
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o Pasal 435 .
(1) Berdasarkan persetujuan pemusnahan barang rmhk daerah sebagaimana
_ d:maksu_d; dalam Pasal 435 ayat (4), Pengelola Barang melakukan
' pemusnahan barangrﬁi_ﬁkdaerah.
(2) Pelaksanaan pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- dituangkan dalam berita acara pemusnahan dan dilaksanakan paling lama
1 {satu) bulan sejak tmiggal persetujuan pemusnahan barang milik daerah
dari Bupati. - : _
(3) Berdasarkan berita acara pemusnahan sebagalmana dimaksud pada ayat
(2), Pengelola Barang mengajukan usulan penghapusan barang milik
~ daerah. !

Pasal 437
Ketentuan lebih Ianjut mengenai pemusnahan barang milik daerah diatur
. dengan peramran bupat:l

BAB XI
PENGHAPUSAN

~ Bagian Kesatu
Prinsip Umum

- L _ Pasal 438

Penghapusan barang milik daerah meliputi:

a. penghapusan dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa
- Pengguna, ‘

b. penghapusan dari Daftar Barang Pengelola; dan

c. penghgpus'ai:t dari Daftar Barang Milik Daerah.

- Pasal 439
{1) Penghapusan dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa
‘Pengguna sebagaxmana dimaksud dalam Pasal 438 huruf a, dilakukan
-dalam hal barang milik daerah sudah tidak berada dalam penguasaan

Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang.
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Penghapusén dari Daftar Barang Pengelola sebagaimana dimalcsud dalam
Pasal 438 huruf b, dilakukan dalam hal barang milik daerah sudah tidak
berada dalam penguasaan Pengelola Barang. ‘

Penghapusan dari Daftar Barang Milik Daerah scbagaimana dimaksud
dalam Pasal 438 huruf c dilakukan dalam hal terjadi penghapusan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disebabkan karena:

a. pemindahtanganan atas barang milik daerah;

b putusan -pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan sudah

(1)

tidak ada upaya huk'um lainnya;
c. menjalankan ketentuan undang-undang;
d. pemusnahan; atau
e. sebab lain

Pasal 440

Barang nuhk daerah sudah tidak berada dalam penguasaan Pengelola
Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang discbabkan
karena. '

penyerahan barang milik daemh

.pengalihan status penggunaan barang milik daerah;
: peminda_htanganaﬁ atas barang milik;
. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan sudah

tidak ada upaya hukum lainnya;

po g

e. mcnjalankan ketentuan peraturan perunda.ng—undangan,

@

(1)

f. pemumahan' atau

g. scbab lain.

Sebab lain éebagaimﬁna dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan sebab-
sebab yang secara normal dipertimbangkan wajar menjadi penyebab
penghapusan, seperti, hilang karena kecurian, terbakar, susut, menguap,
mencair, kadaluwarsa, mati, dan sebagal akibat dari keadaan kahar (force

majeure) -

' Pasal 441 ,
Penghapusan seba.gaima.na dimaksud dalam Pasal 440 ayat (1) untuk
‘barang milik daerah pada Pengguna Barang dilakukan dengan menerbitkan
keputusan :*penghapusan olech Pengelola Barang setelah mendapat
perseu.uuan Bupati.
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(2} Penghapuéail sebagaimana dimaksud dalam Pasal 440 ayat (1) untuk
barang milik daerah pada Pengelola Barang dilakukan dengan menerbitka.n
keputusan penghapusan oléh Bupati.

(3) Dikecualikan dari ketentuan mendapat persetujuan penghapusan Bupati
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk barang milik daerah
yang dlhapuska.n karena:

a. penga]ihan status penggunaan sebagalmana dimaksud dalam Pasal 56
sampai denga.n Pasal 62;
- b." pemindahtanganan; atau
¢. pemusnahan. .

(4) Bupati - dapat - mende]egasﬁcan persetujuan penghapusan barang milik
daerah berupa barang persediaan kepada Pengelola Barang untuk Daftar

~ Barang Pengguna dan/athti Daftar Barang Kuasa Pengguns.

(S) Pelaksanaan atas penghapusan barang milik daerah sebagaimana
dimaksud i)ada é.yat (1) dan ayat {4) dilaporkan kepada Bupati.

: Baglan Kedua
N Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Daerah
Pada Pengguna Barang Dan/Atau Kuasa Pengguna Barang

| - _ Pasal 442 |

(1) Penghapusan karena penyerahan barang milik daerah kepada Bupati

~ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 440 ayat (1) huruf a dilakukan oleh
Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang.

(2) Penghapusan sebagaimand dimaksud pada avat (1) dilakukan setelah
Pengelola Barang menerbitkan keputusan penghapusan barang milik
daerah. ' :

(3) Keputusan sebagalmana dimaksud pada ayat {2) paling lama 1 {satu) bulan
diterbitkan oleh Pengelola Barang sejak tanggal Berita Acara Serah Terima
(BAST) penyerahan kepada Bupatt _ '

(4) Pengguna Barang melaporkan penghapusa.n barang milik daerah
sgbagmmana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupaﬁ dengan melampirkan:
a. keputtisé.n pmghapusanﬁ dan
b. Berita Acara Serah Terima (BAST) penygrahan kepada Bupati.

(5) Bcrdasarlﬁan keputusan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat
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(3], _Pengelbla Barang mglakukan penyesuaian pencatatan barang milik
daerah pa,da daftar barang milik daerah.

; ~ Pasal 443

(1) Perubahan Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa
Pengguna sebagai akibat dari penyerahan barang milik daerah kepada
Bupati harus dicantumkan dalam Laporan Semesteran dan Laporan
Tahunan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang.

(2) Perubahan Daftar Barang Milik Daerah sebagai akibat dari penyerahan
barang milik daerah dari Pengguna Barang kepada Bupati harus
dicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan tahunan,

o Pasal 444

(1) Penghapusan karena pengslihan status penggunaan barang milik daerah
kepada Pengguna Barang lain sebagaimana dimsksud dalam Pasal 440 ayat
(1) huruf b dilakukan oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang.

(2 Penghapushh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah
Pengelola Barang menerbitkan keputusan penghapusan barang milik
daerah. .

(3} Keputusan penghapusan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) paling lama 1 (satu) bulan diterbitkan oleh Pengelola Barang sejak
tanggail Berita Acara Sereh Terima [BAST) pengalihan status penggunaan
barang mi]ik daerah. :

(4) Pengguna Bamng menyampaikan lapomn penghapusan kepada Bupati
dengan melampirkan:

a. keputuaa;n penghapusan; dan
b. Berita Acara. Serah Terima (BAST) pengaliban status penggunaan
barang milik daerah.

(5) Berdasarkan keputusan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3), Pengelola Barang melakukan penyesuaian pencatatan barang milik
daerah pada daftar barang milik daerah.

N . Pasal 445
(1) Perubshan Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa
Pengguna Bebagai akibat dari pengalihan status penggunaan barang milik
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daerah harﬂs dicantumkan dalam laporan semesteran dsn laporan
tahunan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang.

(2} Perubahan daftar barang milik daerah sebagai akibat dari pengahhan
status penggunsan barang milik daerah harus dicantumkan dalam laporan
barang milik daerah semesteran dan laporan tahunan.

oo ~ Pasal446 ‘

(1] Penghapusan karena pemindahtanganan atas barang milik daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 440 ayat (1} huruf ¢ dilakukan oleh
Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang ' :

{2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah
Pengelola Barang menerbitkan keputusan penghapusan barang milik

- daerah.

(3) Keputusan:'sébagaimana-'dﬂnaksud pada ayat (2) paling lama 1 {satu) bulan

| diterbitkan oleh Pengelola Barang seja.lc tanggal Berita Acara Serah Terima

(BAST). : . '

(4) Keputusan penghapusan barang milik deerah karena pemmdahtanganan
atas barang,mmk daerah disampaikan kepada Pengguna Barang disertai
dengan:

a. Risalah Lelang dan Berita Acara Serah Terima (BAST), dalam hal
pemmdahtanganan dilakukan dalam bentuk penjualan secara lelang;

b. Berita Acara Serah .Terima (BAST), dalam hal pemindahtanganan
dilakukan dalam bentuk penjualan tanpa lelang, tukar menukar, dan
penyertaan modal pemerintah daerah; dan

e Berita |  Acara Serah Terima dan naskah hibah, da.lam hal
pemmdahtanganan dilakukan dalam bentuk hibah.

(5) Pengguna Bara.ng menyampaikan laporan penghapusamy sebagaimana
dimaksud pada ayat {4) kepada Bupati dengan melampirkan.

a. Keputusan Penghapusan, dan

b. Berita Acara Serah Terima, Risalah Lelang, dan Naskeh Hibah.

(6) Berdasarkan keputusan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3} Pengelola. Barang menghapus barang milik daerah dari Daftar Barang

Milik Daerah.
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harus dicantumkan dalam laporan barang Penggunsa/laporan barang Kuasa
Pengguna semesteran dan tshunan Pengguna Barang dan/atau Kuasa
Pengguna Barang

Perubahan Daftar Barang Milik Daerah sebaga: akibat dari penghapusan

karena pemmdahtar_lganan harus dicantumkan dalam laporan semesteran - -

dan laporan tahunan,

Pasal 448
Penghapusan karena adanya putusan pengadi]an yang telah memperoleh
kekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya
sebagaimaiﬁ dimaksud dalam Pasal 440 ayat (1) huruf d dilakukan oleh

: Pengguna Ba.rang/ Kuasa Pengguna Barang.

2)

3

s

®

{6

Pengguna Barang mengajukan permohonan penghapusen barang milik

daerah kepad.a Pengelola Barang yang sedikitnya memuat:

a. pertunbangan dan alasan penghapusan, dan

b, data ba.rang milik daerah yang dimohonkan untuk dihapuskan,

diantaranya mehput: tahun perolehan, kode barang, kode register,
‘nama barang, jenis, identitas, kondisi, lokasi, nilai buku, dan/atau nilai
perolehan :

Permohonan: penghapusan barang milik daerah sebagaimana dunaksud

pada ayat (2) sekurang-kurangnya dilengkapi dengan:

a. salinan/fotokopi putusan pengadilan yang telah dilegalisasi/disahkan

oleh pejabat berwenang; dan

b. foﬁokopi dokumen kepemllﬂ{an atau dokumen setara.

Pengelola Barang ‘melakukan  penelitian terhadap pennohonan

penghapuaan barang milik daerah dari Pengguna Barang sebagaimana

dimaksud pada ayat (2). -

Peneht:an sebagmmana dimaksud pada ayat (4) yang mehpuu

a. penehuan data dan dokumen barang milik daerah;

b. penehtian terhadap isi putusan pengadilan terkait barang milik daerah
~ sebagai objek putusan pengadilan yang telah me:mperoleh kekuatan
- hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya; dan

C. peneht.{an lapangan (on s:temszt}  jika diperlukan.

Penelitian lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf ¢

dilalcukan untuk memaaﬁkan kesesuaian antara barang milik daerah yang

menjadi ob,;ek putusan pengadilan dengan barang milik daerah yang
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menjadi pbje}:_pe:mohonan penghapusan.
(7) Berdasarkan: hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (5},
Pengelola Barang mengajukan permohonan persetujuan kepada Bupati.

Pasal 449
(1) Apabila permohonan penghapusan barang milik daerah sebagaimana
~ dimaksud dalam Pasal 448 ayat {2) tidak disetujui, Bupati melalui
Pengelola Barang memberitahukan pada Pengguna Barang disertai dengan

(2) Apabila -pem:ohonan penghapusan barang milik daerah disetujui, Bupati
menerbitkan surat persetujuan penghapusan barang milik daerah.

(3) Surat persetujuan penghapusan barang milik daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) memuat data barang milik daerah yang disetujui
untuk dihapuskan, diantaranya meliputi:

a. kode barang;

b. kode register;

c. namabafang;-

d. ‘tahun perolehan;

e. .spesifikasi/identitas teknis; -

f. kondisi Qbaraxi'g;'

g Jjumlah;

h. nilai perolehan, :

i. nilai buku untuk barang milik daerah yang dapat dilakukan

. penyusutan dan _ :

. kewajiba.n Pengguna Barang untuk melaporkan pelaksanaan
Penghapt_lsan kepada Bupati melalui Pengelola Barang.

‘Pasal 450
~ (1} Berdasarkan persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 449
ayat (2), Pengelola Barang menerbitkan keputusan penghapusan barang.
{2) Keputusan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi
dasar Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang melakukan penghapusan
barang milik deerah dari Daftar Barang Pcngguna. danjatau Daftar Barang

Kuasa Pengguna
[3) Keputusan penghapusan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) pahng lama 1 (satu) bulan diterbitkan oleh Pengelola Barang sejak
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tanggal persétujuan pethapusa.n barang milik daerah dari Bupati.
(4) Pengguna Barang melaporkan penghapusan kepada Bupati dengan
melampirkan keputusan penghapusan barang milik daerah. ’
. (5) Bel'dasarkan: keputusan penghaptisan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3), Pengelola Barang menghapuskan barang milik daerah dari Daftar
Barang Milik Daerah. |

Pasal 451
Penghapusan sebagmmana dimaksud dalam Pasal 448, Pasal 449 dan Pasal
450 hanya dilakukan karena adanya putusan pengadilan yang felah
memperoleh kckuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum
lainnya,

o Pasal 452 -

(1) Perubahan Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa
Pengguna sebagai akibat dari putusan pengadilan yang telah memperoleh
kekuatan hukum tetap harus dicantumkan dalam laporan semesteran dan
laporan tahunan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang.

(2) Perubahan Daftar Barang Milik Daerah scbagai akibat dari putusan
pengadilan yang felah memperoleh kekuatan hukum tetap harus
dlcantumkan dalam Iaporan semesteran dan laporan tahunan. |

Pasal 453
(1) Penghapusan kerena melaksanakan ketentuan peraturan perundang-
undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 440 ayat (1) huruf e diawali
dengan pengajuan permohonan penghapusan barang milik daerah oleh

Pengguna Barang kepada Bupati melalui Pengelola Barang.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:

a. perl:imba.tf;ga_n'dan alasan penghapusan; dan , :

b, data b'argng milik daerah yang dimohonkan untuk dihapuskan, yang
sekuraﬁé&kurang’nya meliputi tahun perolehan, kode barang, kode
register, nama barang, jenis, identitas, kondisi, lokasi, nilai buku,
dan/atau nilai perolehan. ‘

(3) Pengelola = Barang 'melal-mkan penelitian  terhadap permohonan
penghapusan barang milik ‘daerah dari Pengguna Barang sebagaimana

dimaksud pada ayat (1).
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(4) Berdasarkan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3}, Pengelola
Barang mengajukan permohonan persetujuan kepada Bupati. '

- " Pasal 454

(1) Apabila Bupatt menyetujui permohonan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 453 ayat (4), Bupati menerbitkan surat persetujuan penghapusan.

(2) Surat persetujuan penghapusan barang milik daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:

8. data barang milik daerah yang disetujui untuk d:hapuskan yang
sekurang-kurangnya mehputl ‘tahun perolehan, kode barang, kode
register, nama barang, spesifikasi/identitas telmis, jenis, kondisi,
jumlah, nilai buku, dan/atau nilai perolehan; dan

b. kewajiban Pengguna Barang untuk melaporkan  pelaksanaan
penghapusan kepada Bupati..

(3) Berdasarka_n_ persetijuan Bupati sebé.gaimana dimaksud pada ayat (i),
Pengguna Barang melakukan penghapusan barang milik daerah dari
Daftar Pengguna Barang dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna dengan
berdasarkan keputusan penghapusan Pengélbla Barang.

(4) Keputusan penghapusan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada.
ayat (3) diterbitkan paling lama 1 (satu) bulan oleh Pengelola Barang sejak
tanggal pefsétujuan Bupati.

. . Pasal 455
(1) Pengguna Barang melaporkan penghapusan barang milik daerah kepada
- Bupati, dengan melampirkan keputusan penghapusan yang dikeluarkan
oleh Pengelola Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 454 ayat (4).
@) Bérdgsarlcan: keputusan penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
454 ayat '(4),' Pengelola Barang menghapuskan barang 'milik daerah dari
Daftar Barang Milik Daerah.

Pasal 456
(1] Perubahan Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa
Pengguna. sebaga.t akibat dari melaksanakan ketentuan peraturan
perundang-undangan harus dicantumkan dalam laporan semesteran dan
laporan tahunan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang.
(2) Perubahan Daftar Barang Milik Daerah sebagai akibat deri melaksanakan
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ketentuan peraturan perundang-undangan harus dicantumkan dalam
laporan aemeateran dan laporan tahunan.

. Pagal 457

(1} Penghapusan barang milik daerah karena pemusnshan pada Pengguna
Barang sebagaimana dimaksud dslam Pasal 440 ayat (1) huruf f dilakukan
oleh Penggima Barang/Kuasa Pengguna Barang.

(2) Penghapusan barang milik daerah schagaimana dimaksud pada ayat (1}
dilakuken setelah Pengelola Barang menerbitkan keputusan penghapusan
barang milik daerah.

(3) Keputusan penghapusan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat {2) diterbitkan oleh Pengelola Barang paling lama 1 (satu) bulan sejak
tanggal berita acara pemusnahan

{4) Pengguna Barang menyampaikan laporan penghapusan disampaikan
kepada Bupati dengan mela.inpirkan keputusan penghapusan sebagaimana
dimalksud pada ayat (2) dan berita acara pemusnahan sebagaimans |
dimeksud pada ayat (3). _

(5) Berdasarkan keputusan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3J, Pengelola Barang menghapuskan barang milik daerah pada Daftar
Barang Milik Daerah. -

| Pasal 458
(1) Perubahan Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa
Pengguna - sébagai akibat dari pemusnahan harus dicantumkan dalam
laporan semesteran dan laporan tahunan pengguna barang atau kuasa
" pengguna barang, :
(2) Perubahan Daftar Barang Milik Daerah sebagai akibat dari pemusnahan
' harﬁs_dit:antﬁmkan dalam laporan semesteran dan laporan tahunan.

: _ " Pasal 459
(1) Penghapusan karena sebab lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 440
ayat (1) huruf g dilakuken oleh Perigguria Barang/Kuasa Pengguna Barang,
(2} Pengguna Barang mengajukan permchonan penghapusan barang milik
daerah kepada Bupati melalui Pengelola Barang yang sedikitnya memuat:
a. pertimbangan dan alasan penghapusan; dan
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data ba;‘ang milik daerah yang dimochonkan untuk dihapuskan,
diantaranya meliputi- tahun perolehan, kode barang, kode register,
nama barang, jenis, ident:tas kondisi, lokasi, nilai buku, dan/atau nilai
perolehan.

(S Permohonan penghapusan barang milik daerah sebagamlana dimaksud
pada ayat (2) dapat diajukan karena alasan:

a.
b.

hilang karena kecurian, ‘
terbakar, susut, menguap, mencair, kadaluwarsa, mati untuk
hewan/ ikan/tanaman; atau

c. keadasn kehar (force majeure).

: Paaal 460

{1) Permohonan penghapusan. ‘barang milik daerah dengan alasan hilang
karena kecunan sebaga:mana dimaksud dalam Pasal 459 ayat (3) huruf a
harus dxlengkapr

a.
b.

surat ketm'angan dari Kepohma.n, dan

surat keterangan dari Pengguna Barang/l{uasa Pengguna Barang yang
sekurang-kumngn_va memuat;:

1. . identitas Pengguna Barang/Xuasa Pengguna Barang;

2, pemyataan mengenai atas kebenaran permohonan dan barang milik

" daerah tersebut hilang karena kecurian serta tidak dapat
diketemukan; dan

3. pernyataan apabila di kemudian Kari ditemukan bukti bahwa

. penghapusan barang milik deerah dimaksud diskibatkan adanya

unsur kelalaian ' dan/atau kesengajaan dari Pejabat yang
. menggunakan/penanggung jawab barang milik daerah/Pengurus
] ‘Bararig tersebut, aka tidak m'enutupl kemungkinan kepada yang
: bersa.ngkutan aka.n dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan
h perundang-undangm

{2) Permohonan penghapusan barang n:uhk daerah dengan alasan terbakar,
. susut, menguap, mencair, kadaluwarsa, mati untuk hewan/ikan/tanaman
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 459 ayat (3} huruf b harus dilengkapi:

"oa.

identitas Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang;

b, pernyeita&n dari Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang mengenai

kebenaran permohonan yang digjukan.
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c. pernyataan dari Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang bahwa
barang milik daerah telah terbakar, susut, menguap, mencair, '
kadaluwarsa, mati untuk hewan/ikan/tanaman; dan

d. surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada huruf ¢ dilampiri hasil
laporan pemenksaan/ penelitian,

(3) Permohonan penghapusan barang milik daerah dengan alaaan keadaan
kahar {force majeure) sebagaimana -dimaksud dalam Pasal 459 ayat (3)
huruf ¢ harus dilengkapr :

a. surat keterangandminstanm ya.ng berwenang
1, mengenai terjadi keadaan kahar (force majeure); atau
2, mengenai kondisi barang terkini karena keadaan kahar (force

majeure); dan

b. pernyataan bahwa barang milik daerah telah terkena keadaan kahar
(force majeure) dari Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang.

Pasal 461
(1) Pengelola ' Barang melakukan penelitan terhadap permohonan
penghapusan barang ‘milik daerah dari Pengguna Barang sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 459 ayat {3).

(2) Penelitian seba@imana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. penelitian kelayakan perﬁmbangan dan alasan permohonan
‘penghapusan;

b. penelitian data administratif sedikitnya terhadap kode barang, kode
register, nama barang, tahun perolehan, spesifikasi/identitas barang
milik daerah, penetapan status penggunaan, bukti kepemilikan untuk
ba.rang milik daerah yang harus dilengkapi dengan bukti kepem:hkan
nilai buku, dan]atau nilai perolehan, dan-

€. 'penelitian fisik untuk permohona:n penghapusan karena alasan
sebagmmana dimaksud dalam Pasal 459 ayat {3) huruf b dan huruf ¢
jika diperlukan. )

(3) Berdasarkan hasil penelitian sebagmma.na dimaksud pada ayat (1),

Pengelola Barang mengajukan permohonan persetujuan kepada Bupati

untuk penghapusan barang milik daerah karena sebab lain.
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| Pasal 462

(1) Apabila permohonan penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
459 ayat (3) tidak disetujui; Bupati memberitahukan kepada Pengguna
Barang melalui Pengelola Barang disertai dengan alasan.

(2) Apabila permochonan. penghapuaan" aebaga.imana dimaksud dalam Pasal
459 ayat (3) disetujui, Bupati menerbitkan surat persetujuan penghapusan
barang milik daerah. '

(3) Surat persetujuan penghapusan barang milik daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) memuat data barang milik daerah yang disetujui
untuk dihapuskan, g sekurang-kurangnya meliputi:

kode barang; L o |

kode régiister;

nama barang;
- ‘tahun perolehan;

spesifikasi/identitas teknis;

kondisi barang ;

jumlah; |

nilai perolehan; -

nilai buku untuk barang milik daerah yang dapat dilakukan
penyusutan; dan -

j. kewajiban Pengguna Barang untuk melaporkan pelaksanasn
pengheipusan kepada Bupati . :

(4] Berdasarkm:! persetuyjuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
Pen'geldla ;Barang menetapkan keputusan penghapusan paling lama 1
(satu) bulan sejak tanggal persetujuan.

(5) Pengguna Barang melakukan penghapusan barang milik daerah dari
Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna

berdasarkan Keputusan Penghapusan 'sebagzﬁmana dimaksud pada ayat

4}. :

NN

| , ~ Pasal 463 _
(1) Pengguna Barang menyampaikan laporan penghapusan kepada Bupati
dengan melampirkan keputusan penghapusan barang milik daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 462 ayat (4).
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' (2) Berdasarkan keputusan penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
462 ayat (4], Pengelola Baxang menghapuakan barang milik daerah dan
Daftar Barang Milik Daerah.

(3} Perubahan Daftar Barang Pengguna dan/atan Daftar Barang Kuasa
Pengguna sebagai akibat dari sebab lain harus dicantumkan dalam laporan
semesteran ‘dan lapo'ran tahunan Pengguna Barang dan/atau Kuasa
Pengguna Barang : :

(4) Perubahan Da.t'tar Barang Mllik Daerah sehagai akibat dari sebab lain
harus dicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan tahunan.

| Bagian Ketiga
Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Daerah
Pada Pengelola Barang

‘Pasal 464
(1) Penghapusan karena penyerahan barang milik daerah kepada Pengguna
Barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 440 ayat (1) huruf a
dilakukan oleh Pengelola Barang. -

(2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah

 Bupatd menerbitkan keputusan penghapusan barang milik daerah.

(3) Keputusan penghapusan barang milik daerah sebagaimana dimaksud ayat
(2) paling lambat 1 (satu) bulan diterbitkan oleh Bupati sejak tanggal Berita
Acara Serah Terima (BAST) penyerahan kepada Pengguna Barang.

(4) Pengelola Barang menyampaikan laporan penghapusan kepada Bupati
dengan melampirkan keputusan penghapusan dan Berita Acara Serah
Terima (BAST] pényerahan kepada Pengguna Barang sebagaiamana
dimaksud pada ayat (3). -

{5) Berdasarkan keputusan penghapusan sebagaimana dimeksud pada ayat
(3), Pengelola Bafang melakukan penyesuaian pencatatan barang milik
daerah pafda: Daftar Barang Milik Daersh,

Pasal 465

" (1) Perubahan Daftar Barang Pengelola sebagai akibat dari penyerahan barang
milik daerah kepada Pengguna Barang harus dicantumkan dalam Japoran
semesteran dan laporan tahuian pengelola barang. -
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(2) Perubahan Daftar Barang Milik Daerah sebagai akibat dari penyerahan
barang rmhk daerah kepada Pengguna Barang harus dicantumkan dalam
laporan semesteran dan laporan tahunan.

Pasal 466

1) Penghapusan karena pemindahtanganan atas barang milik daerah kepada
. Pihak Lain scbagaimana dimaksud dalam Pasal 440 ayat (1) huruf c
dilakukan oleh Pengelola Barang.

(2) Penghapusan sebagmmana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah
Bupati menerb:tke.n keputusan penghapusan barang milik daerah.

(3) Keputusan penghapusan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) paling Iambat 1 (satu) butan dlterb1ﬂean oleh Bupatl sejak tanggal
Berita Acara Serah Terima (BAST).

{4 Pengelpla Barang menyampaikan laporan penghapusan kepada Bupat
dengan melampirkan keputusan penghapusan yang disertai dengan:

a. Risalah Lelang dan Berita Acara Serah Terima (BAST), apabila

- pemindabtanganan dilakukan dalam bentuk penjualan secara lelang;

b. Berita Acara Serah Terima (BAST), apabila pemindahtanganan
dilakukan dalam bentuk penjualan tanpa lelang, tukar menukar dan
penyertaah modal pemerintah daerah; dan

©. Berita Acara Serah Terima (BAST) dan naskah hibah, apsbila

B pemmdahtanganan dilakukan dalam bentuk hibah. |
{5) Berdasarkan. keputusan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat

(3), Pengelola Barang menghapuskan barang milik daerah dari Daftar
Barang l\gﬁlikaaerah.

| Pasal 467

(1) Perubahan Daftar Barang Pengelola sebagai akibat dari pemindahtanganan

barang milik daerah harus dlcantumkan dalam laporan barang semesteran
dan tahunan’ Pengelola Barang.

{2) Perubahan Daftar Barang Milik Daerah sebagal akibat dari
pemmdahtanganan barang milik daerah harus dicantumkan dalam laporan
barang milik daerah semesteran dan tahunan.
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Pasal 468 _

(1) Penghapusan karena adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh
kekuatan huktum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya
sebagaxm.ana djmaksud dalam Pasal 440 ayat (1) huruf d dﬂakukan oleh

. Pengelola Barang ' '

{2) Pengelola Barang mengajukan permohonan penghapusan kepada Bupati
yang sekurang-kurangnya memuat:

a. pertimbangan dan alasan penghapusan, dan

' b. data barang milik daerah yang. dimohonkan untuk dihapuskan,
sekurang-kurangnya meliputl tahun perolehan, kode barang, kode
register, nama barang, jenis,  identitas, kondisi, lokasi, nilai buku,
dan/atéu nilai perolehan. - -

(3) Permohonan penghapusan barang milik daerah sebagaimana dimaksud

- ‘pada ayat (2) sekurang-kurangnya dilengkapi dengan:

a. salinan/fotokopi putusan pengadilan yang telah dilegalisasi/disahkan
oleh pejabat berwenang; dan _

b. - fotokopi dokumen kepemilikan atau dokumen setara. |

(4) Bupati melakukan peneiiﬁan terhadap permohonan penghapusan barang
~ milik daerah dari Pengelola Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
(5) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:

' a. penelitian data dan dokumen barang milik daerah;

b. penelitian terhadap isi putusan pengadilan terkait barang milik daerah
scbagal objek putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan
hulkum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya; dan

- C. peneliﬁaﬁ lapangan (on site visif), jika diperlukan, guna mermastikan

: kesesué.iéﬁ antara barang milik daerah yang menjadi objek putusan

pengadﬂan dengan barang milik  daerah yang menjadi objek
permohonan penghapusan.

(6) Dalam hal permohonan penghapusan barang milik daerah tidak dlsetmui
Bupati memberitahukan kepada Pengelola Barang disertai dengan alasan.

(7) Dalam hal permohonan penghapusan barang milik daerah disetujui,
Bupati menerbitkan surat peraetujua.n penghapusan barang milik daerah.

(8) Surat persetujuan penghapusan barang milik daerah sebagmmana
" dimaksud pada ayat (7) sekurang-kurangnya memuat:

a. data barang milik daerah yang disetujui untuk dihapuskan, sekurang-
kurangnya meliputi kode barang, kode register, nama barang, tahun
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perolehan, spesifikasi/identitas teknis, jenis, kondisi, jumlah, nilai
buku, danfatau nilai pemlehan dan

b. kewajiban Pengelola Barang untuk melaporkan pela.ksanaan
penghapusan kepada Bupati ..

: Pasal 469
(1) Berdasarkan persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 468
ayat (7}, jBupati dan/atau Pengelola Barang menerbitkan keputusan
penghapusan barang. |
(2) Berdasarkan keputusan penghapusan barang sebagaimana dimaksud pada
ayat {1) Pengelola Barang melakukan penghapuaan bara.ng milik daerah
dari Daftar Barang Pengelola. '

(3) Keputusan penghapusan barang milik deerah diterbitkan oleh Bupati
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 1 (satu) ‘bulan sejak
'tanggal pcrsetujuan

(4) Pengelola Barang menyampmkan laporan penghapusan kepada Bupan
dengan melamplrkan keputusan penghapusan barang milik daerah.

(5) Berdasarken keputusan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3), Pengelola Barang menghapuekan barang milik daerah dari Daftar
Barang N_Eilik Daerah. '

Pasal 470
Penghapusan sébagaimana dimaksud dalam Pasal 468 dan Pasal 469 hanya
dilalcukan karena adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh
‘kekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hulkum lainnya.

Pasal 471
(1] Perubahan daftar barang Pengelola sebagai akibat dari putusan pengadilan
yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap harus dicantumkan dalam
laporan semesteran dan laporan tahunan pengelola barang.

(2) Perubahan Daftar Barang Milik Daerah sebagai akibat dari putusan
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap harus
dicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan tahunan.
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e Pasal 472
(1) Penghapusan barang milik daerah karena melaksanakan ketentuan
peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 440
ayat (1) huruf ¢ diawali dengan mengajukan permochonan penghapusan
barang milik daerah dari Pengelola Barang kepada Bupati.
(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
a, perﬁmbghgan ‘dan alasan penghapusan; dan
b. data barang milik daerah yang dimohonkan untuk dihapuskan, yang
sekurang-kurangnya meliputi tahun perolehan, kode barang, kode
register, nama barang, jenis, identitas, kondisi, lokasi, nilai buku
dan/atau nilai perolehan. |
(3) Bupati melakukan penelitian terhadap permohonan penghapusan barang
milik daerah dari Pengelola Barang sebagaimana dimaksud pada ayat {1).
(4) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
a. penelitian data dan dokumen barang milik daerah;
b. penelitian terhadap peraturan pemndang-undangan terkait barang
milik daerah dan '
c. penelitian lapangan (on site visif), jika diperlukan, guna memastikan
kesesuaian antara barang milik daerah yang menjadi objek peraturan
perundang-undangan dengan barang milik daerah yang menjadi objek
permohonan penghapusan.

Pasal 473
(1) Apabila Buﬁati menyetujui hasil penelitian sebagaimana dimaksud dala
Pasal 472 ayat (4), Bupati menerbitkan surat persetujuan penghapusan.
{2) Surat peréefujuan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
paling sedilut memuat:
a. data barang milik daerah yang- disetujui untuk dihapuskan, yang
" sekurang-kurangnya meliputi kode barang, kode register, nama barang,
spesifikasi/identitas teknis, kondisi, jumlah, nilai buku, dan/atau nilai

_perolehan;
b. kewajiban Pengelola RBarang untuk melaporkan pelaksanaan
penghapusan kepada Bupati.

(3) Berdasarkan persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Pengelola Barang melakukan penghapusan barang milik daerah dari
Daftar Pengélola Barang berdasarkan keputusan pengliapum Bupati.
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(4) Keputusan penghapusan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) diterbitkan oleh Bupati paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal
persetujuan.

Pasal 474
(1) Pengelola Ba.rang menyampaikan laporan penghapusan kepada Bupati
dengan melampirkan keputusan penghapusan.
(2) Berdasarkan keputusan penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
473 ayat {4) Pengelola Barang menghapuskan barang milik daerah dari
Daftar Barang Milik Daerah.

Pasal 475
(1) Perubahan Daftar Barang Pengelola sebagai akibat dari melaksanakan
ketentuan peraturan perundang-undangan harus dicantumkan dalam
laporan aemesﬁeran dan laporan tahunan pengelola barang. -
2 Perubahan Daftar Barang Milik Daerah sebagai akibat dari melakaanakan
ketentuan peraturan perundang-undangan harus dicantumkan dalam
laporan semesieran dan laporan tahunan.

Passal 476

(1) Penghapusan barang milik daerah karena pemusnahan pada Pengelola
Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 440 ayat (1) huruf f dilakukan
dengan ketentuan,

(2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat {1) dilakukan oleh -
Pengelola ang setelah Bupati menerbitkan keputusan penghapusan
barang milik daerah.

(3) Keputusan penghapusan barang milik daerah sebagaimana dl.maksud pada
ayat (2) diterbitkan oleh Bupati paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal
berdasarkan berita acara pemusnahan.

(4) Pengelola Barang menyampaikan laporan penghapusan kepada Bupatn
dengan melamplrkan keputusan penghapusan sebagaimana dimaksud
pada pada ayat (2) dan berita acara pemusnghan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3). ) ,'

(5} Berdasarkan keputusan penghapusan sebagaimana djrnaksud pada ayat
(3), Pengelola Barang menghapuskan barang milik daerah dari Daftar
Barang Milik Daerah.



-220-

Pasal 477
(1} Perubahan Daﬂar Barang Pengelola sebagm alkibat dari Pemusnahan
harus dicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan tahunan
pengelola barang,
" (2) Perubahan Daftar Barang Mﬂik Daerah sebagai akibat dari pemusnahan

barang milik daerah harus d1cantumkan dalam laporan semesteran dan
laporan tahunan.

Pasal 478

(1) Penghapusan karena sebab lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 440
ayat (1) huruf g dilakukan oleh Pengelola Barang,

(2) Pengelola Barang mengajukan permohonan penghapusan barang milik
daerah kepada Bupati yang paling sedikit memuat: -

a. pertimbangan dan alasan penghapusan; dan

b. data barang milik daerah yang dimohonkan untuk dihapuskan, yang di

= antaranyg rnehputi kode barang, kode register, nama barang, nomor
register, tahun perolehan, spesifikasi, identitas, kondisi barang, lokasi,
nilai bukn, da.n/atau nilai perolehan

{3) Permohonan penghapusan barang milik daerah sebagaimana dnnaksud
pada ayat (2) dapat diajukan karena alasan:

a. hilang kerena kecurian;

b. tefbakeir, ‘susut, menguap, mencair, kadaluwarsa, mati untuk
hewanfikan/tanaman; dan/atau

c. keadaah kahar {force majeure).

(4) Permohonan penghapusan barang milik daerah dengan alasan hilang
kerena kecurian sebagaimana dimaksud pada ayat {3) huruf a harus
dﬂeng'kapi:' '

a. ‘Surat Keterangan dari Kepolisian;
b. Surat Ketera.ngan dari. Pengelola Barang yang sekurang-kurangnya
~ memuat: ‘
1. identitas Pengelola Barang,
2. . pexnyataan_mengenai atas kebenaran permohonan dan barang milik
‘daerah tersebut hilang karena kecurian serta tidak dapat
diketemukan; dan
3. perhjataan ‘apabila di kemudian hari ‘ditemukan bukti bahwa
'penghapusan barang milik daerah dimaksud diakibatkan adanya
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ungiur_ kelalaian dan/atau kesengajaan dari Pejabat yang

" menggunakan/penanggung jawab barang milik daerah/Pengurus
Barang tersebut, maka tidak menutup kemungkinan kepada yang
bersangkutan akan dikenakan sanksz sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan

(5) Permohonan penghapusan barang milik daerah dengan alasan terbakar,
susut, menguap, mencair, kadaluwarsa, mati untuk hewan/ikan/tanaman
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b harus dilengkapi:

T a.
b.

1dentitas " Pengelola Barang;

pernydfaan dari Pengelola Barang mengenai kebenaran permohonan
yang disjukan; - ] |

pernyataan bahwa barang milik daerah telah, tert;akar, susut,
menguap, mencaii-, kadaluwarsa, mati untuk hewan/ikan/tanaman;

- dan

surat pémyataan sebagaimana, dimaksud pada huruf ¢ dilampiri hasil
laporan pcmenksaan /penelitian. '

[6) Permohonan penghapusan barang milik daerah dengan alasan keadaan
kahar (force majeure) sebagmmana dimaksud pada ayat (3] huruf ¢ harus

diiengka;n.

a.

.'I- b.

surat keterangan dari instansi yang berwenang:

- 1. ‘mengenai terjadinya keadaan kahar (force majeure); atau

2. mengenai kondisi barang terkini karena keadaan kahar (force
majeure); dan -

pernyatain bahwa barang milik daerah telah terkena keadaan kahar

{(force ma_;eure}

(7) Bupati me}akukan penelitian terhndap permohonan penghapusan barang
milik daergh dari Pengelola Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
{8) Penelitian sebagaimana dimaksud Pada ayat (7) meliputi:

a.

b.

Penehtlan kelayakan pertlmbangan dan alasan permohonan
penshapusan,

penelitian data’ _administratif sedﬂatnya terhadap tahun perolehan,
spesifikasi/identitas barang  milik daerah, penetapan status
pengglinaan bukti kepemilikan untuk barang milik daerah yang harus

| dilengkapi dengan bukti kepemlhkan nilai buku, dan/ atau nilai

perolehan* dan
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. C. peneliian fisik untuk permohonan penghapusan karena hlasan ,
sebagaimana dimaksud pada ayat {(3) huruf b dan huruf c jika
diperlukan.

Pasal 479
{1) Apabila permohonan penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
478 ayat (3]‘ tidak disetujui, Bupati memberitahukan kepada Pengelola
Barang di#eftai dengan alasan.

" {2) Apabila permohohan penghapusan sebaga.%mana dimaksud dalam Pasal
' 478 ayat (3) dmetuju:, Bupatt menerblﬂcan surat persetujuan penghapusan
barang ‘milik daerah. :

(3) Surat persetujuan penghapusan barang milik daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) memuat data barang milik daerah yang disctujm
untuk dlhapuskan yang paling sedikit meliputi:

kode barang;

‘kode regfster;

nama barang;

tahun perolehan;

-gpesifikasi/identitas teknis;-

kondisi barang;

jumlah;

nilai perolehan; .

nilai buku untuk barang milik daerah yang dapat dilakukan

penyusutan; dan

j. kewajlban Pengelola Barang untuk melaporkan pelaksanaan
penghapusan kepada Bupati.

- (4} Berdasarkan persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2},

' Bupati menetapkan keputusan penghapusan paling lama 1 {satu) bulan
sejak ta.nggal 'persetujuan.

{5} Pengelola Barang :ﬁelakukan penghapusan barang milik daerah dari
Daftar Barang Pengelola berdasarkan keputusan penghapusan
: aebagaiman& dimaksud pada ayat (4).

RN NN

> ®

| ]
H

Pasal 480 '
(1) Pengelola Bara.ng menyampaikan laporan penghapusan kepada Bupati
dengan _melé.mpirkan keputusan penghapusan barang milik daerah.
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(2) Berdasarkan keputusan penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
479 ayat (4], Pengelola Barang menghapuskan barang milik daerah dari
Daftar Barang Milik Daerah.

3) Perubahan Daﬁar ‘Barang Milik Daerah sebagai akibat dari sebab lain
harus dicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan tahunan.

_ L Pasal 481
Ketentuan lebih lanjut mengenai penghapusan barang milik daerah diatur
dengan peraturan bupati,

BAB XII
. PENATAUSAHAAN

" Bagian Kesatu
Pembukuan

. . | Pasal 482

(1) Pengelola Barang harus melakukan pendaftaran dan pencatatan barang
milik daerah yang berada di bawah penguasaannya ke dalam Daftar Barang
Pengelola menurut penggolongan dan kodefikasi barang

{(2) Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang harus melakukan pendaftaran
den pencatatan barang milik daerah yang status penggunaannya berada,
pada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang ke dalam Daftar Barang

Pengguna/Daftar Barang Kuasa Pengguna menurut penggolongan dan
kodefikasi barang.

Pasal 483 .
{1) Pengelola Barang menghimpun da.ftar barang Pengguna/daftar barang
Kuasa Pengg_una sebagaimana dimaksud dalam Pasal 482 ayat (2).
(2) Pengelola Barang menyusun daftar barang milik daerah berdasarkan
“himpunan . daftar barang Pengguna/daftar barang Kuasa Pengguna
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan daftar barané Pengelola menurut
penggolongan dan kodefikasi barang.
(3) Dalam daftar barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
- termasuk barang milik daerah yang dimanfaatkan oleh pihak lain.
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Bagian Kedua
Inventarisasi

Pasal 484

(1) Pengguna Barang melakukan inventarisasi barang milik daerah paling
sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

{2) Dalam hal barang milik daerah sebagaimana dunaksud pada ayat (1)
berupa pereedman dan konstruksi dalam pengerjaan, inventarisasi
dilakukan oleh Pengguna Barang setiap tahun.

(3) Pengguna Barang: nienyampaikan laporan hasil Inventarisasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Pengelola Bamng paling lama 3
{tiga) bula.n setela.h selesahya Inventarisasi.

: Pasal ‘485

Pengelola Barang melakukan inventarisasi barang milik daerah berupa tanah
dan/atau bangunan yang berada. dalam penguasaannya paling sedikit 1 (satu)
kali dalam S (lima) tahun. '

Bagian Ketiga
Pelaporan.
, | Pasal 486

(1) Kuasa Pengguna Barang harus menyusun japoran barang Kuasa
Pengguna Semesteran dan laporan barang Kuasa Pengguna Tahunan
untuk disa’mpaikan kepada Pengguna Barang.

{2) Pengguna - Barang menghimpun laporan barang Kuasa Pengguna
Semesteran dan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai
bahan penyusunan laporan barang Pengguna semesteran dan tahunan.

{3) Laporan barang Pengguna sehnga:mana. dimaksud pada ayat (2) digunakan
sebagai bahan untuk menyusun neraca Perangkat Daerah untuk
disampaikan kepada Pengelola barang.

: - Pasal 487
(1) Pengelola Barang harus menyusun laporan barang Pengelola semesteran
dan laporan barang Pengelola tahunan.
(2) Pengelola - Barang harus menghimpun laporan barang  Pengguna
semesteran dan laporan barang Pengguna tahunan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 486 ayat (2) serta laporan barang Pengelola sebagaimana
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dimaksud lzggda ayat (1) sebagai bahan penyusunan laporan barang milik
~ daerah, _ . -

. (3) Laporan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2}
digunakan sebagai bahan untuk menyusun neraca pemerintah daerah.

‘ Pasal 488
Ketentuan lebih lanjut mengenai Penatausaan Barang Milik Daerah diatur
. dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII
PEMBINAAN PENGENDAIJAN, DAN PENGAWASAN
‘ | Baglan Kesatu
Pembinaan
: : | _ Pasal 489 . ‘
_ Menteri melakukan pembinaan pengelolaan barang milik daerah dan
menetapkan kebijakan pengelolaan barang milik daerah.

Bagian Kedua
: Pengﬁwésm dan Pengendalian
_ ' Pasal 490
Pegawasan dan pengendalian pengelolaan barang milik daerah dilakukan oleh:
a. Pengguna Barang melalui pemantauan dan penertiban; dan/atau
" b. Pengelola Barang melalui pemantauan dan investigasi.

L Pasal 491

(1) Pengguna Barang melakukan pemantauan dan penertiban terhadap
penggunaﬁn - pemanfaatan, pemindahtanganan, penatausahaan,
pe.mehharaan dan pengamanan barang milik daerah yang berada di dalam
penguasasnnya,

{2) Pelaksanaan pemantauan dan penertiban sebagaimana dimalksud pada
‘ayat (1) untuk Unit Kerja Perangkat Daerah dilaksanakan oleh Kuasa
Pengguna Barang .

(3) Pengguna ‘Barang dan Kuasa Pengguna Barang dapat meminta aparat
pengawasan intern pemerintah untuk melakukan audit tindak lanjut hasil
pema.ntauan clan penertiban sebagajmana dimaksud pada ayat (1) dan ayat

(2).
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_ (4] Pengguna Bara.ng dan Kuasa Pengguna Barang menindaklanjuti hasil

aucht sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan

: peramran perundang-undangan.

(1)

Pasal 492
Pengelola Barang melakukan pemantauan dan investigasi atas

. pelaksanaan penggunasn, pemanfaatan, dan pemindahtanganan barang

2

milik - daerah ‘dalam rangka penertiban penggunaan, pemaniaatan, dan
pemmdahtanganan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan
peraturan pemndang-undangan.

Pemantaue{h_ dan “inire'stigaéi sebagaimana dimaksud ‘pada ayat (1) dapat
ditindaklanjuti oleh Pengelola Barang dengan meminta aparat pengawasan

" intern pemerintah untuk melakukan audit atas pelaksanaan Penggunaan,

@

pemanfaatan, dan pemindahtanganan barang milik daerah.
Hasil audit sebagajmana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada

" Pengelola Barang untuk dmndak]anjuu sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang—undangan

| BAB X1V

-PEN GELOLAAN BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH

(1)

12

YANG MENGGUNAKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN
LAYANAN UMUM DAERAH

Pasa.l 493

Barang nuhk daerah yang digunakan oIeh Badan Layanan Umum Daerah
merupakan kekayaan daerah yang tidak - dipisahkan untuk
menyelenggafakan . kegiatan Badan Layanan Umum Daerah yang
bersanglmtan |

Pengclolaan ‘barang milik daerah sebagmmana dimaksud pada ayat {1)
mempedomani ketentuan . peraturan perundang-undangan mengenai
pengelolaan Barang Milik Daerah, kecuali terhadap barang yang dikelola
dan/atau dm‘xanfaa.ﬂmn sepenuhnya untuk menyelenggarakan kegiatan
pelayanan umum sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Layanan Umum
Daerah mempedomsani ketentuan peraturan perundang—undangan

mengenai Badan Layanan Umum Daerah.
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- BAB XV
~ BARANG MILIK DAERAH BERUPA RUMAH NEGARA

Bagian Kesatu
Prinsip Umum

Pasal 494

Rumah negara ;nempﬁkan barang milik daerah yang diperuntukkan sebagai

)
(2)

3)

)

ternpat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan serta menunjang
pelaksanaan tugas pejabat dan/atau pegawai negeri sipil pemerintah
daerah yang bersangkutan.

- Pasal 495
Bupati menetapkan status penggunaan golongan rumah negara.

Rumah negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi ke dalam 3
(tiga) golongan, yaitu:

a. rumsh _i'légara golongan I;

b. rumah negara golongan II; dan

<. rumah negara golongan III.

Penetapan . éﬁatus pexiggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
didasarkan pada pemohonan penetapan status penggunaan yang digiukan
oleh Pengguna Barang.

Pasal 496
Rumah negma golongan I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 495 ayat {2}

- huruf a, adalah rummah negara d.tperg:unakan bagi pemegang jabatan

(@)

tertentu dan karena sifat jabatannya harus bertempat tinggal di rumah
tersebut serta. hak penghumannya terbatas selama pejabat yang
bersangkutan masih memegang jabatan tertentu tcrsebut.

Rumsh negara golongan 1 sebagaimana dimaksud dalam pasal 495 ayat (2)
huruf b, adalah rumah negara yang mempunyai hubungan yang tidak

' dapat dxplsahkan dari suatu Perangkat Daerah dan hanya disediakan

untuk didiami oleh pegawai negeri sipil pemerintah daerah yang

o bersangkutmi
{3) Termasuk ‘dalam rumah negara golongan II adalah rumah negara yang

berada dalam satu kawasan dengan Perangkat Daerah atau Unit Kersja,
rumah susun dan mess/asrama pemerintah daerah.
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(4} Rumah negara. golongan III sebagsimana dimaksud dalam Pasal 495 ayat
"~ {2) huruf- Cy. adalah rumah negara yang tidek termasuk golongan I dan
golongan Il yang dapat d:_]ual kepada penghunmya

‘Pasal 497

(1) Barang mihk daerah berupa rumah negara hanya dapat dlgunakan sebagai
tempat tinggal pejabat atau pegawai negeri sipil pemerintah daerah yang
bersangkutan yang memiliki Surat Izin Penghunian (SIP).

(2) Pengguna Barang wajib mengoptimalkan penggunaan barang milik daerah
berupa rumah negara Golongan I dan rumah negara golongan II dalam
menun_]ang pelaksanaan tugas dan fungsi.

{3) Pengguna Barang rumah negara golongan I dan rumah negara golongan II
wajib menyerahkan barang milik daerah berupa rumah negara yang tidak
digunakan kepada Bupati.

Pasal 498
(1) Surat Ijin Penghunian (SIP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 497 ayat
{1) untuk rumah negara golongan I ditandatangani Pengelola Barang.
(2) Surat Ijin Penghunian (SIP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 497 ayat
(1) untuk rumah negara golongan I dan golongan I ditandatangani
Pengguna Bara.ng

; Pasal 499 |
(1) Suami dan  istri yang masing-masing berstatus pegawai negeri sipil
'pemerintah daerah yang bersangkutan, hanya dapat menghuni satu rumah
negara.
(2) Pengecualia.n terhadap ketentuan scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
hanya dapat diberikan apabila - snami dan istri tersebut bertugas dan
bertempat Unggal di deerah yang berlainan.

Bagian Kedua
Penggunaan

: Pasal 500
(1) Barang xmlik daerah berupa rumah negara dapat dilakukan alih status
penggunaan, :
(2) Alih status penggunaan:
a. antar Pengguna Barang untuk rumah negara golongan I dan rumah
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' negara golongan II; |
b. dari Pengguna Barang kepada Pengguna Barang rumah negara
golongan lil, untuk rumah negara golongan Il yang akan dialihkan
statusnya menjadi rumah negara golongan III; atau
c. dari Penggima Barang rumsh negara golongan III kepada Pengguna
~ Barang, untuk rumah negara golongan Il yang telah dikembalﬁca.n
status’ gdlongannya men_ladi rumah negara golongan II.

{3} Pengalihan status penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dilakukan setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Bupati .

(4} Atih statﬁa lpénggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b,

- {5)

hanya dapat dilakukan apabila barang milik daerah berupa rumah negara

telah berusia paling singkat 10 (sepuluh) tahun sejak dimiliki oleh

pemenntah daerah atau sejak ditetapkan perubahan fungsmya sebagai

rumah negara

Usulan alih status penggunaan aebagaima.na dimaksud pada ayat (2) huruf

b hatus disertai sekuang-kurangnya dengan:

a. pcrsetuguan tertulis dari Bupati mengenai pengahhan status golongan
rumah negara dari rumah negara golongan I menjadi rumah negara
golongan II;

b. surat pemyataan bersedia menerima pengalihan dari Pengguna, Barang

(6)

@

rumah ‘mnegara golongan Iil;
¢. salinan keputusan penetapan status rumah negara golonga.n 15;

d. salinan Surat Izin Penghunian (SIP) rumah negara golongan II; dan

e. gambar ledger/gambar arsip berupa rumah dan gambar situasi. -
Pengguna’ Barang bertanggung "jawab penuh atas kebenaran dan
keabsahan data dan dokumen yang diterbitkan dalam rangka pengajuan
usulan pengalihan status penggunaan.

Proses pengaguan dan pemberian persetujuan alih status penggunaan

mengikuti ketentuan mengenai alih status penggunaan sebagaimana
dimaksud ddlam Pasal 56 sampai dengan Pasal 62.

" Pasal 501

(1) Dalam hal diperiukan Bupati dapat melakukan alih fungsi barang milik

daerah berupa rumah negara golongan I dan rumah negara golongan If,
‘menjadi bangunan kantor.

(2) Ath fungsl ‘barang milik daerah berupa rumah negara golongan I dan
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rumah nega_ifa golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
oleh Bupati. o

_ Bagian Ketiga,
Tata Cara Pengalihan Hak Rumah Negara

_ Pasal 502
(1) Pemmdahtanganan dalam bentuk penjualan rumah Negara hanya dapat

dilakukan terhadap barang milik daerah berupa rumah negara golongan IlIl.

{2) Penjualang barang milik daerah berupa rumah negara sebagaimana
dimaksud peda ayat (1) dilakukan kepada penghuni yang sah.

(3} Penjualan barang milik daerah berupa rumah negara sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mekanisme tidak secara lelang.

(4) Penjualan barang milik daerah berupa rumah negara sebagaimana
dimaksud pada ayat {1) hanya dapat dilakukan terhadap rumah negara
yang tidak dalam keadaan sengketa. o

. Pasal 503

(1) Penjualan rumah negara golongan INl dilakukan oleh Pengelola Barang
setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Bupati.

(2) Penjualan’ barang milik daerah berupa rumah negara golongan IIf
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk pengalihan
hak rumah negara golongan III.

{3) Dalam hal usulan penjualan barang mxlik daerah berupa rumah negara
golongan i)} disetujui, maka Bupati menerb1tkan surat ‘persetujuan
penjualan barang mililc daerah berupa rumah negara golongan IiI.

(4) Dalam hal usulan penjualan barang milik daerah berupa rumah negara

~ golongan 'III“‘ tidak disettjui, maka Bupati menerbitkan surat penolakan
usulan penjualan barang milik daerah berupa rumah negara golongan 11
disertai a]asannya

: Pasal 504 _

(1) Pengajuan usul penjualan barang milik daerah berupa rumah negara

golongan TiI dilakukan oleh Pengguna Barang rumah negara golongan 1I1

kepada Bupati, yang sekurang-kurangnya disertai dengan data dan
dokumen:

a. surat pemyata_an dari Pengguna Barang rumah negara golongan nr
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| yang menyatakan bahwa rumah negara yang diusulkan untuk dijual
tidak dalam keadaan sengketa;
b. keputusan penetapan status rumah negara golongan III
c. persetujuan pengahhan dan penetapan status penggunaan barang milik
~ daerah; '
d. Surat IJin Penghuma.n (SIP) rumah nega.ra golongan III
e, gambar/ Iedger, lokasi, tahun perolehan, luas tanah, dan bangunan
. rumah .negara. golongan III; dan
f. surat pernyataan kelayakan pengalihan hak rumah negara golongan III
dari Pengguna Béu'ang rumah negara golongan IIf
(2) Pengguna Barang rumah negara golongan Il bertanggung jawab penuh
atas kebm dan keabsahan data dan dokumen sebagaimana dimaksud
pada ayat (1). | |

: . Pasal 505

(1) Rumah negara yang dapat dialihkan haknya adaleh rumah negara
golongan Il yang telah berumur 10 (sepuluh) tahun atau lebih dan tidak
dalam keadaan sengketa. _

(2) Umur rumah negara sebagaimana dimaksud pada pada ayat (1},
d:perhitungkan herdasarkan penetapan status atau pengalihan status oleh’
Bupati, | |

‘ {3) Rumah néga’ra' sebagaizma dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2} hanya

| dapat dialihkan haknya kepada penghuni atas permohonan penghuni
melalui Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna Barang.

(4) Penghuni rumah negara golongan Il dapat mengajukan permohonan
pengalihaﬁ apabila yang berSangkutan telah mempunyai masa kegja 10
(sepuluh) tahun atau lebih sebagai pegawai negeri sipil pemerintah daerah
yang bersangkutan »

(S) Dalam hal suami dan istri mamng—masmg mendapat Surat Izin Penghunian
(SIP) untuk menghum rumah negara golongan III, maka pengalihan hak
sebaga:rnana dirnaksud pada ayat {1) hanya dapat diberikan kepada salah

- satu dari suami dan istri yang bersangkutan dan belum pernah membeli '
atau mexhﬁeroléh fasilitas rumeh dan/atau tanah dari pemeriniah
berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

{6) Pegawai negeri sipil pemerintah daerah yang.telah ‘memperoleh rumah
dan/atan tanah dari pemerintah, tidak dapat lagi mengajukan permohonan
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pengalihan hak atas rumah negara golongan Il
(7} Pengalihan hak rumah negara golongan HI kepada penghuninya ditetapkan
- oleh Bupati . '

Pasal 506

(1) Penghuni rumah negara golongan IIl yang dapat mengajukan permohonan
' pengalihan hak kepada Pengguna Barang harus memenuhi syarat-syarat
sebagait berikut:
a. Pegawéi negeri sipil pemerintah daerah yang bersangkutan:

1.
2.

3.

mempunyai masa kerja sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun;
menuhkiSurat Izin Penghunian (SIP) yang sah; dan :
belum pema.h membeli atau memperoleh fasilitas rumah dan/atau
tanah dari pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan
ya:ig berlaku.

b. Pensiunan pegawai negeri sipil pemerintah daerah yang bersangkutan;

1.
2.
3.

menerima pensiun dari Negara;

memiliki Surat Izin Penghunian (SIP) yang sah; dan

belum pernah membeli atau memperoleh fasilitas rumah dan/atan
tanah dari pemerintah, berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlalu.’

c. Janda/duda pegawai negeri sipil pemerintéh daerah yang
bersangkutan:

10

2.
3.

masih berhak menerima tunjangan pensiun dari Negara, yang;

a) almarhum suaminya/isterinya sekurang-kurangnya mempunyai
masa kerja 10 (sepuluh) tahun; atau

b} masa kerja almarhum suaminyafisterinya ditambah dengan
jangka waktu sejak yang besangkutan menjadi janda/duda
berjumiah sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun;

memﬂﬂd Surat Izin Penghunien (SIP) yang sah; dan

belum pernah membeli atau memperoleh fasilitas rumah dan/atau

tana.hv berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

d. Jandaf duda. pah]awan, yang suaminya/isterinya dinyatakan sebagai
pahlawan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku:

1.
2.
3.

masih berhak menemna tunjangan pensiun dari Negara;
memiliki Surat Izin Penghunian (SIP) yang sah; dan
belum pernah membeli atau memperoleh fasilitas rumah dan/atau
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tanah dari pemerintah berdasarkan peraturan perundang-
lindangan _
e Pe_;abat nega.ra, Ja.nda/ duda pejabat negara:
1. mamh berhak menerima tunjangan pensmn dari Negara
2. memiliki Surat Izin Penghuman (SIP) yang sah; dan
~ 3._ belum pernah membeli atau memperoleh fasilitas rumah dan/atau

ta:nah dari pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan
yang berlaku. |

(2) Apabila penghuni rumah ﬁegara golongan 1l sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) meninggal dunia, maka pengajuan permohonan pengalihan hak
atas rumah negara dimaksud dapat digjukan oleh anak sah dari penghuni
yang bersangkutan. ‘

(3) Apabila  pegawai negeri = sipil pemerintah daerah yang
bersangkufan/penghuni yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) meninggal dan tidak mempunyai anak sah maka rumah negara
kembali ke pemerintah daerah.

(4) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pengguna Barang
mengajukan usulan penjualan rumah negara golongan I Kepada Bupati.

{5) Bupati melakukan peneliﬁan'dan pengkeg’ian sebagai bahan pertimbangan
persetujuan Bupati atas permohonan yang diajukan penghuni rumah |
negara golcmgan I sebagmmana dlmaksud pada ayat (4).

- . Pasal 507

(1) Bupatl melahn Pengelola Barang menugaskan Penilai untuk melakukan
penilaian atas rumah negara golongan Il yang akan dialihkan dan hasil
penilaian dilaporkan kepada Bupati.

(2} Dalam melakukan penehi:um dan pengkajian sebagaimana dimaksud dalam

' Pasat 506 ayat (5), Bupati dapat membentuk Tim.

(3) Ha.sﬂ penehtian dan pengkajian dituangkan dalam Benta Acara dan
dlsampalkan kepada Bupat: sebagai bahan pertimbangan persctu.luan
penjualan rumeh negara golongan 11,

(4) Bupati - menyetujui dan mmetaplnan pengalihan ha.k rumah negara
golongan I berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan ayat (3).

(S) Persetujuan- sebagaimana dunaksud pada ayat (4) dilakukan dengan
menerbitkan surat persetujuan dan penetapan dengan menerb1tkgn surat
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keputusan. .
"~ (6) Pelaksanaan f)enjualan barang milik daerah berupa rumah negara
~ golongan HI dalam bentuk pengalihan hak harus dilaporkan kepada Bupati
.dengan melampirkan salinan keputusan pengalihan hak rumah negara dan
penetapan harga rumah negara golongan Ill setelah penerbitan keputusan

sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
{7) Dalam hal Bupati tidak menyetujui atas pengajuan permohonan
-sebagaimana dimaksud dalam Pasal 506 ayat (1) Bupati memberitahukan
kepada Pe_ngg_ima Barang rumah negara golongan III disertai alasannya
untuk disampaikan kepada pengguni rumsh negara golongan Il

| Pasal 508
{1) Berdasarkan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 507 ayat (5)
Bupati mgrietapkan harga rumah beserta tanahnya berdasarkan hasil
(2) Harga rumah negara golongan Il sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkaﬁ sebesar 50 % [limavpuluh persen) dari nilai wajar,

Pasal 509

(1) Pengalihan rumah negara golongan Il dilakukan dengan cara sewa beli.

(2) Bupati menandatangani surat perjanjian sewa beli rumah negara golongan
hr. ) :

{(3) Pembayaran: harga rumah negara golongan Il dapat dilaksanakan secara
angsuran dan disetor ke Kas Umum Daerah.

'(4) Apabila rumah- yang dialihkan hsknya terkena rencana tata ruang
sebaga:mana dimaksud pada ayat (1) pembayarannya dapat dilakuken
secara tunai.

{5) -Pembaya.ran angsuran pertama ditetapkah paling sedikit 5% (lima puluh
persen) dari harga rumah negara Golongan Iil dan dibayar penuh pada saat
perjanjian sewa beli ditandatangani, sedang sisanya diangsur dalam jangka
waktu 'paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun
‘dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 510
(1) Penghuni yang telah membayar lunas harga rumah negara golongan Il
beserta tanahnya, memperoleh:



2)

2

4)

(5)

©)

(1)

(2)
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a. pmyemm hak milik rumah; dan

b, pelepaéan hak atas tanah.
Penghuni yang telah memperoleh penyerahan hak milik dan pelepasan hak
atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1}, wajib mengajukan

'permohonan hak atas tanah sesuai dengan Kketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.
Pelepasan hak atas tanah danj/atau penyerahan hak milik rumah serta

‘penghapusan dari daftar barang milik daerah ditetapkan dengan

keputusan Bupati .

Bupati mehyerahkan' surat keputusan penyerahan hak milik rumah dan
pelepasan hak atas tanah kepada penghuni yang telah membayar lunas
harga rumah beserta harga tanahnya sesuai pexjanjian sewa beli

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 509 ayat (2).

Penghuni yang telah memperoleh surat keputusan penyerahan hak mlhk
rumah dan pelepasan hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
wajib' meﬁga,jukan permohonan hek untuk memperoleh sertifikat hak atas
tanah kepada Kantor Pertanahan setempat sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Surat keputusan penyerahan hak milik rumah dan pelepasan hak atas
tanah untuk ditindaklanjuti dengan penghapusan dari Daftar Barang Milik

‘Daerah.

o : Bagian Keempat
Tata Cara Penghapusan Rumah Negara

. Pasal 511
Pengllapi;san barang milik daerah berupa rumah negara dilakukan
berdasarkan keputusan penghapusan yang diterbitkan oleh:
a. Pengelola Barang untuk penghapusan dari Daftar Barang
.. Pengguna/Kuasa Pengguna Barang; dan
b, Bupati untulk penghapusan dari Daftar Barang Milik Daerah Pengelola
Barang.
Penghaplisah barang milik daerah berupa rumah negara sebagaimana
dimaksud pada ayat {1) meliputi:
a. penghapusan barang milik daerah berupa rumah negara golongan 1 dan
rumah negara golongan 11 dari Daftar Barang Pengguna/Kuasa
Pengguna kepada Bupati atau Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna
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Barang iainnya;

_ﬁenghapuss}n barang milik daerah berupa rumah negara golongan III

dari daftar barang °Pengguna/Kuasa Pengguna kepada Bupati atau
Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang lain rumah negara golongan

" I1T; atau
‘penghapusan barang milﬂ{ daerah berupa rumah negara dari Daftar

Barang M111k Daerah.

{3) Penghapusan bara.ng n:uhk daerah berupa rumah negara sebagaxmana

a.

b.
c.
d

dimaksud pada ayat {2} huruf a dilakukan sebagai tindak lanjut dari:

penyerahan kepada Bupati;
alih status penggunaan kepada Pengguna Barang lain;
alih status penggunaan menjadi bangunan kantor; atau

. sebab~sebab lain yang secara normal dapat diperkirakan wajar menjadi

*penyebab penghapusan, antara lain terketia bencana alam atau terkena
dampak dari terjadinya force majeure.

- (4) Penghapusa.n barang milik daerah berupa rumah negara sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan sebagai tindak lanjut dari:

a.
- b.

C.
d.

penyerahan kepada Bupati;

_alih status penggunaan kepada Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna

Barang lam

pen_;us.}an Tumah negara golongan IIf;

sebab-sebab lain yang secara normal dapat diperkirakan wajar menjadi
penyebab penghapusan, antara lain tcrkena bencana alam atau terkena

dampak dari tel;]admya Jorce majeure.

(5) Penghapusan dari Daftar Barang Milik Daerah sebagennana dimaksud
pada ayat (2] huruf ¢ dilakukan sebagai tindak lanjut dari: '

a
b.

penijualan rumah negara golongan ilil; atau

sébab—éebab lain yang secara normal dapat diperkirakan wajar menjadi
penyebab pcrighapusan, antara lain -terkena bencana alam, atau
terkena dampak dari terjadinya force majeure. :

Pasal 512

Penghapusan barang milik daerah berupa rumah negara sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 511 dﬂakukan setelah keputusan penghapusan'
d1terbitkan oleh: _

a. Pengelola Barang untuk barang milik daerah berupa rumah negara
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golongan I dan mi'nah negara golongan I, untuk penghapusan dari daftar
barang Pengguna/Kuasa Pengguna;
b. Pengelola Barang rumah negara golongan HI, untuk penghapusan dari
- Daftar Barang Pengguna/Kuasa Pengguna rumah negara golongan III; atau
c. Bupati, untuk penghapusan dari daftar barang Pengelola Barang. -

. Pasal 513
(1) Pengelola Barang menyampaikan laporan pelaksanaan penghapusan
kepada Bupati dengan melampirkan keputusan penghapusan dari daftar
barang Pengguna/Kuasa Pengguna sebagaimana dimaksud da]am Pasal
512 hurufa dan hurufb.

(2) Pengelola 'Barang menyampaikan laporan pelaksanaan penghapusan
karena penjualan rumah negara golongan 1l kepada Bupatl dengan
melampxrkan
a. keputusan penghapusan dari daftar barang Pengguna/Kuasa

Pengguna rumah negara golongan Iii;
b. keputusan penyerahan hak milik rumah dan pelepasan hak atas mnah
- rumah negara golongan IIl; dan
c. perjanjian sewa beli.

, : Pasal 514
Nilai barang milik daerah berupa rumsh negara yang dﬂlapuskan sebesar nilai
yang tercantum dalam : .
a. Daftar Barang Pengelola/daftar barang Pengguna/Daftar Barang Kuasa
Penggunag; atau .
b. Daftar Ba.ra.ng Milik Daerah.

- Bagian Keluna
Tata Cara Penatausahaan Rumah Negara

o P&SBJ 518
{1) Penatausahaan barang milik daerah berupa rumah negara J;neliputi
kegiatan pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan.
{2) Pengguna :_ Barang/Kuasa Pengguna Barang dan Pengelola Barang
melakukan penatausahaan barang milik daerah berupa rumah negara.
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(3) Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat {1) merupakan

pelengkap dari penatausahaan barang milik daerah antara lain:
a. alih status penggunaan;

" b. alih status golongan;

c.: alih fungsi;

d. penjualan rumah negara golongan III dan

C e, penghapuaan

(1)

(2)

Pasal 516
Inventarisasi dalam rangka penatausahaan barang milik daerah berupa
rumah negara dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam 5 (lima) tahun.

Pelaksanaan Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
untuk mengumpulkan data administrasi dan fisik barang milik daerah |
berupa rumah negara sekurang-kurangnya meliputi:

. a. bukd kepemlhkan tanah dan bangunan,

)

b. status penggunaan;

status penghuman -
nilai dan luas tanah dan bangunan;
a]amat, lokas:, dan hpe bangunan; dan
kondisi bangunan

me oo

Hasil invenfa:isasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh
Pengelola Barang dan/atau Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang

~ kepada Bupat1

(1)

{2)

- ‘Pasal 517 |
Pelaporan dalam rangka penatausahaan barang milik daerah berupa

rumah negara dilaksanakan setiap semesteran dan tahunan.

Pengguna ;B'arang menyusun laporan semesteran dan tahunan atas barang
milik daerah berupa rumah negara sebagai bagian dari pelaporan barang
milik daerhh

(3) Pelaporan sebagalmana dnmaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap

~ kegiatan pembulcuan dan inventarisasi barang milik daerah berupa rumsah
negara. -
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o Bagian Keenam
Pengawasan dan Pengendalian Rumah Negara

Pasal 518

Pengguna Barang melakukan pengawasan dan pengendalian barang milik

daerah berupa rumah negara yang berada dalam penguasaannya.

(1)

. @)

)
)

(3)

BAB XVI
GANTI RUGI DAN SANKS!

" Pasal 519
Setiap kerug:an daerah akibat kelalaian, penyalahgunaan/pelanggaran
hukum atas pengelolaan barang milik daerah diselesaikan melahui
tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. '

Setiap pihék yang mengalkibatkan kerugian daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang—undanga.n

' BAB XVII
KETENTUAN PERALIHAN

Paaal 520
Pejabat Pengelola barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam
Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tshun sejak
Peraturan Daerah ini dmndangkan

Penggolongan dan kodeﬁkasi barang milike daerah vang telah ada masih
tetap berlaku sepanjang belum d;tetapkmmya Peraturan tentang
Penggolongan dan Kodefikasi.

Pembukuat{, inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah yang telah
ada masih tetap berlaku sepanjang belum ditetapkannya Peraturan Bupati
tentang Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan.
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BAB XIX -
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 521
Pada saat Peraturan Daersh ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten

- Maros Homor 02 Tehun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daersh
. dicabut dan dinyataknn tidek berlaku.

| SR Pasal 522
Peraturan Daerah mi mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

' Agar setiap orang mengebahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Daergh ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Maros. -

‘ _ Ditetapkan di Maros . _

| S tanggal; 29 Desember 2017

MAROS,

‘M. HA' RAHMAN -
Diundarigkari di Maros
padatanggal 29 Desember 2017
.'Sekretaﬁa Daemh

~\
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